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PRESIDEM
REPUBLIK INDOMHESM

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG
CIPTA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PREZIDEN REPUBLIK INDONESIA,

baehwa wuntuk mesujudkan tujuan  pembentukan
Pemerintah HNegara Indonesia dan mewuwjudkan
masyarakat Tndonesia yang sejahtera, adil, dan makmur
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indopesia Tahun 1945, Negara perlu
melakuban berbagal upays untuk memenuhi hak warga
negara atas pekerjasn dan penghidupan yaiig layvak bagi
kemanusiaan melalui cipta kerja;

bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap
tenaga kerja Indomesia vang seluas-luasnya di tengah
persaingan yvang semakin Hompeiitif dan  tuntutan
globalisasi ekonomi;

bahwa untuk mendukung <ipta keria diperlukan
penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan
dengan ketmudahan, pasthndungan, dan pemberdayaan
koperasi dan usaha mikro, kecil, dan mencngah,
peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek
strategis nasicnal, termasuk peningkatan perlindungan
dan kesejahteraan pekerja;

bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan,
perindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha
mikro, kécil, dan menengah, peningkatan ekosistem
investazi, dan percepatan proyek strategis nasional,
termasuk peningkatan perlindungan dan kessjahteraan
pekeja yang tersebar di berbagai Undang-Undang
sekior saat mi belum dapat memenuhl kebutuhan
hukuimn untuk percepatan cipta Kerja sehingga periu
dilakukan perubahan;

e. bahwa . ..
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bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan
kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi
datt usaha mikes, kecil, dan menengah, peningkatan
ehosistem investasi, dan percepatan proyek strategis
nazicnal, termasuk peningkatan  perlindungan  dan
kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan
Undang-Undang =sekior yang belum  mendukung
tervujudnya sinkrottisasi dalam menjamin percepatan
cipta kerja, sehingea diperlukan terobosan hukum yang
dapat menyelesaikan berbagal permasalahan dalam
beberapa Undang-Undang ke dalam satun Undang-
Undang secara komprehensd,

babwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimane
dimaksud pada huraf a, haruaf b, hurtf o, horof d, dan
hurul =, perlu membentuk Undang-Undang tentang
Cipta Kerja,

Pasal 4, Pasal & avat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 13B,
Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), Pasal 27 ayat {2}, Pasal
28D ayat {1} dan ayat (2], dan Pasal 33 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Hakyat Bepublik
Indonesia  Nemer XVIFMPR/ 1998 tentang Politk
Ekanomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indotesia Nomer DMPE/Z001 tentang Pembaruan
Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWALRILAN RAKYAT REPUBLIK INCK-ONESIA

AN
PEESIDEN REPUBLIK INDGHNESIA

MEMUTLUISEAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG CTPTA KERJA,

BABI.
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal L

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.

Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha
kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi
dan usaha mikro, kecil, den menengah, peninghkatan
ekosistermm  Investasi dan  Kemudahan berusaha, dan
investasi Pemerintah Pusat dan  percepatan proyek
strategis nasional.

Koperasi adalah koperasi z¢bagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang tentang Perkoperasian.

Usaha Milkro. Kecil, dan Menengah wvang selanjutnya
dizinglhat UMKE-M adalah usaha mikre, usaha kecil, dan
usaha mensngah sebapaimana dimalisud dalam Undang-
Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada
Felaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha
danfatan kagiatannya.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik [ndonesia
yang memegang kekuasaan pemenntahan negara Republik
Indenesia yang dibantu olehy Wakil Presiden dan menteri
scbagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Megara Eepubhk Indonesia Tahuyn 1945,

Pemerintahan Daerah adalah penvelenggaraan urasan
pemericitahan  oleh  Pemerintah  Daerab dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otenemi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam =istem dan pringip Negara Kesatuan Republik
Indonesta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Daszar Megara Fepublik Indonesia Talwun 1945,

Femerintah Daergh adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelengeara  Pemeénntahan Daerzh  yang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerineahan vang  menjadi
kewenangan dasrah otonom.

Pelaku Usaha adalalt orang perseorangan atau badan
usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
idang tercentu.

G Badan _ . .
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Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan
hukum atau tidak berbentuk hadan bukum yang didirikan
di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
melakukan wsaha danfatau  kegiatan  pada  bidang
CATESTITLYL.

Fencana Detail Tata Ruang yang selamjutnya disinglkar
RDTF. adalah rencana secara terperninci tontang tata ruang
wilayahh  kabupaten/kota vang dilengkapi dengan
peraturan zonasi kabupatenfkota.

Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang
thberikan kepada pemilik bangunan gedung wntuk
membangun baru, mengubab, memperiuas, mengurang,
dan/atau merawat bangunan gedung sesual  denpgan
standar tekmis Bangunan Gedung.

Har adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh
Pemerintal Prsat.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Fazal 2
Undang-Undang m diselsnggarakan berdasarkan asas:
a. pemerataan hak;
b, Kepastian hukum;
c.  ketnudahan berusaha;
d. kebersarmnaan; dan
e, katmandinian,

Selaan berdasarkan asas sebagaimana dimakaud pada avat
11,  penvelenggaraan Cipta  Kera  dilaksanakan
berdasarkan asas lain gesuai dengan hidang hukum yang
diatur dalam undang-undang yang bersangkuatan.

Fasal 3 . ..
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Pasal 2

Undang-Undang im dibentuk dengan tujuan unbuak:

a.

menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan
memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan
tethadap Koperasi dan UME-M  serta  industri dan
perdagangan  masional sebagai upaya  uniuk  dapat
menyerap tenagha kega Indonssia yang seluas-luasnyas
dengan tetap memperhatikan  keseimbangan  dan
kemajuan antardaerah dalam kesatmian ekonomi nasional;

Menjamun  setiap warga negara mempercleh pekerpaan,
serta mendapat imbalan dan perlalbuan vang adil dan
lavak dalam hubungan kerja;

melakukan penvesuaian berbagai aspel pengaturan yvang
berkaitan dengan  keberpihakan, penpuatan, dan
perfindungan bagi koperasi dan UME-M serta industr
naszional, dan

melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan vang
berlaitan dengan peningkatan ekosistem  investasi,
lemudahan dan percepatan provek strategis tasional yvang
berorientasi pads kepentingan nasional vang berlandaskan
pada ilmu pengetahuan dan teknologi nazional déengan
berpedoman pada haluan ideologl Pancasila,

Fa=al 4

Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, ruang lingkup Undane-Undang ini mengatur
kebijalan strategis Cipta Kerja yang melipuati:

a.

b.

Tmoemr oA

peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
ketenagakerjaan,

kemudahat, pelindungan, serta pemberdayasn koperasi
dan UME-M;

kemudahan berasaha;
duloungan riset dan inovasi:
pengadaan tanah:

kawasan ekoncimi;

investasi Pemerintah Pusat dan  percepatan  provek
sirategis nasional;

- pelaksanasn . ..



PRESIDEN
REPUBLIK IMDONE3IA

.

1. pelaksanaan admimsirasi pemecintahan; dan

] pengenaan satlsi.

Fazal §

Fuang bngkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi
hidang hukum yvang diatur dalatn undang-undang terkant.

BAB III
FENINGHKATAN EKOSISTEM INVESTAS] DAN KEGIATAN BERUSAHA

Bagian Kesatu

Ummm

Pagal &

Peninglratan ekosistérn investasi dan legiatan  berusaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 avat (1) hurui a
il pulti;

A, pensrapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;

. penyederhanaan persyvaratan dasar Perizinan Berusaha;
¢. penyederhanaan Perizinan Berusaha scktor, dan
el

penyederhanaan persyarataty investasi,

EBagian Kedua
Fenerapan Perizinan Berusaha Berbasis Riziko

Faragraf 1

Umum

Pasal 7

i1] Perizinan Berusaha berbasgis risiko sebagaimana dimaksud
dalarn Paszal & hutufl a dilakukan berdasarkan penctapan
tinglcat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha,

(2] Pernetapat | - .
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Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha
schegaimana dimeksud pada ayat {1} diperoleh
berdasarkan pemlaian tingkat bahaya dan potensi
terjadinya bahaya.

Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimalksod pada
avat [2) dilakukan terhadap aspek:

a. kesethalan;

b, keselamatan;

£, lingkungan; dan/fatau

d. pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.

Untuk kegiatan tertentu, penilaian tingkat bahaya
sebagaimmana dimaksud pada ayat (3] dapat mencakup
aspek lainnya sesuai dengan sifat legiatan usaha,.

Penilaizn tingkat bahaya szebagamana dimalksud pada
avat {2} dan ayat (4 dilakukan dengan memperhituinglan:

jenis kegiatan usaha;

kriteria kegiatan usaha;

lokasi kegiatan usaha;

keterbatasan sumber dava; dan/fatay
risiko volatilitas.

HOE = E A

FPenilaian potensi terjadinya bahaya  sebagaimana,
dimmaksud pada ayat (2} melipati:

a.  hampir tidak mungkin terjadi;
b,  kKemungkinan kel terjadi;

c. kemungkinan terjadi; ataw

d. hampir past terjadi.

Berdaszarkan penilaien tingkat bahaya sebagaimana
dimaksud pada ayat {3}, avat (4}, dan avat [3), 2¢rta
penilaian potensi terjadinya bahava  scbhagaimana
dimaksud pada ayat i6), tingkat risiko dan peringkat skala
uzaha kegiatan wsaha ditstaphan merjadi:

a. kegiatan usaha berisiko rendah;
b kegatan usaha bernsiko menengah; atau
¢, kegatan usaha berisiko tinggi.

Paragraf 2 . . .
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FParagraf 2

Perizinan Berusaha Kegiatan UIsaha Berisike Rendah

(1)

{2)

Pasal 8

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah
tebagaimana dimaksud dalam Pasgal 7 ayat (Y} hunf a
berupa pemberian  nomor  mduk berusaha yang
merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha.

Nomor induk berusaba sebagaimana dimaksud pada ayat
1 merupakan bukh registrasif pendahiaran Pelaka Usaha
uniuk melakukan kKegiatan usaha dan sebagar wdentitas
bagi Pelaku Uszaha dalam  pelaksanaan kegiatan
usahanoya.

Paragraf 3

Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Menengah

i1

(2)

3

Pasal 9

Ferizinan Berussha wuntuk kegiatan usaba  berisiko
mensngah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7]
huraf b meliputi:

a. kegiatan usaha beriziko menengah rendah; dan
b. kegiatan usaha berisike menengah tinggl.

Perizinath  Berusaha wuntulk  kegiatan usaha  berisiko
menetgah rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (L)
huruf a berupa pembenan:

a. nomor induk berusaha; dan
b. sertifikat standar.

Perizinan  Berusaha untul  kegiatan  usaha  berisiko
menengah tinggl sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huraf b berupa pemberian:

a. nomor induk berusaha; dan
b. s=ertiflat slandar.

() Sertifikat . - .
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Sertifiat standar s¢bagaimana dimaksud pada ayat (2)
hurul b merupakan pernyataan Pelaku Usaha untuk
memenuhn  standar usaha dalam  rangka melalukan
kepiatan usaha,

Sertfikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b merupakan sertifikat standar usaha yang
diterbitkan Pemerintah Pusat atsu Pemerintah Dacrah
sesual  Kewenangannya berdasarkan  hasil  verifikasi
pemenuban standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh
Pelaku Usaha.

Dalam hal kegiatan usaha berisiko menengah memerlukan
statdardizasi produk sebagaimana dimaksud pada avat 12)
huraf b dan awat (3} huraf b, Pemerintah Pusat
menerbitkan sertiftkat standar produk berdasarkan hasil
verifikasi pemenuhan standar yang wajib dipsanuhi oleh
Felaku Usaha sebelum melakukan kegiatan komersialisasi
procluk,

Paragral 4

Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi

(1)

12

(2

Fasal 10

Perizinan Berusaha untuk kegiatan ussha berisiko tinggi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 avat {7} hurof ¢
berupa pemberian:

a, nomor mduk berusaha; dan

b, izio.

lzin sebagaimana dimaksud pada avat (1) burul b
merupakan  persetujuan Pemerintalh | Pusat atau
Pemenntah Daersh untuk pelaksanaan kegiatan usaha

vang wajib  dipenuhi oleh  Pelakuo  Usaha  sebslum
melaksanakan Kegiatan usahanya,

Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan
pemenuhan  standar  Jusaha  dan  standar  produk,
Pemenntah Pusat atav Pemerintah Dacsrah menerbitkan
sertifikkar standar usaha dan sertilikat standar produk
berdasarkan hasd verifikasi pemenuhan standar,

Paragraf 5 . . .
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Paragraf S

Pengawasan

Pasal 11

Pengawasan terhadap setiap kegiatan usaha dilakukan dengan
pengaturan frebgensi pelaksanaan berdasarkan tingkat tisiko
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 avat (7} dan
mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

Paragral &
Peraturan Pelaksanaan

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha berbasis
risiko sebapaimana dimalksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal &,
dan Paszal 10, serta tata cara pengawasan scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 diatur dalam Peraturan Pemerintah,

Baman Ketiga

Penyederhanaan Persyaratan Dazar Perizinan Berusaha

Paragral |
Umum

Pasal 13

Penyederhanaan  persyaratan  dasar  Perizinan  Berusaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal & hurul b meliputi:

a.  kescsualan kegiatan pemanfaatan ruang,
b, persetgjuan lingkungan; dan
c.  Persetujuan Bangunan Gedung dan sertiiikat laik fungsi.

Paragral 2 . . .

SK Mo 050510 A
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Paragral 2
Kesesuaian Kepiatan Pemanfazatan Fuang

Pasal 14

Kesesuaian kegiatan pemanfaatan mlang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 huraf a merupakan kesesuaian
rencana lokasi kegiatan dan/atauy usahanya dengan
RDTR.

Pemerintah Daerah wajib memyusun dan menyediakan
EDTR dalam bentuk digital dan sesua standar,

Penyediaan ROTR dalam bentuk digital sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan =zesuai dengan standar
dan dapat diakses dengan muadah oleh masvarakat untuk
mendapatkan informasi mengenal késesvaian rencana
lokas Kegiaran danfatau usahanya dengan RDTR.

Pemerintah Pusat wajib mengintegrasikan RDTE dalam
bentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat [2) ke
dalam sistemn Perizinan Berusaha secara elektronik.

Dalam hal Pelaku Usaha mendapatkan informas rencana
lckasi kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada
ayat |13 telah seszusi dengan RDTR, Pelaku Usaha
mengajulan permaohonan kesesuaian kegiatan
peranfaatin ruang untuk kepiatan usahanva melalui
slstemn Perizinan Beruvsaha secara elekironik sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dengan mengsi koordinat lokasi
vang diinginkan untuk mempercleh konfirmasi keseauaian
kegiatan pemanfaatan ruang,

Setelahr  mempereoleh  konfirmasi  kesesnaian  kegiatan
pemanfaatan cuang sebagaimana dimaksud pada avat {5,
Pelaku Uszha mengajukan permohonan  Ferizinan
Berasaha.

Pazal 15 _ ..
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Pa=al 15

Dalam hal Pemernintah Daerah belum menyusun dan
menysdiakan BEDTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat |2), Pelaky Usaha mengajukan  permohonan
persetujuan  kesesuaian  Kegialan pemanfaatan mang
untuk kegiatan usahanya Kepada Pemernintah Pusat
melatni  sistem  Perizinan Berusaha secara elektronik
sesual dengan Ketertuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Pusat memberikan persetuyjuan lesesyaian
kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksoud pada
ayat (1) sesual dengan rencana tata roang.

R4ncana tata ruang sebagaimana dimalisud pada ayat (2)
terdin atas:

&, rencaha tate reang wilavah nasional;

rencana tata raang pulaw/kepulavan;

fencana tata ruang kawasan strategis nasional;
rencana tata ruang wilavah provinsi; danfatau
rencana tata ruang wilavah kabupatenflota.

*on o

Pasal 16

Lalam rangka penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan
Berusaha serta untuk memberikan Kepastian dan kemudahan
bagm Pelalnu Usaha dalatm memperoleh kesesuaian kegiatan
pemanfaatan  ruang, Undaog-Undang ini mengubal,
menghapus, danfataw menetapkan pengaturan bara beberapa
ketentgan yang diatur dalam:

a.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 (entang Penatazn
Fuang [Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2007
Nemor 68, — Tambahan Lembaran Nepgara Republik
Indonesia Homopr 4725);

Undang-Undang MNomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan  Pulau-Putau  Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Homaor
&4, Tambahan Lembaran Negara Republile !ndonesia
Nomor 4739 sebagaitnana ttlah diubah dengan Undang-
Undang Nomor | Tahun 2014 enlang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2{07 tentang
Pengelolaan  Wilayah Pesisir dan  Pulauw-Pulau  Eecl
ilembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S490);

¢. Undang-Undang . . .
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¢, Undang-Undang Momor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2014 Neomer
294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5603); dan

d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang [nformasi
Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Homer 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonezia Nomor 52 14).

Fasal 17

Beberapa ketentuan dalamn Undang-Undang Nomor 26 Tabun
2007 tentang Penatzan Ruang {Lembaran MWegara Republik
Indonesia Tahun 2007 Momor 68, Tambahaty Lembaran Negara
Republik Indonesia Momor 4725 diubah sebagai berikut;

1. Eetentuan Pasal 1 angka 7, angka 8, dan angka 32 dinbah
sehinpgea Pasal 1 berbunyi sebagai berilaat:

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ind yang ditmaksud dengan:

1. Fuang adalah wadah vang melipail roang darat,
ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di
dalam bumi sebagal satu kesatuan wilayah, tempat
manusia dan makhluk lain  hidup, melakukan
kegiatarn, dan memelihara kelangsungan hiduprnya.

2. Tata ruang adalah wujad strukive maang dan pole
ruang.

4. Btrukiur ruwang adalah susunan pusat-pusat
permukiman dan sistem jarngan prasarana dan
sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan
zosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki
memilikn hbubungan (ungsional.

4. Pola rmaang adalah distribus peruntukan ruang dalam
guaty wilayah yang mehputi peruntukan ruang untulk
hngs lindung dan peruntukan muang untuk fungsi
budi daya,

5. Penataan . . .
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Fenataan ruang adalah suatu sistem peréncanaan
tata ruahg. pemanfaatan ruang, dan pengendalian
peman{aatan ruang.

Penyvelenggaraan penataan ruang adalab  kegiatan
yang melipull pengaturan, pembinaan, pelaksanaan,
dan pengawasan pendataan ruang.

Pemerintah Pusat adalah Preziden Republik Indonesia
vang memegang keluasaan pemerintahan negara
Eepublik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden
dan menten sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun
1945,

Pemerintah Daerah adalabh kepala daerah  sebagai
unsur penyelenggara FPemerintahan Dacrab yang
memmpin pelaksanaan urusan pemenntahan yang
menjadi kewenangan dagrah oternom.

Fengaturan  penataan ruang adalah  upaya
pembentukan [andasan hukum bagi Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daetah, dan masyarakat dalam
penataan rang.

Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk
meningkatkan  kinerjp  penataan maang vang
diselenggarakan oleh Pemerintalh Pusat, Pemerintah
Dacrah, dan masyarakat.

Pelaksanaan  penataan  ruang adalabh  upaya
pencapaian  tjuan  penstasn  ruasng  melalui
pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemarnfaatan
ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Petigawasan penataan roang  adalab upaya  agar
periyclenggaraan penataan ruang dapai diwwudkan
sesual  dengan ketentuan peraturan  perundang-
undangan,

Perencanasn tata ruang adalah suar proses vnoak
menentukan struktur ruang dan pola rasng yeng
melipull penyusunan dan pensfapat rencana tata
ruang.

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewnjudlan
struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana
tala ruang melaloi pensyusunan dan pelaksanaan
program beserta pembiavaannya.

15, Pengendalian . . .



Sk No 050315 A

15.

16.

17.

18,

19,

21.

22,

23,

24

PRESIDEN
REPUBHUE IHDONESIA

- 15 -

Pengendalian  permnanfaztan  moang  adalalh  upaya
untuk mevujudkan tertib tata rnang.

Fencana tata ruang adalah hasil persiicanaan tata
FLATIE-

Wilayah adalash rJdang yang merupakan kesatuan
geogralls beserta segenap unsur terkait yang batas
dany  sisteminya  ditentukan  berdasarkan  aspek
administratil danfatau aspek fungsional. :

Sistem wilayah adaleh stuktur ruang dan pola ruang
yang mempunyai jangkauvan pelayanan pada tinghkat
wilayah.

Sistern intemal perkotaan adalah strukter ruang dan
pela ruang yang mempunyal jangkavan pelayanan
pada tingkat internal perlotaan.

Kawasan adalah wilayah vang memiliki hangsi utama
lindung ataw budi daya,

Kawaszan lindung adalah wilayah yang ditetapkan
dengan  fungsi  utama  mehndungl  Kelestarian
Iingkungan hidup vang méncakup sumber daya alam
dan sumber daya buatan,

Kawasan budi daya adalah wilayah yang Jditetapkan
dengan fungsi uwtama wuntuk dibudidayakan atas
dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber
daya manusia, dan sumber daya buatan.

Kawasan perdésaan adalah wilayah yang mempunyal
hegiatan atama pértaman, termasuk  pengelolaan
sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan
sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan
jasa pemermtahan, pelayanan sosial, dan kegiatan
ekonomi.

Kawasan agropelitan adalah kawasan vang terditi
atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah
perdesaan sebagai sistemn produlksi pertanian den
pengelolaan sumber daya alam  tertentua  yang
thtunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan
hierarla keruangan zaiuan sistem permukiman dan
sistem agrobisnis.

25 Kawasan . _ .
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Kawasan perkotaan adalah wialayah vang memputiyvai
kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan
lumgsl kawasan  zebaga tempat petmukiman
perkotaan, pemusatan dan distnbus pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan  sosial, dan kegiatan
elonomi

Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan
yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang
betdivi sendiri atau kawagan perkotaan inti dengan
kawasan peckotaan di scldrarmya vang saling memiliki
keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan
sistenm Jarimgan prasarana wilagyah yang terinteprasi
dengan  jumlah  penduduk  secara  kKessluruhan
selkurang-kurangnya 1.900.000 [sag juta) jiwa.

Kawasan megapolitan  adalah kawasan  yang
terbentuk dam 2 (doa)l ataw lehah Kawaszan
metropolitan yang memilk hubungan lungsional dan
membentuk s=buah sistem.

Kawazan strategiz nasional zadalah wilayah yang
penataan mangnya dipricritaskan karena mempunyai
penganih sangat penting secara nasional terhadap
kedaulatan negara, pertahanan, dan keamanan
negata, =konomi,  sosial,  budave, dan/atan
lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan
sebaga warisan dumia,

Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang
penataan muangnya diprioritaskan karena mempunyai
pengaruh sangat penting dalam  lingkup  provinsi
tzrhadap ekonomi, sosial, budava, danfatau
lingkungan.

Kawasan strategis kabupaten/kota adalah walayah
yang penataan ruangnya  diprioritaskan  karcna
mEmpunyal pengaruh sangat penting dalam Iimgkup
kabupatenfkota terhadap ekonomi, sosial, budaya,
dan,/atau Iingkungan.

31. Fuang . - .
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Ruang tetbulka hijjaw adalah area memanyang/jalar
dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih
Lersifat terbuka, ternpat tumbuh tanaman, baik yvang
tutnbuli  secara alamiah maupun vang sengaja
ditanam, dengan mempertimbangkan aspsk fungsi
ckologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan
estetika,

Keseauaian hegiatan Pemandastan Ruang adalah
kesesuaian antara rencana kepiatan pemanfaatan
tuang dengan rencans tata ruang.

Orang adalah orang perseorangan dan/atan
kotporasi.

Menteri adalahh menteri yang menyelenggarakan
urysan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.

khetentuan Pasal © diubabh sehingga berbunyi sebagai
bertkout:

(1}

(2

Pasal &

Penataan ruang diselenggarakan dengan
memperhatikan:

a. kondisi fisik wilavah Wegara Kesatuan Republiic
Indonesia vang rentan terhadap bencana;

b.  potensi sumber daya alam, sumber daya
manusia, dan sumber dava buatan, kondisi
ekonomi, =sosial, budaya, politik, hukum,
pertahanan kcamanaty, dan lingkungan hdup
serta oy pengetahuan dan teknologi sebaga
satu kesatuan; dan

c.  geostrategi, geopolitik, dan geotkonomi.

Penatagn ruang wilaysh nasional, penataan ruang
wilayah provinsi, dan penataan ruang  wilayah
kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan
komplementer.

{2 Penataan . _ .
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Penataan tlang  wilayah  secara  berjenjang
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) dilakukan
déngan cara réncana tata ruang wilayah nasional
djadikan acuan dalam penyusunan rencana tata
ruang wilayah provins: dan kabupaten/kota, dan
rencana tata ruang wilayah provinst menjadi acwan
bagi pehyusunan rencana tata ruang
kabupztenf kata,

Petiataan rmaang wilayah sécara  komplementer
secbagaimana dimaksud pada ayat 2] merupakan
penataan 1uang wilayah nasional, penataan nlang
wilayah provinsi, dan  penataan ruang  wilayah
kebupaten/ kota yang disusun saling melengkapi satu
sama lan dan bersinergn  sehingga tGidak rtegadh
tampang tindih pengaturan rencana tata ruang,

Fenataan ruang wilayah nasional melipuo ruang
wilayvah yursdiks dan wilayah kRedaulatan nasonal
yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang
udara, termasuk ruang di dalam bumi s=bagai satu
kesatuan.

Penataan mang wilavah provinsi dan Kabupaten/ kota
melipal miang darag, roang g, dan ruang udaera,
termasuk  tuwang di dalam burn sebagai satua
kesatuan.

Pengelolaan sumber daya riang laut dan ruang udara
diatur dengan Undang-Undang tersendin.

Dalam hal terjad Ketidaksesuaian antara pola ruang
rencana  taka rang dan kawasan  hutan,  izin
dan fatau hak atas tanah, penyelesaian
ketidaksesuwaian  tersebut  diatur dalam  Peraturan
Permenititah.

Eetentuan Pasal 28 dinbah sehingga berbuny sebaga
Beriliut:

(1)

Pasal &

Wewenang Pemerinitah Pusat dalatn penyelenggaraan
penataan roang meliputi:

a. pengaluran . . .



3K Mo 030519 A

(2)

I3

{4}

PRESIDEM
REFUBLN, IHDOMESIA

.19 -

a. pengaturan, pembinasn, dan  pengawasan
terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah
nasional, provings, dan kabupaten/kota, serta
terhadap prlaksanaan penataan ruang kawasan
strategis nasional;

b. pembenan bantuan teknis begi  peEnyvusunan
remcana tata ruang wilayah provinst, wilayah
kabupaten/kota, dan rencana detail tata ruang,

¢.  pembinaan teknis dalam kegiatan penjyusunar
rencana tata ruang wilayah provingi, rencana
tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan rencana
detail tata raang:

d. pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional,

e. pelaksanaan petataan ruang kawasan strategis
nasional; dan

f. kerja sama penataan ruang antarnegars, dan
memlasilitasi  kerja sama  penataan  ruang
antarprovinsi.

Wewesnang Pemerintah Pusat dalam  pelaksanaan
penataan ruang nasicnal melipati;

a.  perencanzan tata raang wilayah nasional,
b.  pemaniaatan raang wilayah nasional; dan

¢. pengendalan  pemanfaatan  ruwang  wilayah
nasional.

Wewenang Pemerintahy Pusat dalam  pelaksanaan
penataan ruang kawasan strategis nasional meliput:

a. pehnetapan kawasan strategis nasional;

b.  perencanaan tata ruang Rawasan  strategis
nasional;

c.  pemanfaatan ruang Kawasan strategis nasional;
dan

d.  pengendalian pemanfeatan ruang kawasan
strategis nasional.

Dalam  rangka penyelenggaraan peonataan roang,
Femerintah  Pusat  berwenang menyusun  dan
menetapican pedoman bidang penataan ruang.

i3 Dalam . . .
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(3) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1], avat (2], avat {2}, dan avat
4], PFemerintah Pusat:

a. menyebarluagkan informast  yang berkaitan
dengan:
1. rencana umum dan rencana rinci tate riang

dalam rangka pelaksanaan penataan ruang
wilayah nasional; dan

2. pedoman bidang penataan ruang.

b, manetapkan standar pelayanan minimal bidang
prnataan rang.

(2] Kerenttuan  lebih  lanjut  mengenal Kewenangan
pényelenggaraan penataan mang  diatur  dalam
Feraturan Pemerintah.

Eetentuan Pasal ¥ divbah sehinggs berbunyi sebagai
berikuy:

Pasal 9

{1} Penyclenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh
Pemerintaly Pusat,

{2} Eetentuan lebih lanjut mengenal tugas dan tanggung
Jawab penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} diatur dalam Peraturan
Fetnermtah,

Hetentuan Pasal 10 diubabh sehingga berbunyi sebagai
Berilout:

Fazal 10

Wewenang Pemerintah  Daerah  provinsi  dilaksanakan
stsuad dengan norma, standar, prosedur, dan Kriteria yang
ditelaplian oleh Pemerintah Pusat dalam penyelengaaraan
penataan ruang meliputs:

a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap
pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan
kabupaten/kota,

L. pelaksanzan ...
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b, peclaksanaan penataan miang wilavah provinsi; dan

kerja sama penataan  ruang  antarpeovinsi  dan
tasilitasi ketja Sama penataan ruang
antarkabupatenfkela.

Ketentuann Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai
beriloat;

Pazal 11

Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten/ kota
dilaksanakan sesual dengan norma, standar, prosedur,
dan Kritenia vang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam
penyelenggaraan penataan ruang meliputi

a. pengaturan, pembimaan, dan pengawasan terhadap

ptlaksanaan petataan rJang wilayah
kabupaten fkota,
b. pelaksanaan penataan TUALNE wilayah

kabupaten/ Kota; dan
<. kerja sama penataan ruang antarkabupalen; kota.

ketenturan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikogt:

Pasal 14
i1l Perencanaan tata ruang  dilakukan Utk
rnenghasilkan:

A, [encana uwmgim ata raang; dan
B.  rencanz rinci tata rgang.

12 Rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} huruf a secara hisrarki terdiri atas:

4. rencana tata myang wilavall nasional;
k. rencana tata niang wilayah provinsi; dan

¢, rencana tata ruang wilayah kabupaten dan
rencana tata npang wilayah kota,

{3] R#ncana nnc tata ruang scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) hural b terdiri atas:

4. rencana - . .
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a. rehcana  tata ruang  pulaufkepulauan  dan
rencans tata roang kawasan strategis nasional;
dan

b, rencana detail tata ruang kabupaten { kota.

Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hural b disusun sebagai perangkat
operasional réncana umum tata ruang.

Rencana rminci tata ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat {3) huruf a disusun apabila;

a. rencana umum tata tuang belum dapac digadikan
dagar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang
dan pengendaban pemaniaatan raang; dan/atau

b. rencana umum tata ruang vang mencakup
wilayah perencanaan yang luas dan skala pets
dalam rencana umum  tata ruang  tersebut
memerhakan perincian sebelum
dioperasionalkan,

Ectentuan lebih lanjut mengenai tingkat ketelitan
peta rencana umurm tata ruang dan rencana nonci tata
ruang sebageimana dimaksud pada ayat {1} diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

[h antara Pasal 14 dan Pazal 15 disisipkan 1 (satu) pasal
vakni Pasal 14A yang berbunyi sebagai berikur:

i1]

(2)

Pasal 14A

Felaksanaan penyusunan rencana  tata ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dialukan
dengat memperhatikan:

a. daya dukung dan daya tampung [inglangan
hidup dan kajian lingkungan hidup strategis;
dan

b.  kedetailan informasi tata roang yang akan
disajikan scrts  kesesuman  ketelitian  peta
rencana late ruang.

Fenyusunan Kajian lingkungan  hidup  strategs

sebagaimana dimaksud pada ayat {1} hurul a

dilakukan dalam penyusunan rencana tata ruang.

131 Prmenuhan
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(2 Pemenuhan kesesuaian ketelitian psta rencana tata
ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1} hurul b
dilakukan melalui penyusunan peta rencana tata
ruatg di atas Peta Dasar,

(4} Dalam hal Peta Dasar sebagaimana dimaksud pada
ayat |3 belum tersedia, penyusunan cencana tata
ruang dilakukan dengan menggunakan Peta Dasar
lainnya.

Eeterituan Fasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Fasal 17
(1] Muatan rencana tata ruang mencakap:
a. rencana stroktur ruang: dan
b, rencana pola miang.

(21 Rencana struktur ruang sebagaimana dimakzud padse
avat (1) humaf a meliputi rencana sistem  pusat
permuliman dan rencana sistem jaringan prasarana.

(2} Rencana pola ruang sebagmmana dimaksud pada
ayat (1) hurul b meliputi peruntukan kawasan
lindung dan kawasan budi daya.

{4} Peruntukan kawasan limdung dan kawasan budi daya
sebagaimana dimaksud pada ayat (3} meliputi
petuntukan  ruang untuk  kegiatern  pelestanan
Lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertabanan,
dan keamanan.

(3] Dalam rangka pelestarian lnglangan sebagaimana
dimaksud pada avat (4), pada rencana tata ruang
wilayah ditetapkan Tuas hkawsasan hutan dan
penutupan fiutan untuk setlap pulau, daerah aliran
sungai, provins, kabupatenfkota, berdasarkan
kondisi biogeohsik, iklitn, penduduk, dan keadaan
sosial ¢konomi masyarakat sctempat.

& Penyusunarn rercana tata ruang harus
memperhatikan keterkaitan antarwilayah, antarfungsi
Eawasan, dan antarkegiatan kawasan,

(71 Ketentuan . . .
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Kerentnan  lebih lanjpat  mengensan tata cara
pERYUsSUnan réncena tata rueng vang berkaitan
dengan fungsi pertahanan dan keamanan sebagai
subsistern rencana tata ruang wilayah distur dalam
Peraturan Pemerintak.

ketentuan Pasgsal 128 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1}

12)

i3

(4

{5}

Pasal 18

Pecnetapan rencana tata ruatg wilayah provinsi atau
kabupaten/keta dan rencana  detail tata  roang
terlebith  dahuln  hamis  mendapat  persetyjuan
substansi dari Pemerintalh Pusat,

Jebelum  diajukan persetujuan substansi kepada
Pemerintzh  Pusat, rencana detadl tata ruang
kabupaten/kota yang ditwangkan dalam rancangan
Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota terlebihb
dahulu dilakukan konsultast publik termasuk dengan
Dewan Perwakilan Raloyat Daerah.

BupatifWali Kota wajib menetapkan rancangan
peraturan kepala dacrah kabupaten/kota tentang
rencana detail tata Tuang paling lama 1 (sam) bulan
setelah  mendapat persetyuan  substansi dard
Pemenntah Pusat,

Draalam hal bupatifwali kota tidak menstapkan
rencana detall tata ruang setelah jangka walitu
sebagaimana yvang dimaksud pada avat 3], rencana
detail tata ruang ditetapkan aleh Pemnenntah Pusar

Eetentuan lebib lanjut meéngenal muatan, pedoman,
dan tata cara péoyusunan rencana tata ruUang
wilayah previnsi atau kabupaten/kota dan rencana
detail tata ruang sebagamana dimaksud pade avat {1)
diatur dalam Peraturan Pemerjntah.

Ketentuan Pasal 20 divubah sehingga berbunyi sebagai
berikout:

Pasal 20 _ . .
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Pasal 20

Eencana Tata Ruang Wilayah Nasienal memuat;

a.

tujuan, kebijakan, dan strategl penataan Tlang
wilayah nasional;

rencana strukiuar raang wilavah nasional yang
meliputi sistem perkotaan nasional vang terkait
dengan  Kawasan  perdesaan  dalam  wilayah
pelayanannya dan sistemn jJanngan  prasarana
utama;

rencana pola roang wilayah nasional yang
meliputl kawasan lindung nasional dan kawasgan
budi daya yang memiliki nilai strategis nasional;

penetapan kawasan strategis nasional,

arahan pemanfaatan rnang yang bensi indikasi
program wama jatgks menengab lima tahynan;
dan

arahan pengendalian pemanfaatan raang wilayah
nasional yang berisi indikasi arahan zonasi
sistemn nasional, arahan Kesesuaian Kegiatan
Pemaniaatan  Ruang, arahan  insentif  dan
disinsentif, serta arahan sanksi,

Rencana Tata PRuang Wilayah Nasional menjadi
pedoman unkbuk:

a.

penyusunan  rendana pernbangunan jangka
panjang nasional;

peENYUSUNANn  rendcana pembangunan  jangka
menengah nasiwonal;

pemanfaatan rUarg dan pengendalian
pemenfaatan ruang di wilayah nasional;

pewaadan  Keterpaduan,  keterkaitan, dan
keseimbangan perkembangan antatwilayah
PTOVINS, srta Keserasian antarsekior,

penetapan  lokasi dan fungsi ruang untuk
invesiasi;

penataai ruang kawasatn strategis nasional: dan

penataan  ruang  wilayah  provinsi dan
kabupatenfkota,

3 Jangka . . -
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Janghka wakty Rencana Tata Buang Wilayah Masional
adalah 20 [dua pulub) tahun.

Rencana Tata Ruang Wilayah Masional ditinjan
kembali 1 igatu) kali dalam setiap perieds 5 {hmay
tahunen.

Peninjawan  kembali rencana tata moang  dapat
dilakukan lebah dan 1 (satu} kali dalam periode 5
(hma) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan
strategis berupa:

4. bencana alam skala besar yang ditetaphkan
dengan peratiran perundang-undangan;

b. perubahan batas teritorial 1negara  yang
ditetaphkan dengan Undang-Undang;

¢.  perubahan batas wilayah daerah vang ditetapkan
dengan Undang-Undang; dan

4. perubahan kebijakan nasicnal vang  bersiat
strategis.

Rencana Tata Ruang Wilayah HNasional ditetapkan
dengan Peraturan Pemenntah,

Ketentuan Pasal 22 dmabah gehingga berbunyi sebagai
Berikud:

{1}

(2]

Fazal 22

Penzusunan rencana tata ruang wilayah provinsi
mengacu pada:

a.  FRencana Tata Puang Wilayah Masional,
b, pedoman bidang penataan ruang; dan
¢. rcncana pembangunan jangka panjang daerah.

Feryusunan rencana tata roang wilayah provinsi
biatus memperhatikan:

a, perkembangan permasalahan nasional dan hasil
pengkapan mplikasi penataan niang provinsi;

B, upata pemerataan pembangunan dan
periembuhan ckonomd provinsd,

c. leselarasan . . .
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¢. keselarasan aspirasi pembangunan provinsi dan
pembangunan kabupaten/ kota;

d. daya dukung dan daya tampung linglungan
hidup;
rencana pembangunan jangka panjang dacrah,

I, rmncana tata miang wilayah provinsi yang
berbatasan; dan

g rencana tata ruang wilayah kabupaten fkota.

13. Ketentuan Pasal 22 divbah sehingge berbuny sebagai
berikut:

Pasal 23
{1} Rencana tata ruang wilayah provinsi memuat;

a  tyuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang
wilavah provinsl;

b. rencana struktur ruang wilayah provingi yang
meliputi sisterm  perkotaan dalam wilayahnya
vang berlaitan dengan kawasan perdesaan
dalam wilayah pelayanannya dan sistem Janngan
prasarana wilavah provinsi;

¢ reneana pola ruang  wilayah  provinsi  yang
meliputi kawasan lindung dat Kawasan budi
daya yang memiliki nilal strategis provinsi;

d. arahan pemanizatan ruang wilayah provinsi yang

berisi indikasi program utama jangka menengah
lima tahunan: dan

2, arahat pengendalian pemanfaatan ruang wilayah
provinsi yang berisi indikasi argshan =zonasi
sistern  provinsi, arahan Kesesuaian Kegiatan
Famanfaatan Fuang, arahan insentf dan
disinsentil, serta arahan sanksi-

121 Rencana  tata  raang  wilayah  provinsi menjadi
pedoman untuk:

a.  penydsunan  rencana pembangunan jangks
panjang daerah;

b. penyusunan . . .
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b. penyusunan rencana  pembangunan  jangka
menengali daerah,

<. pemanlaatan raatg dan pengendalian
pemaniaatan ruang dalam wilayah provinsi;

d. pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan
keseimbangan — perkembangan  antaranlayah
kabupaten /kota, serta Keserasian antarselitor;

e.  penetapan lokasi dan fungsi ruang  untuk
investasi, dan

f penataan raang wilayah kabupaten kota.

Jangka wakiu rencana tata ruang wilayah provinsi
adalalr 20 [dua puluh) tahun

Rencana tata ruang wilayah provinsi ditinjau kembali
1 {zatw) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.

Penimjauan kembali rencana tata ruang wilayah
provinsi dapat dilakukan lebih dari 1 isat) kali dalam

pericde 5 (lima) tabun apabila terjadi perubahan
lingkutigan strategis berupas:

4, bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan,

b.  perubahan batas  (eritorial negara yang
ditetapkan dengan Undang-Undang;

¢, perubahan batas wilayah dasrah vang ditetapkan
dengan Undang-Undang: dan

d. perubahan kebhijakan mnasional vang bersilat
strafegis.

Rencana tata ruang wilayah provinsi ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Provinsi.

Feraturan Daerah Provinsi sebagaimzana dimalsud
pada ayat (0] wajib ditetapkan paling lama 2 (dua)
bulan terhitung sejak  mendapat  persstujuan
substansi dari Pemerintah Pusadl,

Dalam hal Peraturan Daeral Provins: sebagaimana
chmaksud pada ayat (¥} belum ditetapkan, Gubernur
menetapkan rencana tata ruahg wilayvah  provinsi
paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejalr mendapat
persetyjuan substansi dan Pemerintah Pusat.

{9} Dalam . . .
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(% Dalam hal rencana tata mang wilayah provinsi
sebagaimana dimaksud pada  avat (3 belum
ditetapkan  olsh Gubernur, réncana tata ruang
wilayah provinsi ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
paling lama 4 [empat) bulan terhitung sejak mendapat
persetujuan substansi dari Pemenntah Pusat,

14, Pasal 24 dihapus.

15, Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbuny] sebagaj

berilut:
Pazal 25
(1] Peényusunan rencana tate ruang wilayah kabupaten
mengacy pada

a.  Rencanad Tata Ruang Wilayah Nasiona! dan
rencana tata ruang wilavah provinsi;

b.  pedoman dan petunjuk  pelaksanaan  bidang
penataan ruang; dan

¢. rencana pembangunan jangka panjang daerah.

(2] Penyusunan rencana tatz ryang wilayvah kabupaten
harus memperhatikan:

8  perkembangan permasaladhan provinsi dan hasil
pengkajian imnplikas penataan ruang kabupaten:

b. upaya pemerataan pembangunan dan
pertumbuhan ekonomi kabupaten;

kestlarasan aspirasi pembangunan kabupaten:
daya cdukung dan daya tampung linglungan

hadup;

¢ Tencana pembangunan jangka panjang dacrah;
dan

. rencana tata ruang wilayah kabupaten yang
berbatasarn.

16, Ketentuan Pasal 26 diubah sshingea berbunyi sebagai
berikut.

Pazal 26 _ _,

SK Mo 050529 A
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Fasal 26

Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat:

a.

b,

ujuan, kebijaltan, dan strategi penatasan ruang
wilayah kabupaten;

rencana struktur ruang wilayah kabupaten vang
meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang
terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem
Jaringan prasarana wilayah kabupaten;

tencana pola maang wilayah kabupaten yang
meliputi  kawasan  lindung  kabupaten  dan
kawasan budi dava kabupaten;

arahanl pecmanfaatan roang wilayah kabupaten
vang berisi indikasi program utama jangka
menesngah lima tahunan; dan

ketentuan pengendalian  pemanfaatan  riang
wilayah kabupaten yang berisi Ketentuan umam
20nasi,  Hetemtuan  Kesesuaian — Eegiatan
Pemanfaatan PRuang, kelentuan insentif dan
disnsentif, zerta arahan sonksi.

Rencana tata ruwang wilayah Kabupaten menjadi
pedoman untuk:

A

b,

pepyusunan  rAncana  pembangunan jangks
panang dacrah;

pEnyUSUnaEn  rencana  pembangunan jangka
menstigah daerah;

pcmaniaatan ruang dan pengendalian
pemaniaatan ruang di wilayah kabupaten;

pewujadan  keterpaduan,  kKeterkaitan, dan
keseimbangan antatrsekror; dan

penstapan  lokasi dan lungsi ruang untuk
nveatasl

Eencana tata ruang widayah kabupaten menjadi dasar
untuk Kesesuaian Kegatan Pemanfaatan Fuang dan
adminmistrasi pertanmahan,

Jangka wakiu rencana tata ruang wilayah kabupaten
adalah 24 (dua pulaly tabhun,

(9) R¢ncana . . .
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Fencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau
kembab 1 (=zatu) kal: pada setap periode 5 [lima
tahuanan.

Peninjauan kembali Rencana tata ruang wilayah
kabupatent dapat dilakukan lebib dari 1 lsatw) kali
dalam periode 5 (lima) tahuen  apabila  terjadi
penibahan bngkungan strategis berupa:

a. bencana alam  yang  ditstapkan dengan
peraturan perundang-undangan,

k. perabashan  batas  teritorizl  negara  yang
ditetapkan dengan Undang-Undang;

C. perobahan  batas  wilayah  daerah  yang
ditetapkan dengan Undang-Undang; dan

d. perubahan  kebijakan nasional vang bersifar
strategis,

Fencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) wajib ditetgpkan paling lama 2 |dua)
bulan satelah mendapat persetujuan substansi dari
FPemerintah Pusat.

Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana
dinaksud pada ayat (71 helum ditetapkan, Bupati
menstapkan réncana tata rmaang wilayah kabupaten
paling lama 3 (tiga)] Dbulan  setelah mendapat
persetujuan substansi dari Pemerineah Pusat.

Dalam ha! rencana tata ruang widayah Kabupaten
sebagaimana  dimaksud pada ayat {8)  belum
ditetapkan oleh Bupati, rencana tata ruang wilavah
kabupaten: ditetapkan oleh Pemerintah Pusat paling
lama 4 (empat] bulan setelah mendapat persetujuan
substansi dari Percrintah Pusat.

17. Pasal 27 dihapus.

18. Di antara Pasal 34 dan Passal 35 ditambah 1 {satu) pasal,

yakni Pasal 34A vang berbunyi sebagai beriku

Pasal 344 . .
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Paszal 34A

ill Dalam hal terdapat peruvbahan kebijakan nasional
vang berzifat strategis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat |9) hurul d, Pasal 22 ayat (51 huruf d,
dan Pasal 26 ayat &) hurul 4 belum dimuat dalam
rencana  tata ruang danfataw rencana  zonasi,
pemanfaatan ruang tetap dapat dilaksanakan.

(2) Pelaksanaan kegiatan pemanisatan ruang
s¢bagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
setclah mendapat rekomendasi kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang dari Pemerintah Pusat,

Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga Derbunyi sebagai
berikut:

Pasal 35
Fengendalian pemanifaatan ruang dilalogkan melalui:
a. ketentuan Kesesuasian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
b. pemberian ingentifl dan disinsentil; dan
C. pengenaan sanksi.

Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagsi
berikoat:

Pasal 37

i1l Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diterbidkan
oleh Pemerintah Pusat.

(2} Persetuynan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
yang tidak scsuar dengan rencana tata ruang wilavah
dibatalkan sleh Famerintal Pusat,

3 Persetmjuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
vang dikeluarkan danjfatau diperoleh dengan tidak
melalul prosedur yang benar, batai demi hulum,

(4] Persatujuan . . .
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Persetujuan kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
yang diperoleh melalwi prosedur yvang benar tetapi
kemudian terbukri tidak sesuai dengan rencana tata
ruang wilayah, dibatallzan oleh Pemerintzh Pusat,

Terhadap kerugian yang ditimbulkan  akibat
pembatalan persetujuan sebagaimana dimaksud pada
avat (2) dan ayat {4), dapat dimintakan ganti kerugian
yang layak kepada instansi peraberi persatujuan.

Kegiatan pemanfaatan ruang vang tidak sesuai lagi
akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah
dapat dibartalkan oleh Pemerintah Pusat dengan
membenkan gant kerugian vang lavak.

Setiap pejabat pemernintal vang berwenang dilarang
menerbitkan  persequjuan  Kesesuaian  Kegatan
Femanfaatan Puang yvang tdak sesuai dengan
rencana tata miang.

Hetentuan lebik lamjut mengenai prosedur perolehan
persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanflaatan Ruang
dan tata cara pemberian ganti kerugian yang layak
stbagaimana dimaksud padz avat (5) dan avat ()
diatur dalam Peraturan Pemerintah,

Estentuan Paszl 48 diubah sehingga berbunyi sebagai
beriloat:

Fasal 48

Penataan ruang kawasan  perdesaan  diarahkan
untuk:

a. pemiberdayaan masyarakat perdesaan;

b. pertahanan kuszlitas lingkungan setempat dan
wilayah yang didukungnya;

c. Konservasi sumnber daya alam;
d. pelestanan warisan budsya lokal;

e. pértahanan  kawasan lahan  abadi  pertanian
pangan untuk ketahanan pangan; dan

f.  penjagaan keseimbangan pembangunan
perdesaar-perkotaan.

(2} ketentuan . ..
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(2) Ketentuan lebih  lanjut mengenar  pelindungan
terhadap kawssan lahan abadi pertanian pangan
sehagaitmana dimaksud pada ayat (1) humf e diatur
dalam Undang-Undang.

131 Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan
pacla:
3 kawasan perdesaan yang merupakan begian
wilayah Kabupaten; atsy

b, kawasan vang secara fungsional bercirt perdesaan
yang mencakup 2 fdual atau lebikh  wilavah
kabupaten pada satu atau lebih wilayvah provinsi.

(4} Ketentuan lebih lanjut mengenai penatasn ruang
kawasan  perdesasn  diatur  dalam  Peraturan
Pemerintah,

Pasal 49 dihapus.

Pasal 5 dihapus.

Pasal 51 dihapus.

Fasal 52 dihapus.

Paszal 53 dihapus.

Pasal 54 dihapus.

Ketentuan Pasal é) divbah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pazal &aC
Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:
2,  meéngetaliul rencana tata ruang;

b menikmati - .,
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menikmati pertambahan nilad ruang sebagai akibat
penataan roang;

memperoleh penggantian yang layak atas kerugan
yang tmbul akibat pelaksanaan  kegiatan
pembangunan yang sesuai deéngan rencana tata
ruang;

mengajukan tuntuan kepada pejabat  berwenang
terhadap pembangunan yarg tidak sesuai dengan
rénicana tata ruang di wilavahnya;

mengajukan  tuntutan pembatalan  persewgjuan
kegiatan penataan ruang dan/fatau  penghentian
pembangutat vang tdak sesuai dengan rencana tata
ruang kepada pejabat berwenang: dan

mengajukan  gugatan ganti  Kerugian kepada
Pemenntah Pusat, Pemerintalh Dacrah dan/atay
kepada pelaksana kegiatan pemanfaatan ruang
apabila kegiatan pembangunan vang tidak sesuai
dengen rencana tata ruang menimbulkan kerugian,

Ketentwan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

FPa=al a1

Dalam pemanfaatan rouang, setiap orang wajib:

a
b.

menaatl rencana, tata ruang yang telah ditacaplan;

memanlaatkan raang sesuai dengan rencana tata
rang;

mematali ketentuan  yang  ditetapkan  dalam
persyaratan Kasesugian  Kegiatan  Pemanfaatan
Ruang, dan

memberikan  altges terhadap kawasan yang oleh
ketentuan Peratiran perundang-undangan
dinyataikan sebagat miltic umom,

Ketentuan Pagal 62 diubah schingga berbunyi sebagai
bearikual:

Pasgal 82 . ..
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Pasal 62

Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang
tzlah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi
miang stbaguamana dimaksud dalam Pasal 61 dikenai
sanksi administratil.

Ketentuan Pasal 65 diubabh sehingga berbunyi sebaga
berilat:

1)

[<]

13)

(4)

Fazal 6%

Penyeléngparaan penatsan reang  dilakukan coleh
Pemernintah Pusat dan Pemerintah Daerah denpan
melibatkan peran masvarakat.

Peran masyarakat dalam  penataan  ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan,
antara lam, melalui;

a. partisipasi dalam penyusunan rencana  tEca
riang;

b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan

¢. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan
TUang.

Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dan
ayat {2} terdiri atas crang perseorangan dan pelaku
usaha.

Eetentian lebih lanjut mengenaj (ata cara dan bentuk
peran masyarakat dalam  penztaan ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dianar dalam
Peraturan Pemerintah.

Retentuan Pasal 6% diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal &0, , .
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Paszal &9

Setiap orattg yang dalam melaloukan usaha dan/fatau
kegiatannya memanfaatkan twang  vang  telah
ditetapkan tanpa menuliki persetujuan keészesuaian
pemanfaatan rnang sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan
fungsi ruang dimdana dengan pidana penjara paling
lama 3 (dga) tahun dan denda paling banyak
Ep 1 000 000 000,00 jsatu miliar rupiahy).

Jika undak pidana sebagaimsana dimaksud pada ayat
1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda
atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan
pidana peénjara paling lama 4 [empat) tahun dan
denda paling banyak Rpa.300.000.000,00 {dua miliar
hima ratus jura rupiah).

Jika dndak pidena sebagaimana dimaksud pada avat
(11 mengakibatkan kematian orang, petaku dipidana
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima balas)
tahun dan denda paling banyak RpS.000, 000, 030,00
{delapan miliar rupiah).

33, Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

{1

12)

Pasal YO

Betiap orang yang memanfaatian ruang tidak sesuai
dengan réncana tata ruang dard  pejabat  vang
berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61
huruf b vang mengakibatkan perubahan fungsi rang
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (tiga)
tahun dan denda paling banyak Rpl 000,000, 000,00
{satu miliar rupiah).

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
1] mengalibatkan kerugian terhadap harta benda
atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan
pidana penjara paling lama <4 [empat] tahun dan
denda paling banyak BEp2.500.000.000,00 [dua miliar
hima ratus juta rupiah).

(3 Jika . ..
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(3] Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)
tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000.000,00
idelapan miliar Frupiah).

hetentuan Pasal 71 diubah sehinggs berbunyi sebagai
betrikout:

Fasal 71

Setiap orang yang tidak mematuhi  keténtuan  vang
ditetapkan dalam persyaratan  Hesesuaian  Kegiatan
Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
51 horuf ¢ yang mengakibatkan perubahan fungsi tuang
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 {tigal tahun
dan denda paling banyak Rpl.000.000.000,00 (satu nuliar
rupiah)

Pazal 72 dihapus,

Ketentuan Pasal 74 diubah schingga berbunyi sebagai
berkyr:

Pasal 74

(1] Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6%, Pagal 70, atayy Pasal 71 dilakukan
oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan
denda terhadap pengurnusnys, pidana vang dapat
dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda
dengan pemberatan 1/3 (sepertiga) kali dari pidana
denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal
70, ataa Pazal 71.

(21 Belain pidana denda sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana rambahan
berupa;

a.  pencabutan Perizinan Berusaha; dan/fatau
b, pencabuian status badan hukum.

a7, Ketentuan . .
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37. HKetenruan Pazal 75 diubah zehingga berbunyi scbhagai
berikut:

Pagal 75

{1} Sctiap orang yang menderita kerugian akibat tindak
pidana sebagaimana dimalcsnd dalam Pasal 69, Pasal
70, atau Pasal 71 dapat mepuntat gant keragian
secara perdata kepada pelalu tindak pidana,

i2]1 Tumonan ganti Kerugian gecars perdata sebapaimana
ditnaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesual dengan
ketentuan hukwm acara perdala.

Pagal 18

Beberapa ketenluan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2007 entang Pengelolaan Wilayah Pesisic dan Fulau-Pulay
Keeil [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Notmor
84, Tambahan lLembaran Megara Republik Indonesia Nomor
4730 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2007 entang Pengelolaan Wilavah Pesisir dan
Pulau-Fulau kKecil |Lembaran Negara Republik Indons=ia Tahun
2014 Momor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5490 diubah sebagai berikuc:

1. HKetentuan Pasal 1 angka 14, angka 40, dan angka 41
diubah, di antara anglka 14 dan angka 15 disisipkan satu
angka vakni angka 144, serts angka 17, anpgka 12, dan
angka 15A dihapus schingga Pasal 1 berbunyi sebaga
bkt

Pazal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Wilayah Pesisit dan Pulav-Pulau Kecil
adalah  suatu  pengoordinasian  perencanaan,
pemanfaatan, peogawasan, dan pengendalian
sumber daya pesisic dan pulau-pulan kKecil yang
dilalnukan cleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah,
antarseklor, antara skosistern darat dan laut, serta
antara il pengetahuan dan manajemen uniok
meningkatkan kescjahteraan rakyat.

2. Wilayah . . .
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Wilayah Pesisir adalah dasrah peralihan antara
Ekosistemn darat dan laut vang dipengaruhi oleh
perubahan di darat dan laut,

Pulau Kecil adalah pulau dengan es lebih kecil
ateu sama dengan 2000 km? {dua rbu kil mcter
persegl) beserta kesatuan Ekosistemnya.

Sumber Daya Pesigir dan Pulau-Pulan Kecil adalah
sumber daya hayati, sumber daya nonhavati.
sumber dava buatan, dan jasa-jasa linglungan,
sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang,
padang lamun, mangrove dan biota laut lain;
sumber daya nonhavati meliputi pasir, air laur,
mineral dasar laut; sumber deva buatan meliputi
infrastruktur laut vang terkait dengan kelautan dan
perikanan, dan  jasa-jasa  lingkungan  berupa
keindahan alam, permukaan dasac laut tempat
instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan
dan perikanan serta energl gelombang laut yang
terdapat di Wilayah Pesisir,

Ekosistemn adalah  kesatuan komunitas tuwmbuh-
tambuhan, hewan, organisme dan pon otganisme
lain serta proses yang menghubunglannya dalam
membentuk keseimbangan, stabilitas, dan
produktivitas.

Bioekoregion adalah bentang alam yang berada di
dalam satu hamparan kesatuan ekologis yang
ditetapkan oleh batas-batas alam, seperti daerah
alizan sungad, tehuk, dan aras.

Perairan Pesisir adalah laut yang berbataszan dengan
daratan meliputi perairan s&jauh 12 |[dua belas) mil
lant divkur dari gans pantai, perairan yang
mefghubungkan pantai dan pulan-pulaw, estuar,
teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.

hkawasan adalah bagian Wilavah Pesisir dan
Fulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertenm
vang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik
fisik, biologi, sgoflal, dan  ekonomt untuk
chpertahankan keberadaannya.

Kawasan Pemanfaatan Umurn adalah bagian dari
Wilayah Pesisir vang ditetapkan perantukkannya
bag berbagai sekror kegiatan.

193, Eawasan . . .
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Kawasan Strategis Nasional Teértentu adalah
Kawasan wvang terkait dengan kedaulatan negara,
pengendalian  lingkungan hidup, danjatau  situs
warisan dunia, vang pengembangantiya
diprioritagkan bagi kepentingan nasional.

Zona adzlah ruang yang pengeunaannya disepakati
bersama antara berbagai pemangku kepentingan
dan telah ditetapkan status hulumnya.

Zonaszi adalah  suatu  bentuk rekayasa  teknik
pemanfaatan ruang melalui penctapan batas-batas
fungsional sesuai demgan potansi sumber daya dan
daya dukung serta proses-proses ekologis yang
berlangsung sebagai satu kesatuan dalam Ekoststemn
pesisir.

Rencana Strategis adalah rencana yang meruat
arahh  kebijakan lintas sektor untul: Kawaszan
perencanaan  pembangunan  melalui  penetapan
tyjuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target
ptlaksanaan dengan indikator yang tepat untuk
memantau rencana tingkat nasicnal.

Fencana Zonmasi yang selanjutnye  disingkat RZ
adalah rencana yang menentukan arah penggunaan
sumber daya setiap satman peréncanazan  disertai
dengan pénetapan strukiur dan pola muang pada
hawasan perencansan vang memuat Kegiatan yang
boteh dilalukan dan tidak boleh dilakukan serta,
kepiatan yang hanya dapat dilakukan setelah
mempercleh Perizinan Berusaha rerkait
pemaniaatan di laut.

14A, Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu

15.

vang selanjutnya dizingkat RZ KSNT adalah rencana
vang Jdisusun untuk  menentulan arahan
pemanlaatan ruang di kawasan strategis nasional
tertenin.

Rencana Pengelolaan adalah rencana vang memuat
susunan  kerangka kebijakan, progsedur, dan
tanggung jawab dalam rangka pengoordinasian
pengambilan  keputusan di  antara  berbagai
lembaga/instansi pemerintab mengenai kesepakatan
pengmunaan  sumber  daya  atan kegiatan
pembangunan di zona yang ditetapkan.

16. Rencansa |
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Fencana Akst Pengelolaan adalah tindak  lanjut
rencana Pengelolaan Wilayah  Pesizir  dan
Fulau-Pulau Kecil yang memuat tujuan, sasaran,
anggaran, dan jadwal untuk satu atan beberapa
tahun ke depan setcara  terkoordinasi  untuk
melakzanakan berbagai kegiatan vang diperlukan
oleh instansi Pemerintah, Pemerintal Dacrah, dan
pemangku kepentingan lainhya guna mencapai hasil
pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau
kecil di setiap Kawasan pecrencanaan.

Dihapus.
[nhapus,
Dihapus,

Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
adalah  upava pelindungan, pelestarian, dan
pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulan Kecil
serta ehkosistemanya untuk menjamin keberadaan,
ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Dava
Pesisir  dan Pulau-Pulan  Kecil dengan tetap
memelihara dan meninglatkan kualitas nilai dan
keanekaragamannya.

Eawasan Konservasi di Wilayah Pesizir dan Pulau-
Fualau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulay
keeil dengan cirt khas tertentw yang dilindungi
untuk mewnjudkan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Fulau Keeil sacara berkelanjutan.

Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian
yang lebarnya proporsional dengan bentuik dan
kondrsi fisik pantai, minimal 100 {seratus] meter dari
titik pasang tertinggi ke arah darat.

Fehabilitasi Sumber Daya Pesizir dan Pulau-Pulay
Keell adalah proses pemulihan dan  perbaikan
kondisi Ekosistemn atau populasi yang telah rusak
walaupun hasilnya berbeda dari kendisi semula.

Feklamasi adalah kegiatan vang dilakukan oleh
Jetiap Orang dalam rangka meningkatkan manigat
sumber daya lahan dilinjau dari sudut lngkungan
dan  sosia! ekonomi dengan cara  pengurugan,
pengeringan lahan atan drainase.

24, Daya . . .
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Draya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulan Kecil
adalah kemampuan Wilayah Pesisie dan Pulau-Pulan

Kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan
makhluk hidup lain.

Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi
timke bencana, baik secara struktur atan fisik
melaldi pembangunan fisik alami danfatau buatan
maupun  nonstruktur atan ponhailk melalud
peningkatan kemampuan menghadapi ancaman
bencana di Wilayat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Benicana Pesisir adalah kejadian karena peristiva
alam ataw karena perbuatan Jetigp Orang vang
menimbulkan perubahan sifat ekt danfatan hayati
Pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta,
dan/fatan kerusalan di Wilayah Pesisir dan Pulay-
Fulav Eedal.

Dampak Besar adalah terjadinya perubahan negatil
fungsi lingkungan dalam  gkala vang luag dan
intensitas lama yang diakibatkan oleh suatu usaha
danfatau kegatan i Wilayah Pesisir dan Pulau-
Fulau Kecil.

Dampak Penting dan Caliupan yang Luas serta
Bernilai Strategis adalah  perubahan  yang
berpengartth  terhadap  kondisi  biofisik  seperti
perubahan iklim, ekosistem, dan dampak sosial
ekonomi masyarakat bagi kehidupan generasi
sekarang dan generasi yang akan datang,

Pencemaran  Pesisir  adalah masuknya  atan
dimasukkannya makhluk Thidup, zat, enerpi,
dan/atau komponen lain ke dalam lLingkungan
Pesizic  aldbat  adanya kegiatan Setiap Orang
sthingga kualitas Pesisir turun sampa ke tingkat
tertentu yang menyebablian lingkungan Pesisir tidak
dapat berfungsi gsesuai dengan peruntukannya.

Akreditazsi  adalah  prosedur  pengakuan  suatu
kepiatan yang secara konsisten telaly mementha
standar baku sistern Pengeloloan Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil vang meliputi penilaian,
penghargaan, dan  insentil  terhadap program
pengelolaan yang dilabulian oleh Masyarakst sccara
sukarcla.

A0, Pemangku . . .
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Pemangku Kepentingan  Urama adalah  pars
pengruna Sumber Daya Pesizir dan Pulau-Pulag
Kecil yang mempunya Repentingan langsung dalam
mengoptimalkan pemanfastan Sumber Dava Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecll, sepert nelayan tradisional,
nelayan modern, pembudi dava ikan, pengusaha
pariwizata, pengusaha perikanan, dan Masyarakat

Pemberdavaan Masyarakat adalah upaya pemberian
fasilitas, dorengan, atau  bantuan  kepada
Masyarakat dan nelayan tradisional agar mampu
menentukan  pilihan yang  terbzaik  dalam
memanlaatizan Sumber Daya Pesisir dan Pulaw-
Pulau Kecil secara lestan.

Masyarakat adalabh masyarakat vang terdin atas
Masyaralkat Hullum Adat, Masyaralkat Lokal, dan
Masyarakat Tradisional yang bermukimn di wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecd,

Masyarakat Hulbum Adat adalah sekelompok orang
yang secara turun-temurun bermukim di wilayah
geografis tertenty di Megara KHesatuan PRepublilk
[ndonesia karena adanya ikatan pada asal usul
lelubur, hubungan yang kuat dengan  tanah,
wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata
pemerintahan adat, dan tatanan hukom adat di
wilayah adatnya sesuai dengan ketentean peraturan
penmdang-undangan,

Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang
menjalankan Fata kehidupan sehan-han
berdasarkan kebiasaan vang sudah diternima sebaga)
nilai-nilai yang berlakn umum, tetapi tidak
sepenuhnya bergantung pada Sumber Dava Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil tertentu.

Masyarakat Tradizional adalah Masvarakat
perikanan  tradisional vang masih dialaii hak
tradisionalaya dalam melakukan kegiatan
penangkapan ikan atay kegiatan lainnya yang sah i
dasrah tertenty yang berada dalam  péraican
kepulanan sesual dengan kaidah  hukum Tlawut
Internasional.

Kearifan Lokal adalah nilai-nilai lobhut yang masih
berlaku dalam tata kehidupan Masyaralat,

37. Gugatan . . .
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Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berupa
hak kelompolk kecii Masyarakat untuk bertindak
mewakili Masyarakat dalam jumlah beszar dalam
upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan
permasalahan, fakta hukum, dan tontatan ganti

kerugan,
Setiap Orang adalah orang perséorangan atau

korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang
tidak berbadan hulum,

Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebuat DPE,
adalah Dewan Perwakilan Ralkyat sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Nepara
Republik [ndonesia Tahun 1945,

Pemerintah  Pusgat  adalah  Presiden  Republik
Indonesia vang memegang kebuasaan pemerintahan
negata Republik Indonesia yvang dibantu oleh Wakil
Fresiden dan menteri sebagaimansa dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Bepublik Tndonesia
Tahun 1945,

Pemerintah Daerah adalah kepala dasrah sebagai
unsur penvelenggara Pemernntahan Daerah vang
memimpin pelaksenaan urusan pemerintahan yang
menjadi Kewsnangan daerah otonotm.

Pemnermntahan  Daerah  adalah penyelengparaan
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan
dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan  prinsip
otenomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Megara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Eepublhik Indonesia Tahun 1945,

Mitra Bahari adalah jejaring pemanghku Kepentingan
di bidang Pengelolaan Wilavah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil dalam penguatan kapasitas sumber daya
manusa, lembaga, pendidikan, penyuluhan,
pendampingan, pelatihan, penelitian técapan, dan
pengembangan rekomendasi kebijalan.

Menteri adalah menten yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang Kelauwtan  dan
petikanan,

Z. Ketentuan | .
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2. EKetéentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunsi sebagei
berikut;

(1}

i2)

(3)

(4}

Pasal 7

Ferencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisit dan Pulau-
Pulau Kecil sebagaimana dirmnaksud dadam Pazal S
terdini atas:

a. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
kecil wang selanjutiya  dhisebut  dengan
REZWP-3-K;

. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional yang
selzmjutnya disebut dengan BZ L8N, dan

c. PRencana Zonasi Hawasan Strategis Nasional
Tartenty vang #elanjuinya disebut dengan RZ
ESNT.

Batas wilayah perencanaan RZWP-3-K sebagaimana
dimaksud pada ayalt (1} huru! a, RZ K3SN sebagaimana
dimaksad pada avat {1) hund b, dan RZ ESNT
schagaimana dimaksad pada ayac (1) huruf c
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Jangka waktou berlakunya Perencanaan Penpelolaan
Wilayah Pesizsir dan Fulau-Fulau EKecil sebagaimana
dimairsud pada ayat (1} selama 20 {dua puluh) tahun
dan dapat ditinjau kembali setiap & (lima) tahun.

Petiinjavan  kembali  Persncanaan  Pengelolaan
Wilayah Pesisic dan Pulau-Pulau Eecil sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan lebit dari L
{gatu) kah dalam periode S (Limna) tahun apabila terjadi
perubsahan lingkungan strategis berupa:

a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan;

b. perubahan batas tentorial negara  yang
ditetaphan dengan Undang-Undang;

c. perubahan batag wilayah daerah vang ditetapkan
dengan Undang-Undang; dan

d.  perubahan kebijakan nasional yang bersifat
strategis,

(5) RZ KSHN . . .
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RZ KSN sebagaimana dimalsud pada ayat (1) huruf b
dan EZ HSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurul ¢ ditetapkan dengan Peraniran Presiden.

Perencanaan Penpelolaan Wilayah Pesisir dan Fulau-
Pulau FEecil sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
dilakukan dengan melibatkan masyarakat.

It antara Pasal 7 dan & disisipkan 3 (Hga} pasal yakm
Pasal 7A, Pasal 758 dan Pasal 7C sehingga berbunii
sebagai berikuar:

{1

(%

I3

4

(3]

Pasal TA

REZWP-3-K sebagaimansa dimaksud dalam Pasal 7 avat
(1) huruf a duntegrasikan ke dalam Bencana Tata
Fuang Wilayah Provinsi

RZ KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
i1 huruf b diintegrasikan ke dalam Eencana Tata
Fuang Kawasan Strategis Nasional.

RZ KSNT sebagaimans dimaksnd dalam Pasal 7 ayat
1] huwuf ¢ diserasikan, dizelaraskan, dan
dismimbangkan dengan rencana tata plang, Tencana
zonasl kawasan antarwilayzah, dan rencana tats ruang
lant.

Dalam hal RZWF-3-K sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sudah ditetapkan, pengintegrasian dilakukan
pada saat penirjadan kembahh Rencana Tata Ruang
Wiayah Provins,

Dalam hal RZ KEN sebagaimana dimaksud pada ayat
(2} sudah ditetapkan, pengintegrasian dilakukan pada
zaat peninjavan kembali Rencana Tata Ruang
hawasan Strategis Nasional.

Pazal TB

Perencanaan Pengelolaan Wiayah Pesisir dan Pulau-Pulay
Kecil sebagaimana dimaksud dalam Paszal 7 avat (1)
dilaloukan dengan mempertimbangkan:

a. keserasian . .
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a-  keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan
daya dukung ckosistem, lungsi pemanfaatan dan
fungsi perlindungan, dimensi ruang dan  walktu,
dimensi telneologi dan sosial budaya, serta fungsi
pertahanan dan keamanan,

k. keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis  sumber
dava, lungsi, estetika lingkungan, dan kualitas ruang
pecadran dan sumber days pesisir dan pulau-pulaw
kecil; dan

c. kewajiban untuk mengalckasikan ruang dan akses
Masyarakat dalam pemanfaatan ruang peraoran dan
sumber daya pesisit dan pulau-pulau kecil yang
mempunyai fungsi gozial dan skonomi,

Pasal 7C

Ketentuan lebih lanjut mengenal Perencanaan Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan  Pulau-Pulau  Kecil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7. Pasal TA, dan Pasal 7B diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

4,  Pasal 5 dihapus,

5.  Pasal ¢ dihapus.

0. Pasal 10 dihapus.

7. Pasal 11 dihapus.

8.  Pasal 12 dihapus.

9. Pasal 13 dihapus.

10. Pazal 14 dihapus

11. Ketenptuan . . .
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ketentyan Pasal 16 diobah sehingga berbunyi schagan
berilont:

Fazal 16

(1] Pemanfaatan ruang dan Perairan Pesisir wagih
dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang
dan/atan rencana zonasi.

121 Setiap Orang vang melakukan pemanfaatan roang
dari Perairan Pesisir stbagaimana dimaksud pada
aval (1} waib memenuhi Penziman Berusgha terkaat
pernanifaatan di lawt dati Pernenititah Pusal.

Di antara Paszal 16 dan Fasal 17 disisipkan satu pasal
yakni Pazal 16A yang berbunyl sebagai bertkut:

Pasgsal 164

Setiap Crang vang memanfaatkan ruang dari Perairan
Pesisir yang tidak memudiki Perizinan Berusaha terkait
pemanfaacan di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 ayat (2], dikenai sanksi adminigtratif.

ketentian Pasal 17 divbah sehingga berbunyi sebaga
berilut:

Pasal LY

(1} Pembenan Perznan Berusaha terkait pemanfaatan di
laur sebagaimana ditnakzud dalam Pasal 16 wajb
mempertimnbangkan kelestarian Ekosistern perairan
pesisit, Masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan
nasional, dan hal lintzs damai bagi kapal asing.

(2} Perizinan Beruseha terkait pernanfaatan di laut tidak
dapat diberikan pada zona inti di  kewasan
konzervasi.

In antara Pasal 17 dan Pasal 18 dizisipkan 1 {sawm) pasal
yaktu Pazal 17A yang berbuny sebagai beriloat:

Pazal 174 .. .
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Pazal 17A

(1} Dalam hal terdapat kebijakan nasional yang bersifar
strategis yvang belum terdapat dalam aleltasi ruang
danfatau pela tuang dalam rencana tata ruang
dan/atan rencana 2onasi, Perizinan Berusahe terkait
pemnanfaatan di laut sebagaimana dimaksugd dalam
Pasal 16 awvat {1} dibenikan o¢leh Pemerintah Pusat
berdasarkan rencana tata ruang wilayah nasional
dan/atau rencana tata ruang laut.

(21 Dalam hal terdapal kebijakan nasional vang bersifat
strategis tetapi rencana tata ruang dan/atau rencana
zonasl belum  ditetapkan cleh Pemenntah  atau
Pemerintah  Dacrah, Pérzinan Berusaha cerkait
pemanfaatan di lawt sehagaimana dimabsud dalam
Pagal 1% avat (1] diberikan oleh Pemerintah Pusat
berdasarkan rencana tata tuang wilayah nasional
damfatan rencana tata mang laae.

(3] Dalam hal terdapat perubaban ketentuan peraturan
perundangan-undangan yang menjadi acuan dalam
peretapan lokasi untuk kebijakan nasional yang
bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada zavat
{1} dan ayat (2], lokaszi untik kebijakan nasienal yang
bersifat strategis (ersebut dalam rencana tata ruang
laut dan/atau rencana zonasi dilaksanakan sesuai
dengan perubahan ketentuan peraturan perundang-
urdangan.

i5% Ketentuan Pasal !5 diubah sehingpa berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 18

Dalam hal pemegang Perizinan PBerusaha terkait
pemanfaatan di laut sebagaimans dimaksud dalam Pasal
16 ayat (2] tidak merealisasikan kepiatannya dalam jangka
waltu paling lama 2 {dual lashun scjak Perizinan Berusaha
terkait pemanfaatan di laut diteckitkan, pemegang
Perizinan Berusaha dikenai sanksi admimstratii berupa
pencabutan perizinan berusahanya.

16, Ket=pytoan - . .
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16, Hetentuan Pasal 19 diukah sehingea berbunyi sebagai
berkut:

17,

i1

(2

()

Pasal 1%

Setiap COrang yang melakukan pemanizaatan sumber
daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil
wajib memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan:

produksi garam;

bBiclatmakelogl lane;

bioteknologi laut;

permaniaatan air laut selain enecgl;
wisata bahari;

=% A 0 T @

pemasangan  pipa  Jdan  kabel bawah lent;
danjatau

g pengangkatan benda muatan Kapal tenggelam,

Perizinan  Berusaha untuk  kegiatan  selain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuail
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terdapat kegiatan pemanfaatan sumber
daya Perairan Pesisit dan perairan pulau-pulau kecil
varng belum  diatur  berdasarkan  ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dano avat [2)
diatur dalam Peramaran Pemenisttah.

Ketentan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai
Beriloac:

i1}

(2)

Fa=al 20

Pemenintah  Pusat  wajib memlasilitasi  Penzinan
Berusaha terkait pemandfaatan di Jaut  kepada
Masyaralkat Lokal dan Magyarakat Tradisional

Petizinan Berusaha acbagaimana dunaksud pada ayal
(1) diberikan kepada Masyarakat Lokal dan
Masyaralkat Tradisional, Vang tnelakukan
pemanfaatan sumber daya perairan pesigir, untuk
pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

12. Ketentuan - . .
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15, Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai

19,

20

bt

Pasal 272

i1} Kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha terkait
pemaniaatan di leaut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (2) dikecuvalikan bagi Masyarakat
Hukuin Adat di wilayah kelola Masvarakat Hukum
Acdat,

(2} Mazyarakat Hukum Adat sebagamana dimaksud
pada arvat (1] ditetapkan pengalvanmya  sesgal
dengan ketentuan peraturan perundang-undangar,

Ketentuan Paszal 22A diubah sehingga berbunyi sebagai
berilout:

Pasal 224

(1] Perizinan Beruzaha sebagaimana dimaksud dalam
Pazal 16 diberikan kepada:

4. CLang persecrangan warga negara Indonesia;

b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum
Indonesia;

¢ looperasi vang dibentuk oleh Masyarakat; atau
d.  Masyarakat Lokal.

(2] Pemanfaatan ruang perawran pesisir yang dilaloakan
okl instansi pemerintah dan tidak termasuk dalam
kebijalcan nasional vang bersifat strategis diberikan
dalam bentak konfirmasi kesesuaian ruang laut.

Ketentuan Pasal 228 dinbah sehingge berbuny sebagai
berikut:

Pasal 22B . . .
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Pasal 22B

Orang perseorangan warga DNegara Indonesia alau
kerporasi yang didickan berdasarkan hulum lodonesia
dan koperasi yang dibentult oleh Masvarakat yang
mengajukan pemanfaatan laut wagibk memenuhi Perizinan
Berusaha terkait pemanfaatan di laut dari Pemerintah
Puszat.

Ketentuan Pasal 22C diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut;

Pasal 22C

Ketentuan lebih  lanjut wengenai Perizinan Berusaha
tetkait pemanfaatan di laut diatur dalam  Perataran
Pemerintah.

Eetentuan Pasal 26A diukah sehingga berbuny sebagai
berikut:

Pasal 26A

Dalam rangke penanaman modal asing, pemanfaatan
pulan-pulan kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya
harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintab
Pusat dan sesual dengan ketentuan peraturan peoandang-
undangan di bidang penanaman modal.

Di antara Pasal 26A dan Pasal 27 disisipkan 1 [satu) pasal
vakni Pazal 26B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2B

Setiap Otang yang tdak memiliki Pérnzinan Beruwsaha
dalam memanfaatkan pulau-pulau kecil dan pemanlaatan
peraivan disekitainya dalam rangka penanaman modal
asing sebapgaimana dimaksud dalam Pasal 26A dikenai
sanksi administratil,

24, Ketentuan .- . .
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Ectentuan Pasal 50 diubah sehingga bérbunyi sebagai
bemikout:

Pasal 50

Permerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesnal dengan
kewsnangannya memberikan dan mencabut Perizinan
Berusahea terkait pemanfaatan i laut di wilayah Perairan
Pegizir.

Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyl sebagai
b berut;

Pasal 51

i1] Pemerintah Pusat berwenang menetapkan perubahan
status Zonha intl pada Eawasan Konservasi Nasional.

(2} Ketentuan lebih lanjuc mengenai perubahan status
zona it sebagaimana dimalsud pada ayat (1} diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

Eetentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebaga
berikut:

Pasal 60

{l) Dalamm Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulan
Kecil, Masyarakat mempunyai hak wntuk:

a. memperckeh akses terhadap bagian Peraran
Pesisir yang sudah mendapat Perizinan Berusaha
terkait pemaniaatan 4 laa;

b. mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara
tradisional ke dalam RZWP-3-K;

c. mengusulkan wilayah kelola Masyarakat Hukumn
Adat ke dalaon REWP-3-K;

d. melakulkan . . .
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melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Dava
Pesisir dan  Pulag-Pulau  Kecill berdasarkan
hukum adat yang berlaku  dan  tidak
bertentzngan dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan;

memperoleh manfaar  atas pelaksanaan
Pengelolaan Wilayah Pesisic dan  Pulau-Pulau
Kecil;

memperoleh  informasi berkeénaan  dengan
Pengelolaan Wilayah Pesisitr dan Pulau-Pulau
Kecil,

mengaiukan laporan dan pengeduan kepada
pihak yang berwenang atas ketugien vang
menimpa  dirinya  yang Lerkaitan  dengan
pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Fulau-Pulau Kecil;

menyatakan  keberatan  terhadap rencana
pengelolaen  yang sudah  divmumkan  dalam
Jangka waktu tertentu;

melaporkan  kepada penegall hukum  akibat
dugaan pencemaran, pencermaran, danfatag
perusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Keeil
yvang merugikan kehidupannya;

mengajukan gugatan kepada  pengadilan
terhadap berbagai masalah Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil yang merugikan
kehidupannya,

metnpetaleh ganti rugi; dan

mecndapat pendampingan dan bantuan hukum
tethadap permasalahan wang dihadapi dalam
Pengelolaan Wilavah Pesisr dan Pulau-Pulay

Kecil sesuai dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan

Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulan Kecil wajib:

membernkan  informasi  berkenssn  dengan
Pengelolaan Wiayah Pesisit dan  Pulau-Pulau
Kecil;

b. menjaga . . .
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B, menjaga, melindungi, dan memelibara
kelestatian Wilayah Pesisit dan  Pulau-Pulan

Kecil,
¢ menyampakan laporan  terjadimya babaya,

pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecl;

d. memantau pelakszanaan rencana  Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulan-Pulau Kecu; dan/atau

e. melaksanakan program Pengelolaan  Wilayah
Pegisit dan Pulau-Pulan kecil yang disepakati di
tingleat desa.

27, Ketentuan Pasal 71 diubab selingga berbunyh sebaga

28,

beeridouat:

Pasal 71

Pemmanlaatan raang peraran dan sumber daya pessic dan
pulav-pulan kecil vang  tidak memenubn Périninan
Beruzsaha terkait pemanfaatan Jd lawt yvang Jdiberikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 avat (2) dan Pasal
12 ayat (1} dikenad sanks administratif,

Di antara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 1 {satu] pasal
vakni Pasal 71A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71A

111 Sanksi admimstratl sebagamana dimaksud dalam
Pasal 164, Pazal 26B, dan Pasal 71 dapat berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara Eegiatan;

c. penutupan lokasi;

d. pencabutan Perizinan Berusaha,

E. pembatalan Perizinan Berusaha; dan/ atau
f. denda administratil.

{2 Ketentuyan . . .
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(2] Ketentuzn lebih lanpudt mengenat  kntera, j&ms,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
diatur dalam Perataran Pemerintah.

DN antara Pasal 72 dan Pasal 74 disisipkan 1 (satu) pasal
vakni Pasal 734 yvang berbunyi sebagai bepiliuc

Pasal T32A

Sstiap Orang vang memanfaatkan pulay keoil dan peraaran
di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing yang
tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26A yvang mengakibatkan perubaban fungsi
rmuang dipidana dengan pidana penjara paling lama <
lempar) tahun dan denda paling banyak
Rp2 000000, 000 00 {dua maliar rapiah).

Ketentuan Pasal 75 diabah sehingga berbunyir sebagai
bkt

Pasal 75

Setiap Orang jyang memanfaatkan mgang dari perairan
vang tidak memiliki Perizinan Bemisaha  terkait
pemanfaatan di laut sehagaimana dimaksud dalam Pasal
L& avat (2) vang mengakibatkan perubahan fungsi mang
dipidana dengan prdana penjara paling lama 3 {oga) tahun
dan denda paling banyak RpS00.000.003,00 {hma ratus
Juta mapiah).

Pasal 75A dihapus.

Ketentuan Pasal T8A diubah sehingga berbunyi s=bagai
benkut:

Pasal TRa ..
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Fazal TEA

Kawasan konservasi di Wilavah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecal yang telah ditetapkan melalul peraturan perundang-
undangan sebalum Undang-Undang tentang Cipta Keérga
mi berlaku adalah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat,

Pazal 19

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2014 rentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 294, Tammbahan Lemmbaran Negara BEepublik
[ndenesia Nomor 3002} diubah sebagan berikur

1. Ketenaan Pasal 1 angka 9 dan angka 12 diubah sehingga
Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang i yang dimaksud deangan:

Laut adalah muang peraran di muka bum yang
menghubungkan daratan dengan daratan dan
bentuk-bentuk alamiah lainnya, wang merupakan
kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap
unsur  terkait, dan vang batas dan  sistemnya
ditentulkan oleh peratiran petundang-undangan dan
hukum internasional.

Kelantan adalah hal yang berhubungan dengan Laut
danfatau kegiatan di wilayah Laut vang meliputi
dasar Laut dan tanah di bawshnva, kolom air dan
permukaan Laat, termasuk  wilayabh pesisic dan
pulav-pulaug Kecil,

Pulau adalati wnlayah daratan yang terbentuk sécara
alamiah yang dikelilingli air dan berada 41 atas
perrukasn air pada wakty air pasang.

4_ Kepulauan . . .
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Kepulavan adalah suatu gupusan pulan, termasuk
bagian pulau dan perairan di antara pulau-pulau
tersebut, dan  lain-lain wujud  alamiah yang
hubungannya satu sama lain demikian erat sehingga
pulau-pulau, peraran, dan wujud alamiah lainnya ity
meéTupakan  satu kesatuan geografi,  ekonomi,
ptrtahanan, dan keamanan serty politik vang hakiki
atau yang secara historis dianggap scebagai demilkian.

Negara Bepulavan adalah negara yang seluruhnya
terdirl atas satu atad lebih kepulauan dan dapat
mencakup pulauw-pulau lain,

FPembangunan Kelautan adalabh pembangunan yang
memberi arahan dalam pendayagunaan sumber dava
Kelautan untuk mewgiudlkan pertumbuhan elkonomi,
pemerataan Kesejabiteraan, dan keterpeliharaan daya
dukung ¢keasgtem pesisir dan Laut.

Surmber Daya Kelautan adalabh sumber dava Laut,
baik yang dapat diperbahann maupun vang tidak
dapat diperbaharui vang memihki  keunggulan
komparatif dan kompetitlf serta dapat dipertahankan
dalam jangka panjang.

Pengelolaan  Kelautan  adalah  penyelenggaraan
kegiatarn, penvediaan, pengusahaan, dan
pemaniaatan Sumber Dava Kelawtan serta Konservasi
Laut.

Pengelolaan  Ruang Laut  adalah perencanaan,
pemaniaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang
Laut vang merapakan Tbagian  integral dari
pengelotaan ata ruang.

Pelindungan Linpkungan Laat  adalah  upaya
sistematis  dan  terpadu yang  dilalukan  untok
melestanikan Sumber Daya Kelautan dan mencegah
terjadinya pencemaran danfatau kerusalaan
lingkungan di Laut yang melipati konservasi Laut,
pengendalian pencetnaran Laut,  penanggulangzan
beficana Keladtan, peocegahan dan penanggulangan
pricemaran, serta kerusakan dan bencana,

1. Penwcemararn . . .
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Pencemaran Laut adalah masuk atau dimasukkannya
malhlulk hidup, zat, energi, dan/atay Komponen lain
ke dalam lingkutgan Laut oleh kegatzm manusa
sehingga melampani baku mura lingkungan  Lawt
yvang telah ditetaplan.

Fetnerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
vang memegang kekuasaan pemermitahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara FRepublik Indonesia Tahun
1945,

Pemerintah Dacrah adalah kepala daerah sebagai
unsur penvelenggara  Pemerintahan Caerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan dagrah otenom.

Menteri adalah  menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang Kelautan,

ketentuan Pasal 32 diubah sshingea berbunyl sebagai
berkiut:

(1]

()

(3}

1]

Fazal 32

Dalam rangka kesclamatan pelayaran, semua bentuk
bangunan dan instalasi di Laut tidak mengganggu,
baik Alur Pelayaran maupun Alur Laur Kepuilawan
Indonesia.

Arca operasi dan bangunan dan instalasi i Laut
tidak melebibu daerabh  Keselameatan yang  telah
ditentukan.

Fenggunaan area operasional darn bangunan dan
mmstalasi 4i Lawt yang melebiha daerah keselamatan
vang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada
ayat |2) harmos mendapatkan persetujuan dari pthak
yvang berwenang.

Pendirian dan/atau  penempatan bangunan  Baut
wajlbh mempertimbangkan kelestarian sumber dayg
pesisit dan plau-pulau kecd,

{7 Ketentuan . . .



SK Mo 05056] A

FRESIDEH
REPUBLIK INDONESIA

-a] -

(3] Kstsntuan l=tih lanjuc MmEngenai Kritetia,
persyaratan, dan mekapisme pendinian dan/atau
penempatan bangunan di Laut diatur  dalam
Peraturan Pernerinbal.

Ketentuan Pagal 42 dinbah schingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 42
{1} Pengelolaan Ruang Laut didakukan untulk;

a. melindungi sumber daya dan lingkungan dangan
berdasar pada daya dolung hnglungan dan
keanfan lekal;

b. memanfaatkan potensi sumber dava danfatau
kegiatan di wilayah Laut vang berskala nasional
dan mmternasional; dan

¢, mengembangkan kawasan potensial menjadi
pusat kegiatan produlesi, distribusi, dan jasa.

{2) Pengelolaan Ruang Laut meliputi  perencanasan,
pemanlaatan. pengawasan, dan pengendalian ruang
laut yang merupakan bagian integral dari pengelolaan
tata raang.

(3} Pengelolaan Fuang Laut sebagaimana dimaksud pada
ayat (2} dilaksanakatn dengan  berdasarkan
larakteristik Negara Hesatnan Republik Indonesia
sebagar negara kepulauan dan mempertimbangkan
pulensi sumber daya dan lingkungan Kelautan.

Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai
benikur:

Pasal 43

{1} Perencanaan raang Lawe sebagaimana  dimaksad
dalam Pasal 42 ayat (2) meliputi:

a. perencanaan tata ruang Laut nasional;

b, perencanssn zonasi wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil; dan

c. Perencanaaty - -,
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¢,  perchcanaan zgonasi kawasan Laut.

Ferencanaan tata ruang Laut nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf 3 merupalkan
perencanaan untuk menghastlkan rencana tata Mang
Laut nasional wvang diintegrasikan Ke dalam
perencanaan tata ruang wilavah nasicnal-

Perencapaan zonasi wilavah pesisir dan pulau-pulau
kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
menghasilkan rencana 2onasi wilayah pesisit dan
pulav-pulau kecil yang diintegrasikan ke dalam
perencanaan tata ruang wilayah provinei.

Perencanaan zonasi Kewasan Laut  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurul ¢ merupakan
perencanaaty untuk thnenghasilkan réncana =zonasi
kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan
stratégls nasional tertentn, dan rencana zonasi
kawasan antarwlayabh,

Rencana zonasi  kawasan  strategis  nasional
duntegrasikan k& dalam rencana tata ruang kawasan
strategls nasional.

Dalam hal perencanaan ata roang Laat nasional
st¢bagaimana dimaksud pada ayat (1} hurul 2 sudah
ditetapltan, pengintegrasian  dilakukan pada saat
peninjavan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah
Hasignal.

Dalam hat rencana zonasi kawasan strategis nasional
sebagaimana dimaksud pada  ayat {(4)  sudah
ditatapkan, pengintegrasian dilakulkan pada  saat
peninjavan  kembali rencana tata ruang kawasan
strategis nasional.

Ketentuan labih larmjut mengenad peréncanaan ruang
Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

Di antara Pazal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 [satu) pasal,
vaknl Pasal 434 vang berbunyi sebagai berilout:

Fazal 43A _ . .
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Pasal 434

111 Perencanaan ruwang Laut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 43 ayat (1) dilakukan secars berjenjang
dan kemplemeanter,

(2] Penyusunan perencanaan mlang Laot yang dilakuakan
secara berjenjang dan kormplementer sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] merupakan penyusunan
antara.

a.  rencana lata ruang Laut;

b, rencana zonasi kawasan antar wilayal, rencana
zonas] kawasan strategis nasional, dan rencana
zonasi kawasan strategis nasional terreantu; dan

C.  rencana zotad wilayah pesisir dan pulau-pulag
kecil.

3] Perencanaan ruang Laut secara berjenjang dilakukan
dengan cara rencana tata ruang laot sebagzaimana
dimaksud pada ayat {2) huruf a dijadikan acuan
dalam penyusunan rencana zonasi kKawasan antar
wilayah, rencana zonasi kawasat strategis nasional,
réntcana Zonas: kawasan strategpis nasional tertenog,
dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulan
kecil

{4} Rencana zonasi kawasan antar wilayzh, rencana
Zonasi kawasan  strategis nasional, dan rencana
2onasi  kawasan  strategis  nasional  tertento
sebagaimana dimmaksud pada ayat (2) huraf b menjadi
acuan bagi penyusunan rencana zonasi wilayash
pesisir dan pulav-pulau kecil.

(31 Perencanaan tuang Laut  secara  lomplementer
sebagaimana dimaksucd pada apat (1} merupakan
penataan rencana tata ruang Lawk, rencana Zonasi
kawasan antar wilayah, rencana zonasi kawesan
strategis nasional, rencana zonazi kawasan strategis
nasional tertenty, dan rencana zonasi wilayah pesisic
dan pulau-pulau kecil sebapaimana dimalsud pada
ayat (2] disusun saling melengkapt satu sama lain
dan bersinerg sehingga tidak terjadi tumpang tindih
pengaturaty,

6. Ketentuan _ ..
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Eetentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pazal 47

(1] Setiap orang vang melakukan pemanfzatan miang
Laut secara menetap di wilayah peratran dan wilayah
yurisdilizi wajib memiliki Perizinan Berusaha terkait
pemanlzatan di Laat.

(2} Ketentuan sebagamana dimaksud pada ayac (1)
dikecualikan bagi masvarakat vang melakukan
pemanfaatan i Laut untuk memenuhi kebutuhan
sehari-hari.

i3) Pernzinan Berusaha terkait pemanfaatan di Laut
dilabukan sesvai dengan  ketentuan peraturan
perundang-undangan.

[l Setiap crang yang melaknkan pemanisatan muang
Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilavah
vuriediksi  yang tidak  sesual  dengan  Periziman
Berusaha terkait pemanlaatan di Laut yang diberikan
dikenai sanksi administratif,

(5} HKetentuan mengena Pérzinan Berusaha  terkait
pemaniaatan di Laut yang berada di wilayvah perairan
dan wilayah yvurisdiksi sebagaimana dimaksud pada
ayat {1] dan tata cara pengenaan sankzl administraof
stbagaimana dimaksud pada avat (3] diamar dalam
Feraturan Pemerirtah.

[i antara Pasal 47 dan Pasal 48 ditambah 1 (satu) pasal
yakni Fazal 474 vang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47A

{1} Perizinan Berusaha pemanfaatan di Lauat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diberikan
berdasarkan rencana tata ruang dan/atad rencana
ZOTLAS].

(2] Perizinan Berusaha pemanfaztan di Laut
sebagainana dimaksud pada avat (1) diberikan untuk
kegiatan:

a. bicfarmalologi . | |
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bicfarmakologl laut

bicteknologi lawe;

pemaiifaatan air laut selain energi;

wisata bahars;

pengangkatan benda muatan kapal tengeelam;
telekomunikasi;

imstalasi ketenagalistrikan;

perikanan;

perhubungan;

ke#gatan usaha munyak dan gas bumi;

kematan usaha pertambangan minerzal dan batu
bara;

pengumnpulan data dan petelitian;
pertahanan dan keamanan;

penyediaan sumber dava air

pulau buatan;

dumping;

mitigagi bencana;, dan

kegmatan pemaniaatan ruang Laut lainnya.

Eetentuan  lebih lanjut  mengenai  kegiatan
pemaniaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud
pada ayat |2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Hetentuan Pasal 43 diukah sehingga berbunyi sebagad

bBerubout:

Pasal 48

Jetiap orang vang melakukan pemanfaatan sumber daya
ktlautan sesuvai dengan réncana tata ruang dan/atau
rencana zonasi dapat diberi insentif sesual  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangat.

o Ketenituarn: | . .
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Ketentuan Pagal 49 diubah schingga berbunyt s#baga
berikut:

Pasal 49

Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut
gecara menetap vang tdak memiliki Penizinan Berusaha
terkait pemanfaatan d1 Laut sebagaimana dimnaksud dalam
Pasal 47 avat 13) dikenai sanksi administratif.

Di antara Pasal 49 dan Paszal S0 disisipkan 2 (dua) pasal,
yakni Pasal 49A dan Pasal 49B yang berbunyi sebaga
berikue;

Pasal 434

{1} Sankz adrmnistrabf sebagamana dimaksud dalam
Pasal 49 dapat berupa:

a. peringatan tertulis;

penghentian sementara kegiatan;
penutupan lokasi:

pencabutan Penzinan Berusaha;
pembatalan Perizinan Berusaha;, danfatau
1. denda admimistratif

»ANE

12} Kertentuan lebih lanjut mengenat kriteria, jenis,
besaran denda, dan tata care pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalamn Peraturan Pemerintah.

Pasal 49B

Setiap orang yang melakubkan pemanfaztan reang Latd
secara menstap yvang tidak memiliki Perizinan Berusaha
terhait pemanfaatan di Lavt sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 avat (1) yang mengakibatkan perubahan langsi
ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 6
lenam| tehun dan pidana denda  paling banvak
Rp20 000000, 000, 00 dua puluh miliar tupiah).

Pasal 20 . ..
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Pasal 20
ketentuan dalam Undang-Undang Momor 4 Tahun

2011 tentang informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2011 Momor 49, Tammbahan Lembaran Nepara
Eepublik Indonesia Nomor 5214) diubah sebagai berifoat:

1. EKetentuan Pasal 1 angka 14 dan engka 15 diubah serta
angka 13 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebaga
berikut;

Pasgal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.

2

EJI

Spasial adalah aspek keruangan snatu objek ataw
kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.

Geospasial ataw ruang kebumian  adalah  aspek
Kervangan yang menunjukkan lokasi, le=tak, dan
posisi suatu objek atayu kejadian yang berada di
bawah, pada, atau di atas permukaan bumi vang
dinyatakan dalam sistem kKoordinat tertentu.

Data Geospasial vang selanjutnya disingkat DG
adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atan
uluran, danfatau karakteristik objek alam dan/ataa
buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di
atas permukaan bumi.

Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat 1G
adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat
digunakan sebagai alat banm dalam perumusan
kebijakan,  pengambilan keputusan, danjalgn
pelaksanzaan kegiatarn yang berhubungan dengan
ruang kebumian.

Informasi  Geospasial Dasar  vang  selanjutnya
disingkat [GD adalah MG yang berisi tentang objek
vang dapat dilibhat secars langsung atau diukur dan
lenampakan hsik di muka bumi dan vang tidak
berubah dalam waktu vang relatil lama.

Informas] Geospasial Tematk vang  selanjutnya
disinglzat IKGT adalah [G yang menggambarkan satu
atan lebth tema tertentu yang dibuar mengacy pada
1GD.

7. Skala . ..
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Zkala adalah angka perbandingan antara jarak dalam
suatu [G dengan jarak sebenamya di muka bumi.

Titik Kontrel Geodesi adalah posisi di muka bumi
vang ditandar dengan bentuk hsik tertentu yang
dyjadikan sebagal kerangka acuan posisi unwk [G.

Jaring Kontrol Horizontal Masional yang selanjutnya
disinglzat JKHN adalah sebaran titik kontrol geodesi
horizontal yang terhubung sate sama lain dalam satu
kerangka referensi,

Jaring Kontrol Vertikal Masional vang selanjutinya
disingkat JKVN adalah sebaran titik kontrol geodesi
vertikal yang terhubung samr sama lain dalam satu
kerangka referensi.

Jaring Kontrol Gayvaberat Nasional vang selanjutnya
disingkat JEKGN adalzh sebaran titik kontrol geodesi
gayaberat yang terhubung satu sama lan dalam satu
kerangka referensi.

Peta Fupabum Indenesia adalah peta dasar yang
memberikan informasi yang mencakup wilayvah darat,
pantal dan laut.

Chhapus.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Fepublik Indonesia
vang memegang kekuasaan pemenntahan negara
Republik Indenesia yang dibantu oleh Wakil Presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Megara Republik Indonezia Tahun
1345,

Petnerintah Dacrah adalah kepala daeral sebagai
unsur penyelenggara Pemerintzahan  Daerah vang
memmmpin pelaksanaan uruzan pemerintahan yang
m<njadi kewenangan deerah otoniom.

Badan adalah lembaga pemetintah nonkementertan
yang mempunyar tugas, lungsi, dan kewenangan yang
membidangi urusan tertentu dalam hal ni bidang
penyelenggaraan [GD.

Instanst Pemerintah adalah kementerian dan lembaga
pernerintah nonkemente rian.

S¢tiap orang adalah orang perseorangan, Kelompok
orang, atau badan usaha.

19, Badan . . .
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15, Badan Uscha adalah badan usaha milik negara,
badan usaha milik daerah, atauw badan usaha yang
kerbadan hukum,

Ketentuan Pasal 7 diubah szchingga berbunyi sebagai
berikoue:

Pazal 7

{1} Peta dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
hurui b terdiri atas:

a.  gatis pantai;

hipsograd;

PETAITAN;

narma ripabumi;

batas wilayah,

transportasi dan utilitas;
bangunan dan fasilitas umum; dan

m o~ o0 oo~ g

h. penutup lahan,

{2} Peta dazar sebagaimana dimaksud pada avar 1)
berupa Pota Rupabumi Indonesgia-

(3} Pecta Rupabumi I[ndonesia sebagaimana dimnaksud
pada ayat |2) mencakuap wilayah darat dan wilavah
[aut, termasuk wilaval patitad.

Pasal 12 dihapus.

Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikogt:

Pasal 132

i1} Garis pantai sebagzamena dimaksud dalam Pasal 7
ayat [1) hunil a merupakan garis pertemuan antara
daratan dengan lavtan yang dipengaruhi oleh pasang
surut air layt.

12) Garis . ..
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(Garis pantai sebagaimana dimaksud pade ayat (1)
terditd atas:

a. garls panta pasang tertinggi;
b. garis panta tinggl muka air laut rata-rata; dan
¢ garis pantal surt terendah.

Garis pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentultan dengan mengacu pada JKVHN.

Ketentuan Paszal 17 diubah sehingga berbunyi sehagai
benkut:

{1)

{2

{3

(4}
(3}

Paszal 17

[GD dizselenggarakan secara bertahap dan sistemnatis
untuk selurubh wilayah Negara Kesatuan Republik
lndenesia dan wilayah yurisdiksinya.

IGD  sehapaimana dimaksud  pada avat (1)
dimurakhirkan secara periodik dalam janpka waktu
tertentl atan) sewaktu-wakibn apabila diperlukan.

Pemmubktahiran [OD sewaktu-waktol apabilz dipertukan
sebapaimana dimaksud pada ayat (2} dilakukan
dalam hal terjadi bencana alam, perang. pemekaran
ataly perubahan wilayah administratif, atan kejadian
lainnya wyang berakibat berubahnyva unsur IGD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal & sehingga
mempenganithi  pola  dan  straktur kehidupan
masyarakat.

G0 ditctapkan oleh Pemerintah Pusat.

Ketenituan kb lamut mengenal norma, standar,

prosedur, kritemia, dan jangka waktu pemutakhiran
13D diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Hetentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai
berilout:

Pasal 18 ., .
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Pasal L&

(1) Peta Rupabumi Indonesia schagaimana dimalsud
dalam Paszal 7 ayat |2) diselenggaralan pada skala
1:1.000, 1:5.000, 1:25.000, 1:530.000, 1:250.000,
1: L0000

(2] Peta Rupabumi Indonesia skala 1:1.006
diselenggarakan pads wilayah tertentu sesual dengan
kebutithan.

(2} Peta Rupabumi  Indonesia  selain  pada  skala
sebagamana  dimaksud  pada  ayat (1) dapat
digslenggarakan  pada  skala lan sesuai  dengan
kesbutuhan.

Di antara Pasal 22 dan Paszal 23 disisipkan 1 {satu)] pasal,
yakmi Pasal 22A yang berbunyl sebagsi berikut:

Paszsal 224

(1} Penyelenggaraan IGD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (1) dapal dilakukan melalu k4132 sama
antars Pemenntah Pusat dengan badan usaha mibik
negara.

{2} Ketentuan lebth lanjat mengenai kerja sama
Pemerintah Pusat dengan badapn wsaba milik negara
zebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Presiden.

Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyl sebagai
herikut:

Pazal 25

(1] Peogumpulan DG harus mempéroleh persetujuan dari
Femerintah Pusat apala:

a.  dilakkan di daerah terlarang,
b, bBerpatens menimbulkan bahaya; ataw

C. menggunakan tenaga asing dan wahana milik
asging selain satelif.

(2} Persetujuan - . .



SK Mo B50572 A

PRESIDEN
REPLUBLIN INDONESIA

ST .

12} Persengjuan sebagaimana dimaksud pada ayar ()
dimaksudkan untuk menjamin keselamatan  dan
keamanan bagli  pengumpul  dala dan bagi
masyarakat,

i3} Ketentyan lebih  lanjut mengenai tata cara
mempetoleh  persetujuan  sebagaimana  dimaksud
pada ayat |1) diatar dalam Peraturan Pemerimtah.

9.  HKetentnan Pasal 35 diubah sehingga berbunyt sebagai

berikut:

Pasal 55

(1} Pelaksanaan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal
54 vang dilakukan oleh:

a. orang persecrangan wajib rmemenuln kualifikasi
sebagal tenaga profesional yang tersertifikasi di
bidang 13,

b, Kelompok orang wagib memenuhi Klasilikasi dan
kualilikasi sebagal penyedia jasa 4i bidang 1G
gerta memiliki tenaga  profesional yang
tersertifkasi di bidang KX, atau

¢.  badan wsaha wajib mamenaln  persyaratan
admirmstratil dan persyaratan teknis,

2] Ketentuan lebih lanjul mengenal pelaksanaan G yang
thlaksanakan olsh orang persecrangan, kelompok

orang, dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat |1} diatur dalam Peraturan Pemerintah.

10. Pasal 56 dihapus,

Paragral 3 . . .
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Paragraf 3
Fersetujuan Lingkungan

Fasal 21

Dalam rangka memberikan Kermudahan bagi setiap orang
dalam mempercoleh persetujuan lingkungan, Undang-Undang
ini mengubah, menghapus, atau mendtapkan pengaturan barg
beberapa keténtuan terkait Perizinan Berusaha vang diatur
dalam  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Fepublik Indonesia Takhun 2000 Notmor 140, Tambahan
Lembaran Megara Republilkt Indonesia Nemeor 3059},

FPaszal 22

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun
20009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Megara Republik [ndonesiz Tahun 2009 Nomor 1840,
Tambahan Lembaran Megara BEepublik Indonesiza Nomor S059)
diubah sebagai berilkoat:

1. HKetentuan Faszal 1 angka 11, angka 12, angks 35, angka
34, angka 37, dan angka 28 diubah sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
Lralam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan
semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup,
termasuk manusia dan penlakunya,  yang
mempengaruhn alam  itn sendin,  kelangsungan
perikehidupan, dan kesejahiteraan manusia serta
makhluk hidup lain.

2. Perlindungan dan pengelotaan linglungan  hidup
adalah upaya sigtematis dan terpadu yang dilakukan

untuk melestatikan fungsi lingkungan hidup dan
mencegah terjadinya poncemaran dan fatay
kerusakan lhingkungan hdup svang melipati
perencanaarn, pemanfaatan, pengendalian,
pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan huloum.

3 Pembangunan . ..
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Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan
terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup,
sosial, dan ekonomi ke delam stratzgi pembangunan
untuk menyamin keutbhan lingkungan hidup serta
keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu
hidup generasi masa Kini dabh generasi masa depan.

Eencana perlindungan dan pengelolaan lingkungano
hidup yang selanjutnya disingkar RPPLH adalah
perencatiaan tertilhs yang memuat potensi, masalah
lingkungan hrdup, serta uwpava perlindungan dan
pengelofaannya dalam kurun waktu tertentu,

Ekosistemn adalah tatanan unsur lingkungan hidup
yvang merupakan Kesatuan utuh-menyeluruh dan
saling mempengaruhi dalam membental
kestimnbangan, stabilitas, dan produktivitas
lingkungan hidup.

Felestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian
upaya untuk memelithara kelangsungan days dukung
dan daya tampung inghungan hidup.

Craya dukung lingkungan hidup adalah kemaimpian
lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan
manusia, makhiuk hidup lain, dan keseimbangan
antarkeduanya.

Daya tampung lingkungan hidup adalah kemeampuan
lingkungan hidup untuk menyerap zat, cnergi,
danfatan Kompengn  lain yang masuk  atau
dimasukkan ke dalamnya.

Sumber daya alam adalah unsur linglungan hidup
vang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati
vang zecarda Keseluruhan membentuk  kesatuan
ekosistem,

Kajian linglungan hidup strategis vang selanjutnya
disingkat KLH3 adalah rangkaian analisis yang
sigtematis, menveluruh, dan  partisipatif untuk
memastikan bahwa prinsip pecmbangunan
berkelanjutan telah menjadt dasar dan terintegrasi
delam  pembangunan  suatu wilayah danfataun
kebijakan, rencana, dan/atau program.

11. Analisis . . .



SK No 03373 A

11.

12.

13,

14.

15.

L6

PRESICEN
REPUBLK [HDONHESLA

-¥5 -

Analisis mengenal dampak linglungan hidup yang
selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai
dampak penting pada linglungan hidup dari suaty
usaha dan/atan kegiatan yang direncanakan, untuk
digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan
tentang penyelenggaraan wsaha danfatau kegiatan
scrta  tcrmuat dalam  Perizinan  Bérusaha,  atau
persetujuan  Pemenntah Pusat  atan Pemerintah
Daerah.

Upava pengelolaan lingkungan hidup dan uapaya
pemantauan  linglungan  hidup  vang  selanjuimya
digebut  UKL-UPL  adalab rangkaian  proses
pengelolaan dan pemantadan Iingkungan hidup yang
ditvangkan dalam bentul standar anoik digunalkean
sehagal  prasvarat pengambilan  keputusan  serta
termuat dalam Penzinan Berusaha, atau persctujuan
Farnerintah Pusar atau Pemerintah Dasrah,

Baku mutu Lngkungan hidup adalab ukuran batas
atau kadar makhluk hidup, =zat, energi, atau
komponen yang ada atau harus ada dan/fatau unsur
pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam
suatu  sumber daya tementu  sebagai  unsur
linglungan lidup.

Pericernaran lingkungan hidup adalah masuk atau
dimasukkannya makhluk  hidup, zat,  energl.
dan/atau komponen 2n ke dalam Ingkungan hidup
oleh kegiatan manusia schingga melampaur baku
mutu lingkungan hidup yang telah ditecapkan.

Kriteria baku kerasakan lingkungan hidup adalah
ukuran batas perubahan sifat fisik, konia, danfatau
hayati lingkunpgan hudup yang dapat ditenggang oleh
Ihingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan
fungsinya.

Permsakan lingkungan hidup adalah wndakan orang
yang menimbulkan perubahan langsuneg atau ndak
langsung terhadap sifat lisik, kimia, dan/atau hayab
Iingtkungan hudup sehingga melampaui kriteria baku
keruzakan lingkungan hudup.

17, Kerusakan . . .
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Keruzakan  lingkungan  hidup  adalah  perababan
langsung dan/atau tidak langsung terhedap silat
fisik, Kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang
melatmpawi  krteria  baku  kerusakan  lingkungan
hidup.

Komservas sumber daya alam adalah  pengelolasn
surmnber daya alam untuk memjamin pemanfastannya

SeCArs bijaksana serta kesinambungan
Letersediaannya dengan  tetap memelibara  dan
meningkatkan kualitas rilal serla
keanekatagamaiinya,

Perubahan ikl adalah berubabnya 1klim  yang
diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh
aktivita®s manusia sehingga menyebabkan perubshan
kemposisi atmoshr secara global dan stlain v jugs
berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang
teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

Limbah adalah sizsa suatu usahe dan fatau kegiatan,

Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya
disinglkat B3 adalah zat, energl, danfatan komponen
lain  vang Karena silat, Konsentrasi, dan/fatag
jumlahnya, baik secara langsung maupun  tidak
langsung, dapat mencémarkan danfatau merasall
lingkungan  hidup, danfatan membahayaksn
lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan
hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Limbah bahan berbahaya dan beracun yang
selanjutnya disebut Limbah B2 adalah sisa suatu

ugaha dan/atau Kegiatan vang mengandung B3,

Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliput
pengurangan. penyimpanan, pengumpulan,
pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau
penimbunan,

Dumping (pembuangan) adalah Kegiatan membuaang,
ménempatkan, danfatay  memasukkan  limbah
dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, wakiu,
dan lokasi tertentu dengan persvatatan teetenty ke
media limgkungan hidup terternt.

253, Sengkela . . .
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Sengketa  lingkungan hidup  adalah perselisiban
antara dua pihak atau lebih yang timbul dan kegiatan
vang herpotenszi dan/atan telah berdampak pada
lingkungan hidup.

Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh
perubahan pada lingkungan hidup yang dialibatkan
oleh suaty usaha danfatau kegiatan.

Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang
yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendalk
sendiri yang tujuan dan  kegiatannya berkaitan
dengan hngkungan hidup.

Audit  lbogkungan tidup  adalah evaluasi  yang
dilalukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab
ugaha danfatau kegiatan tethadap persyaratan
hukum dan  kebijakan yang ditetapkan oleh
pemerintah.

Ekovegion adalah wilayah gecgralis yang memiliki
kesamaan cin iklim, tanah, air, flora, dan (auna asl,
serta pola interaksi manusia dengan alam yang
menggambarkan  integritag sistem alam dan

lingkuangan hudup.
Kearfan lokal adalah nilai-nilai lahur yang berlaku
dalam tata kehidupan masyarakat unluk antara lain

melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara
lestari.

Masyarakat  Thukum edat  adalah  kKelompek
masyvarakat vang secara turun temurun bermukim di
wilayah geogralis tertentu karena adanva iKatan pada
asal usul leluhur, adanva hubungan yang kuoat
dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai
vang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial,
dan hukum.,

SRetiap orang adalah orang perseorangan atau badan
usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang
tidak berbadan huwkum.

Instrumen  ekonemi  lingkungan  hidup  adalah
seperangkat kebjabtan ekonomi untuk mendorong
Pemerintah, pemenntah daerah, atau setiap orang ke
arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.

34, Ancaman ., - -
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Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak
luag terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan
kerssahan masyaralzat.

Persatujuan Linglungan adalah Feputusan
kelayakan Lingkungan Hidup atau  Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang
telah mendapatkan persetujuan dar  Pemerineah
Pusat atau Pemerintah Daerah.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemetintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945,

Pemerintah Da¢rah adslah kepala daerah sebagai
unsur  penyeléenggara Pemenntahan Daerah  vang
merumpin pelaksanaan urusan peoenintahan vang
menjadi kewesnangan daerah otonom.

Mentern adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.

Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai
berilna:

(1)

(2]

Paszal 20

Fenentuan tertadinya pencemaran lingkungan hidup
diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.

Balu muty lingkungan hidup meliputi:
baku mutu air;

haku mutu air imbah;

baku mum air laut;

baku mutu udata ambicn;

baku mutu emisi;

EBaku mutu gangguan; dan

m A a6 TR

baky mum lain sesuai dengan perkembangan
1lmu pengetahuan dan teknologi.

() Setiap . - .
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{3} Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah
ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:

a.  memenyhi baky muto hingkungan hidup: dan

b. mendapat persetujuan darl Pemerintah Pusat
atau Femerintah Daergh,

{4} Ketentuan Itbih lanjut mengenai baku  muru
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat
(2} diarur dalam Peraturan Pemetintah.

Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai
beriloat:

Fasal 4

{1} Dolumen Amda] merupakan daser uji kelayakan
lingkungan hidup untuk rencana usaha dan/atau
kegiatan.

2] Uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana
thmaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim  uji
ikelayakan lingkungan hidup yang dibentuk oleh
lembaga uji kelayakan lingkungan hidup Pemerintah
Puzal.

3] Tim uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat {2) terdiri atas unsur Pemerintah
Pusat, Pemenintah Daerah, dan ahli bergertifikat.

{4} Pemerintah  Pusat  atau  Pemerintah  Daerah
menetapkan Keputusan Eelayakan Lingkungan Hidup
berdasarkan hasi] vji kelayakan lingkungan hidup.

(31 Keputusan Kelayalkan Lingkungan Hidup
achagaimana dimaksud pada ayat 4) digunakan
sebagal persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha,
atau persetujuan Pemerinigh Pusat atay Pernérintah
Dasrah,

%1 Ketentuan lebih lanjut mengensi tata laksana uji
kelayakan lingkungan hidup diatur dalam Peraturan
FPermmenintah,

Ketentuan Pasal 25 diubah schingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 25 _ ..
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Pasal 25

Dokumen Amdal memuat:

a.

b.

pengkajian  mengenai  dampak rencana  usaha
dan/atau kepgiatan;

evalvasi kegiatan di sekitar lokasi rencana uszaha
dan/fatau kegiatan;

saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena
dampak langsung yang televan terhadap rencana
usaha dan/atau Kegiatan;

prakirtaan terhadap besaran dampak serta  sifat
penting dampak vang terjadi jika rencana usaha
dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan:

evaluiasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi
untuk menentukan kelayakan atau ketidakiayakan
lingkungan hidup; dan

rencana pengelolaan dan pemantavan lingkungan
hidup.

Ketentuan Pasal 26 diubah sehinges berbunyi sebaga
berikut:

(L]

{2}

]

Pasal 26

Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan
masyarakat.

Penyusunian  dokumen  Amdal diakukan  dengan
melibatkan  masyarakat  yang terkena  dampak
Jangsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.

Ketentuan Jebih lanjut mengenai proses pelibatan
masyarakat scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
distur dalar Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagaj
berikut:

Pasal 27 _ |
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Pasal 27

Dalam  menyusun  dokumen Amdal, pemrakarsa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1} dapat
menunjul pihak lain,

Fetentuan Fasal 28 diubah sehingga berbungyi gebagai
barikut:

Pasal 28

i1l Penyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pazal
26 ayat (1) dan Pasal 27 wajib memilika sertifikat
kompetensi penyusun Amdal,

(2] Ketentuan lebih lanjut mengenal  serdfikasi dan
kriteria kompetensi penyusun Amdal diater dalam
Perzgniran Pemerintah.

Pasal 29 dihapus.

FPazal 30 dikapus,

Pasal 31 dihapus.

Retentuan Pasal 32 diubah schingga berbunyt sebagai
berikut:

Pasal 32

(1} Pemerintah Pusac dan Pemerintah Dacrah membantu
penyusunan Amdal bagi usaha danfatau kegiatan
Usaha Mikre dan Kecil yang berdampak penting
terhadap lingkungan hidup.

I2) Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa fasilitasi, bigya, dan/atau
penyusunan Amdal.

(3 Pernentuan . . .
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Pernentuan metigenal Usaha danfatau kegiatan Llsahg
Mikre dan Eecil sebagaimana dimaksud pada avat {1)
dilakukan berdasarkan  kriteria  sesuai  dengan
ketenituan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 34 diubah schingga berbunyi sebagai
berikat:

(1)

2]

(3

{4}

3]

Pasal 34

Betlap  usaha danfaten kegiatan  yang ddak
berdampak penting terhadap Lingloangan Hidup wagib
m#rmenuhi standar UKL-UPL.

Pemenuhan stapdat UKL-UPL sebagaimana dimaksud
pada ayat (l}) dinratakan dalam Pernyatasan
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
Lingloungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat
2], P:menntah Pusat atau Pemerintah  Daerah
menerbitkan Penizinan Berusaha, atau persengjuan
Pemerintah Fusat atau Pemerintah Daerah.

Pemerintah Pusat menctapkan jenis usaha dan/fatau
kegiatan yvang wajib dilengkapi URL-UFL.

Eetenituan lebith lanjut mengenai UKL-UPL diatar
dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentwan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikout:

1

(2]

Pasal 35

Usaha dan/atau kegiatan vang tidak wajib dilengkapi
UEL-UFL sebagaimana dimaksud dalamn Pasal 34 ayat
4} wajib membuat surat pernyataan kesangeupan
pengelolaan dan pemantavan lingkungan hidup yang
diintegrasikan ke dalam Noemer Induk Berusaha.

Penetapan  jenis usaha  danfatau  kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
terhadap kemaran yang termasuk dalam kategori
b+nsikeo rendah.

{2) Eetentuan . . .
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(3} Ketentuan lebih lanjut mengenad surat permyataan
k=sanegupan pengelolaan dan pemantauan
Imgkungan  hidup  diatur  dalam = Peraturan
Pemenintah.

Pasal 34 dihapus.

Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai
berlkut:

Pasal 37
Penzinan Berysaha dapat dibatalkan apabila:

a.  persyvaratan  yang diaukan  dalam  permehonan
Perizinan Berusaha mengandung cacat  hulkum,
kekelirvan, penyvalahgunasn, serta ketddakbenaran
danfatau  pemalsuan data, dokumen, danjatau
imdormas;

b, penerbitannys tanpa memenuhi syarat sebagaimana
tercanium dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan
Hidup atau Pernvataan HKesanggupan Pengelolaan
Linglkungan Hidup; atau

¢.  Kewzjiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal
atau UKL-UPL ndak dilaksanakan oleh penangsung
Jjawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 38 dihapus.

Ketentuan Pazal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasgal 39

i1l Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup diumumkan
kepada magyarakat.

121 Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalul sistem ¢lektronik dan/atan carg
lam yang ditetapkan ¢leh Pemerintah Pusat.

18 Pasal . ..
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18. Pasal 40 dihapus.

19, Ketentuan Pasal 55 diubah schingga berbunyi sebagai
berikut:

203,

{1}

(2)

(%}

{4]

Pazal §5

Pemegang Persetjuan Lingkungan wajib
menyediakan dana penjaminan  untuk  pemulihan
hngs ngkurngan hudup.

Dana penjaminan disimpan di bank pemenntah yang
ditunjuk oleh Pamerintal Pusat,

Femerintah Pusat dapat menetapkan pihak ketiga
untuk melakukan pemulihan (ongsi lingkungan
hidup dengan menggunakan dana penjaminan.

Eetentuan lebih lanjut mengenai dana penjapunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1], avat {2), dan
ayat 3] diatut dalam Perataran Pemennlah,

Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai
benkut:

I

(<)

(2

(4)

Pagz] 59

Setiap orang yeng menghasilkan Limbah B3 wajib
melakukan Pepgelolaan Lirbzh B}  vang
dibasilkannya.

Dralam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
avat [1) telah kedaluwarsa, pengelolaaninya mengikun
ketenituan Pengelolaan Limbah B3,

Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada
ayat |1} tidak mampu melakukan sendiri Pengelolaan
Limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihalk
lain.

Pengelolaan Limbah B3 wapb mendapat Penizinan
Eerusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah,

{5) Pemerintah . . .
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(7} FPemerintah Pusat atau Pemerintabh Daerah  wajib
mencantumlan persvaratan lingkungan hidup yang
harus dipenahi dan kewajiban vang harms dipatuhi
pengelola limbah B3 dalam Perizinan Berusaha, atan
persetuuan Pemerintah  Pusat  atau  Pamernntzh
Daeral,

(6) EKeputusan pemberian Perzinan Berusaha wajib
divmumkarn.

{7} Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolagn Lirmbah
B2 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Eetentuan Pagsal ©1 diubah szhingga berbunyi sebagai
berikou:

Pazal 51

(I} Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal &0
hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Jdari
Pemerintah Pusat,

2] Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.

131 ketentuan lebih Janjut mengenai tata cara den
persyaratan dumping limbah atau bahan diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

[h antara Pasal 61 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 61A schingga berbunyi sebagai berdiout:

Pasal GlA
Dalam hal penanggung jawab usaha danfatau kepiatan:
a. menghasilkan, tmengatghut, mengedarkan,
menyimpan, memaniaatkan, dan/atau mengolah B2,
b. menghasilican, mengangkut, IMALLYimpann,
mengumpuwlkan, memaniaatkan, mengolah, danfatau
metumbun Limbah B3:

c. melakukan pembuangan air limbah ke laut;
d. melakukan pembuangan air mbah ke sumber air;

e, membuang . |
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¢, membuang emisi ks udara; dapn/atau
I memanfaatkan air limbah untuk aplikasi ke tanah:

yang merupakan bagian dari kegiatan usaha, pengelolasn
tersebut dinyatakan dalam Amdal atau IJKL-UPL.

Ketentuan Pasal 63 diubah sehingea berbumya sebagai
berikt:

Pazal 63

{l} Dalam pelindungan dan pengelolaan  lingkungan
hidup, Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang:

a, menetapkan kebijakan nasional;

b, menetapkan norma, standar, prosedur, dan
kriteria:

c. mehetapkan  dan  melaksanakan  kebijakan
mengenat RPPLH nasional;

d.  menstapkan  dan melaksanakan  kebijakan
mengsnal KLHS;

c. menetapkan dan melaksanakan  kebijakan
mengenal amdal dan UkL-UJPL:

f.  menvelenggarakan inventarisasi sumber daya
alam nazional dan emisi gas rumah kaca;

g mengembangkan standar kenja sama;

h. mengoordinasikan dan melaksanakan
pengendalian pencemaran danfatau kerusakan
lingkungan hidup;

i.  menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai  sumber daya alam  hayat  dan
nonhayall, kéanekaragaman hayatl, sumber daya
genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa
genetils;

1. menetapkan  dan  melaksanaken  kebijakan
mengenai peitgendalian dampak perubahan iklim
den perlindungan lapizan ozon,

k. menstapkan dan mcleksanakan  kebijakan
merigenal B3, limbah, serta limbah B3:

1. menetapkan . .,
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menetapkan  dan  melaksatakan  kebijakan
mengenai perlindungan lingkungan laut;

menstapkan  dan  melaksanakan kebijakan
mengenal  pencemaran  danfatau Kerusakan
lingkungan hidup lintas batag negara;

melakukan  pembinaan dan  pengawasan
terhadap pelaksanaan kebijakan tingkat nasional
dan hebdjalean tingkat provins;

melakukan  pembinaan dan  pengawasan
ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan  terhadap  ketentuan  Persetujuan
Lingkungan  dan  peraturan perundang-
undangan;

mengembanglkan dan menerapkan instrumen
lingkungan hidup;

mengoordinagikan dan memlfasilitasi kerja sama
dan penyelesaian perselisihan antardaeral serta
penyelesaian sengkets;

mengembangkan dan melaksanakan kchbijakan
pengclolaan pengaduan masvarakat;
menetapkan statdar pelayanat minimal;

menetapkan  kebgakan mengensi tata  cara
pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat,
kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat
yang tetkait  dengan  pedindungan dan
pengelolaan ingkungan hidup;

mengelola informasi lingkungan hidup nasional;

mangeordinasikan, mengambangkan, dan
menyosialisastihan psmanfaatan teknologi ramah
lingkungan hidup:;

membernkan pendidikan, pelatihan, pembinaan,
dan penghargaan;

rmengembangkan SArana, dam standar
laboraterium linghungan hidup;

tnenerbitkan Penzinan Berusaha atay
persctujuan Pemerintal Pusat:

menetapkan wilayah ¢koregion; daty
melakukan penegakan hukum Lingkungan hidup.
12 Dalam - . .
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(2l Dalam pelindungan dan pengelelasn  lingkangan
hidup, peterintah provinsi sesuai dengan notma,
standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Puzat bertugas dan berwenang:

a. menetapkan ketijakan tingkat provinsi;

b. menctapkan dan melaksanakan KLHS tnglat
provinsi;

. menetapen  dan melaksanakan  kebijakan
mengenad RPPLH provinsi;

d.  melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan
UKL-UFL;

€. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya
alam dan etnisi gas rumah kaca pada tingkat
provinsi;

. mengembangkan dan melaksanakan kerja sams
dan lemitraan;

g mengoordinasikan dan melaksanakan
pengendalian pencemaran dan/fatauw kerusakan
ogkungan hidup lintas kabupaten /kota;

h. melakukan  pembinaan dan  pengawasan
terhadap  pelaksanaan  Kkebijakan  tingkat
kabupaten/kota;

L melakukan  pembinaan dan  pengawasan
ketaatan penanggung jawab usaha dan/atsu
kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan,

j- mengembangksn dan menerapkan instrumen
lingkungan hidup;

k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama

dan penyelesaian pereelisihan
antarkabupaten/fantatkota serta penyelesaian
sengleta;

. meiakukan pembinaan, bantuan  teknts, dan
pengawasan kepada kabupaten/kota i bidang
prograin dan kegiatan;

1m. melaksanakan standar pelayanan minimal:

n. menstapkan . ..

SH No 350538 A
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menetapkan  kKebijakan mengenai  tata  cara
pengakuan keberadaan masyaralat hukum adat,
Kearlan lokal, dan hak masyarakat huwoum adast
yang terkait dengan  perlindungan dan
pengelolaan  lingkungan hidup pada dngkat
provirs].

mengelola informast lingkungan hidup tinglat
provinsi;

mengembangkan dan menyosialisasikan
pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;

memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan,
dan penghargaan;
menerbitkarn Perizinan Beruzaha ataly

persetujuan  Pemetintah Daerah pada dngkat
provinsi; dan

melakukan penegakan hulur lingkungan hidup
pada tingkat provinst.

Lalam pelindungan dan pengelolaan  lingkungan
hidup, pemerintah lkabupaten/kota sesuai dengan
norma,  standar,  prosedur, dan kriteria  vang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan

berwenang:

a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/ kota;

b. menetapkan dan melaksanakan KLR3 tingkat
kabupaten fkota;

¢.  menctapkan dan melaksanakan  kebijakan
mengenal KPFLH tngkat kabupaten f kota;

4. melaksanalzan Kebijakan mengenai Amdal dan
UkL-UPL;

2. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya
a#lam dan emisi gas rumah kaca pada tngkat
kabupaten/Lkota;

[ mengembangkan dan melaksanalan ketja sama
dan lemitraan;

g. mengembangkan dan menerapkan instumen
lingkungan hidup,

h.  memfasilitasi penyelesaian sengketa;

i. melakukan . . .
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melalkykan  pembinaan  dan  pengawasan
ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan sesuai ketentuan petaturan perundang-
undangan;

mclaksanakan standar pelayanan minimal;

melaksanakan kebjjakan mengenai tata cara
pengakuan keberadaan masyarakac hukum adat,
kearifan lokal, dan hak masyarakat hukurm adat
yang  terkail dengan perlindungan dan
pengelolaan  lingkungan  hidup  pada  tinpkat
katupaten/kota;

mengelola imformasi lingkungan hidup tingkat
kabupaten/kota;

mengembangkan dan melaksanakan kebijakan
sigtern  informasi  lingkungan  hidup  tingkat
kabupaten;kora,

membetikan pendidikan, pelatihan, pembinaan,
dan penghargaan;

menerbitkan Perizinan Berusaha ataw
persetjuan Pemerintahh Daerah pada tingkat
kabupatenfkota: dan

melakukan penegalan hukum linglkungan hidup
pada tinglkat kabupaten/kota.

24. Hetentuan Pasal 6% diukah sehingga berbunyi sebagai

berikiuit:

Pasal 69

{11 Setiap orang dilarane:

f,

melakukan  perbuatan yang  meéngakibatkan
pencemaran  dan/atau  perasakan  lingkungan
hidup;

memasuklan B3  yang ddarang menumat

peraturan  perundang-undangan ke  dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. memasukkan . ..
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¢ memasukkan limbah yang berasal dan luar
wilayah MNegara Kesatuan Eepublik Tndonesia ke
media  lingkungan hidup MNegara Kesatuan
Republik [ndenesia;

d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. membusng imbah ke media linglungan hidup;

. membuang B3 dan limbah B3 ke media
linglkungan hiduap:
£ melepaskan produk rekayasa genetik ke media

Ingkungan hidup yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan atay
persetwuan bngkungan:

h. melakukan pembukaan lahan dengan cara
merbakar;

1. menyusun Amdal tanpa memiliki  servifikat
kompetensi penyusun Amdal; dan/atau

J- memberikan  informasi  palsu,  menyesatkan,

menghilangkan informasi, merusak informasi,
atau memberikan ietergngan yang tidak benar.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayar (1)
huruf b dikecualikan bagi masyarakat  yang
melakukan kegiatan dimaksud dengan
memperhatilkan  sungeuh-sunggubh kearifan lokal di
dacrah masing-masing.

23, Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 71

Femennctah  Pusgst  atan  Pernérintah  Daerah
meclakukan PEngawasan terhadap ketaatan
penanggung jawab usaha danjatau kcegiatan atas
ketentuan  vang  ditetapkan dalam  peraturan
perundang-undangan di bidang pelindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.

{2) Pemetintah . . .
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(2] Pemerintah Pusat ataun Pemerintah Daerah dapat
mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan
pengawasan kepada pejabat/instansi teknis  yang
bertanggung  Jawab di bidang perlindungan dan
pengelelaan lingkungan hidup.

(3] Dalam melaksanalan pengawasan, Pemerintah Pusat
atau Pemerintah  Dasrah menetaplkan pejabat
pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat
fungsicnal,

{#) Ketentyan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas
lingkungan  hidup  diatur  dalam Peraturan
FPemerintah.

fetentuan Pasal 72 divubab sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 72

Pemerintah Pusat atan Pemerintah Daerah sesuai dengan
Kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedut,
dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat wajib
melakukan pengawasan ketaatan penanggung  jawab
usaha dan/atau kegiatan terhadap Perizinan Berusaha,
atau  persetujuan Pemerintah Pusat ataw Pemerintah
Dastah.

Ketenmian Pasal 73 diubah schingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 72

Menteri dapat melalukan pengawasan terhadap ketaatan
penanggung jawab wusaha danfatau  kegiatan yang
Penzinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah
diterbitkan  cleh  Pemerintah  Daerah  jika  Menterd
menganggap terjadi pelanggaran yang serive di kidang
pelindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup
berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria YANgE
ditetapkaty oleh Pemerintah Pusat.

2B, Ketentuan . . .
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28 EHetentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebogai

29

31

berikut:

Fasal 76

1) Pemetinitah Pusat  ataun Pemenntah  Daerah
menerapkan sanksi admirastratl kepada penanggung
Jjawalk  wusaha danfatau  kegiatan jpka dalam
pengawasan  ditemukan  pelanggaran terhadap
Perizinan Barusaha, atau persetyjuan Pemermtah
Pusat atau Pemerintah Daerah.

{2} Ket=ntuan lebih lanjuc mengenal tata cara pengenaan
sanlsi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Eetenituan Pasal 77 diubah szehingga berbunyi sehagai
berikut:

FPasal 77

Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap
penanggung jawab usahs danfatau kegiatan dalam hal
Menteri menganggap Pemerintah Daerah secara sengaja
tidak menerapkan  sanksi adminastratd  terhadap
pelanggaran yang seriug di hidang pelindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 79 dihapus.

ketentuan Pasal 82 diubah sethingga berbuny: sebagai
berilaat:

Pasal 82

{1} Pemerintah Puszat berwenang untuk  memeaksa
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk
melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat
pencemaran danfatau perusakan lingkungan hidup
vang dilakukannya.

2] Pemerintah . . .
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(2] Pemerintah Pusat berwenang atau dapat menunjuk
pihak ketige untuk melakukan pemulihan lingkungan
hidup akibat pencemaran danjatau  perusakan
lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban
biaya penangaung jawsab usaha danfatau kegiatan.

Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 3 (tiga) pasal,
yakoi Fasal 824, Pasal 82B, dan Pasal 82C sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal B2A

Setiap orang yang melakukan usaha danfatau kegiatan
tanpa memiliki:

a. Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah
Puzat atau Pemerintah Dacrah  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat {5), Pasal 34 ayat (3),
Pazal 59 ayat (1) atau Pasal 5% ayat (4); atay

b. persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
L3 huorul b

dilzenail sanksi administratif,

Fasal 82B

{l} Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau
kegiatan yang memiliki:

a. Perizinan Berusaha, atan persetujuan
Pemnerintah  Pusat  atau  Pemerintah  Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat [5),
Pasal 34 ayat |2}, Fasa] 5% gyvat [1), atau Pazal 59
ayart (4);

b, persemyjuan  dan  Pemetintah  Pusat  atau
Pemerintah Dacrah  sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (3) horul b atag

c.  persetuyjuan dari Pemenntah Pusat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 ayat [1);

vang .



SK No (30555 A

{2)

{3)

(i)

PREZIDEM
REFPUELIK IHDONESIA

95

vang tidak sesuai dengan kewajiban dalam Perizinan
Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah, dan/atau melanggar ketentuan
peraturan perandang-undatiZan di bidang
perlindungan dan  pangelolaan lingkungan hidup,
dikenai sanksi administratil,

Jetiap orang yvang melalukan pelanggaran larangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal &9, pajty:

a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan
pencemaran danfatau  perusakan lingkungan
hidup sebagaimans dimaksud dalam Pasal &2
hurul &, dimana perbuatan tersebut dilakuikan
karena |kelaiaian dan  tidak mengslabatlan
bahaya kesehatan manusia dan/atau luka
dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang
dikenai sanksi administratil dan mewajibkan
kepada Penanggung Jawab perbuatan itu untuk
melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup
danfatau tindakan lain yang diperlukan; atay

b. menyusun Amdal tanpa memiliki o seriifikal
kompetensi  penyusun  Amdal  sebagaimana
ditnaksud dalam Pasal 68 hurul i dikenai sanksi
administratif.

Setiap orang yang Karena kelalaiannya melaliukan
perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya bakno
muta udara ambien, baku mutu air, baku mutu air
laut, atau Kritenia baku kerusakan lingkungan hidup
yang tidsk sesual dengan Perizinan Berusaha yvang
dimilikinya dikenai sanksi administratif.

Pasal 32C

Sanksi administratif scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 82A dan Pasal 82B ayat (1), ayat (2], dan ayat
(7} berupa:

a.  teguran tertulis;

paksaan pemerintah;

denda administratif;

pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atan

pencabutan Perizinan Berusaha.
¢, pencabutan .

*oanoF
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2] Ee&tentuan latab laojut meneenar  kritena, jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
adrministratif sehagaimana dimaksud pada ayat (1)
diztur dalam Peraturan Pémermmtah,

Eerentuan Fasal 38 diiubah sehungga berbunyl sebagai
benloat:

Pasal 22

Setiap orang vang tndakannya, usahanya, dan/atan
kegratanmya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau
mengelola lmbah B2, danfataun yang memmbulkan
ancaman serius terhadap lingkangan hidup bertangeung
jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari vs=aha
dan fatau kegiatannya.

Pazal ©3 dihapus.

Pasal 192 dihapus,

Ketentuan Pasal 199 diwbabh schingga berbuny scbeagea
berikint:

Pasal 109

Setiap orang yang melakulkan usaha danfatau Kegiatan
tanpa memiliki:

a, Perizinan Berusaha atau persctujuan  Pemerintah
Pusat, =atau Pemetintah Dasgrab sebagaimana
dimaksud dedem Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat {3).
Fasal 59 ayvat (1), atau Pasal 39 ayat (4);

b, persetjuan dar Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Dasrab sebagaimana dimaksad dalam Pasal 20 ayat
(3] buruf b, atau

<. persetajuan dari Pemerintah Pusat  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1);

vang - . .
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yang méngalabatkan  tmbulnya  korbanfkenisakan
terhadap kesc¢hatan, kesslamatan, dan/stad hogkoangan,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tabun dan paling lama 3 |uga] rahun dan denda paling
sedikit Rp 1. 000.000,000,00 (satu miliar rupiah| dan paling
banyalk: Rp3.000 000 000,00 (tga miliar rupiah).

Pasal 112 dihapus,

Eatenituan Pasal 111 diuwbah sehingga berbunyl sebaga
benloat:

Pazal 111

Pejabat  pemben peTsEtuuan lingkungan Vang
menerbitkan  persenjjuan lingkungan tanpa dilengkapi
dengan Amdal ataun UKL-UPL sebagaimana dimakiud
dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling
lama 3 (tiga) rahun dan denda paling banyak
Rp32.000.000.000,00 {tiga miliar rapiah).

Estentuan Pasal 112 dinbah sehingga berbunyn sebagai
berkut:

Fasal 112

Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak
melakukan pengawasan terhadap ketaalan penanggung
Jawab usaha dan/atan kegiatan terhadap peraturan
perundang-undangan dan Perizinan Berngsahe, atayg
persetijuan Pemerintah Pusat atau Pemetintah Daersh
sebagaimana  dimaksud dalam Pazal 71 yang
mengakibatkan  terjadinya  pencemaran  dan/atau
kerusakan lmgkungan yang mengaKibatkan hilangnya
nyawa manusia dipidana dengan pidana penjara paling
lama 1 ({saty) tahun atau denda palng banyak
Rp330.000 003,00 (llma ratus juta rupiah).

Paragral 4 . . .
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Pagal 23

Untuk memberikan kemudahan bapi masyvarakat, terutama
Pelaku Usaha dalam memperoleh Persetujuan Bangunan
Gedung dan sgertifikat laik fungsi bangunzn, Undang-Undang
ini mengubah, menghapus, atau menctapkan pengaturan baru
beberapa ketenituan yang diatgr dalam:

a-  Undang-Undang Nomeor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 134, Tambahan Lemberan Negara Republik
Indonesia Nomer 4247); dan

b.  Undang-Undang Momor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Momor
17%, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomer &108),

Fasal 24

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Megara Republik
Indoncsia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Momor 4247 diubah sebagai
berdout:

1. ketentuan Pasal 1 angka L1, aogka 14, dan angka 15
divbah dan disisipkan 3 (tiga} angka baru, yakni angka 16,
angka 17, dan angka 13 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai
beriliue:

Fasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan
konstruksi  yang  meényatu  dengan tempat
kedudukannya, scbagian atau seluruhnya berada di
atas dan/atau di dalam tanah danfatau air. yang
berfungsi  sebagai tempat manusia  melakukan
kegiatannya, bails untuk hunian atan tempat tinggal,
kigiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial,
budaya, mavupun kegiatan khusus.

2, Penyelenggaraan . . .
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Penyelenggaraan batgunan gedung adalah kegiatan
pembangunan yvang meliputi perencanaan teknis dan
pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan,

pelestarian, dan pembongkaran.

Pemanlaatan bangunan gedung adalah  kegiatan
memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan
fungsi vang telah ditetapken, termasuk keglatan
pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secars
berkala,

Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga lcandalan
bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya
agar selahy laik ungsi.

Perawatan adalah kegiatan memperbaiki danfatau
mengganti bagian  bangunan gedung, komponen,
bahan bangunan, dan/atau prasarana dan satana
agar bangunan gedung tetap laik fungsi.

Pemeriksaan berkala adalah kegiatan pemeriksasn
keandalan seluruh ataw sebagian bangunan gedung,
komponen, bahan bangunan, dan/atau proasarana
dan saranenya dalam tenggang wakty tertentu guna
menyatakan kelajkan fungsi bangunan gedung,

Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran,
serta pemeliharaan bangunan gedung dan
lingkungannya untuk mengembalikan  keandalan
bangunan lersebut sesnai dengan aslinya atang sesuad
dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.

Pembongkararn adalah kegiatan membongkar atau
mercbohkan  seluruh  atau  sebagian  bangunan
gedung, komponen, bahan bangunan, danjaray
prasarana dan sarananya.

Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan
hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, vang
menurut hukum sah sebagai permilik  bangunan
pedung,

Pengguna  bangunan  gedung  adalah  pemilik
bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan
gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik
bangunsn gedung, yang menggunakan dan/atau
mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan
gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

11. Pengkaji . . .
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Pengkaji Teknis adalah orang persecrangan atau
badan wsaha, baik yang berbadan hukum maupun
tidak berbadan hukum, yang mempunyar sertifikat
kompetensi kerja kualifikasi ahli atau sertifikat badan
usaha untuk melaksanakan pengkajian teknis atas
kelaikan fungsi Bangunan Gedung,

Masyarakat adalah perseorangan, kelompol, hadan
hukum atau usaha, dan lembaga ataun organisas
yang Lkegiatannya di bidang bangunan  gedung,
termasuk masyarakat hukum adat dan masyaralat
ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan
bangunan gedung.

Prasarapa dan sarana bangunan gedung adalah
lasilitas kelenghkapan di dalam dan di luar bangunan
gedung yang mendukung pemenuhan
terzelenggaranya fungsi bangunan gedung.

Femerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
jang memeégang keluasaan pemenintahan negara
Eepublik Indonesia yvang dibantu oleh Wakil Presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Megara Republik Indonesia Tahun
1945,

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsut penyelenggara Pemerintahan Daerah  yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerntahan yang
menjadi kewenangan dasrah otonom.

Penyedia Jasa Konstruksi adalah pemberi lavanan
Jasa Konstruksi.

Profesi Ahli adalalt zestorang vang telah memenuhi
standar kompetensi dan ditetapkan oleh lambaga
yang diakreditasi oleh Pemerincah Pusat.

Penilil: Banpunan Gedung vang selanjutnya disebu
Fenilik adalah orang perseorangan yang memiliki
kompetensi, yang diberi tugas oleh Pemerintah Pusat
atau Permerintah Draerah sesuai dengan
kewsnangannya untuk melakulan inspeksi terhadap
penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Rotentuan Fasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikul:

Pasal 5 . .
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FPasal 5

{1} Setiap bangunan gedung meriliki | funesi dan
klasilikasi bangunan gedung.

{2} Ketentuan lébih  langput mengenan lungsi  dan
klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal ¢ diubah  sehimgga berbunyi sebaga
berikut:

Pasal 6

(1] Fungsi bangunan gedung sebagammana dirmaksud
dalarn Pasal 5 harud digunakan  sesual  dengan
peruntukan lokasi yane diatur dalam RDTE.

(2] Fungsi bampunan gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat 1] dicantumkan dalam Persetujuan
Bangunan Gedung.

(3] Perubshan fungsi bangunan gedung  harms
mendapathan persetwuan kembali dar Peterintah
Pusat,

(4] Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
memperoleh  Persetupnan  Bangunan  Gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
dialur dalam Peraturan Pemerintah,

Eetentuan Paszal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 7

il] Setiap bangunan gedung harus memennhi scandar
tebnis banpunan gedung sesual dengan fungsi dan
klasifikasi bangunan gedung.

2] Pengeunaan ruang di atas danfatau di bawah tanah
dan/atany  air untuk bangpinen gedung  hams
dilakukan sesuai dengan  ketentoan  peraturan
perundang-undangan.

(2) Dalam . . .
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Dadarn hal bangunan gedung merupakan bangunan
godung adat dan cagar budayva., bangunen gedune
mengikuti  ketentuan  khusus  sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Eetentuan lebih  lanjut mengenai standar teknis
sebagaimana dimaksud pads ayat (1) diatur dalam
FPerabaran Pemenntah.

Pasal & dihapus,

Pasal 9 dihapus.

Pasal 10 dihapus.

Pasal 11 dihapus.

Pasal 12 dihapus.

Pazal 12 dihapus.

Pazal 14 dihapus.

Ketentuan Pasal 15 diubah sehingpa berbunyi sebagad
berikat:

{1)

i2)

Pazal 15

Pencrapan pengendalian dampak lingkungan hanya
berlaku bagi bangunan  gedung  yang  dapat
menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

Pengendaban dampak lingkungan pada bangunan
gedung sebageimans  dimaksud pada  ayat (1}
dilakukan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangat,

13. Pasal . ..
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FPaszal 16 dihapus.

Pasal 17 dihapus.

Pagzal 18 dihapia.

FPasal 19 dihapus.

Pasal 20 dihapus.

Pazal 21 dihapus.

Pasal 22 dihapus.

FPasal 23 dikapus,

Pasal 24 dihapus.

Fagal 25 dihapys.

Pasal 26 dihapus.

Pasal 27 dihapus.

Pazal 28 dihapus.

Pasal 2% dihapus.

Fasal 20 dihepus,

Pasal 31 dihapus.

2% Fasal) | |
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2% Pasal 32 dihapus.

3D, Pasal 33 dithapus.

al.

32.

Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyn sebage
Berikut:

{1}

{2)

(2

14)

Pasal 34

Fenyelenggaraan bangunan gedung meliputi kegiatan
pembangunan,  pemanfaatan,  pelestacan, dan
pembonghkaran.

Dalam penyelenggaraan banguman gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelangpara
berkewgjiban memenuhi standar teknis bangunan
gedung.

Penyelenggars bangunan gedutig terdith atas pemilik
bangunan gedung, Penvedia Jaza Konstruksi, Profesi
Ahli, Penilik, pengkaji  teknis, dan  pengguna
bangunan gedung,

Calam hal terdapat perubahan  standar telonis
bangunan gedung, petnilik bangunan gedung vang
belum  memenuhi standar  teknis  sebagsimana
dimaksud pada ayat (2} tetap harus memenuhi
leetentuan standar teknis secara bertabap.

Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi aebagai
berikut:

(1

(2]

Pasal 35

Pembangunan bangunan gedung diselenggarakan
melalni  tahapan perencanaan, pelaksansan, dan
pergawasan.

Pembangunan bangunan gedung dapat dilakukan,
baik 4i tanah milik sendil mavpun di tanah milik
pihak lain.

i3] Pembanpgunan | |
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FPembangunan bangunan gedung di atas tanah mlik
pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan berdasarkan perjanjian  ertulis  antara
pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung.

Perencanaan stbagaumana dimaksud pada ayat (1)
harus  dilakukan oleh penyedia jasa persncana
konstrulcsi yang memenuhi syvarat dan  standar
kompetensi  s¢suai  dengan  ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Feryedia jasa perencana Ronstruksi sebagaimana
dirnaksud pada ayat 4] harus merencanalan
bangunan gedung dengan acuan standar  teknis
bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1].

Dalam hal bangunan pedung direncanakan tidak
zesuai dengan standar telnis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1), bangunan gedung harus
dilengkapt hasil pengujian  untuk  mendapatkan
persetupnan rencana teknis dari Pemerintah Pusat,

Hasi! perencanaan harus dikonzultasikan dengan
Pemerintah Pusat dan  Pemerintah Daerah
zesual dengan kewenangannya bBerdassarkan norma,
standar, prosedur, dan kriteria vang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pernyataan
pemémihan standar teknis bangunan gedung.

Dalam hal perencanaan bangunan gedung yang
menggunakan prototipe vang ditetapkan Pemerintah
Pusat, perencanaatt  bangunan gedung  tidak
memerlukan kewajiban  Konsultasi  dan tidak
memer]ukan pemeriksaan pemenuhan standar,

Fazal 36 dihapus.

Di antara Pagal 36 dan Pasal 37 disisipkan 2 (dug) pasal,
yakni Pasal 3GA dan Pasal 36B yang berbunyi sebagai
berikour:

Pasal 36A . ..
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Pasal 36A

Pelaksanaan  konstruksi  sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (1) dilakukan setelah
mendapatkan Persetujuan Bangunan Gedung.

Persetyyuan zebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diperoleh seteiah mendapatkan pernyataan
pemenuhan standar teknis bangunan gedung dar
Pemerintah Pusat atau Pernerintah Dasraly scsuai
kewenangannya  berdasarkan norma,  standar,
prosedur, dan  kriteria  vang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimohonlkan  kepada Pemerintah  Pusat  atauw
Pemerintah Dacrab sesual dengan kewenangannya
berdasarkan norma, standar, prosedur, dan Kriteda
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui sistem
elektronik yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Pusat,

Pasal 36B

Pelakzanaan  bangunan  gedung  dilakukan oleh
penyedia jasa pelaksana honstruksi yang memenuhi
syarat dan  standar Kompetensi  sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penvedia jasa pengawasan atau Manajemen
konstruksi melakukan kegiatat pengawasan  dan
Bertanggung jawab untuk melaporkan setiap tahapan
pehenaan.

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar,
prosedur,  dan  kreeria  yang ditetapkan oleh
Pemerntah Pusat melakukan inspeksi pada setiap
tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai
progawasan yvang dapat menyatakan lanjut atau
tidaknya pekerjaan konstruksi ke tahap berkurnya.

Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3
meliputi:

a- pekemaan strukiur bawah;
b. pekerjaan basemern jika ada;

¢. pekerjazn - . .
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¢, pekerjaan strukiur atas; dan

d. pengujian.

Dalam.  melaksanakan  inspeksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3] Pemerintak Pusat atan
Femerintah Daerah sesuai deéngan kewenangannys
menvgaskan Penilik berdasarkan norma. standar,
prosedur, dan  kriteria yang ditetaplkan oleh
Pernerintah Pusgg.

Dalam  hal pelaksanaan  diperlukan  adanya
perubahan danfatau penyesuaian terhadap rencana
tekniz, penyedia jasa perencana wajib melaporkan
kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
seguad dengan kewenanganya untuk mendapathan
persetujuan sebelum pelaksanaan perubahan dapat
dilanjutlan berdasarkan norma, standar, prosedur,
dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

kKetentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyt ssbagai
Betilut

(1]

(£

Pasal 37

FPemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh
pemililkl dan/atau pengguna bangunan gedung setelah
bangunan gedung tersebut mendapatkan sertifikat
lails fungsi.

Sertifikcat laill fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat |1} diterbitkan oleh Pemernintah Pusat atauw
Pemerintah Dacrah sesual kewenangannya
berdasarkan surat pemmyataan kelaikan fungsi yang
diajukan oleh Penyedia Jasa Pengawasan atau
Manajemen konstruksi kepada Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Dacrah  sesual  kewenanganmya
melalui sistem elektronik yang diselenggarakan olah
Pemeninitah  Pusat, berdasarkan norma, standar,
prosedur, dan kriteria  yang  ditetapkan  oleh
Pemerintah Pusat

(3} Burat . . .
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(3] Surat pernyataan kelaikan fungsi sebagaimana
dimmaksud pada ayat (2] diterbitkan setelah inspeksi
tahapan terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasgal
368 ayvat (4) huraf d yvang menyatakan bangunan
gedutig memenuhi standar t¢knis bangunan gedung.

{4) Penerbitan sertifikat laik fungsi bangunan gedung
dilakukan bersamazn dengan penerbitan surat buldi
kepemilikan bangunan gedung.

(0] Pemeliharaan. perawatan, dan pemerikssan secarg
berkala pada bangunan gedung harus dilabukan
untuk  memastikan bangunan gedung tetap
memenuhi persyaratan laik lungsi,

{3) Dalam pemanfaatan bangunan  gedung, pemilik
danfatau pengguna bangunan gedung mempunyai
hak dan lkewajiben sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini.

Di antara pasa!l 37 dan Pasal 38 disisipkan | (satu) pasal
vakni Pasal 37A vang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37A

Hetentuan  lebih lamjut mengenal  perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan
gedung diatur dalam Peraturan Pemsrintah.

hetentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pazal 39
(II Bangunan gedung dapat dibongkar apabila;
a. tidak laak fungsi dan tidak dapat diperbaili;

. berpotensi menimbulkan bahaya  dalam
pemaniaatan  bangunan  gedung  dan/atau
lingkunganitiya;

¢.  tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung;
atau

d. ditermukan | -,
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i, ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan
dan rencana teknis hangunan gedung vang
tercantum dalam  persetujuan sa=zt dilakukan
inspeksi bangunan gedune.

Bangunan gedung yang dapat dibongkar sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) huruf a dan huruf b
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atan Pemerintah
Daerah sesuai dengan Kewenangannya berdasarkan
hasil penglajian teknizs dan berdasarkan norma,
standar, prosedur, dan kriteria yang ditctapkan oleh
Femerintah Pusat,

Fenglajian teknis bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada avat (2], kecuali untuk rumah tinggzal,
dilakukan oleh pengkafi teknis.

Pembongkaran bangunan gedung vang mempunyvai
dampak Iuas terhadap keselamatan umum  dan
lingkungan harus dilaksanalkan berdasarkan rencana
telnis  pembongkaran  yang telah  disetujui  olch
Pemerimtah Pusat dan Pemerintah Dasrah  sesuai
dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar,
prosedur, dan keriteria  yang  ditetapkan oleh
Permenntah Pusat,

Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara
pembonglaran bangunan  gedung  sebagaimana
dumaksud pada ayat (1), avat (2], ayat (3), dan ayat {4
diatur dalam Peraturan Femetintah.

Eetenluan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai
berilout:

I}

Pasgal 40
Dalam penyelenggaraan beangunan gedung, pemilik
bangunan gedung mempunyzi hak:

a. mendapatkan pengesahan dari Pemerintal Pasat
atas rencana teknis bangunan gedung yang telah
memaahi persyaratan;

b.  melaksangkan pembangunan bangunan gedung
sesuai dengan persetujuan yang telah ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat;

<. mendapatkan . . .
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¢.  mendapatkan surat ketetapan bangunan gedung
danfatan  lingkungan yang dilindungi dan
dilestarikan dari Pamerintah Pusat;

d. mendapatkan inscntif sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang cagar
budayg;

e, mengubah fungsi bangunan sciclah mendapat
persetuguan dari Percerintah Pusat; dan

- mendapatlkan  ganti rugi sesuai  dengan
ketentuan  peraturan  perundatg-undangan
dalam hal bangunan gedung dibongkar oleh
Femerintahh Pusat bukan karéna  kesalahan
petmilik bangunan gedung.

(21 Dalam penvelenggaraan bangunan gedung, pernilik
Bangunan gedung mempunyal kewajiban:

a.  menyediakan rencana teknis bangunan gedung
yang meéemesnubl  standar  tekitie  bangunan
gedung yang ditetapkan  sesuai dengan
fungsinya:

b.  memiliki Pérsetujuan Bangunan Sedung;

¢.  melaksanakan pembangunan bangunan gedung
sesual dengan rencana teknis;

d. mendapat péengesaban dan Pemerintalh Pusat
atas perubahan  rencana  teknis  bangunan
gedung yang terjadi pada tahap pelaksanaan
banginan; dan

€. menggunakan penyedia jasa  perencana,
pelaksana, pengawas, dan pengkajian  teknis
yang memetiuhi syarat sesuai dengan ketentuan

peTaturan perundang-undangan untuk
melaksanakan pekerjaan  terkait  banganan
gadung.

39, Ketentuan Pasal 41 diubah sehinpga berbunyi scbagal
berikut:

Fasal 41 . ..
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Pasal 4]

Dalam petyelenggaraan banpunan gedung, pemnilik
dan/atay pengguna bangunan gedung mempunyai
hak:

a.  mengetahul taa cara penyslenggacaan bangunan
gedung;

b. mendapatkan keterangan tentang peruntukan
lokasi dan intensitas banpunan pada lokasi
danfatan  ruang tempat  bangunan  akan
dibangun;

. mendapatkan keterangan mengén=i  standar
tekniz bangunan gedung, dan/atau

d. mendapatkan ketérangan mengenai bangunan
gedung danfatau  lingkungan  yang  harus
dilindungi dan dilestarikan.

Dalam penvelenggaraan bangunan gedung, pemilik

dan/atan pengguna bangunan gedung mempurnyad

Lewaijiban:

a. memanfaatkan bangunan pedung sesuai dengan
Tungsinya;

b. memelihara dan/ataw  merawat  bangunan
gedung secara berkala;

c.  melengkapi padoman/petunjulk pelaksanaan
pemanfaatan dan pemeliharaan  bangunan
gedung;

d. melaksanakan pemeriksaan secara berkala atas
kelaitkan fungsi bangunan gedung;

e,  memperbaiki bangunan gedung yang telsh
ditetaplian tidak laik fungsi; dan

. membotiekar bangunan gedung dalam hal:

1. telah ditetapkan tidak laik fungsi dan tidak
dapat dipsrbaiki;

2. berporensi menimbulkan  bahaya dalam
pemanfaatannya,

3. tidak memiliki Persetujuan Bangunan
Gedung; atau

4. ditemukaty . - .
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4,  diternukan ketidalizesuaian antara
pelaksanaan  dengatt tencata  lkeknis
bangunan gedung yang tercantum dalam
persetujuan saat  dilakukan  inspeksi
bangunan gedung.

3 Kewajiban memnbongkar bangunan gedung
schagaimmana dimaksud pada ayat (2] hurual |
dilaksanakan dengan tdak mengatggu keselamatan
dan ketertiban umum.

40. Ketentuan Pagal 43 dinbah szehingga berbunyi sebagai

41,

berikut:

Paszal 43

(1] Pemerintah Pusat atau Pemerntah Daerah sesyag
dengat kewenangannya berdasarkan norma, standar,
prosedur, dan kriteria  vang ditetapkan oleh
Pemerititah  Puzat menyelenggarakan pembinaan
bangunan  gedung  secara  nasional | untuk
meningkatkan pemenuhan perasyaratan dan teftib

penyelénggaraan bangunan gedung.

(2) Sebagian penyelenggaraan dan pelaksanaan
pembinaan sebagaimang dimaksud pada avat (1)
dilakukan berzama-sama dengan masyarakal yvang
terkait dengan bangunan gedung,

(#) Ketentuan lebih  lanjut mengenai  pembinaan
bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} diatur dalam Peraturan Pemerintah,

Eetentuan Pasal 44 diubabh sehingea berbunyi sebagai
berikut:

Passl 44

Setiap  pemilik bangunan  gedung, Penyedia  Jasa
Konstruksi, Profesi Ahli, Penilik, pengkaji tebmis, dan/fatau
pengguna bangunan gedung pemilik dan/atau pengguna
vang tdak memenubi kewayiban pemenuhan fungsi,
dan/atau  persyaratan, danfatan  penyelenggaraan
bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang ini dikenai sanksi administracf,

42 Kerantuano . .
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42, Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunvi sebagai
berikut;

i<

Pasal 45

Sanksi administratil sebagaimana dimaksud dalam
Pagal 44 dapat berupa;

a. peringatan terbulis;
b. pembatasan kegiatan pembangunan;

.  penghéntian  aementara  atau  tetap  pada
pekerjaan pelaksanaan pembangutat,

d. penghentian sementara atay tetap pada
pemanfaatan bangunan gedung:

e, pembekuan perzetyjuan bangunan gedung;

. pencabutan perzsetujuan bangunan gedung,

g. pembekuan sertifikat Jaik Jungsi  bangunan
gedung;

h. pencabutan sertifikat lailk fongsi bangunan
gedung; atau

i.  perintah pembongkaran bangunan gedung.

Ketentuan Jebih  lanjut mengenai  Kriteria, jenis,

besaran dan tata cara pengenaan sanksi admnistratif

sebapaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintali,

432, Estentwan Pasal 46 diubab sehingga berbunyi sebagai
berikout:

(1)

SK Mo 050613 A

Pasal 46

Setiap pemilik danfatan penggana bangunan gedung
vang tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-
Undang iru diancam dengan pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun atsu denda paling banyak 10%
{sepuluh  per seratus] darl nilai baogunan  jika
karenanya mengakibatkan kerugian harta benda
orang lain.

i2) Betiap . . .
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Setiap pemilik dan/atan peogguns bangunan gedung
vang tidak memenuhn ketentuan dalam Undang-
Undang ini diancam dengan pidana penjara paling
lama 4 [empat] tahun atay denda paling banyak 15%
(lima belas per seratus) dari nilai bangunan gedung
Jka karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang
lain yang mengaklibatlkan cacat seumur hidup.

Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung
vang tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-
Undang ini diancam dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 20%
{dua puluh per seratus) dan nilai banpunan gedung
jika  karenanya mengakibatkan hilangnya nyawa
oratg lain.

Dalam prozes peradilan atas tindakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3], hakim
memperhatikan perambangan dari Profesi Ahli.

Ketentuan lelnh  lanjui mengenai  kriterda, jenis,
besaran dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana
dimaksud dalam ayat {1}, ayat (2], dan ayat |3) diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satw) pasal,
yakni Pasal 47A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1]

{2)

-3}

Pasal 47A

Pemerintah Pusat menetapkan prototipe bangunan
gedung sesuai dengan kebutuhan.

Frototipe bangunan gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diuntamakan untuk bangunan gedung
sederhana yang umum digunakan masyarakat

Frototipe bangunan gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] ditetapkan paling lama 6 jemam| bulan
sejak Undang-Undang ini diundangkzn.

Pazal 25, _ .
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Pasal 25

Beberapa ketenluan dalam Undang-Undang & Tahun 2017
tentang Arsitek [Lembaran Hegara Republik Indonesia Tahun
2017 Momor 179, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor £108) dinbah sebagai berikut: ;

L. Ketentuan Pasal 1 angka 3 diubah, serta disisipkan |
isatu} angka, yakni angka 14 schingga Pasal 1 berbunyi
sebagal berikuat;

Paszal |

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.

Arsitektur  adalah  wujud hasil penerapan ilmu
pengetahuan, tekoologi, dan seni secara utuh dalam
menggubah ruang dan linglangan binaan sebagai
bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia
yang memenuhi kadah fungsi, kaidah konstruksi.
dan  kaidah estetrika  serta mencakup faktor
keselamatan, keamanan, kesehatan, kenvarmanan,
dan kemudahan.

Prakiik Arsitek adalah penyelenggaraan kegiatan
untuk menghasilkan karva Arsitektur vang meliputi
pErcncanaan, perancangan, pengawasan, dan/atao
pengkajian untukk  bangunan gedung dan
lingkungannya, serta yang terkait dengan kawasan
dan kota.

Arsitek adalah seseorang yang telah tnemenubu syarat
dan ditetapkan oleh Dewan untuk melaloakan Praklik
Arzitel.

Arsitelr Asing adalah Arsitek berkewarganegaraan
asing vang melakukan Praktik Arsitek di Indonesia.

Uji KEempetensi adalah penilaian kompetensi Arsitek
vang terukur dan objeldl untuk mernlai capaian
kompetensi dalam bidang Arsitektur dengan mengacu
pada standar kempetensi Arsitek,

Surat Tanda Registrazi Arsitek adalah bukti tertulis
bagi Argitek untuk melakulan Pralktik Arsitek.

T. Lisensi . . .
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Lizensi adalabh bukt tertulis yang berlaku sebagal
surat tanda penanggung jawab Praktik Arsitek dalam
penyelenggaraan izin mendirikan bangunan dan
perizinan lain.

Pengembangan Keprofesian  Berkelanjutan  adalah
upaya  pemelibaraan  kompetensi  Arsitek  untuk
menjalankan Praltik Braitels FECATA
berkesinambnygan,

Pengguna Jasa  Arsitck  adalah  pihak  vang
menggunakan jasa Arsitek berdasarkan perjanjian
ketja,

Organisasi Profesi adalah [keatan Arsitek Indonesia,

Femermtah Pusat adalah Presiden Republik [ndonesia
vang memegang kekuasaan pemerintaban negara
Rzpubbk Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Megara Republik Indonesia Tahun
1945,

Pemerintah Daerab adalah kepala daerah sebagal
upsur  penyelengeara Pemerintahan Dacrah  yane
memimpin pelaksanaan urusan pemenintahan vang
menjadi kewenangan dasrah otonotmn,

Mcnten  adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Dewan Arsitek [ndonesia yang selanjutnya disebut
Dewan adalah dewan yang dibentuk oleh Organisasi
Profesl dengan tugas dan  fungsi membantu
Pemenntah Pusat dalam penyelenggaraan keprofesian
Arsitek.

ketentuan Pasal 5 diubah schingea berbunyi sebagai
benkuat;

Pazal 5

Pembérian layanan Prakiik Armitek wajib memenuhi
standar kinerja Argitek.

{2) Standar . . .
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{2) Standar kanerja Arsitek sebagaimana dimaksud pada
ayat |} merupakan tolok ukur yang menjamin
chsiensi, efektivitas, dan syarat mua yang
dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanasn
Praktik Arsitek,

21 Ketentuan lebih lapjut mengenai standar kinerja
Arsitell sebagaimana dimaksud pada avat (1) diator
dalam Peratuyran Pemerintah,

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikul:

Pasal &

Untuk relakukan Praktik  Arsitek, sesecrang  wajib
memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitel.

Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 isabu) pasal,
yakni Pasal 6A schinges berbunyi sebagai berikut:

Pazal 6A

Dalam hal penyelenggaraan kegiatan untuk menghasilkan
karva Arsitektur berupa bangunan gedung sederhana dan
bangunan gedung adat, penyelenggaraan kegiatan tidak
wajib dilakukan oleh Arsitek.

Kerentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi schbagai
b rikout;

Pasal 13

Ectentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan dan
pencabutan Surat Tanda Registrasi Arsitek sebagaimana
dimmaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, dan
FPasal 12 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Fetentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pazal 14 . ..
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FPasal 14

Setiap  Arsitek dalam  penyelenggarsan  bangunan
g=dung wajib memilika Lisensi.

Dalam hal Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat
1) belum memiliki Lisensi, Arsitek wajih bekerja sama
dengan Arsitek yang memiliki Lisensi.

Lisensl  sebagaimana dmnakend pada  apat (1)
diterbitican oleh Pemerintah Provins: sesual dengan
norma, standar,  kriteria, dan prosedur  yang
ditetaplran ¢leh Pemerintah Pusat.

Ketentuan lebih Tanjut moengenai tata cara penerbitan
Lizensi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Eetentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1}

I2)

i3

{4)

Pasal 19

Arsitek Asing harus melakukan alih keahlian dan alib
pengetahuan,

Alih keahiian dan alih pengetahuan sebapaimana
dimaksud pada ayat 1) dilaloukan dengan:

a.  mengembangkan dan meningkatkan jasa Praktik
Arsitek pada kantor tempatnya bekerja;

b.  mengalibhkan pengetahuan dan  kemampuan
profesionalnya kepada Arsitek; dan fatan

c. memberikan pendidikan  dan/atau pelatihan
kepada lembaga pendidikan, lembaga penslitian,
dan/ataun lembaga pengembangan dalam bidang
Arsitektur tanpa dipungut biaya.

Pengawaszan terhadap pelaksanaan kegiatan alib
keahlian  dan  alih  pengetahuan sebagaimana
dimaksud pada  ayat (1} dilaksanakan oleh
Pemerintah Pusat,

Ketentugn IJebih lanfut mengenai tata cara  alih
keahiian dan alih pengetahuan  schagaimana
dimaksud pada avat {2) dan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3 diatur dalam
Piraturan Pemerintah.

5. Eetentuan . - .
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Eetentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Fasxal 28

Orpanisasi Profesi bertugas:

&,
b.

melakukan pembinaan anggota;

menetapkan dan  menegakkan kode etik profesi
Arsitek;

menyelenggarakan dan memantaun  pelaksanaan
Pengembangan Keprofesian Berkelarjutan;

melakukan komunikasi, pengaturan, dan promosi
tentang Legiatan Praktik Arsitek;

memberikat masukan kepeda pendidikan  tingg
Arsitektur tentang perkembangan Praktik Arsitek;

memberikatt masulkan kepada Pemerintah  Pusat
mengenad linglkup layanan Praktik Arsitek;,

mengembangkan Arsitektur dan melestarikan nilai
budaya Indonesia; dan

melindungi Pengguna Jasa Arsitele

Ketantuan Fasal 34 diubah schingga berbunvi sebagai
berikout:

{1)

{2)

{3}

Pasal 24

Dalam mendulung keprofesian Arsitelk, Organisasi
Profest membentuk Dewan yang bérsilat mandits dan
independen.

Dewzn sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berangeotakan @ (sembilan) orang vang terdin atas
UnSsUr:

a  anggota Organisasi Profesi,

b. Pengguna Jasa Arsitek;, dan

C. perguruan dnggi.

Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikukubkan olch Pemenniah Pusat.

10 Ketentuan . . .
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Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebageai

beribout;
Pazal 35
i1} Pemerintah Pusat melakukan pembinaan terhadap
prolesi Arsitele.

2] Pembinaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan:

a. menetapkan kebijakan pengembatgan profesi
Arsitek dan Praktik Arsitek:

b. melakukan pemberdayaan Arsitek; dan

c. melakukan pengawasan terhadap képatuhan
Arsitek  dalam  pelalisanaan  peraturan  dan
standar penataan bangunat dan lingkungan.

) Pemetintah  Pusat  dalam  melakukan  funesi
pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan Praktik
Arsitel sebagaimana dimak=ud pada ayat (1) dibentu
cleh Dewan,

(4} Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Arsitek
gebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2}, dan
ayat (3) diatur dalam Perataran Pererintah.

Fasal 36 dihapus.

Pasal 37 dihapus.

Ketentuem Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai
berilout:

Paszal 35

(1} Setiap  Arsitek  yang  melanggar  ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal
0, Pasal 18 ayat (2}, Pasal 19 atay Pasal 20 dikenai
sanksi administratil berupa:

a.  perngatan tertulis;

b penghentian . .
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b. penghentian sementara Praktik Arsitels

¢. pembekuan Bwat Tanda Registrasi  Arsitel,
dan/yatauy

d. pencabutan Surat Tanda Regisirasi Arsitek,

i) Sanksi scbagaumana dimaksud pada ayat (1)
diberikan oleh Organisasi Prolesi Arsitek.

Paszal 39 dihapus.

Fasal 40 dibapus.

Fasal 41 dibapus,

Bagian Keempal

Penyederhanaan Perizinan Bernzsaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan
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Investasi

Paragrad |

Umum

Pasal &

Parizinan Berusaha terdiri atas sektor:

@ moopo e

kelautan dan perikanan,
prertaniann;

kehutanan;

energl dan sumber daya mineral;
Letenaganukliran;
perindustrian;

perdagangan, metrologi legal, jeminan produk halal, dan
standardizasi penilaian kesesualan,

pekerjaan umum dan peramalian rakyat;
transpertasi;

j- kesehatan, | ..



SK Mo 050622 A

PRESIDEN
REFUBLIK IHNDONESIA

- 122 -

kesehatan, obat dan makatian;
k. pendidikan dan kebudayaan:

L

—

parmsisata;

keagamazn;

pos. telekomunikasi, dan penyiaran: dan
pertahanan dan keamanarn.

© B g

Paragral 2
kelantan dan Perikanan

Pasal 27

Untuk memberikan kemudshan bagl masyarakat terutamea
Felaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan
kemudahan persyaratan investasi dari sektor kelautan dan
petikanan, beberapa letentuan dzlam Undang-Undang Nomor
31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Nepara Republik
Indonesia Tahun 2004 MNomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Fepublik Indonesia Nemer 4433 sebagaimana telah
dinbah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahuo 2004
tentang Perkanan (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomer $073) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pagal 1 angka 11, angka 24, anghks 25, dan
angka 26 diubah serta angka 16, angka 17, dan angka 18
dihapus schingga Pazal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang ditmaksud dengan:

1. Perikanan adalab semua kegiatan yang berhubungan
dengan pengelelaan dan pemanfaatan sumber daya
ikan dan lingkungannya mmulaji dari  praproduksi,
produksi, pengolahan sampai déngan pemasaran,
vang dilaksanakan dalam  suatu  sistemn bisnis
perikanan.

2. Sutnber , |,
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Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.

Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan
tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota
dan faktor alamiah sekitarmya.

Ikan adalah segala jenis organisine yang seluruh atan
schagian dari sikluz hidupnya berada di dalam

lingkungan perairan.

Penangkapan  ikan  adalah kegiatan  uniuk
mempercleh ikan di perairan yang tidak dalam
keadaan  dibudidayakan dengan  alat atau cara
apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal
untuk Memuat, mengangher, menyimpan,
mendinginkan, menangsni, mengolah, dan/atay
mengawetkannyva.

Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk
memebhara, membesarkan, danfatau membiakkan
tkan serta memanen hasilnya dalam lingkungan vang
terkontrol, termasuk kegiatan vang menggunakan
kapal untuk memuat, menganghkut, menvimpan,
mendingiokan, menangani, mengolah, dan/atay
Mengawetlzannya.

Pengelolaan  perkanan  adalah  semua upava,
termasulk proses Yang terintegrasi dalam
pengumpullan  informagi, analisis, perencanaan,
konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber
dava ikan, dan implementasi serta penegakan hulkum
dari peraturan  perundang-undangan  di bidang
perikanan, yang dilaskukan oleh pemcrintah atau
otoritas  lain  vang diarahkan untuk mencapai
Kelangsungan produktivitas  sumber  daya  hayabi
perairan dan tujuan vang telah disepakati,

Konservasi Sumber Dava Tkan adalah  upaya
pelindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber
daya ikan, termasuk ekosisterm, jenis, dan geretik
untuk menjamin  keberadaan, kKetersediaan, dan
kesinambungannya dengan tetap memeclihara dan
meningkatkan bualitas nilai dan keanckaragaman
sumber daya ikan.

9. Kapal . . .
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Kapal Perikanan adalah kapal, perzhu, atau alat
apung lain yang digunakan wuntuk melakukan
penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan
ikatr, pembudidayaan ikan, pengangkutan  ikan,
pengolahan 1kan, pelatthan penkanan, dan
penelitian/ eksplorasi penkanan.

Nelgyan adalah orang yang mata pencahariantya
melakiukan penangkapan ikan,

Nelayan HKecil adalah crang  yang mata
pencahariannya melakukan penangkapan itkan untuk
memennhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang
menggunakan kapal penangkap lkan maupun vang
bidak menggunakan kapal penangkap lkan.

Pernbudi Dava Ikan adalah orang yang mata
pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.

Pernbuwdi Daya-Tkan Kecll adslah orang vang mata
pencahaniannya  melakukan  pembudidayaan  tkan
untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-har.

Setiap Orang  adalah orang  perseorangan  ataw
Kot porasi.

Kerporasi  adalah kampulan  orang dan/atau
kekayaan yang terorganizasi, baik merupakan badan
hubum mavpun bukan badan hukum.

Dihapus.
Dihapus.
Dihapis.

Lanat Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12
(dua belas] mal lawae yang divkur dar garis pangkal
Kepulavan Indonesia,

FPerzuran Indonesia adalah laut tenitorial [ndomesia
beserta  perairan kepulzuan  dan perairan
pedalamannya.

21 2ona . ..
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21. Zona Ekonomi Eksklusii Indonesia yang sslanjutnya
disingkat ZEEI adalah jalur di luar dan berbatasan
dengan laut teritorial  Indonesia  sebapaimana
ditetapkan berdasarkan undang-undang vang berlaku
tentang perairan Indoneszia yang mcliputi dasar lauat,
tanah di bawahnva, dan air di atasnya dengan batas
terluar 200 j[dua ratus] mil leut vang dakur dan ganis
pangkal laut tentonal Indonesia,

22, Laut Lepas adalah bagian dari laut yang ddak
termasul dalam ZEEl, laut teriterial  Indonesia,
petaitan  kepulauan  Indonesia, dan  perairan
pedalaman indonesia.

23, Pelabuhan Perikanan adalah tempat vang terdini atas
daratan dan perziran di sekitarnya déngan batas-
batas tertentu schagal tempat kegiatan pemerintahan
dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan
sebagai tempat hapal perikanan bersandar, berlabuh,
dan/ateu bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan
fasilitas  keselamatan pelayaran  dan  kegiatan
perinjang perikanan,

24, Mentern adalah menteri yang menyelenggaralan
uruzan pemerintahan di bidang perikanan,

25. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonssia
vang memegang kckuasaan pemerintahan Neégara
Republik Indonesia yang dibantu cleh Wakil Fresiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945,

26, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebaga
unsur penvelenggara pemerintahan daerah yang
mamimpin pelaksanaan wrasan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonorm,

2. kWetentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi zcbagai
berikut:

Pasal 7

1) Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan
surmber daya ikan, Pemerintah Pusal menetapkan:

. rencana . - .

Sk No 050625 A
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rencana pengelolaan perikanann,

potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah
pengelolaan perikanan  Negara Eepublik
Indonesia,

jurnlah tangkapan vang diperbolehkan di wilayah
pengelolaan perikanan Megara  Republik
Indonesia;

potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan
di wilayah pengelolaan  perikanan MNegara
Fepublik Indonesia,

potengi dan  alokaszi induk serta benih ikan
tertentu di wilavah  pengelolaan  perikanan
Negara Republik Indenesia;

Jeris, Jumlah, dan ukuran alat penangkapan
ikan;

ynis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat
bantu penangkapan ikan,;

dacrah, jalur, dan walitu  ataw  musim
penangkapan ikan;

persyaratan atau standar prosedur operasional
penangkapan ikan;

pelabuhan perikanan;
sistemn pemantauan kapal perikanan;
jenis ikan bard vang aken dibudidayakan;

jenis ikan dan wilayah penebaran kemball serta
penangkapan ikan berbasis budi daya,

pembudidayaan ikan dan pelindungannya,

pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber
days ikan serta lingkangannya;

prehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan
serta lingkungannya;

ulkuran atau berat minimum jerus lkan vang
boleh ditangkap;

kawasan konservasl perairan;

wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;

i, jenis . . .
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t.  jemis lkan yvang dilarang untuk diperdagangkan,
dimasubkkan, dan dikeluarkan ke dan dan
wilayeh Negara Republik Indonesia; dan

v, pers akan dan gengtik ikan vang dilindung.

Setiap orang vyang melakukan uwsaha danfatan

kegatan pengelolaan  perikanan wajib - memathi

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayac (1)

mengerai;

a.  jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan
ikar;

k. pnis, jurnlah, ukuran, dan penempatan alat
bantu penangkapan ikan;

c. daerah, jaluor, dan waktu atau musim
penangkapan ikan;

d. persyaratan atau standar prosedur operasional
penangkapan ikan;

e,  slstern pemantauan kapal perikanan,
jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;

2. jenus ikan dan wilayah penebaran kembali serta
penangkapan ilan berbaszis budi daya;

h.  pencegahan pencemaran dan kerisakan sumber
daya itkan serta lingkungannya;

1. ukuran atau berst mummurm  jenis dkan yang
boleh ditangkap:

J.  kawasan konservasl perairan;

k. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;

L jemis ikan yang ddarang untuk diperdagangkan,
dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dani
wilayah Negara Republik Indonesia; dan

. Jemig ikan dan genetik ikan vang dilindungi.

hewajiban mematuhi Ketentaan mengenai  sistem
pemantagan kapal periltanan sebagrimana dimaksud
pada avat (2] hurul e, tidak berlaku bagi Nelayan Kecil
dan/atau Pembudi Daya-lkan Eecil,

Pemerintah Pusat menetapkan potensi dan jumlal
tangkapan  yang  diperboleblan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hwruf b dan huaraf c.

3. Diantara . . .
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[h antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 {satu) pasal
bary, yakmt Pasal 204 sehingea berbuny: sebagai berikut:

Pasal 204

{1] Setnap ocrang yang melakukan penanganan dan
pergolahan ikan yang tidak memenuhl dan tddak
menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan,
sistam jamninan mutd, dan Keamanan hasil perikanan
sebagaimana dimalsud dalam Pasal 20 avat (3}
dikenai sanksi administratif,

(2] Ketentuan lebih lanjut mengenai Kriteria, j=nis, dan
tats CAra Pengenaan sankal admanistratif
sebagaimana dimaksud pada ayar (1) diatur dalam
Peraturan Petmerintalh,

Ketentuan Pasal 25a dinbah sehingea berbunyi sebagsi
berikout:

Pasal 234

{l} Pelaku usaha perikanan dalam melaksanakan bisnis
perkanan harus memenuhi standar muty hasil
penikanarn,

(2} Pemerintah Puzat dan Pemerintabh Daetah sesuaj
kewenangannya membing dan  memfasilitasi
pengembangan usaha perikapan  agar memenuhi
standar mutu hasil perikanan bardasarkan norma,
standar, prosedur, dan kriteria vang ditetapkan oleh
Pemerititab Pusat.

(3] Keténtwan lebih lanjut mengenai standar muny hasil
perikanan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Eetentuan Paszal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai
bBerikue;

Pasal 28 . . .
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Fasal 26

Setiap orang Yang melakukan usaba penkanan di
wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik
Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daesrah  sesuai
dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar,
prosedur,  dan Kriteria  yang ditetapkan  olsh
Pemerninitah Pusat.

Jems usaha Penikanant sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] terdim dan usaha;

a. penangkapan [kan,
b. pembudidayaan lkan;
c. pengangkutan lKarn,
4. pengolahan [kan; dan
e, pemasaran 1kan

Ketentuan Pasal 27 dinbah sehingga berbunvi sebagai
beriloat:

{1)

12}

Pasal 27

Jetiap otang vang memilika dan fatau menpoperasikan
kapal penangkap ikan berbendera [ndonesia yvang
digunakan untuk melalkukan penangkapan ikan di
wilayah pengelolaan perikanan MNegara Republik
Indonesia dan/atau laut lepas waib memenuhi
FPerizinan Betrusaha dari Pemetintah Pusal atau
Femerintah Dacrah sesuai dengan kKewenangannya
berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria
vang dit#tapkan oleh Pemerintah Pusat,

Betiap orang yang memilika danf atan mengoperasikan
kapal penangkap ikan berbendera  asing yang
digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di
ZEE] wajib memenuhi Perizinan Berusaha dan
Pemerintah Pusat,

3] Setiap . ..
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Setiap orang yang mengopérasikan kapal penanghap
ikan berbendera Indencsia di wilavah pengelolasn
perikanan  Negara  Republik  Indonesia  atau
mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera
asing di ZEEl wajib membawa dokumen Perizinan
Esruzaha.

Fapal penangkap ikan bDerbendera Indonesia yvang
melakukan penangkapan ikan di wilayah jyurisdiksi
negara lain harus terlebih dahuly mendapatkan
persetijuan dan Pemerintah Pusat.

Kewajiban memanuhi Periziman EBerusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dan/atau
membawa dokumen Perizinan Berusaha sebagaimang
dimaksud pada ayvat [3) tidak berlaku bagi Melayan
Keuail,

Di antara Pagal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 27A sehingga berbunyi sebagai berikour:

1]

{2)

Paszal 274

Settap orang vang memiliki dan/atau mengoperasikan
kapal penangkap ikan berbendera Indonesia
melalukan penangkapan ikan di wilayah peneelolaan
perikanan Negara Republik Indonesia danj/atauw di
laut lepas, vang tidak memenuhi Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1),
dikenai sanksi administratf.

Setiap orang yang mengoperasikan kapal penanglap
ilkan berbendera Indenssia di wilayah pengelolaan
perikanan Negara FRepublik Indonesia, vang tidak
membawa dokumen Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 avat {2), dikenai sanksi
administratil.

{3} Setiap - . .
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Setiap orang yang memiliki danfatau mengoperasikan
kapal penangkap ikan hberbendera asing vang
digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di
ZEElI tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari
Pemerintzh Pusat sebagaimana dimaksud  dalam
Pasal 27 ayat {2) atau tidak membawa dokumen
Perizinan Berusaha sehbagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (3), dikenai sanksi administratif.

Ketentuan lebil lanjut mengenai kritéria, jenis, Jan
tata cara PERRSnaANn sanksi administratil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, ayat (2}, dan
ayat (3 diatur dalamn Peramaran Pemerintah.

Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebaga
beridkut:

1)

{2)

i3

4

Pasal 28

Setiap orang yvang memiliki dan/atay mengoperasikan
kapal penganghut ikan berbendera Indonesia di
wilayah pengelolaan  perikanan Megara Republik
[odoncsia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari
Permmerintah Pusat atau Pemerintah Daersh sesuai
dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar,
prosedur, dan kKriteriz vang  ditetapkan  olch
Pemerintah Pusat.

Beuap orang vang memihki dan/atau mengoperasikan
kapal pengangkut ikan berbendera asing yang
digunakan untuk melakukan pengangkuutan ikan di
wilayah pengelolaan perikanan  MNegara Republik
Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat.

Setiap orang yang mengoperasikan kapal penganglout
ikarn di  wilayah pengelalaan  perikanan  Negara
Republik  Indenssia  wajib membawa dokuwmen
Perizinan Berusaha.

HKewajiban memenuhi Perizinan Berusaha
gebagaimana dimaksud pade ayat (1} dan/fatau
mermnbawa dokumen Penzinan Beruzaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (3} tidak berlaku bagi Nelayan
Feecil danfatau Pembudl Daya-lkan Kecil

4. Ketentuan . . .
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Ketentuan Pasal 28A diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 28A
Seliap arang dilarang:
a, memalsukan dolkumen Penzinan Berusaha;
b. menggunskan Perizinan Berusaha palsu;

c. menggunakan Perizinan Berusaha milik kapal lain
atau orang lain; dan/atau

d. menggandakan Perizinan Berusaha untuk digunakan
oleh kapal lain danfatau kapal milik sendiri.

Ketentuan Pasal 30 diubah sehimgga berbunyi sehagai
berikult:

Pasal 30

(1] Pemberian  Perizinan  Berusaha Fepada  orang
danfatau badan hukum asing yang beroperasi di
ZEEI harus didahului dengan perjanjian perikanan,
pengaturan akses, atau pengaturatt lainnya antara
Fermerintahh  Republik  Indonesia dan  pemenntah
negara bendera kapal,

{2) Perjanjian perikanan yang dibuat antara Pemenntah
Fepublik Indonesia dan pemerintah negara bendera
kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haras
mencantumkan Kewajiban pemerintah npegara
bendera  kapal untuk  bertanggung jawah  atas
kepatuban erang atau badan hubkum nepara bendera
kapal dalam mematuhi pelaksanaan perjanjian
perikanan tersebut.

(3} Pemerintah Pusat menetapkan pengaturan Inetgenai
pembennan Perizinan  Berusaha kepada orang
danfatay badan hukum asing yvang beroperasi i
ZEEl, perjanjian perikatan, pengaturan akses, alag
pengaturan  lainnya  antara Pemerintah  Republik
Indonesia dan pemerintah negara betdera kapal.

11, Keranituan | . .
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Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagail
berilout:

Pasal 31

(1} Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untak
menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan
Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan
Berusaha dart Pemerintah Pusat atau Pernetintah
Daergh sesuai dengan kKewenangannya berdasarkan
norma,  standar,  prosedur, dan  krtena  yang
ditetapkan oleh Pemmenntah Pusat.

{2} BSettap kapal penikanan yang dipergunakan untuk
menganglat ikan di wilayah pengelolaan perikanan
Megara REepublik Indenesia wajib memenuhi Perizinan
Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemeriotah
Dasrah sesuwaa dengan kéwenangannya berdasarkan
norma, standar, prosedur, dJdan  koteria  yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 32

Ketentuan lelah  lamgut mengenal Perizinan Berasaha
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagat
berikut:

Fasal 33

{1} Kegiatan periiangkapan ikan dan/atau
pembudidayaan  ikan di wilayah  pengelolaan
perikanan Negara Republik lndoneszia yang bukan
uniuk mjuan  komerszial  hams  mendapatkan
persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintzh
Draerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan
notma, standar, prosedur, dan  kriteria yang
ditetaplkan oleh Pemenntah Pusat

(2} Kegiatan . . .
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kegiatan penangkapan ian dan fatay
pembudidayvaan itkan sebagaimana dimaksud pada
avat (1) dilakukan eleh Setiap Orang vang melipuati
kegiatan dalam  rangka pendidikan, penyuluhan,
penelitian  atau  kegiatan ilmiah  lainnya, serta
kesenangan dan wisata.

Persetuyjnan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan bagi sesecrang yang menangkap ikan
dan/fatany membudidavakan ikan wntuk kebutuhan
schari-hari.

Pergetujuan bagi keglatan penelitian atan kegiatan
iltmah lannya sebagaimana dimalisud pada ayal (2}
dilakzanakan sesuzi dengan Ketenluan peraturan
perundang-undangan.

Eetentuan lebih lanjut mengenal penangkapan ikan
dan/atau pembudidayaan ikan di wilavah
pengelolaan perikanan Megara Republik Indonesia
vang bukan untuk tujpan komersial diatur dalam
Feraturan Pemerintah.

l4. Ketentuwan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai
b Tk

(]

12)

(3]

Pasal 35

Setiap Orang vang membangun, méngimpor, atau
memodifikasi kapal perikanan wajib terlebih dahuly
mendapat  persetujuan  Pemenintah  Pusat  atay
Perienintah Daerah sesual dengan Kewenangatiiya
berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kritcra
yang ditetapkan aleh Pemerintah Pusat.

Pernbangunan atauw  modibkasi  kapal perikanan
sehagaimana dimaksud pada avac (1) dapat
dilakukan, baik di dalam maupun di luar neger,
setelah mendapat pertimbangan teknis laik Jaut dari
Pemerintah Pusat,

Zetiap orang yang membangun, mengimpor, atau
memodiikasi kapal perikanan yang tidak memiliki
persetujuan Pemenntah Pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

4] Ketentuan . ..
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{4) Ketentuan lebih lanjut mengenai  kriteria, jenis.
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanlosi
administratil sebagaimana dimalsud pada avat (1),
avat {2}, dan ayar 12} diamyr dalam  Peraturan
Femerintah.

Ketentuan Pasal 35A diubah sehingga berbunyi sebagai
betrikout;

Pasal 354

11} Eapal perikanan berbendera [ndonesia  vang
melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan
merikanan Megara  Republik  Indonesia  wajib
menggunakan nakhoda dan anak buah  Lkapal
berkewarganegaraan Indonesia,

{2} Pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan anak
buah kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenai sankst  administratil berupa peringatan,
pembekuan Perizinan Berusaha, atau pencabutan
Ferizinan Berusaha.

3] Ketentuan mengenau kriteria, jenis, dan tata cara
BEREENAan sanksi  administratif  sebagaimansg
dimaksud pada ayat {2} diatur dalam  Peraturan
Pemerintah.

Eetentuan Pasal 36 diubah sehingea berbunyi sebagai
berikut:

Pazal 3&

(1} Kapal penkanan wmilik orang  Indonesia  yvang
diopearazsikan di  wilayah pengelolaan  perikanan
Negara Republik Indonesia danfatan laut lepas wajib
didaftarkan terlebit dahulu sebagai kapal perikanan
Indonegia.

2] Kapal . . .
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Eapal perikanan vang telah terdaltar sebagaimans
dimaksud pada ayat {1}, diberikan Perizinan Berusaha
dan Pemerintah Posat atau  Pemerintah  Daerah
sesuat dengan kewenangannya berdasarkan norma,
standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di
wilayah pengelolaan perkanan Republik Indonegia
danfatau laut lepas yang tdal mendaltarkan kapal
perkanannya sebagal kapal perikanzn  Indonesia
sethagaimana dimaksud pada ayat (1} dikenad sanksi
administradf.

Eetentuan lebih lanjut mengenai  kriteria, jenis,
besaran dan tata cara pengenaan sanksi administratil
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam
Feraturan Pemerintah.

Ketentuen Pasal 38 diubah sehingea berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2}

I3

Pasal 38

Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing vang
tidak memenuhl  Perizinan  Beruysaha  untuk
melakukan penangkapan ikan selama  berada  di
wilayah pengelolaan  perikanan  MNegara Republik
Indenesia wajib menyimpan alat penangkapan ikan di
dalam palka.

Setiap kapal penangitep ikan berbendera asing yang
telah memenuhi  Perizinan Berusaha  untuk
melakukan penangkepan ikan dengan | (satu} jenis
alat penanghkapan ikan tertenty pada bagian térrentu
di ZEEI dilarang membawa alat penangkapan ikan
lainmya.

Seniap kapal penangkap ikan berbendera asing vang
telah  memenuhi  Peérizinan Berusaha  untuk
melakukan penanglzapan ikan wajib menyvimpan alat
penangkapan tkan di dalam palka selama berada di
luar dacrah penangkapan ikan yang diiznkan di
wilayah pengelolaan  perikanan Negara Republik
Indon#sia.

14, Ketentuan ., - -
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Ketentuan Pagal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 40

K2tentuan lebih lanjut mengenai kegiatan membangun,
mengimpoet, memodifikasi kapal, pendaftaran, pengukuran
kapal perikanan, pemberian tanda pengenal kapal
perikanan, serta  penggunaan 2 (dua)  jenis  alat
penangkapan  itkan  secara  bergantian  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 37, Pasal 28,
dan Pasal 2% diatur dalam Peraturan Pemerintah.

hetentuan Pasal 41 diobah sehinggs berbunyi sebagai
bertkut;

Fasal 41

(1} Pemerintah Pusat menyelenggarakan dan melzlogkan
pembinasn pengelolaan pelabuhan perikanarn.

(2) Pemenntah Pusat dalam menyelenggarakan dan
melalukan  pembinaazn pengelolean pelabuhan
perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menetapkan:

a. rencana induk pelabuban perikanan  secara
nasional;

b.  klasifikasi pelabuhan perikanan;
. pengelotaan pelabuhan perikanan:
d.  persyaratan danfatau  standar teknis dalam

perencanaan, pembangunan, operasional,
pembinaan, dan  pengawasan  pelabuohan
petilanarn;

e,  wilayah kerja dan  pengoperasian  pelabuhan
perikanan yang meliputi bagian perairan dan
daratan tertentu yang menjadi wilayah Kerja dan
pengoperasian pelabuhan penkanan; dan

[ pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh
Pemerintah,

(2} Setiap . ..
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Setiap kapal penangkap ikan dan Kapal pengangkut
ikan harus mendaratkan  iken  tangkapan  di
pelabuhan  penkanan yvang  ditdtapkan atau
pelabuhan lamnya yang ditunjuk.

Setiap orang yang memiliky danfatau mengoptrasikan
kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut
ikan vang hdak melakukan bongkar muat ikan
tangkapan di pelabuhan perikanan vang dicetapkan
atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (3} dikenai sanksi administratil
betupa peringatan, pembekusan Perizinan Berusaha,
atan pencabutan Feriziman Betusaha,

Katentuan leluh lanjut mengsnal kntena, jenus, dan
tata cara ~ pengenaan sanksi  admunistratif
sebagaimana dimaksud pada ayat 4] diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

i)

I2)

Pasal 42

Dalam  rangka keselamatan operasional  kapal
perikanan, ditunguk svahbandar di pelabuban
perikanan,

3yahbandar di pelabuban perikanan mempunyat
gas dan wewenang:

a.  menerbitkan persetyuan berlayar,

b, meneatur kedatangan dan keberanghkatan kapal
perikanan;

¢.  memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal
perkanan;

d. memerikes teknis dan nautis kapal perikanan
dan memeriksa alat penangkapan ikan, dan alat
bantu penangkapan ikan;

e, memeriksa dan mengesahlkan perjanjian kerja
Iaut;

f. memeriksa log book penangkapan dan
penganghkutan ikan,

£, Tengatur .,
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2.  mengatur olah gerak dan lalu lnmtas  kapal
petikanan di pelabuhan perikanan,

h. mengawas pemanduan;
i-  mengawasi pengisian bahan balar;

j.  mengawasi  kegiatan  pembangunan  fasilitas
pelabuhan penkanan,

k. melaksanakan bantuan pencarian dan
penvelamatan;

L memimpin penanggulangan pencemaran  dan
pemadaman kebakaran di pelabahan perikanan;

m. mengawasi pelaksanaan perlindungan
hngkungan maritim;

n. memeriksa pemetibhat persyaratan péngawakan
kapal perikanan;

o. menerbitkan Surat  Tanda Bukti Lapor
Ledatangan dan Keberangkatan Kapal
Perikanan, dan

p.  memerikga sertifilcat ikan hasil tangkapan.

Setiap  kapal perikanan yang akan  berlayar
melakiukan penangkapan ikan dan/fatau
penganghkutan ikan dam pelabubhan perikanan wajib
mernililsi persetujuan berlayar vang dikeluarkan oleh
syahbandar di pelabuhan petikanan.

Syahbandar di pelabuhan perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)} diangkat oleh menteri vang
rretnbidang: urusan pelayaran.

Dalam melaksanakan tugasnya, svahbandar di
pelabuban perikanan dikeordinasikan cleh pejabat
vang beértangpung jawab di pelabuhan  perikanan
setempat.

Ketentuan lchih lanjut mengenai kesyahbandaran 4
pelabuhan penkanan dilaksanakan sesuvai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai
beriloar:

Pasal 43 . .,
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Fasal 43

Sctiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan
perikanan wajib memenuhi standar laik operasi kapal
perikanan dari pengawas perikanan tanpa dikenai biaya.

Eetentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 44

111 Persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam
Pazal 42 ayat 12) huruf a diterbitkan olch syahbandar
setelah  kapal perikanan memeénuhi standar laik
Dpetas.

(2] Pemenuban standar  faik  operasi  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pengawsas
penkanan sttelah dipenuha persyaratan administeasi
dan Kelayakan teknis.

{3} Kerantuan lebih lapput mengenai  persyaratan
admimstrasi dan  kelayakan tekniz sebagaimana
dimaksud pada aval (2} diatr dalam Peraturan
Pemerintah.

Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai
berilout:

Fasal 45

Calam hal kapal penkanan berada dan/atau berpangkalan
di luar pelabohan  perikanan, persetmgjuan berlayar
diterbitkan oleh syahbandar setempat setelah memenuhi
standar lac operas| dari pengawas perikanan yang
ditugaskan pada pelabuhan setemnpat.

Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai
berkut:

Fasal 4% ., .
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Pasal 49

Setiap orang asing yang mendapat Perizinan Berusahs
untk melalukan penangkapan ikan di ZEEL dikenai
pungutan perikanan.

Ketentuat Pazal 29 diubabh sehingga berbunyi sebagad
berikut:

Pasal 89

Setiap orang yang melakukan penanganan  dan
pengolahan  ikan yang tidak memenuhi dan tidak
menerapkan  persvaratan  kelayakan pengolahan  ikan,
sistem jJaminan mutd, dan keamanan hasil perikanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 avat {3} yang
menimbulkan  kotban  terhadap kesechatan  matzsia
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)
tahun dan denda paling  banvalk EREpSQO Q00 Q00 00
[delapai ratus Juta cupiahl.

Eetentuan Pasal 92 diubab sehingea berbunyl s#hbagal
berikut:

Pagal 92

Setiap orang yane dengan sengaja di wilayah pengelolaan
perikanan Megara Eepubhk [ndonesia melakukan wusaha
penkanan yveng tdak memenuhi Penziman Berusaha
gebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana
dengan pidana petjara paling lama £ (delapan) tahun dan
denda paling banyak Bpl, 500,00:0.000,00 (zatu miliar lima
ratus juta rupiah).

ketentuan Pasal %3 dubah sehongga berbunyt sebega
berikut:

Pasal 93 . ..
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Pasal 93

(1} Setiap crang yang memiliki dan/atay mengoperasikan
kapal penangkap ikan  berbendera  Tndonesia
melalukan penangkapan ikan di wilavah pengelolaan
perikanan Negara Eepubbk Indonesia danfatan di
laut lepas tanpa memibki Perizinan Berusaha yang
memumbulkan kecelakaan danf/atan menimbulkan
korbarn f kerusakan terhadap keschatan, keselamatan,
dan/atan lingkungan sebagaimanz dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (1) dipidana déngan pidana perjara
paling lama & (¢naon) tahun dan denda paling banyak
Rp2, 000,000 000,00 {dua miliar rupiah).

{2} Setiap orang yang memibk danfatan mengoperasikan
kapal penangkap ikan berbendera asing vang
drgunakan untuk melakukan penangkapan ikan di
ZEEl tanpa memuiki Penzinan Beruszaha wyang
menimbulkan kecelaaksan danfatau menimbuallkan
korbanfketusakan terhadap kesehatan, keselamatan,
danfatau lingkungan sebagaimana dimalesud dalam
Pazal 27 ayat (2] dipidana dengan pidana penjata
paling lama & (enam) tahun dan denda paling banyak
Rp30.000_ 000, 000,00 (tiga puluh mibar rupiah),

24. Retentuan Pasal 94 didbah sehingga berbumyr sebagai

29,

berikut:

Pasal 94

Setiap orang yang memiliki danfatau mengoperasikan
kapal penganghut ikan vang berbendesra [mdonesia atau
berbendera asing di wilayah pengelolaan  perikanan
Eepublik Indonesia yang melalukan pengangkutan ikan
atanl kepiatan vang terkait vang tidak memiliki Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1]
dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama S
ilima} tahan dan denda paling banyak Bpl, S00.000.400,30
izatu miliar lima ratus juts mapiah)-

Eetentuan Pasal 94A diubah sehinega berbunyi sehagal
bernkut:

Pasal 944 . ..
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Pazal @44

Setiap  orang vang memealsakan  dokumen  Perizinan
Berusaha, menggunakan Perizinan  Berusaha palsuy,
menggunakan Perizinan Berusaha milik kapal lain atay
orang lain, dan/ztan menggandakan Perizinan Berusaha
untuk digunakan aleh kapal lan dan/ataw Kapal milik
sendin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2848 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 7 {twuah) tahun dan
denda paling banyak Rp3. 00000000000 (tiga miliar
rupiah).

Pasal 95 dihapus.

Pasal 26 dihapus.

Eetentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunys =sebagad
berikut:

Fasal O7

(1] HNakhoda yane mengoperasikan kapal penangkap ikan
berbendera asing yang tdak memenuhi Perizinan
Berusaha untuk  melalkukan  penangkapan  ikan
selama berada di wilayah pengelolaan  perikanan
Nagara Bepublik Indonesia tidak menyimpan alat
periangkapan ikan di dalam palka sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dipidana dengan
mdana denda paling banyak Rp300.000 000,00 (hima
ratus uta rupmah).

2] HNakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan
berbendera asing yang telah memenuhil Penizinan
Beruzaha dengan 1 [satu} jenis zlat penangkapan
ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEl yang
membawa alat | penangkapan ikan lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2]
dipidana dengan pidana denda paling banyask
Rpl.000.000.000, 00 {satu miliar napiah).

{3) Nakhoda . . .



K Mo 050644 A

33.

34,

33

PRESIDEN
REPUBLUIK IHDOMESIA

- 144 -

{3) HNakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ilan
berbendera asing yang telah memenuhi Perizinan
Berusaha, vang tidak menvimpan alat penangksapan
itkan 4di dalam palke selama berada di luar dasrah
periangkapan 1Kan vang  diuzinkan i wilayah
pengelolaan petikanan Negata Republit [ndonesia
sehagaimana dimalksud dalaon Pasal 38 ayat [3)
dipidana dengan pidana denda paling banyak
Rp500 000 . 000,00 {(lirna ratls pita napiak).

Ketentuan Paszal 98 diubah =sehingga berbunyi sebagai
berikout:

Pasal 08

MNakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki persetujuan
berlayar sebagaimana dimaksad dalaim Pasal 42 ayat (3)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)
tahun dan denda paling banyak Ep200000,000 00 (dus
ratus juta rupiah).

Fetentuan Pasal 100B diubah sechingga berbunyi scbagai
berikut:

Paszal 100B

Dalam hal tindalk pidana sebagaimana dirmaksud dalam
Pasal &, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 avat (4), Pasal 16 avat
(1), Pasal 21, Pasal 22 ayat {1}, Pasal 26 avat (1}, Pasal 38,
Fasal 42 ayat {3}, atau Pasal 55 ayat |1} yang dilakukan
oleh Melayan Kecil danfatan Pembudi Daya-lkan Kecil
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 [Sam)
tahun atau denda paling banyak Rp2S0.000,.000,00 {(dua
ratua lima puluh juta rapiah).

Ketentuan Pazal 100C divbah sehingea berbunyr sebagan
berikut:

Pa=zal 10048 _ | .
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Pasal 100C

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 avat (2] huruf a, aral b, hunod ¢, hond d, boradf 1,
hutal g, hutul B, hural i, huraf j, huraf k, burof 1, atag
hurul m  dilakukan oleh HNelayan Kecil danjatag
Pernbudidaya [kan Kecd dipidana dengan pmdana dends
pading banyak Rpl00, 000, 000,00 {seratus juta mipiah).

Eetentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagad
berikut:

Paszal 101

Dalam hal tndak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 84 ayat (1}, Pasal 85, Pasal 85, Pasal 87, Pasal 88,
Pasal 90, Pasal 91, Pasal 93 atau Pasal 94 dilakukan oleh
Eorporast, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan
terhadap pengurusnya dan terhadap korporasi dipidana
denda dengan tambahan pémberatan 172 |scpertiga) dan
pidana denda yang dyatuhkan,

Paragraf 3

Fartanian

Pasal 25

Untak memberikan kemudaban bagn masyvarakat terutama
Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan
sektor pertanian, Undang-Undang ini mengubah, menghapus,
atau menetaplan pengaturan baru beberapa ketentuan yvang
diatur dalam:

a.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 entang
Perkebunan [Lembaran Negara Fepublilz Indonesia Tahun
2014 Homor 308, Tambahan Lembaran Negars Republik
[ndonesia Nomor S6132);

Undang-Undang Nomeor 29 Tahun 2000 tentang
Pedindungan  Vanetas Tanaman (Lembaran  Negars
Fepublik Indeonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan
Letibaran Negara Republik Indonesia Nomor 404 3);

. Undang-Undang _ _ .
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. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem
Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran MNegara
Republik [ndenesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 124;

d  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 20613 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani [Lembaran Megara
Republik [ndonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Insdon=sia Nomor 54.33);

¢.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 5170); dan

i, Undang-Undang HNomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tehun 2009 Nomor 84, Tambahan
Lembaraty Negara Republik [ndonesia Momor 5015)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomaor
41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 MNomor 238, Tambahan Lembaran Megara
Eepublik [ndonesia Nomor 5519).

Pasal 2%

Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nemor 39 Tahun
20014 tentang PerkRebunat  (Lethbaran Mepata  Beapubhk
Indemesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lemnbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 95613 dinbah sebaga
berikut:

1. Kelgntwan Pasal 14 diubah schingga berbumy sebagai
berikut:

Pasal 14

{1} Pemerintalh Pusat menctapkan  batasan Iuas
makaimum dan luas minmum penggunaan lahan
untuk Usaha Perkebunan.

{2] Penetapan batasan Tuas sehagaimana dimaksud pada
ayat {1} haras mempertimbangkan:

A jenis tanaman; dan/atau

b. ketersediaan .. .
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b. ketersediaan  lahan  yang  sesual  secara
agroklimat.

(3} Ketentuan lebih lamgut mengenal pendétapan batasan
lnas diatur dalam Peraturan Parnsrintah,

Eetentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikoat

Pasal 15

Perusahaan Perkebunan yang melakukan kegiatan
kemitrasn atau inti plasma dilarang memindahkan hak
atas tanah Usaha Perkebunan wang mengakibatkan
terjadinya satuan usaha yvang hurang dan luas minimum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,

Eetantuan Pasal 16 diubah sthingga berbunyi sebagal
berilout:

Pazal 16

{l} Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan
Perkebunan paling lambat 2 {dua) tahun sstelah
pembenan status hak atas tanah.

{2} Jika Lahan Ferkebunan ddak diusahakan sesual
dengan ketentunan sebagaimana dimaksud pada ayat
111, Lahan Perkebunan vang beluen  divsahakan
diambil alih oleh negara sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagi
berik:

Pasal 17

{1) Pejabat vang berwenang dilarang menerbitlcan
Perizinan Beruszha Perkebunan di atas Tanah Hal:
Uavat Masvarakat Hukuin Adat.

(2 Ketenbaan . . .
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Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] dikecualikan dalam hal te=lah  dicapai
perzetujuan antara Masyarakat Hukum Adet dan
Pelaku Usaha Perkebunan mengenai penyerahan
Tanah dan mmbalannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat |1).

Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai
Berikuc

(1)

#]

Pasal |&

Perusahaan Periiebunan yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenai
sanksi administratf,

Eetentuan mengenai jenis, Kriteria, besaran, dan tata
cara pengenaan sanks] adminisiradf sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perataran
Pemermtah.

Ketentuan Pasal 24 diukah sehingga berbunyi sebagai
bernkuc:

(1}

¥

(3]

4

Pasal 24

Femerintah Pusat menetapkan jenis benih tanaman
Perkebunan  yang pengeluaran  dati dan/atan
pemasukannya ke dalam wilayalh Negara Kesawman
Eepublik Indonesia memerlukan persetujuan.

Pengeluaran benih dari danfatau pemasukannya ke
dalam wilayah Megara Kesatuan Republik Indonesia
wajib meéndapatkan persetujuan dari  Pemerintah
Pusat,

Femasukan benih dari luar negeri harus memenuhi
atandar mutu atau persyaratan teknis minimal.

Hetentuan lebih lanjur mengenai standar mum dan
persyaratan teknis mimmal sebagaimana dimakaud
pada ayat (3} diatur dalam Peraturan Pemerintah,

T, Keterituan . . .
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Ketentuan Pasal 30 diubeh sehingga berbunyi sebagai
berikut:

{1)

)

i3]

{4

Faszal 30

Varietas hasil permuliaan atau introduksi dari hoar
negenn sehelum  diedarkan  terlebih dahulu harus
dilepas oleh Pemerintah Pusat atan diluneuckan oleh
pemilik vanietas,

Vatictas yang telah  dilepas  atau  diluneurkan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diprodukst dan diadarkarn.

Varietas scbagaimana dimaksud pada avat (2)
sebelum  diedarkan  harus memenubi  Perizinan
Berugaha dari Pemerintah Pusat,

Ketentuan lebih lanjut mengenai svarat-svarat dan
tata cara pelepasan atau peluncuran serta Petizinan
Berusaha diatur dalam Peraturan Pemerintah,

Fazsal 31 dihapus,

Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai
beribout:

(1)

12}

Pasal 35

Dalam rangka pengendalian organisme Penggangg
tumbuhan, setiap Pelsku Usaha Perkebunan wajib
memenulll  persyaratan  minimum  sarana dan
pPrazarana  pengendalian  organisme  pengganggu
Tanaman Perkebunan,

Ketentuan mengenai persyaratan mmitupn sarana
dan prasarana sebggaimana dimaksud pada ayat (1]
diatur dalam Peraturan Pernerintah.

Ketentvan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai
Beerileat:

Pasal 3%, .,
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Pasal 29

Felaku  Usaha  Perkebunan daopat melatukan  Tsaha
Ferkebunan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang penanzman maodal.

Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai
berkoat:

Pasal 40

Pengalihan kepemilikan Perusahsan Perkebunan kepada
penanam  madal  asing  dapar dilakukan setelah
memperoleh pergetajuan Pemerintah Pusat,

Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Fasal 42

(1] Kegatan usaha budi days Tanaman Perkebunan
dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan
schagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya
dapat drlakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila
telah mendapatkan hak atas tanalh dan memenuhsi
Ferizinann Berusaha terkait Perkebunan  darpi
Pemerintah Pusar,

2] Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Beruzaba
s¢bagaimana dimaksud pada ayar (1] diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

hetentuan Fasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikout:

Fasal 43

Kegiatan uszhz Pengolahan Hasil Perkebunan dapat
didirikan pada wilayah Perkcbunan swadaya masyarakart
vang bclum ada wsaha Fengolahan Hagil Perkebunan
setelah  memperolelh hak atas  tanalh dan Perizinan
Berusaha dart Pemerintah Pusat,

14 Pa=al
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Pasal 45 dibapus,

Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai
berilat;

Pasal 47

(1} Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi
daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala
terienty dan/atau usaha  Pengelahan  Hasil
Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib
memenuhi Perizinan Benigaha dari Pemerintah Pusat,

(2] Setiap Perusahaan Perkebunan yang melakukan
usaha budi daya Tenaman Perkebunan dengan
luasan skala tertentu danfatau usaha Pengolahan
Hazil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu
yang tidak memiliki Perzinan Berusaha sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dikenai sanksi adrunistratif
berapa;

a.  penghentian sementara kegiatan:
b,  pengenaan denda; dan/atau
¢.  paksaan Pemerintah Pusat.

(3 Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
sebagaimana pada ayat (1) dan Kriteria, jenis, besaran
denda, dan tata cara pengettdan sanksi administratif
s¢bagaimana dimaksud pada avat (2} diatur dalam
Feraturan Pemerintah.

Eetentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai
benkou:
Paszal 48

(1) Perizinan Berusaha Perkebunan sebagaimana,
dimaksud dalay Pasal 47 ayai (1] diberikan oleh:

a. gubernur untuk wilayeh lintas kabupaten/icota:

dan
b. bupatifwali kota untuk wilayah dalam suatu
kabupaten fkota,

berdagarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria
vang ditetapkan gleh Pemerintzh Pusat.

(2) Dalam . .
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Dalam hal lahan Usaha Perkebunan berada pada
wilayah lintas provinsi, izin diberikan oleh Pemerinotah
Pusat,

Perusahaan  Perkebunan  yang telah  mendapat
Perizinan Berusaha wajib menyempaikan laporan
perkembangan usahanya secara berkala sekurang-
kurangnya 1 {gatu) tabun sekali kepada pemberi izin
scbagaimana dimaksud pada ayat {1) atau ayat |2).

Laporan perkembangats  usaha secara  berkala
sehagaimana dimaksud  pada  ayat 13 juga
disampaikan kepada Pemerintah Puzat.

Pasal 49 dihapus.

Fazal 50 dihapus.

Ketentuan Pasal 58 diubah gehingga berbunyi sebagai
bearikuat:

{1)

b2

Pasal 58

Perusabaan Perkebunan yang mendapatikan Perizinan
Berusaha untuk hudi daya wang seluruh  atan
sebagian lahannya berasal darj:

3. ares pengmmaaty lan vang berada di lwar hak
fuiia usaha; danfatan

L. areal yang berasal dani pelepasan kawasan hutan,

wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat
selatar seluas 20% (dua puluh persen) dari luas lahan
tarsebut.

Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
melalui pola kredit, bagi hasil, hentuk kemitraan
lainnya, atan bentuk pendanaan lain vang disepakati
sesual  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
nidangan

{2} Kewajiban . _ |
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ERewajiban  memfasilitasi  pembangunan  kebun
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) harus
dilaksanakan dalam jangka waktu paling jambat 3
{tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan.

Fzsilitasi pembangunan kebun masyarakat
sthagaimana  dimaksud pada avat {1} harus
dilaporkan kepada Pemérintah Pusat dan Pemerintah
Dagrah sesuai dengan kewenangannya,

Eetentuan Pasal 60 diubah schingga berbunyi sebagai
berilut:

(1)

(2]

(3)

Pazal 60

Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal S8  dikenai
sanksi administratifl,

Sanksi administratil sebagaimana dimaloud pada
ayat (1) berupa:
a.  denda;

b pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha
Perkebunan; danfatau

¢.  pencabutan Perizinan Berusaha PerlebUnan.

Fentuan lebiby lanjut mengenad kriteria, jenis, besaran
denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam
P#raturan Pemnerintah.

hetentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikout:

Pazal &7

{1} Setizp Pelabo Usaha Perkebunan wajib memelihara

2]

kelestarian fungsi tingkungan hidup.

Ketentan  lebih  lanjut  mengenai kewajiban
memslihara  kelestarian fungsi lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada avat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

22, Pasal . _ .



SK Mo 050634 A

PRESIDEN
REPUBLI, HODONEFIA

-154 -

22, Pasal 68 dihapus.

23 Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

24

23.

[1]

(2}

Pasal 70

Setiap Perusahaan Perkebunan yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksued dalam Fasal 69
dikenai sanksi administratil

Ketentuan  lebih lanjut mengenai  jenis, besaran
denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} diatur dalam
Peraouran Pemerintah.

Ketentuan Pasal 74 diubah schingga berbunyi sebagad
berikut:

(1)

(2

{3

Pagal 74

Setiap unit Pengolahan Hasil Perkebunan tertentu
yvang berbahan baku impor wajib membangun kebun
dalam jangka waktu tertentuy  setelah unit
petgclahannya beroperasi.

Kebun yang dibangun sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] wajib terintegrasi dengan unit pengolaban
hasil perkebunan setelah wnit pengelaban tersebut
beroperasi.

Ectentuan  mengenai jenis Péngolahan  Hasil
Ferkebunan terteniu dan jangka wakto  tertentu
sebagaitmana dimaksud pada ayat {1} diatur dalam
Peraturan Pemerintah,

Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikout:

Pasal 75 . ..
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Fasal 75

Setiap Pelaku Usaha Perkebunan vang melanggar
ketentuan sebagaimana dimalksud dalam Pasal 74
ayat {1} dikenai sanksi adminiseratif,

Ketentuan lebih  lanjut mengenai  jenis, besaran
denda, dan tata cara pengenaan sanksi administradf
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbuny sebagad
berikut:

{1)

i2

(3}

{4)

(5]

Pasal %3

Pembiayaan Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh
Pemerintahh  Pusat  bersumber dar  anggaran
pendapatan dan belanja negara.

Pembiayaan penyelenggaraan  Perksbunan  yang
dilakukan ol¢h Pemerintah Datrah sesuai dengan
kewenangannya bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah.

Pembiayaan Usaha Perkebunan yang dilaloukan oleh
Peleku Usaha  Perkebunan  bersumber dari
petghimpunan dana Pelakn Uzaha Perkebunan, dana
lembaga pembiayaan, dana masvarakat. dan dana
lain yang sah.

Fenghimpunan dana sebagaimana dimaksud pada
ayat (3] digunakan untuk pengembangan sumber
daya manusia, penelitian dan pengembangan,
PrOmosi Ferkebunan, peremajaan Tanaman
Perkebunan, sarana dan prasarena Perkebunan,
pengembangan Perkebunan, danfatau pemenuhan
hagil Perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan
bakar nabati, dan hilirisasi industs Perlebunan.

Dana yang dihimpun oleh Pelaku Usaha Perkebunan
sebagaimana dimalktsud pada ayat {3 dikelola oleh
badan pengelola dana perkebunan, yang berwenang
untuk menghimpun, mengadministrasikan,
mengelola, menyimpan, dan menvalurkan dana
térsebul

%) Eetentuan . .
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{8} Ketentuan lebih lanjut mengenai penghimpunan dana
sebagaimana dimaksud pada ayat ) dan badan
pengelola dana perkeburan sebagaimana dimaksud
pada avat (5) diatur dalam Peraturan Pemenntah.

ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunvi sebagai
be ik

Fazal 9%

11} Pemerintah Pusat mengembangkan Usaha
Perkebunan melalui penanaman medal,

{2) Pelaksanaan pepabaman  modal sebagaimana
dimaksud pada arat (1) dilakukan sesnal dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di dang
PROANATAR modal, dengan memperhatikan
kepentingan Pekebun,

Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut;

Pasal o4&

{1} Pembinaan Usaha Perkebunan dilakukan oleh
Pemerintah Fusat dan Pemerintah Dacrah  zesyai
dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar,
prosedur,  dan kriteria  yang  ditetapkan  oleh
Pemetintah Pusat.

(2] Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
rrelipruati:

A, PErencanaian;

b.  pelaksanaan Usaha Perkebunan;

c.  pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan:
d. penelitian dan pengembangan;

¢ pengembangan sumber daya manusia;

f.  pembiayaaan Usaha Perkebunan: dan

g pemberian rekomendasi penanaman adal.,

(3) Ketentugan . . .
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{3) Retentuan  lebih  lanjut  mengenai pembinaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diator dalam
Piraturan Pemerintah,

Ketentuan Pasal 27 divubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Paszal 97

{1} Psmbinaan teknis untuk Perusahaan Perkebunan
milik negara, swasta, dan/atan Pekebun dilakukan
aleh Pemerintabh Pusat.

(2l Ewaluasi atas kinerja Perusahaan Perkebunan milik
negara  dan/atau  swasta  dilaksanakan melalui
penilaian Usaha Perkebunan secara rutin dan/atau
sewakra-wakiu,

(31 Ketemtuan lebih lanjut mengenai pembinaan teknis
dan  pentldan Usaha Perkebunan  diatur  dadam
Peraturan Pemerintah,

Ketentiian Pasal 99 diubah schingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 49

{1} Pengawasan sebagaimana dimaksud dalap Pasal 08
dilakukan malalu:

8. pelaporan dari Pelaku Usaha Perkebunan:
dan /atau

L.  pemantavan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
dan hasil Usaha Perkebunan,

(2} Dalam hal terteniu, pengawasat dapat dilakukan
melaiw  pemeriksaan terhadap proses dan  Hasil
Perkebunan.

(3l Pelaporan sebagaimansa dimaksud pada ayat (1) huraf
2 merapakan informasi publik vang diumumkan dan
dapat diskses secara terbuka cleh masyarakat gesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

(4] Femantauan . . .
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4 Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimalksud
pada ayat {1} hurul b dilakukan dengan mengamati
dan  memetikisa  kesesuatan  laporan  dengan
pelaksanaan di lapangan.

(5] Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata
cara pengawasarn diatur dalam Peraturan Pemmedntah,

31. Ketentiran Pasal 103 diubah schingga berbunyi sebagai
betikut:

Pasal 103

Setiap pejabat yang menerbitkan Perizinan Berussha
terkait Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat
Hukum Adat ssbagaimana ditnaksud dalam Pasal 17 ayat
{1) dipicdana dengan pidana penjara paling lama 5 flima)
tahun atau denda paling banyvak RpS5.000.000.000,00
{liima miliar rapiah).

32, Pasal 105 dihapus.

33. Pasal 10% dihapus,

Pagal 20

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun
2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran
Negara Republilt Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043) dinbah
sebagai barikout:

. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Faszal 11

(1} Permohonan hak PVYT diajukan kepada Kantor PVT
secara  tertubs  dalam  bahasa Tndonesia  dengan
membayar biaya yang besarnya ditetapkan sesuai
dengan kttentuan peraturan perundang-undangan di
bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak,

(2) Dalam . . .
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Dralam hal parmohenan hak PYT diajukan oleh:

2. orang atau badan hukum selaku buasa pemohon
harus disertal surat kuasa khusus dengan
mencantumkan nama dan alamat lengkap kuasa
vang berhak; atan

b.  ahli waris harus disertai dokumen bukti ahli
WArLs.

tetentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan
permohonan  hak PYT  diatur dalam  Peraturan
Pernerintah,

Ketentuan Pasal 29 diubah sehingge berbunyi sebagai
b rubouat:

{l)

12)

Fazal 20

Permobonan pemeriksaan substantil atas
permohonan hak PYT harus diajukan ke Kantor PVT
stcara tertulis se¢lambat-lambatnya | [satu) bulan
setelah  berakhimya masa pengumuman dengan
membayar biaya pemeriksaan tergebut.

Bezarnva biaya pemeriksaan substantif ditetapkan
sesal  dengan  ketentuan  petaturan  perundang-
urdangan di bidang penerimaan negara bultan pajak.

Ketentuan Pasal 40 diubah gehingga berbunyi sebagai
ikt

(1)

FPagal 40
Hak PVT dapat beralil atau dialihkan karena:
a. pewarisan;
hibah;
wWasiat;
perjanjian dalam bentuk akta notaris; atau

tTop T

sebab lain yang dikenarkan oleh undang-undang.

f2) Pengaliban . | .
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Fengalihan hak PYT sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, huruf b, dan hurwl ¢ haras disertai
dengan dolamen PYT berikut hak lain vang berkaitan
dengan itu.

Setiap pengaliban hak PVT wajib dicatatkan pada
Hantor F¥T dan dicatat dalam Dafltar Umuam PYVT
dengan membeayar biaya vang besarnya ditetapkan
seguai  dengan  ketentuan  peraturan  perundaneg-
undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Ketentuan lebah lanjut mengenai syarat dan tata caca
pengalihan  hak PVT diatur  dalam  Peraturan
Permerintah.

Ketentnan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai
benikut:

(1

{2}

I3

Pasal 43

Perjanjian lisensi harus dicatatkan pade Kantor PYT
dan  domuat  dalam  Daftar Umam PYT  dengan
mecmbayar biaya vang besarnyva ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang penerimaan negara bukan pajak.

Dalam hal perjanjian Lsensi tidak dicatatkan di
Kantor PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
perjanjian lisensi tersebut tdak meémpunyai akibat
huloam terhadap pihak ketiga.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian lisensi
diatur dalam Peraturan Pemerintsh

Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikoat:

)

Fazal 63

Untuk kelangsungan berlalunya hak PYT, pemegang
hak PVT wajib membayar biaya tabhunan,

[2) Untuk _ . .
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Untuk setiap pengajuan permchonan hak PYT,
Permintasan pemeriksaan, petikan Daftar Umum FVT,
salinan surat PYT, salinan dokumen FVT, péncatatan
pengalihan hak PVT, pencatatan surat perjanjian
lizensi, pencatatan Lisensi Wajib, serta lain-lainnya
yang ditentukan berdasarkan undang-undang ini
wajib membayar biaya.

Ketentuan mengenai besar biaya, persyaratan dan
tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} dan ayat (2] diatur sesuvai dengan
ketetituan peraturan perundang-undangan di bidang
penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 21

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Homor 201,
Tambahati Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 64132
dinbah sebagai berikut:

1. Ketentuan Fasal 19 diubah sehingga berbunyt sebagai
berkut:

i1}

i2

=

Pasal 19

Betiap Orang dilarang mengalibfungsikan Lahan yang
sudah ditetapkan sebagai Lahan bud: daya Pertanian.
Dalam hal untuk keépentingan uwmum  dan/ atad
proyek strategis nasional, Lakan budi daya Pertanian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengalihfungsian Lahan budi daya Pertanian untuk
kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(2] hanya dapat dilakukan dengan syarat:

a. dilakukan kajian strategis;
L. disusun rencana alih fungsi Lahan:

c. dibebaslean kepemilikapn haknya deri pemilik;
dan/fatan

d. disediakan ., .
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d. disediakan Lahan pengganti terhadap Lahan
byudi daya Pertanian.

{4} Alih fungsi Lzhan budi daya Pertanian untuk
kepentingan  umum  danfatau  provek  strategs
nasional sebagaimana dimaksad pada ayat (2) yang
dilaksanakan pada Lahan Pertanian yang telah
memilika jaringan pengairan lengkap wajib menjaga
Margsi jaringan pengairan lengkap,

{%) Ketentuan lebih lamjut mengenai Pengalihfungsian
Lahan budi daya Pertanian diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

4. Ketentuan Pasal 22 diubah schingga berbunyi schagai
berkut:

Pasal 22

{1} Pelaku Usaha yang menggunakan Lahan hak ulayat
yang tdak  melakukan musyawarah  dengan
masyaralat hukum adat pemegang hak ulavat unruk
memperclch persetujuan dikenai zanks administratif
berupa:

a. penghcntian sementara kegiatan;

b. pengenaan denda administratif

. paksaan Pemerititah;

d.  pembekuan Perizinan Berusaha; danfatay
£,  pencabutan Perizinan Berusaha,

{€) Ketentuan Iekibh lanjut mengenai  kiiteria, jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada avat (1}
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

3.  Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai
berilout:

Fasal 32 . _,

SK Mo 030062 A
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Pazal 32

(1} Pengadaan benih unggul melalui pemasukan dar luar
neger sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 avat [1]
dilakukan setelah mendapat Petizinan Berugaha dari
Femerintah Pusat.

(2] Pengeluaran benih ungeul dar  wilayah Negara
Republik Indonesia dapat dilakukan oleh Pelalu
Usaha berdasarkan Perizinan Berusaha  dari
Pemerintah Pusat,

(3) Dalam hal pemasukan dari luar negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan pengeluaran benih
unggul dari wilayah Negara Republic Indonesia
sebagaimana dimaksud pada avat {2} dilalakan oleh
instangi pemerintah, pemasukan dan pengeluaran
Benih  harus mendapatkan  persetujuan dar
Pemerintah Pusgat.

(4]  Eetentuan lebih lanjul mengenai Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {2
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketenituan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagal
berikut:

Pasal 43

Fengeluaran Tanaman, Beruh Tanaman. Benih Hewan,
Bibit Hewan, dan hewan dari wilayah Negara Republik
Indenesia oleh Setiap Orang dapat  dilakukan nka
keperluan dalam negen telah terpenuhi setelah mendapat
Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagal
berilayr;

Fagal Jd

(1) Pemasulan Tanaman, Benih Tanaman, Benih Hewan,
Bibit Hewan, dan hewan dari Iuar negeri dapat
dilakukan untuk:

a  meningkatkan muty dan keragaman genctik;

b. mengembanghkan | . .
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b,  mengembangkan ilmu  pengetahuan  dan
teknologi; danfatau

c.  mamenuhi keperluan di dalam negeri.

Pemasulkan sebagaimana dimaksnd pada ayat (1)
wajlb memenubi pergyaratan.

Setiap  Orang  vang  melakuken  pemasukan
sebagaimana dimaksud pada ayat {1] wajib memenuhi
Perizinan Barusaha dari Pemerintah Pusat.

Dalam hal pemasukan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakbukart olth instanzi pemerintah,
pemasukan harig mendapatkan persetujvuan dari
Pemerintah Pusat.

Ketentuan Pagal £6 dinbah schingga berbunyi sebagai
berikut:

(1

{2}

(2

Pasal 8&

Zetiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84
avat (1) yvang melakukan Usaha Budi Daya Pertanian
di atas skala tertentu wajib memenuhi Perizinan
Berusaha dari Femerintah Pusat.

Femnerintah  Pusat dilarang memberikan  Perizinan
Berusaha terkait Usaha Budi Daya Pertanian
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) di atas tanah
hak ulayat masyarakat hukum adat.

Eetentuan larangan sehagaimana dimaksud pada
ayal (2] dikecualitan dalam hal tslabh  dicapai
persetujuan antara masyarakat hukum adat dan
Pelakou Usgha.

Eetentuan Fasal 102 diubah sthinggas berbunyi sebagai
berikoge:

Pas=al 102 . .,
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Pazal 102

Sistem informasi Pertanian mencakup pengumpulan,
pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penysajian,
serta penyebaran data Sistern Budi Daya Pertanian
Berkelanjutan.

Permmenntah Pusat dan Pemerintah Dacrah  sesuai
dengan kewenangannys wajib membangun,
menyusun, dan mengembangkan sistem  informasi
Pertanian yang terintegrasi.

Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
i1] paling ssdikit digunakan untuk keperluan:

4. perencanaan
b, pemantanan dan evaluasi;

c.  pengelolazn pasckan dan permintaan produk
Pertanian; dan

d.  pertimbangan penanaman modal.

kKewajiban Perncrintah Pusat dan Pemerintah, Dacrah
sesual dengan keweniangannva  sebagaimana
dimaksud pada avat (2) dilaksanakan oleh pusat data
dan informasi.

Puzat data dan infortasi sebagaimana dimaksud
pada ayat {4} waib melakukan pemutakhitan data
dan  informasi  Sistem Budi Daya Pertanian
Berkelanjutan sécara akurat dan dapat diakses oleh
masyarakat.

Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
[3) dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh
Pelaku Usaha dan masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem  informasi
Pertanian schagaimana dimaksud pada ayat |1} diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasat 108 diubah sehingga berbunyi sebagai
berilcuat:

Pasal 108, | .
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Pasal 108

1) Sanksi administrati dikenakan kepada:

a,

Setiap Crang  yang melanggar  Ketentuan
sébagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3),
Pazal 2& ayat {3), Pasal 43, Pasal 44 ayat {2} atau
ayat {3), Pasal £6 ayat (2}, Pasal 71 ayat {3}, Pasal
76 ayat |3}, atau Pasal 79;

Pelaku Usaha dan/atau instansi pemerintah
vang  melanggar  Ketentuan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat
{2). Fasal 32 ayat (1), ayat {2) atau ayat (3], atay

Produszen dan/atau distributor vang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
78 ayat (1).

2] SBanksi administratil sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) dapat berupa;

.

=

=
d.
=

r.

teuran tertulis;

denda admindstratif;

penehentian sementara kegiatan usaha,
penacikan produk dan peredaran;
pencabutan izin; danfatau

penutupan usaha,

(3] Eetentuan leh lanjut mengenar  kriteria, jenis,
besaran denda dan tata cara pengehaan sanksi
adminiztratif sebagaimana dimaksud pada ayac (2]
diatur dalam Peraturan Pemenntah.

9. Pasal 11] dihapus,

Pasal 32

Beberapa Kelenituan dalam Undang-Undang Nomer 19 Tahun
2013  tentang Perhindungan dan Pemberdayaan  Petam
ILemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonegia Nomor 5433)
diubah sebagai berikut:

1. Estentuan ...
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Ketentuan Pasal 15 dinbah sehingga berbunyi sebapgai
berikui:

{1)

(2]

Fazal 15

Pemerintah Pusal dan Pemerintah Daerab sesuai
dengan kewsnangannya wajib meningkathkan produksi
Pertanan.

Kewajiban peningkatan produksi Pertanjian  dalam
negeri  sebagaimana dimalsud  pada  ayat (1)
dilalkukan melalui  strategi  perlindungan  Petani
sebagaimana dimaksud dalam Pazal 7 ayat (2],

Keterntwan Pasal 30 diubah sehingea berbunyi sebagai
berilout:

i1

(2

(3

Pasal 30

Kecukupan icebutuhan konsumsi dan/atan cadangan
pangan Pemerintah berazal dari preduks dalam
negerl  dan  impor  dengan tetap melindungi
kepentingan FPetani.

Impor komeditas Pertamian sebagaumana dimaksad
vada ayat (1] dilakukan sesual dengan instromen
perdagangan berdasarlan ketentuan  pératuran
perundang-undangan,

Kecukupan kebutuhan kensumsi danfatan cadangan
pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
111 ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 101 dihapus.

2010

Pasal 23

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun
tentang Hertiknloura (Lembaran Negara Republik
Indone=zia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran
Negara Republik Ilndonesia Nomor 5170) diubah sebagai
berikut:

l. ketentuan . . -
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Ketentuan Pazal 15 diubah schingga berbunyi sebagai
beriloat:

Pasal 15

{1} Peladu usaha wajib mengutamekan permanfaatan
sumber daya manusia dalam negeri,

(2) Pemanfaatan Sumber daya manusia sebagaimana
dimaksud pada ayat (11 dilakukan sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

hetentuan Pasal 32 diubah schingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 33

(1} Usaha hortikuloura dilaksanalkan dengan
menflitamalkian peiggunaan sarana  hortikultura
dalam negeri.

(2] Dalam hal =arana hortikaliura dalam negerd tidak
menculng  atag tdak tetsedia, dapat digunakan
sarana hortikultura yang berasal darl laar negen
dengan memenuln Pearizman  Berusaha dan
Pemerintah Pusat,

{2) Sarana hortikulura yang berasal dari luar negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] harus:

a. lebih efisien;
b. ramah lingkungan, dan

¢,  divtamakan yang mengandung kemponsn hasl
predulcsi dalam negen,

(4} Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
terkait sarana hortikbaltwra diacar dslam Peraturan
Pemenntah.

Ketentuan Pasal 35 diubah =sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 35 .. .
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Pasal 35

Sarana hortikuliura yang diedarkan wajib memenuhi
standar myutu dan Penizinan Berusaha.

Dalam hal sarana bortikultura merupakan  atau
mengandung hasil rekayvasa gepetill, selain memenuhi
ketentuan sebagaimana dimalisud pada  avar (1),
peredarannya wajib mengikuti ketentuan peratacan
perundang-undangan di bidang keamanan hayati.

Apabila standar mutu scbagaimana dimaksud pada
ayat (1} belumn  ditestapkan, Pemerintah Pusat
tenstapkan persyaratan teknis minimal.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat 3] dikecualikan untuk sarana  hoertikuliura
privduks lokal vang dirdarkan secara terbatas dalam
saty kelompols.

Eetentuan leih lanjut mengenai tata cara uji maty
dan Perizinan Berusaha diator dalam  Peraturan
Pemenntah,

D antara Pasal 35 dan Pasal 36 dizisipkan 1 {sat) pasal,
yakni Pasal 354 sehingga berbunyi sebagai beriloge:

{1)

{2)

Fasal 32A

Setiap orang vang mengedarkan sarana hortiRultars
yvang tidak memenuhl standar mutu, tidak memenubi
persyaratan teknis minimal, danfatau tidak terdaltar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenai
sanksi administratil.

Sanks admimstratil sehagaimana  dimaksud  pada
ayat (1] dapat berupa

a.  penghenaan kegatan vusaha;
penatikan produk yang dipasarkan;
denda administratif;

paksaan pemerintah; dan fatan

" R0

pencabutan Perizinan Berusaha.

(3] Eetentuat . - .
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(3] EKetentaan lebih lanpa mengenal  kritetia,  jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administreatil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dalam Peraturan Pemerintah,

Paszal 48 dihapus.

Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai
benkout;

Pasal 40

11} Unit usaha budi daya hortibulbara mikre dan kecil
wajib didata oleh Pemenntah.

{2] Unit usaha budi daya hortikultura menengah dan
unit usaha budi daya hortikultura besar harus
memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusar.

Pasal 51 dihapus.

Ketentuzan Pasal 32 diubah sshingga berbunyi sebagal
berikut:

Pazal 52

i1l Usaha hortibultura sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 50 wajib memanuhi Perizinan Berusaha dari
Pemmerintah Pusat,

(2] EKetentuan lebih lanjut mengenal Perizinan Berusaha
sebagaimana dirnaksud pada ayat {1j diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Ketentuan FPasal 54 diubah sehingga berbunyt sabaga
bénkut:

Pasal 34 . ..
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Pasal 54

Pelaku  ussha dalam  melaksanakan  wsaha
hortibultura wajib memenuhi standar proses ataw
persyaratan tekmis minimal.

Pelalna uszaha dalam  memprodukst produk
hortkultura  wajib memenuhi standar muta dan
keamanan pangan produk hortiloaltara,

Petmerintalh  Puzat danfatau Pemerintah  Daerah
seaval dengan kewenangannya berdasarkan norma,
standar, prosedur, dan kriteria vang ditetapkan oleh
Pemerintah  Pusat membina dan  memfasilitasi
pengembatngan usaha hortikuliura untuk meme=nuhi
standat rutu dan keamanan pangan produk.

Ketentuan lebib lanjut mengenai standar muty dan
keamanan pangan produk horgibaltura sebagaimans
dimaksud pada ayat (2] diatar dalam Peraturan
Pemenintah.

Ketentuan Pasal 58 dinbah sehingga berbunyi sebagai
berikat:

i2)

3

Pasal 54

Usaha horlikultura dapat dilakvkan dengan pola
kemitraar.

Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayar (1)
melibatkan pelaka wsaha horetikaltura mikeo, kecil,
retienigah, dan besar,

Kemnitraan  sebagaimana dimaksud pada ayat {2)
dilak=anakan dengan pola:

A, inti-plazsma;

b. subkontrak;

¢. waralaba;

d. perdagangan umun;

e, distribuszi dan keagenan,; dan
I, bentuk kemittaan lainnysa.

(4] Ketentuan . . .
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Ketentuan lebih Januat mengenai pola  Kemitraan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pazal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

12)

(%)

{4}

=)

Pagal 57

Usaha perbenthan meliputi pemuliaan, produksi
benih, sertiflkasi, peredaran benih, serta pengeluaran
benibh dari dan pemasukan benih le dalam wilayah
Negara Republik Indonesia.

Dalam hal pemuliaan sebagaitnana dimakszud pada
ayat (1) dapat dilakukan intreduksi dalam bentuk
benih atau materi induk yang belum ada di wilayah
Megara Republill Indonesia.

Usaha perbenihan hanya dapat dilakukan oleh pelaka
usaha yarng memilikl sertifikat kompetensi atau badan
usaha yYang bersernfikat dalam hidang perbenthan
dengan wajib menerapkan jaminan mutu  benib
melalui penerapan zertifikasi.

Kstentwan sertifikat kompetensi atau badan vzaha
vang bersertifikal dan  kewajiban  menerapkan
jaminan mutu benih sebagaimana dimaksud pada
ayat {2} dikécualikan bag pelaku usaha persecrangan
atau kelompok yang melakukarn usaha perbenilian
uniuk dipergunakan sendiri danfatan terbatas dalam
1 {zatul kelompok.

Ketentuan lebibh lanjut mengenai produksi benih,
sertifiltasi, peredaran benih, szerta pengeluaran dan
permasukan benth sebagaimana dimaksud pada avat
i1), introduksi gebagaimana dimaksud pada awvat (2],
sertifikasi kompetensi, sertifikasi badan usaha dan
jaminan mutu sebagaimana dimaksud pads avat (3),
serta pengecualian kewajiban penerapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

12, Pasal . ..



5K Mo 050673 A

12,

13,

14.

L3.

FREZIDEHN
REPUGLE. IHDONESIA

- 173 -

Pasal 63 dihapus,

Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sehagai
barilouc

Pasal &8

ketentuan  lelih  lamgut  mengenai usaha budi daya
sebagamana  dimaksud dalam Pasal 65, tata cara
pendataan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam
Fazal 65, =erta izin khusus sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 67 ayat |2] diatae dadam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikoat;
Pasal 73

{1} Usaha perdagangan produk hoertikultura mengatur
proses jual beli antarpedagane serta antara pedagang
dan konsumen,

{2) Pelaku usaha perdagangan produk hertikultura harus
tmenerapkan  sstem kelas produk  berdasarkan
standar muty dan standar harga secara transparan.

{3} Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban sistem
kelas produk berdasarkan standar mutu dan standar
harga secara ransparan sebagaimana dimaksud pada
ayval 2] diatar 4atam Persaturan Pamnerintah,

Ketentuan Paszal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 38
1) lmpor produk hortikalturs  wajib memperhatikan
aspek:
a. keamanan pangan produk hortikultura;
b, persyaratan kemasan dan pelabelan;

¢, standar muta; dan

d. ketentuan - . .
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d. kettntuan keamanan dan pelindungan terhadap
kesthatan manusia, hewan, twmbuahan, dan

lingkungan.
{2} !mpor produk hortikultura dapat dilakulkan setelah
memenithi Perizinan Berusahs dan Pemerintah Pusat,

3} lmpor produk hortikultura sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} dilakukan melaha pintu masuk yang
ditztapkan.

4] Eetentuan lebih lanjut mengenai pemberian Perizinan
Beruzaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatuar
dalam Peraturan Pemerintal,

Eetetituan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sehagai
benkut;

Pazal G0

Femenntah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai denpan
kewenangannya  dalam meningkatizan pemasarat
hortikultura memberikan informasi pasar.

Ketenituan Pasal 92 divkah sehingga berbuny sebagai
bernloat:

Fagal 92

{1} Penyelenggara pasar dan tempat  lain untuk
perdagangan produlc hortikultura dapat
menysknggarakan  pengualan  produk  hontikulbura
kskal dan asal impaor,

{2} Penyelenggara pasar dan tempat  lain  untuk
perdagangan produk hortikultura sehapaimana
dimaksud pada ayat (1] wajib menyediakan fasilitas
Pemasaran yvang memeddal,

Retentuan Pagal 100 diubah sehingga berbunyh sebagal
beriknat:

Paszal 10O . _ .
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FPasal 100

{1} Pemerintah Pusat menderong penanaman  modal
dalam usaha hortikultura.

{2) Pelaksanaan  penanaman moddal  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesual déngem
ketentan petaturan perundang-undangan di bidang
pEnanaman medal,

Ketentuan Paszal 101 diubah sehinpgga berbunyi scbagai
benkut:

Pasal 101

Pelaku wusaha hortikultura menengah dan besar wagjib
memberikan kesempatan pemagangan dan ahib teknologi.

Eetentuann Pasal 122 diubah sehingga berbunyl sehagai
berikut;

Pasal 122

{1} Setap orang vang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalatm Pagal 15 ayat |1), Pasal 33, Pasal 36
ayat (1] atau ayat |2, Pasal 37, Pasal 38, Pasal &4
ayat (1) atau ayat (2), Pasal 60 ayat (2], Pasal 71,
Pasal 73 ayat [2), Pasal 81 avat {4), Pasal 24 ayat (1),
Pasal 28 ayat (1), Pasal 92 ayat [2), Pasal 101, Pasal
105 avat |2, atau Pasal 109 ayat (2} dikenai sanksi
administratif.

i2] Sanksi administratiil sebagaimana dimaksud pada
avat (1) berupa:

a. peringatan secara tertulis;

b denda administratt;

¢, penghentian sementara kegiatan;
4

penariban produk dan peredaran oleh pelaku
usaha;

e, pencabutan izin; danfatau

f. penutupan . . .



SK Mo 050676 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDOMESIA

- 176 -

(. penutipan usaha.

i3] Ketentuan lebikh lanjur mepgenai kriteria,  jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanlksi
administratif gebagaimanza dimaksud pada avat (2
diatur dalam Peraturan Pemenntah,

21. Pasgal 126 dihapus.

22, Pazal 121 dihapus.

Pasgal 34

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2009 teptang Petemakan dan keschatan Hewan {Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Momor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 5015
sebagpaimana divbah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tabun
2014 tentang Fertbahan Atas Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2009 tentang Petemakan dan Resthatan Hewan
{Lernbaran Hegara Republik Indonesia Tahun 2014 Normor 336,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Homor 3619
divwbkah s=bagai berikut

1. Ketentuan Pazal & diubah sehingga berbunyi sebagai
berilout:

Pasal &

1} Lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan
penggembalaan umum harus dipertahanksn
keberadaan dan kemaanlaalannya Secara
berkielaniatan.

(2] Kawasan peng@embalaan  umum  sebagaimana
dimaksud pada ayvat (1) berfungsi sebagai:

a. penghasil tumbuhan pakan;

k. tempat perkewinan alami, seleksi, kastrasi, dan
pelayanan inseminasi buatan;

£. tempat pelayanan kesehatan hewan; dan/atau

d. tempat . . .
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d. tempat atau objek penelitran dan pengembangan
teknologl peternakan dan keschatan hewan,

Pemerintah  dasrah kabupatenfkota yang di
dasrahtiya meémpunyai persediaan lahan  yang
memungkinkan dan memprioritaskan  budi daya
Termak skala kecil wajib menetapkan lahan sebagai
kawasan penggembalaan wmum.

Pemerintah dasrah kabupaterfketa membina bentuk
leria sama antara pengusahaan peternakan dan
pengusahaan  tanaman  pangan,  hortikultura,
perikanan, perkebunan, dan kebutanan serta bidang
lannya dalam memanfzatkan lahan di kawasan
tersebut sebagai sumber pakan Ternak mucah,

Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak
menetapkan lahan sebagal kawasan penggembalaan
umutn sebagaimana  dimaksuwd  pada ayar (3,
Fermmerintah Puzal dapat menetapkan lahan sébaga
kawasan pénggembalaan umum.

Kerentuan  l#bih lanjut mengenar penyediaan dan
pengelolaan  kawasan  penggembalaan  umuom
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
dengan Feraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai
beriloat:

{1}

2

Pasal L3

Penvediaan dan pengembangan Benih dan/atan Bibkit
dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan
pengembangan usaha Peternakt mikro, kecil, dan
menengah,

Pemenntah Fusat dan Pemerintah Dacrah  scsuai
dengan  kewenangannya wajih wuntuk melakukan
e gembangan vusaha pembxnihan danfatau
pernbibitan dengan  melibatkan peran serla
masyarakat untuk menjatmn Ketersediaan Bemh,
Bikit, dat/atau bakalan,

i3] Dalam . ..
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Dalam hal usaha pembeniban danfatau pembibitan
oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah
Pusat dan Pemerintah  Daerah membentulk  uanit
pembenihan dan/ atan pembibitan.

Setiap Beruh atau Bibat vang beredar wapib memiliki
sertifikat layak Benih arau Bibit yang memuat
keterangan mengena silsilah dan ciri-cird keunggulan
ereniu.

Bertifikat lavak Benih  atau  Bibit  sehagaimana
dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh lembaga
sertufikasi Bemuh atau Bibit yang terakreditasi.

Setiap orang dilarang mengedarkan Benih atan Bibit
vang tidak memenuht kewsajiban sernfikat Layak
Benihh atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat
iS).

Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut;

(1)

[2]

[3)

Pasal 15

Pemasukan Benih dan/atau Bibit dan luar negen ke
dalam wilayah Hegara Kesatuan Republik Indonesia

dapat dilakulan antal:
a. meningkatkan muty dan keragaman genetik;
b, mengembangkan ilmu pengeslahuan dan teknologi;

¢, mengatasi kekurangan Benih dan/atau Bibit o
dalam neger; danfatau

d. memenutii keperiuan penelitian dan
pengembangan,

Setiap Orang yang melakukan pemasukan Benth

dan/atay Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat |1)

xjib memenuhi Perizinan Berusaba dari Pemerintah
sat,

Letentuan lebih lanput mengenal Perizinan Berusaha
sebapaimana dimaksud pada ayat {3} diatur dalam
Peraturan Femerintah.

4, Ketenntuan . . .
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Ketenituan Pazal 16 diubah sehngga berbunyi sebagai
berilut:

(1)

(2]

[5)

(4]

Pasal 16

Pengeluaran Benih dan/fatau Bibit dan wilayah
Megara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negen
dapat dilakukatn apabila kebutuhan dalam  negeri
telah terpenuhi dan kelestarian Ternak lokal terjamin.

Pengeluaran scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilarang dilakukan terbadap Berah dangfatau Bibit
vang terbaik di dalam negeri.

Setiap Orang vang metakukan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan
Berusaha dari Pemerintah Pusat,

Ectentuan lebih lanjur mengenai Peizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (3} diatur dalam
Peraturan Pemenntahb.

ketentvan Pazal 22 dinbah sehingga berbunyi séebagai
berkut:

(1

(2)

(3

(4]

Faszal 22

Setiap c¢rang vyang memprodukst pakan danfatau
bahan pakan wntul diedarkan secara komersial wajib
memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat,

Pakan yang dibuat untk diedarkan secara komersial
harus memenuhi standar atay persyaratan teknis
minimal dan keamanan pakan serta memenuhi
ketentuan cara pembuatan pakan yang baik yang
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) haros
berlabel  zesuai dengan ketentuan | peraturan
perundang-undangan,

Setiap orang dilarang:

a. mengedarkan pakan yang tidak  layak
dikonsumsi;

b meénggunakan _ .
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b, menggunakan dan/atann mengedarkan pakan
Ruminansia yang mengandung bahan pakan
vang berupa darah, daging. dan/fatau tulang:
dan/fatan

¢ menggunakan pakan yang dicampur hormon
tertentu dan/atau antibiotils imbuhan palan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan pakan
vang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik
imbuhan pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4}
Burul ¢ diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Fetentuan Pasal 29 diubab sehingga berbunyi sebagal
benkut:

(1)

(2]

(3]

4]

[+

Paszal 29

Budi Daya Temak hanya dapat dilakukan olch
peternak, perusahaan peternakan, serta  pihak
tertentu untuk kepentingan khusus.

Peternak yang melakukan budi daya Ternak dengan
Jenis dan jumlah Ternak di bawsh skala wusaha
terientu diberikan Peri2inan Berusaha  oleh
Pemermtah Pusat dan  Pemenntah Daerah
kabupatenfkota =sesual dengan  kewenangannya
berdasarkan noima, standar, prosedur, dan Kriteria
vang ditetapkarn oleh Pemernntah Pusat.

Perusahaan petermakan yvang melgkukan budi daya
ternal dengan jenis dan mmlah Ternak di atas skala
usaha tertentu wajib memenuhi Perizinan Berusaha
oleh Pemerintah Puszat,

Peternak, perusahaan petermakan, dan pihak tertentu
yang meéngusahakan Ternak dengan skala usahs
tertentu wajib mengikuati tata cara budi daya Ternak
yang bak dengan tidak mengganggu ketertiban
umnum sesual dengan pedoman yvang ditetapkan oleh
Pernerintah Pusat,

Pemetintah Pusat dan Pemerintah Daerah  sesuai
dengatn Kewenanganoya wajib untuk melindungi
usaha peternakan dalam negerd dan persaingan tidak
sehat diantara pelaku vsaha,

7. Ketentuan _ . .
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Hetentuan Pasal 20 diubah sehingga berbuny sebagai
berikut:

{1}

{2)

Pasal 20

Pemerintah Pusat dan Pemenntah Dacrah sesual
dengan kewsnangannya berdasarkan norma, standar,
prosedur, dan  kriteria  yvang  ditetapkan gleh
Pemerintah Pusat mengembangkan Usaha Budi Daya
melalni penanaman modal oleh persecrangan watga
negara Indonssia atau Korporast yang berbadan
hukum.

Pelakzanasan  penanaman modal  sebagaimana
dirnalizud pada ayat |1} ddakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
penanaman modal.

Ketentvan Paszal 36B diubah sehingga berbunyi sebagai
beriloat:

in

(2)

{3

()

Pasal 36E

Pemmasukan Termnak dan Produk Hewan dan luar
negeri ke dalam wilayah Negara Kesaman Republik
[ndonesia dilakukan untak mememibki kebutuhan
dengan memperhatikan kepentingan peteritalk.

setiap Orang vang melakukan pemasubkan Termak
gebagaimana dimaksud pada ayat (1] waiib metnenvhi
Perizinan Berusaha dan Pemenntah Pusat.

Pemasukan Ternak dan luar negen harus:
#. memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan;

k. bebas dari Penyakit Hewan Menular yang
dipersyaratkan oleh Otoritas Veteriper, dan

c. memenniil ketentuan peratdran | perundang-
undangan di bidang karantina hewan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasakan Ternalk;
dan Produk Hewan sehagaimana dimaksud pada avat
{1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

O, Eetentuan . - .
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Ketentuan Pasal 35C dinbah sehimgga berbuny sebagai
Lernkut:

{l)

(2]

(2}

4

5]

Pasal 360

Pemasukan Ternak Rwminansia [ndukan ke dalam
wilayah Negara Kezatuan Republik Indonesia dapat
berazal dan suwata negara yang telah memenuha
persyaratar dan tata cara pemasukannya.

Persyaratan dan tata cara pemasukan Termnak
Fuminansia Mdukan dari lwar negeri ke dalam
wilayah Negara Kesatvwan  Fepublhk  [ndencsia
ditetapkan berdasatkan analisis ristke di bidang
Kesehataty Hewan oleh Cortas Veteriner.

Femnasukan Ternak Fuminansia Indukan yang berasal
darl suaty negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1}, ==lamm harus memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2} juga haras terkebih dahula:

a dinvatakan bebas Penyakit Hewan Menular di
nepara asal oleh Otoritas Vettriner negara asal
scsual dengan ketentuan yang ditetapkan badan
kesehatan hewan dunia dan diaku oleh Otoritas
Veteriner Indonesia;

b, dilakukan penguaten sistem dan pelaksanaan
surveilan di dalam negeri, dan

c. ditetapkan tempat pemasukan tertentu.

Setiap Orang yvang melakukan pemasukan Ternak
Fuminansia Indukan sebagamana dimaksud pads
ayat 1] wagib memenuhi Perizinan Berusaha dac
Pemerintah Pusat.

Ketentuan lebnh lanjut mengenai pemasukan Ternak
Ruminansia Indukan Le dalam wilayah MNegara
Kesatuan Republik Indonesia dan Perizinan Berusaha
diatur dalam Pergturan Pemerintah.

10, Ketentuaatn | .
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10, Ketentuan Pasal 37 divbah sehingga berbunyi sebagai

11.

12,

berikut:
Pasal 17

Pemerintah Pusat dan Pemenntah Daerah sesual dengan
kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur,
dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah  Pusat

membina dan memfazilitasi berkembangnya industr
petigolahan Produk Hewan.

Ketentuan Pasal 52 divubah sehingga berbunyi sebagai
beeriboat:
Pasal 52
(1} Senap orang yang berusaha di bidang pembuatan,
penyediaan, dan/atan peredaran obat hewan wajib
memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemenntah Pusat
atan Pemerintah Dasrah Sesnai dengan
lewenangannya  berdasarkan norma,  standar,
progsedur,  dan  Kriteria yang  ditetapkan oleh
Pementitah Pusat.
2] Setiap orang  dilarang membuat, menyediakan,
dan/atau mengedarkan obat hewan yang:
a. berupa sediaan bolog yang penyakitnya tidak ada
di Indoneaia,;
b. tidak memiliki nomor pendaftaran;
c. tidalk dibari label dan tanda; dan
d. tdak memenuhi standar mutu.

131 EKetentuan lebih lanjut mengenal Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada avat 1) dmatur dalam
Peraturan Pemerintah,

Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai
beriloat:

Fasal 54

(1} Penyediaan obat hewan dapat berasat dari produksi
dalam negerl atau darni luar negern.

(2) Kereniuan
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(2} Ketentuan lebih lanjut mengenad penyedisaan obat
hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peramaran Permarintah,

Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 39

(1} Setiap Orang vang akan memasukkan Produk Hewan
ke dalam wilayah HNegara Kesatuan PRepublik
Indonesia wajib memenuhi Perizinan Bermizaha dard
Pemenintah Pusat.

(2] Persyaratan dan tata cara pemasukan Produk Hewan
dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia schagaimana dimaksud pada ayat
(1] mengacy pada ketentuan yvang berbasis analisis
risiks di bidang Kesehatan Hewsan dan Kesehgtan
Masyarakat Veteriner.

(2] Eetentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada avae (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal ©0 diubab sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 60

(1] 3ebap Orang yang mempunyai unit usaha Proeduk
Hewan wajib memenuhi Petizinan Berusaha berupa
nomor lkontrol wveteriner dan Pemeriniah Daerah
provinsl sesual dengan Kewesnanganya berdasarkan
mortma,  standar, prosedur, dan  kriteria  yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(2] Pemerintah Daersh kabupatenfkota melalukan
pembinaan unmit vsahia yang memproduksi danfatau
mengedarkan produlk hewan vang dihasilkan oleh
unit usaha skala rumah tangga yang belum
mérencthi persyaratan nomor kontral veteriner.

3 Ketentuan . . .



SK Mo 030483 A

15

16.

PRESIDEN
REPUBLIK IHCONESIA

- 155 -

3 Hetentuan lebih lanjut mengenai Pariginan Berusaha
sebagpaimana dimakswd pada ayat |1) diatur dalam
FPeraturan Pemerintah,

Ketentan Pasat 62 diubah sehingga berbunyi zebagai
beriloae:

Pasal 62

(1] Pemerintah Daersh kKabupalen/kota wajib memiliki
rumah potong hewan yang memenubu persyaratan
teknis,

2] ERumah potong hewan sébagaimana dimaksud pada
ayat (1] dapat diusahakan oleh setiap orang setelah
memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

(3} Usaha rumah potong hewan sebagaimana dimaksud
pada avat (2} harus dilakukan i bawah pengawasan
dokter hewan berwenang i idang pengawasan
Kesehatan Masyarakat Veteriner.

{4) Hetentuan lebih lanjut mengenail Pericinan Berusaha
rumah potong sebagaimana dimaksud pada ayat (2
diatur dalam Peraturan Pemernmntah.

Eetentuan Fasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai
benkutt

Pasal 69

{1} Pelayanan kesshatan hewan melipati pelayanan jasa
laboratoriom veteriner, pelayanan jasa laboratorium
pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa
medik veteriner, danjatan pelayanan jaza di pusat
kesehatan hewan atag pos Kesehatan hewan.

{2) Setiap orang vang berusaha di bidang pelayanan
kesehatan héwan sebagaumans disnaksud pada ayat
(1) wanpk memenuhn Perginan Berusaha  dan
Pernerintah Pusat,

{2} EKetenian lebih lanjut meagenail Perizinan Berusaha
pelavanan Kesehatan hewan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] diatur dalam Peraturan Pemerintzahb.

17, Ketentuan .
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17. Ketentuan Pasal 72 diobah sehingga berbunyi sebagai
berikout:

1%,

[1)

{2)

{3}

Paszal 72

Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan
keschatan  hewan  wajib memenuhi Perizinan
Berusaha darn Pemerintah Pusat.

Tenaga asing keschatan hewan dapat melakukan
praktil pelayanan kesthatan hewan di wilayah
Negara Kesatuan Eepublik Indonesia berdasarkan
perjanpan  bilateral atauw mulblateral antara pihak
Indontsia dan negara atan lembaga asing sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebil lanjut mengenai Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diatar dalam
Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pazal 85 diubah schingga berbunyi sebagad
bBerikoat:

(1]

{2

Pasal 85

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal @ ayat (1), Pasal 11 ayat (1),
Pazal 13 ayat {4), Pasal 1% ayat (2), Pasal 18 ayat (4),
Pasal 19 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) atau ayat 12|, Pasal
23, Pasal 24 ayar [3), Pasal 25 ayat (1), Pasal 29 ayat
(3], Pasal 42 ayat {5), Pasal 45 ayat (1}, Pasal 47 avat
(2] atau ayat |3), Pasal 50 ayat {3}, Pasal 51 ayat (2).
Pasal S2 ayat (1}, Pasal 53 ayat (2], Pasal 58 ayat (5,
Pasal 59 ayat (1), Pasal £1 ayat {1) atau ayat 12), Pasal
62 ayat [2) ataun ayvat [3), Pasal 69 ayvat [2), Pasal 72
ayat (1}, atau FPasal 20 avat (1] dikenai sanksi
administratil.

Sanksi admisratil sebagalmana dimaksud pada ayat
{1} dapat berapa:

a. peringatan secara tertulis;

b. penghentian sementara dan kegiatan, produksi,
dan/atan peredaran;

c. pencabutan  Perizinan Berusahs dan penarikan
obat hewan, palkan. alat dan mesin, atau produk
hewan dari peredaran;

d. pencabutan . .
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d. pencabutan Pernizinan Berusahe: dan/atany
e. pengenaan denda.

(3} Ketentuan lebih lanjut mengenal kriteria, jems,
bezaran denda, dan tata cara pergenaan sanksi
administratif scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatut dalam Peraturan Pemerincah,

Eetentuan Pasal 88 diabah sehingga berbunyi sebagal
benkut:

Pasal B2

Setiap orang yang memproduksi danfatau mengedarkan
alal dan mesin vang belum diuji zebagaimana dimaksnid
dalam Pasal 24 ayat (3] yang mengakibatkan kerusakan
fungsi lingkungan atau membahayakan nyawa otang,
dipidania dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga)
bulan dan paling lama 11 [sebelas) bulan dan denda paling
sedikit EpS0.000.000,00 (lima puhlih juta rupiah) dan
paling banyal; RpS00 000 000,00 (lima ratus juta cupiah),

Paragral 4
Kehutanan

Pasal 2%

Untuk memberikan kemudahan bagi masyvarakat terutama
Pelalu Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan
kemudahan persvaratan investasi dar sektor Eehutanan,
Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atan menetapkan
pengaturan baru bebetapa ketentuan dzlam:

a.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tzhun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momer 2883] sebagaimana divkah  dengan
Undang-Undang Nomor 1% Tahun 2004 tentang Peraturan
Pemerimtah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomeor 41
Tahun 1599 tentang Hehatanan menjadi Undang-Undang
{Lembaran Negara Fepublik Indonesia Tahun 2004 Nomer
36, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indoneszia
Homor 4374); dan

b. Undang-Undang - . .
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b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013  tentang
Pencegahan dan Pemberantazan Perusakan Hutan
iLembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
130, Tambahan Lembaran MNegara Republik [ndonesia
Nomor >432).

Fasal 36

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan [Lembaran Negara Republik [ndoneaia
Tahun 199% Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3£58) sebagaimana telah divbah dengan
Undang-Undang Nomer 19 Tabun 2004 tentang Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1| Tabun 2004
tenitang Perubahan Atay Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 entang Kehutanan menjadi Undang-Undang {Lembaran
Hegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lemnbaran Negara Republik Indonesia Neomer 4374) dmbah
sebagail bertkut:

l.  Ketentian Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebaga
berkut;

Pasgal 15

{l} Pengububan kawasan hutan sebagaimana dimaksod
dalam Pasal 14 dilakukan melalu:

a. pemanjukan kawasan hutan;

b, penataan batas Kawasan hutan;
C. permetaan Rawasan hutan; dan
d. penctapan kawasan huotan.

{2} Pengubkuhan kawasan hutan sebagaimana dimalksud
pada ayat (1] diaknkan dengan memperhatikan
rencana tata ruang wilayah.

3 Penpukuahban  kawasan huatan dilakuokan  dengan
memanfaatkan teknologi informasi dan  koordinat
geogralls atau satelit,

4 Pemenntah  Pusat | mempriorcaskan percepatan
pengukvhan kawasan hutan sebapgaimana dimaksud
pada avat {1) pada dacrah yang strategis,

(5} Ketentuat - - -
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{5) Ketenman lebih lanjut mengenal pnioritas percepatan
pengulnihan kawasan hutan sebagaimana dimaksud
pada ayat [4) diztur dalam Peraturan Pemerintah.

Hetentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyr sebagea
berikut:

Pazal 18

11} Pemerintah Pusat menstapken dan mempentahankan
kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan
hutan untul setiap daerah aliran sungai, dan/fatau
pulan puna pengoptimalan  manfaat  lingkungan,
manfaat sosial, dap manfaat ekonomi masyarakat
setempat.

{71  Pemerintah Pusat mengatur lTuas kawasan yang harus
dipertahankan sesuai dengan kondisi Rsik dan
geografis dacrah alivan sungai dan/atau pulaw,

i3] HKetentuan lebih lanjut mengena Tuas kawasan hutan
yang harus dipertahankan ialah termasuk pada
wilavah yang terdapat proyek strategis nasional diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 19 diubah sthingga berbunyi sebagas
berilout:

Pasgal 19

i1} Perubahan peruntukan dan perubahan  lungsi
Lkawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
dengan mempertimbangkan hasil penelitian terpadu,

{2} Ketentuan mengenad tata cara perubahan peruttulkan
dan perubahan fungsi kawasan hutan s¢hagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Pemerintah,

4. Ketentuan . - .
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Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunin sebagai
berikut:

Pasal 26

(1} Pemanfaatszn Hutan Lindung dapat benupa
pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa hoghatgan,
dan pemungutan bazil hutan bukan kayu,

{2} Pemanfaatan hutan lindung sebagaimana dimaksud
pada aval (1) dilatukan dengan pemberian Perizinan
Barusaha dan Pemenntah Pusat.

Ketentuan Pasal 27 diabah zehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pazal 27

Perizinat Betusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (2) dapat dibetikan kepada:

A, PAISEOTATIZAN;
koperasi;

badan usaha milik negara;
bkadan ussha milik dacrah; atau
badan useha milik swasta.

® a0

Ketentuan Pasal 28 diubah schingga berbunyi sebagai
berilout:

Pazal I8

(1) Pemanfaatan hutan produkst  dapat  berupa
pemanfaatan kawasan, pemanlzatan jasa bogloungan,
pemanfaatan hasil hutan kaj dan bukan kagu, serta
permingutan hasil hutan kayo dan bulkean kaya,

(2] Pemanfaatan hutan produksi sebagaimana dimaksud
ayat (1) didakuksn dengsn pemberan Penzinan
Beruzaha dan Pemenntah Pusat,

V. Ketentuan - ..
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Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pazal 29

Perizinan Benissha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28 ayat [2) dapat dibetikan kepada:

A, peISCOTangan;

koperasi;

badan usaha milik rnegara;
badan usaha milik dacrah; atau
badan usaha milik swasta,

noR DT

Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 2 [dua) pasal,
vakni Pasal 29A dan Pasal 29B sehingga berbunyi sehagai
benlkut:

Paszal 20A

i1l Pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 25
dapat dilakukan kegiatan Perhytanan sosial.

(2 Perbutanan sosial sebageimana dimaksud pada ayat
{1} dapat diberikan Kepada:

A, [pCTIeOrangan;
b. kelompok tani hutan; dan
c. koperasi.

Faszal 9B

Ketentuan lebih lanpat mengenai Perizinan Berusaha
pemanfaatan hutan dan kepiatan perhutanan sesial diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

o Ketentan . . .
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Eetentuan Pasal 30 dmbah sehingea berbuny sebags
berilout:

Pasal 30

Dalarmn rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap
badan usaha milik negara, badan usaba milik daerah, dan
badan usaha milik swasta yang memperoleh Perizinan
Berusaha pemanfaatan hutan, wajib bekerja sama dengan
koperasi masyarakat setempat.

Ketentuan Pasal 31 diukbah sehingga berbunyi sebagai
berdout;

Pasal 31

(1) Unmk menjamin asas keadilan, pemerataan, dan
kelestarian, Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan
hutan dibatasi dengan mempertimbangkan aspek
kelestarian hutan dan aspek Kepastian usaha.

{2) Kéténtuan msogenia Pambatazan  sebagaimana
dirnaksud pada ayat (1) diatur Jdadam Peératuran
Femerintah.

Ketentuan Pazal 32 diubah schingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasgal 32

Pernegang Perizinan Berusaha wajib untuk menjaga,
memelihara, dan melestarikan hutan vang dikelelanya.

Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagad
berikut:

Pasal 33

(1) Usaha pemanfaatan hasil hutan meliputi kegiatan
penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengelahan,
dan pemasaran hasil hutan,

(2] Pemanenan dan pengolahsan haasil hutan sebagaimeana
dirhaksud pada ayat (1) tidak boleh melebilu daya
dukung hutat,

13 Ketentnan . . .
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Ketentuan mengenal pembinaan dan pengembangan
pengelahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dalamn Peraturan Pemetintah.

13. Eetentvan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikat:

{1)

(2}

i

()

(S}

Pasal 15

Setiap  pemegang  Perizinan  Berusaha  terkait
pemaniaalan hutan dikenakan penerimaan negara
bukan pajak i bidang kehutanan.

Panierimnaan negara bukan pajaly di kidang kehutanan
scbagaimana dimaksud peda ayat (1) yvang berasal
dari dana reboisasi hanya dipergunakan untuk
kegiatan rehakbilitazi hatan dan lahan.

Setiap pemegang  Perizinan  Berusaha  terkait
pemanizatanr hutan  wajib menvediakan dana
Investasl untuk biaya pelestarian hutan,

etiap  pemegang  Perizinan  Berusaha  rerkait
pemmungutan hasil  hutan  hanya  dikenakan
penerimaan negara bukan pajak berupa provisi di
bidane kehutanan.

ketentuan  lebih lanjut  mengenai pungutan
ssbagaimana dimakzud pada ayat (1), ayat (2], ayat
(31, dan ayat |4} diatur dalam Peraturan Pemerintah.

14. Ketentwan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sshbagai
berikout:

(1]

{2}

Pasal 38

Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan
pembangunan di hiar kegiatan kehutanan hanya
dapat dilakukan di dalarm kKawasan hutan produlsi
dani kawasan hutan lindung.

Petgpunasan kawaszan hutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapar dilakulran tanpa mengubsah fungs
pokok kawagan hutan,

{2) Perggninaan - . .
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Fenggunaan  Kawasan  hwtan  dilakukan  melaloi
pinjam palai  oleh  Pemerintah  Puszac  dengan
mempertimbangkan batasan loas dan jangka wakiy
tertenty serta kelestanan lingkungan.

Pada kawasan hutan lindung dilarang dilakukan
penambangan dengan pola pertambangan terbuka,

Ketentuan Pasal 48 diubah s¢hingga berbunyi sebagai
berikut:

(1}

)

)

14}

I3

o)

Pasal 45

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar,
progedur, dan  kriteria wvang  ditetapltan  oleh
Pemerintah Pusat mengatar pelindungan huatan, baik
di dalam maupun di lnar kawasan hutan.

Pelindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan
oleh Pernerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar,
prosedur, dan  kriteria yang ditetapkan  oleh
Pemerintah Pusat.

Pemegang Pénzinan Berusaha terkait pemanfaatan
hutan serta pihak-pihak yang menerima wewenang
pengelolaan hutan  sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 34 wajib melindungi hutan  dalam  areal
kerjanya.

Pelindungan hutan pads bhutan hak dilakukan oleh
pemegang haknya.

Untak menjamin pelaksanaan pelindungan hutan

vang schaik-baiknya, masvarakat dilkutsertalktan
dalam upaya pelindungan hutan.

Ketentuan lebih lanjut sebhagaimana dimaksud pada
ayat (1}, ayac (2], ayatr {3), ayat (), dan ayat {5) diacur
dalam Peraturan Pemerintah.

16, Ketentuan . - .
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16, Eetentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyl sebagean

17.

berilivie:

FPaszal 49

{1} Pemegang hak atau Penzinan Berusaha wajib
melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan i
areal kerjanya.

(2] Pemegang hak atan Parizinan Berusaha bBertanggung
jawab atas terjadinya kebakaran hutan di arzal
kerjanya.

Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagad

berikut:

Pasal 50

il] Setiap orang yang diben Penzinan Berusaha di
kawasan hutan dilarang melalulkan kegiatan yang
menimbulkan kerusakan hutan.

(2] Setiap orang dilarang:

a.

b
&

mengerjekan, menggunakan, danfatau
menduduki kawasan hutan secara tdak sah;

mernbakar hutat,

memantn atan memungut hasil hatan di dalam
hutan tanpa memiliki hak atau persetupaan dari
pejabat yang berwenang;

menyimpan hasil hutan yang diketahoi atau patut
didugs berasal dari kawasan hutan yang diambil
atau dipungut secara tidal: sah;

menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan
rang tidak diturjuk secara khusus untulk malisad
teracbut oleh pejabat vang berwenang;

membuang benda-benda yang dapat
menyebablkan kebakaran dan kerusakan serta
mernbahayakan keberadaan atau kelangsungan
tungsi hutan ke dalam kawasan huatan; dan

£ mengeluarkan - | -
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g. mengeluarkan, membawa, dan  menganghouat
tumbuh-tumbuhan dan salwa lar vang tidak
dilindungi undang-undang vyang berasal dan
kawasan hutan tentpa persetujuan pejabat yang
berwenang,

ketentuan  tentang  mengeluarkan, membawa,
danfatay menganglut tumbubhan dandatay sabaa
vang dilindungi diatur sesuai dengan  ketepnnhlan
peraturan perundang-undangar.

13. Diantara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 {satu) pasal,
yakni Pasal 504 sehingga berbunyi sebagai berkut;

(L}

i2]

Pasal S04

Dalam hal pelanggaran sébagaimana dimaksud dalam
Pasal 530 avat (2 humaf ¢, huraf d danfatau hural e
dilakukan olesh orang perseorangan atan kelompok
masyarakat vyang bertempat  tinggal di dalam
danfataa di sekitar kawasan hutan paling singkat 5
{lima) tahun s=ecara terus menerus dikenai sanksi
administratif.

Perngenaan  sanksi administratil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:

a-  Orang perseorangan atau kelompok masyarakat
vang bertempal tinggal di dalam danfatau di
seiitar kawasan hutan paling singkat 5 {Lma}
tahun stcara terus-menerus dan terdaftar dalam
kebijakan penataan Kawasan Hutan, atay

b. orang perseorangan yang telah mendapathkan
sanksi sosial ataw sanlkisi adat.

19 Ketznitdann Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut;

{1}

Pasal T&

Setiap orang  yang dJdengan  sengaga melanggar
ketentuan sebagaimana dimalksod dalam Pasal 50
ayat |1] diancam dengan pidana penjara paling lama
13 {zepuluh) tahun dan denda paling banyek
Rp Q00 000, 000,00 [lima miliar rupiah).

Z) SBetiap . ..
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Setiap orang Yarng dengan sengaja melanggar
Letentuan sebagaimana dimaksud dalam Pazal S0

ayat (2} huruf a diancam dengan pidana penjara
paling lama 10 {sepulubh)} tahun dan denda paling
banyale Rp7 S00.000.0:00,00 {tujuh miliar ima ratus
fata mapiah).

Setiap orang yang dengan sengaja  melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal S0
ayat {2) huruf b diancam dengan pidana penjara
paling lama 13 (lima belag) tahun dan denda paling
banyak Rp7.500.000 000,00 {tuuh miliar ima ratus
juta rupiah).

LSetiap orang yvang karena lelalaiannva melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
ayat {2] hurul b diancam dengan pidana penjara
paling lama 5 {lima} tabun dan denda paling banyak
Fp3. S00.000.000,00 (tiga milar lima ratus juta
ruapiah}.

Setiap orang yang Jdengan  sengaja melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Paszal 50
avat (2) huruf ¢ diancam dengan pidana penjara
paling lama 5 {limaj tahun dan denda paling banyak
Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta
Tupiah|.

Setiap orang wang dengan sengata  melanggar
ketenivan sebagaimanz dimaksud dalam Pasal S0
ayat (2} hurul d diancam dengan pidana penjiua
peling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak
Rp3 500 000,000,000 (tiga miliar lima ratus  juts
rupiah).

Jettap orang yang dengan sengaja  melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
ayat (4) diancam dengan pidana penjara paling lama
10 isepuluh) tahun dan denda paling banyak
Rp?.500.000.000.00 jtjuh milar lima ratus juta
rupiah).

Setlap  ocrang yang dengan  gengaja melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud delam Paszal 50
avat (2] huruf ¢ diancam dengan pidana penjata
paling lama 3 (tiga) bulan dan dends paling banyak
Rpl0.000 000,00 (sepuluh juta rapiah).

(9} S3etiap . .
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Setiap  orang yang dengan  sengajas  melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
ayat (2] hurul [ diancam dengan pidana penjara
paling lama 3 {tiga) tahun dan denda paling banyak
Rp2.000,000,000,00 (dua miliar rupiah).

Betiap orang Yang dengan  sengaja melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
ayat [2) huruf g diancam dengan pidana pemara
paling lama 1 |satu) tabun dan denda paling banyak
R 100000000, 00 [serabus juts rupiah).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
50 ayat (1) dan ayat (2] apebila dilakukan oleh
korporasi danfatau atas oama korporasi, korporasi
dan pengurusnya dikena pidana dengan pemberatat
1/32 {scpertiga) dan denda mdana pokek.

Semua  hasil hutan dan hasil kejahatan  dan
pelanggaran  danjatau alat-alat  termasuk  alat
angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan
kejahatan danjfatan pelanggaran sebagaimana
dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara,

Ketenitwan Pasal 80 divhah sehingge berbunyi sebagai
berikut:

(1]

2]

Pasal 80

Setiap perbuatan melanggar hukum  yang diator
dalam Undang-Undang i, dengan tidak mengutangi
sanksi pidana sebagaimsana diatur dalam Pasal 78,
mewajiblan kepads penanggung jawab perbuatan itu
untuk membayar ganti ng sesual dengan fingkat
kerusakan ataw akibat yvang ditimbulkan kepada
negara untuk biaya rehalnlitasi, pémulihan kondisi
hutan, atau timdakan lean vang diperlukan,

Setiap pemegang Perizinan Berusaha pemanfaatan
hutan yang diatur dalam Undang-Undang ini apabila
melanggar ketenituan di  luar  ketentuan  pidana
sebagairmana diatur dalam Pasal 78 dikenai sanksi
admirustratif.

1-3) ketentuan . ..



SK No 0506599 A

{3

PREZIDEH
REPLIELIK INDOHESIA

- 19% -

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara ganti rugi
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara
pengenaan sanksi administratil sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] diatare dalam Peraturan
Pemerintah.

Paszal 17

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2013

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan

Hutan [Lembaran Negara Repubhk [ndonesia Tahun 2013
Homor 130, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Homor 5432 diubah sebagai berikut:

1. EKetentuan Pasal | angka 3, angka 5, angka 23, dan anghka
24 dinbah sehingga Pasal 1 berbuny sebagan berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang mi yang dimaksaud dengan:

Hutan adalah swvatu  kesatuan  ekosistemn berupa
hamparan lahan berisi sumber daya alam hayatl yang
didominasi pepohonan  dalam  kemumitas  alam
hnglungannya yvang tidak dapat dipisahkan antara
vang satu dan vane lsinnya.

Kawasatt, hutan adalah  wilayah  [ertentu vang
ditztapkan oleh Pemerintah untuk  dipertahankan
keberadaannya schagai hutan tetap.

Peruagakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan
merusak hutan melalu kegiatan pembalakan liar,
penggunaan  kawasan  hatan  tanpa Perizinan
Berusaha atau penggunaan Perizinan Beruzaha yang
bertentangan dengan maksud dan tyjuan pemberian
Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan yang
telah ditetapkan, yang telah ditunguk, ataupun yang
sedang diproses penestapannya oleh Pemenntah
Pusat.

Pernbalakan bhar adalah semus kegatan pemanlaatan
hasgil hutan kayu secars tidak sah yang terorganisas,

S Pengganiaan . . .
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Pengganaan Kawasan hutan sccara tidak sah adalah
kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam
kawasan hutan untuk pericebunan danjfatan
pettambangan  tanpa  Penzinan  Berusaha  dar
Permerintah Pusat,

Terorganisasi adalah kegiatan yang dilakulan oleh
suatll kelompek yang terstrukiur, vang terditi atas 2
{dua) orang atau lebih, dan vang bertindak secara
bersama-zama pada waktu tertentu dengan tujuzan
melakukan perasakan  hutan, tidak  termasuk
kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau dj
sekitar Kawasan hutan vang melakukan perledangsn
tradisional dan/fatag melakukan pencbangan kayu
untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tgjuan
komersial.

Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya
vang dilakukan untuk menghdangkan lkesempatan
terjadinya perusakan hutan.

Pemberantaszan perusakan hutan adalah zegala upava
vang dilakukan untk menindak secara hukum
terhadap pelabku perusakan hutan baik langsung,
tidak langsung, maupun yang terkait lainnvya.

Pernantaztan  hutan  adalah  keglatan  untuk
memanfaatkan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil
hutan kayu dan bukan kayu, serta memungat hasil
hutan kayu dan bukan ksyu secara optimal dan adil
untuk kesejahteraan  masyaralkat dengan  tetap
menjaga kelestariannya.

Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untal;
memanlaatkan dan  mengusahakan hasil  hucan
berupa Kayuw  melalul kegiatan  penchangan,
permudaan, pengangkutan,  pengolahan dan
pemazaran dengan tdak merasak lingkungan dan
tidal mengurangi lungsi pokoknya.

FPerizinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan
adalah Perizinan Berusaha dari Femerintah untuk
memaniaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan
produksi  melalui  Kkegiatan pemanenan  atau
penebangan, peEnZavaan, pemaliharaan, dan
Pemasaran.

12, Surat . . .
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Surat  keterangan sahnya hasil hutan adalah
dokumen-dekumen yang merupakan bukt legalitas
hasil hutan pada sstiap segmen kegiatan dalam
penatausahaan hasil hutan.

Hasil hutan kayu adalah haszil hutan berupa kayu
bulat, kayu tulat kecil, kaya olahan, atan kayu
pacakan yang beraszal dari kawasan hutan.

Pchon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu
dan dapat tnencapai ukuran diaonéter 10 [sepuluhy
sentineter atau lebibh yang diukur pada ketinggian
1,20 (satu koma hima puluh) meter di atas permukaan
tanah.

Polisi Kehutanan adalah pejabat  tertentu dalam
lingkup nstans kKehubanan pusat dan/atan daerah
Yange LT TR denpgan sifat pelkerjaannya
menyelengearakan danfatau melaksanakan usaha
pelndungan butan vang oleh kuasa Undang-Undang
diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang
kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati
dan ekeosistemnya yang berada dalam satm kesatnan
komande.

Pejabat adalah orang yang diperintahltan atsy orang
yang karena jabatannya metmhla kewenangat dengan
suatu tugas dan tanggung jawab tertentu.

Fajabat  Penyihk Pegawai  HMNegeri  3ipil  yang
selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawa
negeri  sipill  tertentu dalam lingkup instansi
kshutanan pusat dan daerah yang oleh Undang-
Undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan di
bidang kehutanan dan kenservasi sumber daya alam
hayati dan skosistemnya.

Baksi adalash orang yang dapat nembérikan
keterangan EUuna kepentingan penyelidikan,
penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu
perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialamra
zendin.

Pzlapor adalah orang yang membentahukan adanya
dugaan, sedang, atau telah tegadinya perusakan
hutan kepada pejabat yang berwenang.

20. Informan . . .
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Informan adalah orang yangp mengnformasikan
secara rahasia adanya dugaan, sedang, atau telah
terjadinya  perusakan bhuwtan kepada pejabat yvang
berwenang,

Setiap orang adalah orang perseorangan danj/atan
korporas: yang melalukan  perbuatan  perusakan
hutan secara terorganisasi di wilavah  hukum
Indonesia danfatau berakibat hukum di wilayah
hukum Indonesia,

horporasi  adalah kumpulan  orang  danfatau
lekayaan yang terogacisasi, baik berupa badan
hubkam maupun bukan badan hukum.

Permerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
vang meme#gang kekuasaan pemerintahan negara
Eepublik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam lIIndang-
Undang Dasar Megara Republik Indonesia Tahun
194 5.

Pemerintahh Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsutr  penyelenggara Pemerintaban  Dastah  vang
merimpin pelaksanaan urasan pemerintahan vang
menjadi kewenangan daerah otonom,.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemenntahan di bidang kehutanan.

Ketentuan Pesal 7V dinbah sehingga berbuny sebagai
berikut:

Pasal 7

Pencegahan perusakan hutan dilakukan oleh masyarakat,
badan hukum, dan/atau korporas vang menmperekh
Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan.

Ketentuan Pasal 12 diubal sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pazal 12

Selhap orang dilarang:

a. melakulan . ..
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melalukan penebangan pohon dalam kawasan hutan
vang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkaic
pemaanfaatan hutan;

m#lakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan
tanpa memiliki Perizinan Berusaha darn Pemerintah
Fusart,

melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan
secara tidak sah,

memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkur,
menguasal, dan/atau memuliki hasil penebangan di
kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari
Pemerintah Pusal;

engangkut, menguasal, atau memiliki hasil hgtan
kayu vang tdak dilengkapi secars bersarma surat
katarangan sahnya hasil hutan;

membawa  alat-alat vang lazim digunakan untuk
menebang, memotong, ataw membelah pohon di
dalatn kawazan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari
Pemenintah Pusat;

membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lannya
yang lazim atau patut diduga aksn digunakan untok
mengangkut hasil hutan di dalarn kawasan hutan
tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Puasat,

memardaatkan hasil hutan kayu yvang diduga berasal
dari hasil pembalakan liar;

mengedarkan kayw hasil pembealakan liar melalai
darat, perairan, atay udara,

menyelundupkan kayu yang berasal dari atay masuk
ke wilayah Negara Kesatuan Bepublik  Indonesia
metalui sungai, darat, Laut, atauw udara;

menerima, membeli, menjual, menernima  tukar,
mecnerumna titipan, dan/atau memilds hasil huatan
vatg diltetahui berasal darl pembalakan Liar;

membeli, méemasarkan, danfatan mengolah  hasil
hutan Kavu yang herasal dan kawasan bulan vang
diaminl atau dhpunguat secara tidak sah; dan/atau

m. Menerms . . .
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m. menerima, menjual, menerima tukar, menerima
titipan, menyimpan, danfatag memiliki hasil hutan
kayu yang berasal dari Lawasan hutan yang diaminl
atay dipungut secara tidak sah.

4. DM antara Pasal 12 dan Fasal 13 disisipkan 1 {satu) pasal,
valimi Pasal 124 schingga berbunyi sebapgai berikut:

Pasal 12A

{1} Orang persecrangan vang bertempat tinggal di dalam
darn/atan di sekitar kawasan hatan paling singlat S
(lima| tahun secara terus mepstus vang melakukan
pelanggaran terhadap keteptuan Pasal 12 hurul a
gampai dengan humf { danfataw haruf h dikenai
sanksi administratil.

(2} Pengenaan gan ksl administratl sehagaimansa
dimaksud pada agat (1} dikecvabbkan terhadap:

a, orang persecrangan atan kelompok masvarakat
vang bertempat tinggal di dalam danfatau di
sekiter kawasgan hutan paling singkat 5 (lumaj
tahun secara terus-meneras dan terdaftar dalam
kebijjakan penataan kawasan hatan; atau

b,  orang pearseorangan vang telah mendeparkan
sarksn sosEl atau sanks adal

5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai
Berikut:

Pasal 17
{1} Setiap crang dilarang.

a. membawa alat-alat berat danfatau alat-alat lain
vang lazim atau patut diduga akan digunakan
untuk melakukan  kegiatan  penambangan
dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam
kawazan hutan tanpa Perizinan Berusaha dan
FPemerintah Pusat;

b, melakukan kBe@matan penambangan i dalam
Kawasan hutan tanpa Perziman Berusaha dan
Pemerintah Pusat,

¢. mengangloag .. .



3K Mo 030705 A

PRESIDEN
REPUBLIK IMNODOMESIA

- 205 -

mengangkut danjatau meterma Litipan hasil
tambang yang  Perasal dan kegiatan
penambangan di dalam kawasan hutan tanpa
Perizinan Berusaha dan Pemerintah Pusat:

menjual, menguasai, memiliki, danfatau
menyimpan hasil tambang yang berasal dan
kegiatan penambangan di dalam Kawasan hutan
tanpa Perizinan Berusahae dari Pemerintah Pusat,
dan/atan

membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil
tambang dari kegiatan penambangan di dalam
kawasan itan tanpa Perizinan Berusaha darci
Pemmerintah Pusat

(2) Seuap orang dilarang:

a.

membawa  alat-alat berat danfatau  alat-alat
lamnya yang lazim atau patut didoga akan
digunakan untuk melakukan kewiatan
perkebunan danjatan mepngangklt hasil kebun
di dalam kawsasan hutan tanpa  Peérizinan
Beruzaha dari Pemerintab Pusat;

melalukan kegiatan perkebunan tanpa Penizinan
Berusaha dari Pemerntah Pusat di dalam
kawazan hutan;

menganglut dan/atau mensrima titipan hasil
perkebunsn  yang  beraszal darn kegiatan
perkebunan < dalam kawasan hutan tanpa
Perizinan Berusaha dan Pemerintah Pusat;

menjual, menguasai, memiliki, dan/ataug
menyimpan hasil perkebunan vang berasal dar
kegmatan perkebunan di dalam kawasan hutan
tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusgat;
dan/atau

membeli, memasarlkan, dan/atau mengolah hasil
ketbun dari perkebunan yang berasal dar
kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan
tznpa Penzinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

&, Diantara . . .
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6. [k antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 [satu) pasal,
yaknd Paszal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:

{1

(2

Paszal 17A

Qrang perseorangan yang bertempat tinggat di dalam
dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singlat 5
iflimal tahun secara terus menerus vang melakulan
pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2] horul b, kol
¢, danfatau huruf 4 dikenai sanksi administratil-

Pciigenaan  sanksi administratl  sebagaimana
dimalksud pada ayat {1} dikecualikan terhadap:

a. orang persecrangan atau kelompok masyarakat
vang bertempat tingeal 4 dalam dan/atagn di
gekitar Kawasan hutan pabnog singkat 5 [lma)
tabhun sécarsa teris-menerus dan terdaftar dalam
kebpakan penatsan kawasan hutan; atau

b. orang persecrangan yang telah mendapatkan
sanksi sosial atan sanks] adat.

7. Ketentaan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagal
berikoat:

(1)

Pasal 18

Selain dikenad sanksi pidana, pelanggaran terhadap
ketentuzan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
hural a, huruf b, huaru! ¢, Pasal 17 ayat (1) huraf b,
hural 2, harul &, atau Pasal 17 ayat {(2) hurul b, hural
c, atau huruf & serta kegiatan lain di kawasan hutan
tanpa Penizinan Berusaha yang dilakukan oleh badan
hukum atau korporasi dikenai sanksi administeatil
berupa:

a. teguran tertalis;

palkisaan pernerintal;

denda administratil;

pentbekuan Perizinan Berusaha, dan/atau

NN

pencabutan Perizinan Berusaha.

2] Ketenltuats . - -
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Ketentuan  lebih  lanjut mengéna  Kriténa, jénis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
admmistratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dalam Perabiran Pemerintah.

Ketentuan Pasal 24 diubah schingga berbunyi sehagai
berikat:

Pasal 24

Setiap orang dilarang:

a,

msmalsukan Perizinan Berusaha terkat pemanfaatan
hasil hutan kayu danfatau penggunaan kawasan
hutan;

menggunakan Perizinan  Berusaha palsu  terkait
pemanfaatan hasil hotan kayoa dan/atan penggunaan
kawasan hutan; dan/atan

memindahtangankan  ataw  menpial | Penzinan
Berusaha terkait pemanfaatan hasid hutan kecuali
dengan persetujuan dari Pemerintah Pusat,

Ketentuan Pasal 23 diubah sshingga berbunyi sebagai
beriloat:

Pasal 28

Setiap pejabat dilarang:

a.

menerbitkan Perizinan Berusaha terkait pemaniaatan
hasil hutan kKayu danfatau penggunaan kawasan
hutann di dalam kawazan hutan yang tidak sesuai
dengan Kewenangannya,

menerbitkan Perizinan Berusaha di dalam kawasan
hutan  danjfatan  Perizinan  Berusaha  terkait
penggunasn Kawasan hutan vang ridal sesnai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

melindungi  pelaku  pembalalkan  lar  danfatau
penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;

1kut serta atag membantu kegatan pembalakan liar
dan/atau penggunadsn kawasan hutan sécara hdalk
sah;

& melakukan . ..
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¢ melalukan permuafakatan untuk terjadinya
pembalakan liar danfatan pengpunasn  kawasan
hutan secara tidak sah;

. menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan
tanpa hads;

g. melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas
dengan sengaja; danfataun

h. lalal dalam melaksanakan bugas.

Pasal 53 dihapus.

Pazal 54 dihapus.

Ketentuan Pasal 82 diubah sehingea berbunyi sebagai
berikut-

Fa=al 82
(1] Orang persecrangan yang dengan sengaja;

a. melakukan pensbangan pohon dalam lawasan
hutan yang wdak sesuai depngan  Perizinan
Berusaha terkait pernaniaatan hutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huaruf a;

b. melakukan penebangan pohon dalam kKawasan
hutan tanpa mémillka Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 haral by
dan fatau

. melakukan penebangan pehen dalam kawasan
hutan secara tidak ssh sebagaimana dimaksnd
delam Pasgal 12 huul ¢

dipidana dengan pidana penjara paling singkat ]
(satu) tahun Jdan paling lama 5 (ima) tahun dan
pidana danda paling sedikit RpS00.000.000,00 (ima
ratus  juls rupiahi dan paling banyvak
REp2 500.000000,00 (dua miliar lima ratus juta
ruptah).

(2) Dalam . -,
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Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) dilakukan oleh orang persecrangan yang
bertempat tinggal di dalam danfatasa di selitar
kawasan hutan kurang dari 5 ilima) tahun dan tidak
terus menerus, pelaku  dipidana dengan  pidana
penjara paling gsingkat 3 (tiga) bulan dan paling lama
2 {dua] tahun danfatau pidana denda paling scdilkit
Rp3IC. 000,00 jlima ratus ribu rupiah) dan paling
banyal: RpS00.000.000,00 {lima ratus juta rupiah).

Korporasi vang:

a.-  melakukan penebangan pohon dalam kawasan
hutan  vang tidak sesuai dengan  Perizinan
Berusahs rerkait pemanfaatan hutan
sebagaimana dimalzsud dalam Pasal 12 hurual a;

b. melalkukan penebangan pohon dalam kawasan
hutan tanpa memiliki Perzinan Berusaha
sebagaamana dimaksud dalam Pasal 12 hurof b,
dan/ataug

c. melekukan penebangan pohon dalam kKawasan
batan secara tidak sab sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 hural ¢;

dipidana bagi:

a. pet@drusnya  dengan pidana  perygara paling
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 Jima
belag) tahun dan pidana denda paling  zedilat
EpD 000,000, 600,00 (ima millar rupiahl dan
paling banyak Rpl3.000.000.000,00 {lima belas
miliar rupiah|; dan/atan

b, korperasi dikenai pemberatan 1/2 darn denda
pidana yvang dijatuhkan.

13. Eetentuan Pasal B3 dinbah sehingga berbunyi sebagai

Berilout:

(L)

Pasal 83
Orang perseorangan yang slengan sengaja:

a. memuat ...
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A, memuat, membongkar, mengeluarkan,
mengangkut, menguasai, danfatau  menlila
hasil penebangan di kawasan hutan  tanpa
Perizinan  Berusaha sebagaimana dimaksud
dalem Pasal 12 huruf 4;

b.  mengangkut, menguasai, atau memilikd  hasil
butaty kayu  vang tdak dilengkapi secara
bersama surat keterangan sahnya hasil hutan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huraf e;
dan/atau

c. memanfaatken hasil hutan kayu yang diduga
berasal dari hasil pembalakan liar sebapaimana
dimakaud dalam Pasal 12 huraf b,

dipidana dengan pidans penjara paling singkat 1
(satu) tahun dan paling lams 5 (lima) tahun serta
pidana denda paling sedikit RpoQOo.000,000 00 [lima
ratus  juta rupiah) dan paling banvak
Ep2 20000000000 {dua miliar hma ratus juta
rapiahy)-

Qrang perseorangan yang karena kelalajannya:

A, mernuat, membongkar, mengeluarkan,
mengangkut, menguasal, danfatan  memulik
hasil penebangan di kKawasan hutan tanpa
Perizinan Berusaha sebagaimana dimal-sud
dalam Pasal 12 huraf 4,

b, mengangkut, menguasai, atay memaliki Basil
huatan  kaya  yang tdak  dilengkapn  secara
bersauma surat Reterangan sahoya hasil hutan
sebagaimana dimaksud dalam Fazal 12 huruf e
danfatau

¢.  memanfaatkan hasil hutan kayw yang diduga
berasal darl hasil pembalakan har sebagaimana
dimalesud dadam Pasal 12 hunad b,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 35
(delapan} bulan dan paling lama 3 {tiga) tahun serta
pidana denda paling sedikit  RplC0.000 000,00
{sepuluh  juta rupizh) dan paling banvak
Epl.000 000 000,00 (satu miliar rupiah).

(3] Dalarm . . .
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Dalam hal tundakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] huruf ¢ dan ayat [2) hurul ¢ dilakukan oleh
orang perseorangan vang bertempat tinggal di dalam
dan/ataun di sekilar kawasan hutan kurang dari S
ilima] tahun dan tidak sccara terns menerus, pelaku
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3
itiga] bulan dan paling lama 2 jdua) tahun atau
pidana denda paling sedikit EpS00.000.00 jlima ratus
ribu rupiahl dan paling banyak RpS00. 000,000, 00
fhma ratus Juta ropiah)-

Korporasi vang:

a.  memuar, mambongkar, mengeluarkan,
mengangkut, menguasai, danfataw  memililn
hasil pencbangan di kawasan hutan tanpa
Pernzinan  Berusahza  sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 humal d;

b.  mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil
hutan kayw vaneg tidak dilengkapi  secara
bersama surat keterangan sahnya hasil hutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huarul &,
dan/atau

. memanfaatkan hasil hotan kayw vang diduga
berasal dari hasil pembalalian liar sebagaimana
thmaksud dalam Pasal 12 hurl h,

dipidana dengan pidana penjara bagli pengurusnya
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 5 {lima
belag] tahun dan pidana denda paling sedikit
Rps.000.000,000,00 (lima miliar ropiah) dan paling
banyak Rpl13.000.000.00000 (lima belas miliar
rupiah} danfatay korporasi dikénakan pemberatan
1/3 dari denda pekaknya,

Dalam hal pelaku tidak melzksanakan kewajiban
pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat
41, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling
singkat S [lima) tshun dan paling lama 15 jlima belas)
tahun serta pidana denda.

14, Ketentuan . . .
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14. Ketentuan Pasal 24 diubah schingga berbunyi sebagai
berikuat:

(1]

(2]

I3

Pasal 84

Orang persesrangan yang dengan sengaja membawa
alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang,
memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan
hutan tanpa Pedzinan Berusaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf [ dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 1 (satu] tahun dan
paling lama 5 {lima) tahut atau pidana denda paling
sedikit Rp250.000.000 .00 [dua ratus lima puluh juta
rapiah] dan paling banvak Rp5.000.000.000,00 {lima
eniliac ruptah).

Orang perseorangan yang karena kelalaiannya
membawa alat-alat yang lazim dipunakan untuk
menebang, memotong, atau membelah pohon  di
dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 hurnf
dipidatta dengan pidana penjara paling singkat &
{delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serts
pidana denda paling sedikit REpl0.000.000,00
{sepuluh  juta rupiahl  dan  paling banyak
Rp1. 000 000 000,00 (sata miliar rupigh).

Korporasi yvang membawa  alat-alat yvang Pazim
digunakan wuntuk mentbang, memotong, atau
membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa
Perizinnan Berusaha sebagamana dimaksud dalam
Pasal 12 hurat F dipidana bagi:

4. pengurusnya dengan  pidana  penjara  paling
singkat 2 {dua) tahun dan paling lama L5 (lima
belas) tzhun dan pidana denda paling sedikit
Fp2 000 000.000,00 {dua mililar rmpizh) dan
paling banyak EplsS.000.000,00000 (ima belas
miliar mupiah); danfatan

b.  korporasi dikenai pemberatan 1/3 dar denda
pidana yang dijatuhkan,

13, Ketentuat . - .
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15. EKetentuan Pasal 25 dmbzh sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

2]

Pasal 55

Orang perseorangan yYang dengan sengajs membawa
alat-alat berat danfatau alat-alat lainnya vang lazim

atau patut  diduga akan digunakan  untuk
mengangkut hasidl butan di dalam kawasan hutan
tanpa Perizinan Berusaha sebagaimena dimaksud
dalam Pasal 12 huraf g dipidana dengan pidana
penjata paling smgkat 2 [dua) tahun dan paling lamma
10 (sepuluh) tahun atav pidana denda paling sedikat
Rp2.000.000.000,00 {(dua miliar rupiah) dan paling
banjyak Rpl0.000.000, 004,00 (sepuluh miliar mpiakh).

Korporasi yang membawa alat-alat berat dan/fatau
alat-alat lainnya yang lazim atau patur diduga akan
digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam
kawasan hutan tanpaa  Pecrnzinan Berusaha
sebagaimana dimaksud dalamm Pasal 12 hanul ¢
dipidana bagi:

4. pengurusiya pldana penjara paling singkat 5
{ima} tahun dan paling lama 153 (lona belas)
tahun dan pidana denda paling sedikit
RBps 00000000000 llime miliar rupiah) dan
paling banyak RplSs 00000000000 (lina belas
miliat rupiah); dan/atan

b. korporasi dikenai pemberatan 173 dan denda
mdana yang dijatubhban,

16. Ketentuan Pasal 92 divbah sehingga berbunyl sebagai
betilout:

(1)

Pasal 92
Orang perseorangan yang dengan sengaja.

a.  melalakan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan
Berusaha di dalam kawasan hutan scbagaimana
dimaksud dalam Pazal 17 avat (21 huraf Ty
dan fatan

b, membawa . . .
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b, membawa alat-alat berat danfatau  alat-alat
latnnya yang lazim atau patut diduga akan
digunakan untuk melakukan kegiatan
perkebunan danfatau mengangkut hasil kebun
di dalam kawazan hutan tanpa Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 ayat (2} huraf &;

dipidana dengan pidana penjara paling singlat 3
itiga) tahun dan paling lama 10 [sepuluh) tahun
dan/atau pidana denda paling sedikit
Rpl 500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta
rapiah} dan paling banyak RpS5 000 000 000,00 (lima
miliar mapiah).

Korporazi yang:

a. melalukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan
Berusaha di dalam kawasan hutan zebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) humi b;
danfatay

b. membawa alat-alat berat danfatan  alat-alat
lainnya yang Jazim atan patat diduga aken
digunakan untuk melalkuban kegiatan
perkebunan dan/artag mengangkat hasil kebun
di dalam kawasan butan tanpa Penzinan
Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 ayat |2} huruf a;

dipidana dengan pidana peénjara bag penpurusnya
paling singkat & {delapan) tahun dan palimg lama 20
[dua pulub) tahun serta pidana denda paling sedikit
Ep20.000.000.000,00 {doa puluh miliar rapiah) dan
paling banyak RpS0.000.000.000,00 (lima puluh
miliar rupiah) dan/atau bagi  korporasi  dikenal
pemberatan 1/3 dari denda pokoknys.

17. Ketentuan Paszal 23 dinbah schingge berbunyl sebagai

berikoat:

(1)

Pasal 93
Orang persecrangan yang dengan sengaja:

a. mengangkut . _ .
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mengangkut dan/fatau menerima bdpan hasil
perkebunan  yang  berasal  danp kegiatan
perkebunan di dalam kawaszan hutan tanpa
Perizminan  Berusaha sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 17 ayat |2 huruf c;

menjual, menguasai, memiliki, den/atau
menvimpan hasil perkebunan yang berasal dari
kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan
tanipa  Perizcinan  Berugaha — sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2] hurof d;
dan/fatau

membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil
kebun dar  perkebunan yang berasal  dar
kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan
tanpa Periziman Berusaha sebagaimana
dimakzud dalam Pasal 17 ayat (2} haruf e,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3
itiga) tahun dan paling Jama 10 {sepuluh) tahun atau
pidana denda paling sedikit Rp1.500.000,000,00 (satu
miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak
RpS.000.000.000,00 (lma miliar rapiah).

Orang perseorangan yang karena kelalalanmya;

a,

menganglut danfatay menerima titipan  hasil
perkebunan yang  berasal  dan kegiatan
perkebunan di dalam  kawasan hutan tanpa
Perizinan Beruszaha sebagaimana dimalsud
dalam Pasal 17 ayat (2] huruf c;

menjual, menguasai, memilika,  danfataw
menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari
kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan
tanpa Perizinan Berusaha sebagaimanz
dimaksud dalam Pasal 17 ayac (2} huaraf d
dan fatay

membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil
kebun dan perkebunan yang berasal  dan
kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan
tanpa Ferizinan Berusaha  stbagaitmana
dimaksud dalean Pasal 17 ayat (2) hurul =,

dipidana . . .
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dipidana dengan pidana penjara paling singkat |
(sanl] tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun atau
pidana denda paling sedikitc  Rpl00, 00000000
(seratus  juta  rupiah) dan  paling banyak
Rp1.002.000,000,00 (satu miliar rupiah).

Korporasi vang:

a2, mengangkut danfatan menerima titipan hasil
perkebunan vang  berasal dan  kegiatan
perkebunan di dalam kawasan hutzn  tanpa
Perizinan Berusaha schagaimana  dimaksud
dalam Pasal 17 ayat {2) huruf ¢,

b, menjuai,  menguasal,  memiliki, dan/atau
menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari
Kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan
tanpa  Penzinan  Berusaha — scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat () hurad d;
dan/Satau

<. membeli, memasarkan, dan/atay mengolah hasil
kebun dari perkebunan yang berasal  dari
kegiatan peritebunan di dalam kawasan hutan
tanpa  Penzmman Berusaha — sebagaimana
dimaksud dalam Pasal L7 ayvat (2) hurul e,

dipidana de¢ngan pidana penjara bagi pengurusnya
paling simghkat S (Lima} tahun dan paling lama 15 (lima
belas) tahun dan/atan pidana denda paling sedikit
Fpo O00.000.000,00 (lima miliar rupich) dan paling
banyak Rpls000.000.00000 |lima belas miliar
rupiah) danjatau korporasi dikenai pemberatan 173
dari denda pidana yang dijatuhlan.

18, Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pagal 06
Orang perséorangan yang dengan sengaja:

a.  memalaukan Perizinan Berusaha  terkait
pemanfaatan  hasil hutan  kayu dan/atag
penggunaan  kawasan  hutan  sebagaimane
dimaksud dalam Pasal 24 huruf a;

b menggunalkan . . .
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b. menggunakan Perizinan Berusaha palsu terlzait
pemanlaatan  hasil hutan kavu  danfatan
penggunaan  kawasan  hutan  sebhagaimana
cirnaksud dalam Pasal 24 huraf b, dan /atau

. memindahtangankan  atau menjual  Perizinan
Becrusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
29 huraf ¢,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1
{satu] tahun dan paling lama $ (lima} tahun serta
pidana denda paling sedikit EpS00.000.000,00 (lima
ratus  juta rupiah| dan paling  banyak
Ep2.o00.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta
tupiah).

borporasi vang:

a. memalsukan Ferizinan Berusaha terkat
pemanilaatan  hasil  hutan kaya  danfataon
pengeunaan kawasapn hutan  sebagaimana
dimaksud dalamn Fassl 24 kol a;

E.  menggunakan Perizinan Berusaha palsu terkait
pcmanfaatan  hasil hutan kayu dan/atan
penggunaan kawasan  huwtsn  sebapgaimana
dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/fetay

c.  memjndahtangankan atau menjual Perizinan
Berusaha sebagmimana dimaksud dalam Pasal
24 hurul ¢,

dipidana bagi:

1. pengurusnya dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 3 (lima) tahun dan paling lama 15
ilima belas) tahun serta pidana denda paling
gedikit Rp3.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
dan paling banyak Rpl5.000.000.000,00 {lima
belas miliar rupiahy).

2. korporasi dikenai pemoberatan 1/3 dari denda
prdena vang dijatuhkan.

19, Ketentuan . . .
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19, Ketentuan Pazal 105 dmbah sehingga berbunyi sebagan
beribul:

Fasal 105

Setiap pejabal yang:

(-

menerbitkan Perizinan Berusaha terkait pemanfazatan
hasil hutan kayu danfataun pengeunaan Kawasan
hutan i dalam kawasan hutan yang tidak zesu
dengan  kewenanpannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 huruof a;

menerbitban Perizinan Berusaha di dalam Kawasan
Hutarn danfataw  Perizinan  Berusaha  terkait
penggunaan kawasan hutan i dalam Kawasan hutan
vang tidak sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 28 huruf b;

melindungi pelaku pembalakan  liar danfatan
pengpunaan  kawasan  hutan  secara  tidak  sah
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 28 haruaf <;

ikut serta atag membantu kegiatan pembalakan liar
dan/atau penggunaan Kawasan hukan secara tidak
#ah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d;

melakukan permufakatan untul terjadinya
pembalakan  liar  dan/fatagy  penggunaan  kKawasan

hutan secars tidak sah sebagaimana dimalisud dalam
Pasal 22 hutrul e

menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan
tanpa hak sebagamansa dimaksud dalam Pasal 23
huruf I; dan fatan

dengan sengaja melakukan pembiaran  dalam
melaksanskan mgas sehingega terjadi bindak pidang
pembalakan lar dan/atau  pengrpunaan  kawasan
hutan secara tidak sab sebagaimana dimaksod dalam
Paszal 28 hueal g,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tahun dan paling lama 10 |sepuluh) tahun senia pidana
denda paling sedikit Rpl.000.000.000.00 jsatu nuliar
rupiah} dan paling banyak Rpl0.000.000,.000,00 {(sepuluh
miliar rupiahj.

20, Di antara . . .
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20, D antara Pasal 110 dan Pasal 111 disisipkan 2 {dua)
pasal, yakri Pasal 1104 dan Pasal 1108 sehungga berbunyi
sebagail benkut:

{1}

(Z)

()

i1

Pasal 1104

Betiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang
telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusgaha di
dalam kawasan hutan sebelum bedakunya Undang-
Undang ini yang belam memenuhi persyaratan sesuai
dengan ketentuan peraturatt perundang-undangan di
bidang kehutanan, wajib menyelesalkan persyvaratan
paling lambat 3 (tiga] tabun sajak Undang-Undang ini
berlalkoa.

Jika setelah lewat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya
Undang-Undang ini tidak menjyelesaikan persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1], pelaku dilkenai
sanksi administratil, herupa:

a. pembavaran denda administratil; dan/atay
L. pencabutan Perizinan Berusaha,

Ketentnan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi administratil dan tata cara pengrimaan negara
bukan pajak yvang berasal dari denda administratil
sebagaimana dimaksud pada ayat (Z) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Pasal 110B

Setiap  orang  vang melakukan  peélanggaram
sebagaimana ditnaksud dalarn Pasal 17 ayat (1] hural
b, hwruf ¢, dan/ataw huraf €, dan/atag Pasal 17 avat
{2) hurul b, hurul ¢, dan/atau hurul ¢, atau kegiatan
lam di kawasan hutan tanpa memiliki  Penzinam
Berusaha vyang ditakukan sebelum  berlakunya
Undang-Undang ini dikenai sanksi adrunistratf,
baripa:

a.  penghentian sementara kegiatan usabha;
b, pembayaran denda administatif; danyfatau
¢. paksaan pemerintah.

(2) Dalam . . .
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12) Dalam hal pelanggaran sehagaimana dimaksud pada
ayat (1} dilakukan ckh corang perseorangan yang
bertempat tingga! dr dalam dan/ataa di sekitar
kawasan hutan paling singkat 5 {limaj tahun secara
terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (hma)
hektar, dikecualhkan dan sanks: admimustratill dan
dizelesaikan melalui penataan kawasan hutan,

(3] Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi adrmimistratl dan tata cara petneritnasan negars,
bulkan pajak vang berasal dan denda admimstratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] diatur dalam
Peraturan Pemerintah,

Pasal 111 dibapus,

Paszal 112 dihapus.

Paragraf 5
Enargi Dan Sumber Daya Minseral

Pasal 38

Untuk memberikan kémudahan bagi masyarakat leratama
Pelaku Jsaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha
dari sektor Energt dan Sumber Dava Mmeral, Undang-
Undang im repgubah, menghapus, atau menetapkan
pengaturan barg beberapa ketentuan yang diabar dalam:

a. Undang-Undang HNomer 4 Tahun 2005 Ientang
Fertambangan  Mineral dan Batubara (Lembaran
Negara ERepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 4959 sebagaimana telah didbah  dengan
Undeng-Undang Nomor 3 Tahun 2020 entang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2002 tentang Pertambangan Minerg] dan Batabara
[Lembaran Negara Fepublik Indonesia Tahun 2020
Nomer 147, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Homor 6525);

b. Undang-Undang . . .
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L. Undang-Undang MNomor 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi [Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negars Republik Indonesia Nomor 4 152);

c. Undarng-Undang MNomer 21 Tahun 2014 tentang
Fanas Bumi {Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara
Republik [ndotiesia Nomor 55585); dan

d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 (entang
Ketenagalistrikan  (Lembaran  Negara  Republik
[ndonesia Tabwn 2009 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 5052).

Fasal 33

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia  Nomor  485%)
sebagaimans telah dimbah dengan Undang-Undang Nemot 2
Tahun 2020 kentang Perubahan Atas Undang-lindang Nomeor 4
Tahun 2000 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
iLembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indeonesia Nomor 6525]
diubah sebagai herikut:

1. D antara Pasal 128 dan 129 disisipkan | (satu} pasal,
vakni Pasal 1234 sehingga berbunyi sebagai berilout:

Pazal 128A

{1} Pelaku usaha yaig melakukan peningkatan nilai
tambah bata bara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 102 ayat (3}, dapat diberikan perlakuan tertentu
terhadap kewajiban penetimaan negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 123

i2) Pemberian perlakuan tertentu terhadap kewajiban

penerimaan négata sebagaimana dimaksuad pada ayat
{1) untuk kegiatan peningkatan nilai tambah batu
bara dapat berupa pengenaan royalti sebesar 0% {nol
persen).

131 Ketentuan . . .
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(2] Ketentuan lebih lanjut mengenai perlakuan terteniy
schagaimana dimaksud pada ayat {1) diatur dalam
Peratuiran Pamerintah.

Ketentuan Pasal 162 diubah schingga berbunyi sebagai
Berikuat:

Pazal 162

Setiap orang yarp merintangi atau mengganggu kegiatan
usaha pertambangan dati pemegang IUP, IUPK, IPE atau
SIPE yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana
ditnaksud dalam Pazal 36F huruf b dan Pasal 136 ayat (2
dipidana dengan pidana kurungan pabing lama 1 (satg)
tahun atau denda paling banyak Rpl00. 00000000
(seratus puta rapah).

Pasal 40

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2001 tentang Minyak dan Gas Bum {lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Momor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Neomor 4152) diubah
sebagai berdkut:

1.

Hetentuan Pasal 1 angksa 21 dan angka 22 diubah, dan
angka 23 dihapus sehingea Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimalksud dengan:

1. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa
hidrokarbon  vang dalam  kondisi  tekanan  dan
temperatur atmosfsr berupa fasa cair atau padat,
termaszuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan
bitumen yang dipercleh dari proses penambangan,
tetapi hidak  termasuk  batubara  atau  ndapan
hidrakarbon lain  yang berbentuk padat yang
diperoleh dari kegiatan yang tdak berkatan dengan
kegiatan usaha Minvak dan Gas Buma.

2. Gas . ..
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(Gas Bumi adalah hasil proses  alami berupa
hidrakarbon  yang dalam  kondisi tekanan dan
temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh
dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.

Minvak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas
Bumi.

Bahan Bakar Minyak adalah behan bakar vang
berasal dan/atau diclah dari Minyak Bumi,

Fuags  Pertambangan adalah wewenang  vang
diberikan Negara keépada Pemerintah  untuk
menyelenpgearakan kegiatan Eksplorasi dan
Eksploiras.

Survel Umum adalah kegiatan lapangan vang melipuati
pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang
berhubungan dengan informasi kondisi geologi untuk
memperkirakan  letak dan potensi sumber dava
Minyak dan Gas Bumi di luar Wilayeh Kerja.

Kegiatarp Usaha Hulu adalah k#gpatan usazha yang
berintikan atav bertumpu pada kegiatan usaha
Eksplorasi dan Eksploitasi.

Eksplorasi adalah  kematan vang  bertujvan
mempercleh  informasi mengenai kondisi geolom
untuk  menemukan dan  memperoleh  perkiraan
cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kena
vang ditentulkan.

Ekaploitas: adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan
untuk menghasilkan Minvak dan Gas Bumi dar
Wilayah Kerja yang ditentukan, vang terdiri atas
pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan
sarana penganglutan, penvimpanan, dan pengelahan
unik pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas
Bumi di lapangan serta hkegiatan  lan yang
mendukungna.

Kegiatan Usaha Hilir adalaly Kegiatan usaha yang
berintikan atau bertumpu  pada  kegiatan  usaha
Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau
Niaga,

11. Peopolahan . . .
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Pengolabian adalaly Kegiatan memurnikan,
memperoleh bagian-bagian, mempettinggi mut, dan
memnpertinggl nilar tambab Minyak Bum danfatau
Gas  Buru, tetapn tidak  rermasuk  pengolahan
lapangan.

Pengangkutan adalah kegiatan pemindabhan Minyak
Bumi, Gas Bumi, danjatau hasil olahanoya dari
Wilavah Kerja atan dad tempat penampungan dan
Pepgolahan, termasuk  pengangkutan Gas Bumi
melalui pipa transmisi dan distribusi,

Penyimpanan adalah Lkegiatan pPeTErimaan,

pengumpulan,  penampungan, dan pengeluaran
Minvak Bumi danfatau Gas Bur,

Niags adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor,
impor Minyak Bumi danfatau  hasil olahannya,
termasuk Niaga Gas Bumil melalun pipa.

Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalah
seluruh  wilayah daratan, peraoan, dan landas
kontinen Indonesia.

Wilavah EKerja adalah dasrah tertentu di dalam
Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk
pelaksanaan Eksplorasi dan Elksploitasi.

Bardan Uszaha adalah perusahaan berbentuk badan
hukum yang menjalankan jenis usalia betrsifat tetap,
terus-menerus dan didizikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan vang berlabu serta bekerja dan
berkedudukan dalam  wilayah HNegara Kesatuan
Republik Indonesia.

Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang
didirikan dan berbadan hukum di lnar wilayah
Megara Kesatuan Republik Indonesia vang melakukan
kegpiatan di  wilayah Negare HKesatuwan Republik
Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-
vndangan yang berlaku d1 Republik Indeniesia.

Kontrak Kerja Sama adalah Kentrak Bagi Hasil atau
bentuk lontrak kerja sama lain dalam kegiatan
Eksplorasi dan Ek=ploitasi vang lebih
menguntungkan Megara dan hasilnya dipergunakan
untuk sebesar-besar kemalonuran ralkiyat.

20 1zin . . .
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lzin Usaha adalah izin yvang diberikan kepada Badan
Usaha untui melaksanakan Fengolahan,
Pengangkutan, Peoyimpanan, dat/atau Miaga dengan
tujuan mempercleh keuntungan dan fatau laba.

FPemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yaong dibantu oleh Wakil Presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik I[ndeonesia Tahun
1945,

Femerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsar  penyelenggara Pemenntahan Daerah  yang
memimpin pelaksanaan vrisan pemerintaban yang
menjadi kewenangan daerah otongim.

Dihapus.

Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuic
untuk melalukan  pengaturan dan  pengawasan
terhadap penyediaan dan pendistribusian  Bahan
Bakar Minyak dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha
Hilir.

Menteri adalah menteri vang bidang tugas dan
fanggung jawaboya meliputi Kegiatan usaha Minyak
dan Gas Bumi.

Ectentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikout:

{1}

(2]

(30

Pasal 4

Mmmyak dan Gas Bumi sebagai sumber dava alam
strategis tak terbarukan yang terkandung Jdi dalam
Wilayah Hukum Pertambangan [ndonésia merupakan
kekayaan nasicnal yang dikuasai oleh negara.

Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] diselenggarakan olh Pemerintah Pusat
melahun kagiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagsimana
dimaksud pada ayat {2) terdiri atas Kegiatan Usaha
Hulu dan Kegiatan Usaha Hilit,

2, Ketentuan . . .
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kKetentuan Pasal S diubah sehingga berbunyi  sebagai
berilout:

{1)

(2}

{3

i<

Pasal 5

Kegiatan uzaha Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan
berdasarkan Perizinan Berusaha dar Pemerintah
Pusat.

Kegiatan usaha Minyak dan Gasz Bumi terdiri atas:
a. Hegiatan Usaha Hulu; dan
b.  Kegiatan Usaha Hilir

Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimalsud pada
ayat {2) huraf a terdini atas;

a. Eksplorasi; dan
b.  Eksploitasi,

Kegiaten Usaha Hilir sebagaimana dimaksud pada
avat 2) hural b terdin atas:

4. Penpolahan,

b Penganghkutan;

. Penyimpanan; dan
d MNiaga.

Ketentwan Pasal 23 diubah schingga berbunyi sebagai
berikut:

1]

(2

Pasal 23

Kegiatan Usaha Hilit sebagaimana dimaksud dalam
Pasal § ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh
Badan UJsaha setelah memenubi Perizinan Berusaha
dari Pemerintah Pusat.

Badan Usaha yang memenuhi Penzinan Berusaha
scbagaimana dimaksud pada ayat {1} dapat
melakulan Kegiatan usaha:

a.  Pengolahan;
b Pengangkuatan;
C. Fettvitpanan; danfacau
d Mizga.
(-3 Perizminan . . .
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{3} Pernzinan Berusaha vang tetah diberikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan
sesuai dengan peruntukan kegiatan usahanva,

(4] Permohonan  Penzinan Berusaha  sebapaimana
dimnaksud pada ayat (I) wajib dilakukan dengan
mengeunakan sistem  Perizinan Berusaha secara
elekironik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.

Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 digisipkan 1 (satu) pasal,
vakni Pasal 224 sehingga berbunyi sebagai berkut:

Pasal 234

{1} 3Setiap orang yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir
tanpa Perizinan Beruzaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23, dikenai sarksi administratil berupa
penghentian vsaha  danfatau  kegiatan, denda,
dan/atan paksaan Pemerintah Pusat.

(2] Ketentuan lebih lanjut mengenai  kriteriz, jenis,
bezaran denda, dan tata cara pengenasn  sanksi
adtnitinstratil diatur dalam Peraturan Pemenntah.

Ketentuan Pasal 25 diubab zehingea berbuny sebapgai
Berikouat:

Faaal 25

{1} Pemerintah Pusat dapat  memberikan  sanksi
administrati{ terhadap:

a. pelanggaran  salah  satu persyaratan  yang
tercantum dalam Perizinan Berusaha; dan/fatau

k. ketidakterpenuhinya persyaratan VaIE
ditetapkan berdasarkan Undang-Undang ini.

{Z) EKetentuan lebibh lanjut mengenai tata cara pengenaatt
Sanksi administratil sebagaimana dimaksud pada
avat (1) diawur dalam Peratutan Pamerintah.

T. Retentuan . . .
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hetentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikout:

Pasal o2

Sefiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atawn
Eksploitasi tanpa memiliki Perizinan Berusaha atan
Kontrak Kerja Sama dipidana dengan pidana penjara
paling lama 6 {enam) tahun dan denda paling tinggi
Rp&0_ 000 000 000,00 (enatm puluh miliar rapiah).

Eetentuan Paszal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 533

Jika tindakan sebogaimana dimalksud dalam Pasal 234
mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap
kesehatan, keselamatan, danfatan lingkungan, pelaku
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (limal
tahun atau denda paling tinggi RpS0.000, 000, 000,00 (lima
pulubl miliar napiah).

ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbanyi sebagai
beriloat;

Pasal 55

Jetiap orang yang menvalahgunakan FPenganglutan
danfatau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar pas,
danfatau  figuefied petroleum gas  yang  disubsidi
Permmeninitah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6
(#narm) tahun dan danda paling gl
Ep&0.000.000.000,00 (enam puluh miliar cupiah).

Pasgal 41

Beberapa ketentuan datam Undang-Undapg Nomor 21 Tahun

tentang Panas Bumi (Lembaran Megara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran
Megara Republik Tndonesia Nemor 558%) diubah  sebaga
berikut:

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Paszal 4 . _ .
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Pasal 4

Panas Bumi merupakan kekayasn nasional vang
dikuasai olth negara dan  dipergunakan untak
sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Penguasaan Panas Bumi oleh ncgara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diselengparakan oleh
Femerintah Pusat, Pemenintah Diaerah provins, dan
Pemerintah Dacrah kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangannya dan berdasarkan prinsip
pemaniaatan,

Ketentuan Pasal § diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

2

Pazal &

Penyelenggaraan Panas Bumi oleh Pemerintah Pusat
sebagaimena dimaksud dalam Pasal 4 ayat [2)
dilakukan terhadap:

a. Panas Bumi untuk Pemanfaaton Langzung yang
berada pada:

1. lintas wilayah provinsi termasuk Eawasan
Hutan produks1 dan Eawasan  Hutan
lindung;

2. Kawazan Hutan konservasi;
3.  kawasan konservasi di perairan; dan

4.  wilayah laut }bih dari 12 {dua belas) mil
divkur dari gans pantai ke arah laut lepas
i selurah Indonesia

b.  Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
vang berada di =eluruh wilayah Indonesia,
termasuk Kawasan Hutan produksi, Kawssan
Hutan lindung, Kawasan Hutan konservasi, dan
wilayah laut.

Penyelenggaraan Fanas Bumi oleh Pemerintah Daerah
provinsl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2] sesual dengan norma, standar, prosedur, dan
kritetia yang ditetapkan oleh Pemenntah  Pusat
dilakukan untuk Pemanlaatan Langsung yang berada
pada.

a. lintas . . .
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a. lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu
provinsl, termasuk Kawasan Hutan produksi dan
Kawasan Hutan indung; dan

. wilayah laut palme jauh 12 iduza belas) mil
dimlour dari garis pantai ke arah laut lepas
dan/atau ke arah peratran kepulavan,

Petivelenggaraan Panas Bumi olsh Pemerintah Dacrah
kabupatenikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (2] sesva dengan norma, standar, prosedur,
dan knteria vang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat,
dilakukan untuk Pemanfaatan Langsung yang berada
pada:

a. wilayah kabupaten/fkota, termasuk Rawasarn
Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung.
dan

b.  wilayah laut paling jauh 1/3 (sata per tiga) dari
wilayah laue kewenangan provinsi.

Ketentuan Pasal & diwbah s=hingga berbunyi sebagai
Benkut:

Pagal &

Kewenangan Pemerintah Pusar dalam penvelenggaraan
Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal & avat (1)
meliputi:

a.

L
C.
d

A

pembuatan kebijakan nagional;
pengaturan di bidang Panas Bumi,
Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi;

pembugatan notma, stabdar, pedoman, dan kritena
untuk kegiatan penpusahaan Panas Bumi untuk
pemanfaatan langsung;

pembinaan dan pengawasan;

pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi
Fanas Burni;

miventarisasl dan penyusunan neraca sumber daya
dan ¢adangan Panas Bumi;

pelaksanaan Eksplorasi,  Ekspleitasi,  dan/atau
pemarnfaatan Panas Butsi, dan

L pendorongan .. .
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1. pendorengan Kegiatan penelibian, pengembangsn, dan
kemampuan perckayasaan.

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut-

Pasal 7

Eewenangan  Pemerintah  Daerah  provinsi  dalam
penyelenggaraan Panas Bumi ssbagaimana  dimaksud
dalam Pagal & ayat {2) dilaksanakan sesual dengan norma,
standar, prosedur, dan kriteria vang ditetapkan olsh
Pemerintah Pusat meliputi

a.  pembentukan peraturan perundang-undangan daerak
provinsi di bidang Fanas Bumi untuk Pemanfaatan
Langsung;

b. pembenan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan
langzung pada wilayah yang menjadi kewenangannya;

¢.  pembinaan dan pengawasan;

d.  pengelolaan data dan informasi geologi scrta potensi
Fanas Bumi pada wilayah provinsi; dan

e. inventarisasi dan penyusunan necraca sumber daya
dan cadangan Panas Bumi pada wilayah provinsi.

Eetentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai
beriloat:

Pasal 8

Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kola dalam
penyelenggaraan Panas Bumi sebagaimana dirmaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan norma,
standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat. meliputy:

a. pembentukan peramiran perundang-undangen daerah
kabupaten/kota di dang Panas Bumi untuk
Pernianfaatan Langsung;

b. pemberian Penizinan Berusaha terkait pemanfaatan
langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya;

2. pembinaan dan pengawasan,

d.  pengelolaan data dan informasi geologi sérta potensi
Panas Bumi pada wilayah kabnpaten /Kota; dan

. itwentansast . . .
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inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya
dan cadangan Panasy Bum  pada  wilayah
kabupaten/ kora.

Ketentuan Paszal 11 diubah sehingga berbunyi sebaga
berikut:

Pasal 11

i1} Sedap Crang yvang melakukan pengusahaan Panas

(2

3

Bumi untuk Pemanfaatan Langsung sebagaimana
dimaksud dalam Paszal 9 ayat (1) huruf a wajib
terlebih dahulu memiliki Perizinan Berusaha terkait
Pernanfaatan Langsung.

Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan langsung
sthagaimana dimeksud pada ayat (1) diberikan clsh
Fernerintah Pugat untuk Pemanfaatan Langsung vang
berada pada:

a. lintas wilavah provinsi, termasuk  Kawasan
Hutan produksi dan Kawagsan Hutan lindung;

b.  Kawasan Hutan konservasi;
kawasan konservasi di perairan; dan

d.  wilayah laut lebih dari 12 (dua, belas) mil diukur
dar gariz pantai ke arah laut lepaz di seluruh
Indonesia.

Penizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Langsung
scbagaimana dimaksud pada ayat {1 diberikan oleh
pubernur sesuai dengan norma, standar, prosedur,
dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
untuk Pernanfaatan Langsung vang bearada pada:

a.  lintas wilayah kabupaten/kota dalam  satu
provinsi, termasuk Kawasan Hutan produksi dan
kawasan Hutan lindung; dan

b.  wilayah laut paling jauh 12 {dua belas] mil
diwkur dari garis pantai ke arzh laut lepas
dan/atau ke arah pérairan kepulavat.

{#4) Perizinan . . .
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(4} Periziman Berusaha terkant Pemanfaatan Langsung
stbagaimana dimaksud pada avat (1) diberikan oleh
bupati/wali kota gesual dengan norma, standar,
prozedur, dan krittda yang ditetapltan  eleh
Pemerintah Pusat untuk Pemanfaatan Langsung yang
berada pada:

a, wiayah kabupatenfkota, termasuk Kawasan
Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung;
dan

b. wilayah laut paling jauh 1/3 {satu per tiga} dari
wilayah laut kewenangan provinsi.

{3} Perizinan Berusaha terkait Pemanfsatan Langsung
sehagaimana dimaksud pada ayat (2), avat {3), dan
ayat (4] dibenkan berdaszarkan permohenan dao
Setiap Urang.

(6l Perzinan Berusaha terkait Pemanflaatan Langsung
diberilcan  setelaly  Setiap  Orang sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) mendapat persstujuan
lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pelindungan dan
pengelolaan linghkungan hidup.

Pasal 12 dihapus.
Fasal I3 dihapus.
Pasal 14 dihapus.

Ketentuan Pasa! 15 diubah sehingga barbunyl sebagai
berilout:

Pasal 15

Ketentwan lebih lanjut mengenai norma, standat, prosedur
dan knteria pengusahaan Panas Bumi untuk Pemaniaatan
Langsurg sebagaimana dimaksud dalsm  Pasal 11,
termasuk harga energi Panag Bumi, diatur dalam
Peraturan Pererintah,

11. Ketenbaan . . .
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Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 23

(1) Badan Usaha vang melakukan pengusahaan Panasg
Bumi untuk Peémanfaatan Tidak  Langsung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 avat [1) huraf
b wajib  terlebibh  dahulu memenuhi  Perizinan
Berusaha di bidang Panas Bumi.

(2] Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi
sebagaimana dimalkisud pada ayat (1) diberikan oleh
Pemarintah Pusat kepada Badan Usaha berdasarkan
haszil penawaran Wilayah Kerja.

{3} Ketantuan lebih lanjut mengenal pemberian Perizinan
Berusaha di wdang Panas Bumi untuk Pemanfzatan
Tidak Langsung diatuer dalam Peraturan Pemenntah.

Retentwan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikuat;

Pasal 24

Dalam hal kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk
Pemanfaztan Tidak Langsung berada di Kawasan Hutan,
pemegang Perizinan Berusaha terkait Panas Bumi wajib
memenuhi Perizinan Berusaha di bidang kehutanan sesyai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangath.

Pasal 25 dihapus.

Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagal
berikut-
Pasal 35

i1y Pemerintah Pusat  dapat  mencabut  Perizinan
Berusaha di bidang Panas Bumi stbagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 hurof ¢ jika pelaku usaha
th bidang Panas Bumi:

a mclakukan . ..
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a. melakukan pelanggaran kthadap salah saty
ketentuan  vang tercantum  dalam  Perizinan
Berusaha di bidang Panas Bumi; dan/fatan

b, udak memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(21 Sebelum  melaksanakan pencabutan  Perizinan
Berusaha di dang Panas Bumi  sebagaimana
dimaksud pada avat {1), Pemerintah Pusat terlebih
dahulu memberikan kesempalan dalam jangka walitu
& [enarm) bulan kepada pelaiku usaha 4] bidang Panas
Bumi wntuk mémenuhi kewajiban sesuvai dengan
ketentuan yang dlatur dalam Undang-Undang ini.

Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai
brerikout:

Pagal 37

Pemerintah Pusat dapat membatallzan Perizinat Berusaha
di bidang Panas Bumi sebagaimana dimalisud dalam Fasal
33 hurul 4 jika;

a. Pelaku usaha di bidang Panas Bumi memberikan
data, informasi, atau keterangan yang tidak benar
dalam permchonan: atau

b.  Perizinan Beruzaha di bidang Panas Bumi dinyatakan
batal berdasarkan putusan pengadilan.

Keteniuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai
berlout;

Paszal 24

{1} Dalam hal Perizinan Berusaha di hidang Panas Bumi
berakbur karena alasan sebagaimana dimaksud dalam
Paszal 33, pelaku usaha di bidang Panas Bumi wajib
memenuhi dan menyelesaikan segala kewsjibannya
sesual  dengan  ketentuan peraturan  perundang-

undangar.

(Z2) Kewajiban . . .
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Hewajiban pelaku usaha di bidang Panas Bumi
sebagaimana dimaksud pada avat (1} dinyatakan
telah terpenuhi setelah mendapatkan  persetujuan
dati Pernarintah Pusat.

Femerintah Pusat menetapkan peractujuan
pengakhiran Perizinan Berusaha di bidang Panas
Burm sstelah pelaku usahza di bidang Panas Bumi
melaksanagkan  pemuliban funegsi  lingkungan  di
Wilayah  Kerjanya  serta  Kewsajiban  lainnya
sebagaimana dimaksud pada avat [1).

Ketentuan Pasal 40 diubah schingga berbunyi sebagai
berikur

I

2]

[

Pasal 40

Badan Usaha pemegang Perizinan Berusaha di bidang
Panat Bumil vang melanggar atau tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 11,
Pasal 20 ayat (2], Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1)
atal ayat (2}, Pasal 27 ayat (1) atau ayat (3], Pasal 31
ayat (3], atau Pasal 32 ayat [2) dikenai sanksi
adminstratil.

Banksi administratil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] berupa;

a, peringatan tertulis;

b.  penghentian sementara seluruh kegiatan;
¢,  denda administrazi; danfatau

d.  pencabutan Perizinan Betusaha.

Eetentuan lebih Janjut mengenai  kriteria, jens,
bezaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administeatl sebagaimana dimalksud pada ayat (2)
diatur dalam Peraturan Pemetintah.

Ketentnan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikui:

Paszal 42 _ . .
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Pa=3l 42

Dalam hal ekan menggunakan bidang-bidang tanah
negara, hak atas wanab, canah ylayat, dan/atau
Kawagan Hutan di dalam Wilayah Kerja, pemegang
Perizinan Berusaha terkait pemanfzatan langsung
atau pemnegang Perizinan Berugaha terkait panas
burmn harus terlebih dahulu melakukan penyelesaian
penggunaan lahan dengan pemakai tanah di atas
tanah negara atau pemegang hak atau Perizinan
Eerusaha di bidang kehutanan sesuvai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pemenntah Pusat melakulkan Elesploras:
untuk menctapkan Wilayah Kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1}, sebslum
melakulan Eksplorasi, Menter melabkukan
penyelesalan  penggunaan lahan dengsn  pemakai
tanah di atas tanall negara atan pemegang hak gtay
Perizinan Berusaha di bidang kehutanan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyslesaian sebagaimana dinaksud pada ayat (1)
dan avat (2) dilakakan secara musyawarah dan
mufakat dengan cara jual beli, tukar-menukar, ganti
rugl yang layal:, pengakuan, atal bentull penggantian
lain kepada pemakai tanah di atau tanah negara atau
pemegang halk.

Dalam hal kegiatan pengusahasn Panas Bumi
dilakukan oleh badan usaha milik negara yang
mendapat  penupgasan  khusus  dari Pemerineah,
penyediaan tansh dilaliukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Ketentuan Pasal 42 diwbabh sehingea berbunyl sebagai
berikut:

1)

Fasal 432

Pemegang Perizinan Bernisaha terkait Pemanfaatan
Langsung atau Pemegang Perizinan Berusaha terkait
Panas Bumi sebelum melalukan pengusahaan Panas
Bumi di atas tanah negara, hak gtas tanah, tanah
ulayat, danfatau Kawasan Hutan hamgs:

a. mempetlihatkan . .
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a. mempetlihatkan:

1. Perizinan Berazahs terkait Pemanfaatan
Langsung atay salinan yang sah; atau

2. Penzinan Berusaha terkait Panas Bumi atau
salinan yang sah,

L. memberitabhukan maksud dan tempat kegiatan
yang akan dilakukan; dan

o melalukan  penyelesajan ataw jaminan
penyelasaian yang disetujui oleh pemakai tanah
di atax tanah negara danfatau pemegang hak
sebagaimana dimalcsud dalam Pasal 42,

{2} Jika  pemegang  Perizinan  Berusaha | terkait
Femanfaatan Langsung atau pemegang Penzinan
Berusaha  tetkail Panmas Bumi  telabh  memenuhs
ketentuan  scbapaimana dimmaksud pada ayat (1),
pé¢makai tanah di atas tanah negara danfatau
pemegang hak wajib mengizinkan pemegang Perizinan
Berusaha terkait Pemanflaatan Langsung atau
pemegang Perizinan Berusaha terkait Panaz Bumi
untuk melaksanakan pengusahaan Panas Bumi di
atag tanah yang bersangkutan.

20. Hetenmtuan Pasal 45 diubah schingga berbunyi scbagai

21,

berikut.;
Paxal 45

Settap Crang dilarang menghalangi atau  merintang
pengusahaan Panas Bumi yang telah memegang Perizinan
Berusaha terkait Panas Bumi dan telah menyelesaikan
kewajiban sebagaimana dimalksud dalam Pasal 42.

Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi scbagai
berikut:

Pasgal 47

Pelaku usaha Pemanfaatan Langsung berhak melakukan
pengusahbasn  Panas Bumi sesuai dengan  Perizminan

Berasaha yang diberikan.

22, Keteptuan . . .



3K No 93073% A

PRESIDEH
REFUBUE INDOMNESIA

- 239 -

22 Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebaga

23

24.

berikut:
Pazal 45
Pelaku usaha Pemanfaatan Langsung wajib:

4. memahami dan menaati peraturan  perundang-
undangan di bidang keselamatan dan keschatan kerja
serta pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
dan memenuhi standar vang berlaku;

b. meclakukan pengendalian pencemaran  danjatan
kerusalan lingkungan hidup yang meliputi kegiatan
pencegahan, penanggpulangan, dan pemulihan fungsi
lingkungan hidup.

Ketentuan Pasal 4% dmbab sehingga berbunyl sebagai
berikut:

Faggl 49

Pelabu usaha Pewmanlaatan Langsung wajib memenuhi
kewajiban berupa:

a. pajak daerah; dan
b.  retribusi daerah.

hetentwan Paszl 50 diubah sehingga berbunyi sebapai
Berikuat

Fasal 50

(1] Setiap Orang yang melakukan pengusahaan Panas
Bumm wuntuk Pemanfaatan Langsung yang tidak
memenuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 hurnif g atau burul b atau
Paszal 49 dikenai sanksi administratif,

121 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud  pada
ayat (1) berupa:
a. peringatan tertulis;

k. penghentan . . .
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b. penghentian  sementara  seluuh  kegiatan
pengusahaan Panas Bumi untak Pemanlaatan
Langsung: dan/fatau

€. pencabutan Penzinan Berusaha,

Eetentuan lebih lanjut mengenat tata cara pengenaan
sanksi administratl sebagaimana dimaksud pada
avat (1) dan ayat (2] diator dalam  Peraturan
Pernermtah.

- Ketentuan Pasal 56 diukah sehingga berbunyi sehagai

berikut:

(1

(2)

(.3)

Pazal 55

Badan Usaha pemegang Perizinan Berusaha di bidang
Panas Bumi yang melanggar atau tidak memenuhi
ketentuan sebagaitnana dimaksud dalam Pagal 52
ayat (1) hurul b, huraf ¢, hural d, boruf g, huru! b,
huraf i, atauw haeul j, Pasal 53 ayat (1), atau Pazal 54
ayat {1] atau ayat (4) dikenai sanksi administratil.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) berupa:

a, peringatan eriulis;

b.  penghentian  sementara  selambh kegiatan
Eksplorasi,
L. Eksploitasi, dan pemanfaatan; danfatau

d. peocabutan Perizinan Berusaha,

Ketentuan lebih lanjut mengenai kritena, jenis,
besaran denda, dan tata cars pengenaan sanksi
administratf sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dalam Peratiran Pemerintah.

Hetentuan Pasal 5¢ diubabh sehingga berbunyl scbagai
berikut:

Pasal 539 . .
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Pasal 59

(1) Pemerintah Pusat melaknkan pembinean  dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan Panas Bumi
untuk Pemanfaatan Langsung.-

2] Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan Panas Bumi  untuk
Femanfaatan Langsung diatur  dalam  Peraturan
Pemenntah,

Pasal 69 dihapus.

Kmtentuan Pasgel] 67 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Paszal 67

Setiap Orang yang dengan  sengaja  melakukan
pengusahaan Panas Bumi uptuk Pemanfaatan Langsung
tanpa Perizinan Berasaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (1) yang mengakibatkan timbulnya
korban [ kerusakan  keséehatan, lkeselamatan, dan/fatau
lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2
{duaj tahun atan pidana  denda  paling  banyak
Rp. 000,000, 000,00 (enam miliar rupiah).

. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyt sebaga

berikut:
Pasal &8

Setiap Orang yang memiliki Perizinan Berusaha terkait
Pemanfazatan Langsung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (1] yang dengan sengaja melakulian
pengusahiaan Panas Bumi untuk Pemanlaatan Langsung
tdak pada lokasi wyang ditetapkan dalam Perizinan
Berusaha VAR mengakibatkan ambuinya
kerhan/kerusakan kesehatan, kegelamatan, datfatau
lingkungan. dipidana dengan pidana penjara paling lama 2
{duaj tahun 6 {enam) bulan atau pidana denda paling
banyak Rp? 000.000,.000,00 (tujuh miliar cupiah).

30. Katatytuion _ ..
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Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai
berkut:

Pasal &4

Setiap Orang yang dengan sengaje  melakukan
petguzahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung
vang tidak sesuad  dengan peruntuliannya,  Yang
mengakibatkan ambulnya korban/kerusakan terhadap
keschatati, Leselamatan, dan/atau lingkungan dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 [tiga) tahun atau
pidana denda paling banyak Rpl0.000.000.000,00
isepuluh miliar rupiah).

Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebaga
benkul:

Pazal 70

Badan Usaha pemilik Perizinan Berusaha di bidang Panas
Bumi vang dengan sengaja melalukan  Eksplorasi,
Fkzploitasi, danfatau pemanfaatan bukan pada Wilayah
herja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 avat (2}
dipidana dengan denda paling banyak
Rp70.000,000.000,00 {tuwjub pulub milisr rapiah).

Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagal
beriloat:
Fasal 71

Badan WUsaha vyang dengan sengaja  melakukan
pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak
Langsung tanpa Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1] yvang
mengakibatkan  timbulnya korban/ kerusakan terhadap
kesehatan, keselamatan, danfataw lingtungan dipidana
dengan pidana denda paling banyak RpS0.000.000,000,00
(ima puiuh miliar ragiah).

Ketepntuan Pasal 72 diubah schingga berbuny sebagai
Berilout:

Fasal 72 ...
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Pazal 72

Badan Usaha pemilik Perizinan Berusaha di bidang Panas
Bumi vang dengan sengaja menggunakan  Perizinan
Berusaha di bidang Panas Bumu tidak sesuai dengan
perantukannya sebagaimana ditnaksud dalam Pasal 26
aval [1) dipidana dengan pidana denda paling banyak
R 100000 000 000,00 {seratus miliar ropiah)

Ketentuan Pasal 73 diubah sshingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 73

Settap (rrang yang dengan sengaja menghalangi awau
merintangi pengusahaan Panas Bumi terhadap pemegang
Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi sebagaimana
dimaksud dalam Pazal 46 dipidana dengan pidana pénjara
paling lama 7 (tujuhl tahun atsw pidana denda paling
banyak Rp70.000.000, 000,00 (tujuh puluh miliar rupiah),

35. Pasal T4 dihapus.

Pazal 42

Bebecrapa ketentuan dalam Undang-Undang Nemor 30 Tahun
20049 terntang ketenagalistrikan {Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahup 2009 Nomor 133, Tambahan lembaran
Megara Republik Indonesia MNemer 50520 diubah  sebagai
berikuc:

1.

Ketentuan Pasal 1 angke 10, angka 12, angka 15, dan
angka 16 diubah, serta angka 11 dihapus s¢hingga Pasal |
berbunyi sehagai berikut:

Paszal |
Dalam Undang-Undang ini vang dimaksud dengan:

1. Ketenagalistriken adalah  segala sesuama yang
menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga
listrik sarta ugsaha penunjang tenaga lisoik.

2 Tenaga . -
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Tenaga listrik adaleh suatu bentuk energi sebunder
Yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan
didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi
tidak meliputi listrik yang dipakal untuk komunikasi,
clektronika, atau isyarat.

Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan
tenaga  listrik  meliputi  pembangkitan,  transmisi,
distribusgi, dan penjualan tenaga listtik kepada
konsumen,

Pembangkitan tenaga  listrile adalahb kegiatan
memprodubsi tenaga listrik.

Transmisi tenags listrik adalah penyaluran lenaga
listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke
konsumen, atau  penyaluran tenaga  listrik
antarsistem,

Distnbusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga
listrik dari sistem transmisi atau dan pembangkitan
ke konsumen,

Konsumen adalah setiap orang atau badan yang
membeli tenaga bstrik dari pemegang izin usaha
penyediaan tenaga listrik.

Usaha penfualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha
penjualan tenaga listrik kepada kensumen.

Rencana umum  ketenagaliscrikan adalah  rencana
pengembangan sistem penyediaan tenaga listrk yang
meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan
distribusi  tenaga listrik yang diperlukan untuk
memenuhi kebutuhan tenaga listrik.

Perizinan Berusaha terkait ketenagalistrikan adalah
perizinan untuk melakukan  kegiatan  usaha
penyediaan tenaga lisoik untuk Kepentingan umurm,
usaha penyedidan ténaga listrik untuk kepentingan
sendivi, dan/atauw usaha jasa penunjang tenaga
listrik

Dihapus.

12, Wilayah . . .
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Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan
Pemenmntah Pusat sebagal tempat badan usaha
melakukan wusaha distribusi dan/ataw  penjualan
tenaga listrik.

Ganti rogi hak atas tanah adalah pengeantian atas
pelepasan atau penyerahan hak atas tanah beribogr
bangunan, tanaman, danfatan benda lain yang
terdapat di atas tanah tersebut,

Kompensasi adalah pemberian sejumlah vang kepada
pcmegang  hak  atas  tanah  berikut  bangunan,
tanaman, dan/atav benda lain vang terdapat di atas
tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan
secara  tidak langsung  untuk  pembangunan
kKetenagalistrikan tanpa dilalukan plépasan atan
penyerahan hak atas tanah.

Femerintah Pusat adalakh Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintah  negara
Fepublik Indonesia yvang dibantu cleh Wakil Presiden
dan menteri sehagaimansa dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
194 5.

Pemerintah Daerzh adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintaban Daerah  yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Menteti adalab menteri yvang membidangi urusan
ketenagalistrikan,

Setiap orang adalah orang persecrangan atau badan,
bask wang berbadan hukum maupun yang bukan
berbadan hukum.

Ketentuan Pasal 3 dinbah sehingga bérbunyi  sebagai
berikut:

Pazal 3 . ..
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Pasal 3

{1} Penyediaan tenaga bhstnk dikuasal cleh negara vang
penyelanggaraannya dilakukan oleh Pamerintal Pusat
dan Pemerntah Daerah  berlandaskan pnnsip
gtonpnu  dasrah  sesuai dengan norma, standar,
progedur, dan  kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

(2] Untuk penvelenggaraan penyediaan tenaga listnik
zebagaimana dimalkisud pada ayat (1), Pemerintah
Pusat dan Pemerntah Daerah  sesual dengan
kewenangannya menstapkan kebijakan, pengaturan,
pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan
tenaga listrik,

3. EKetentuan Pasal 4 diubah schingea berbunyi sebageal
bernkut:
Paszal 4
i1l Pelaksanean usaha penyediaan tenaga hstrik oleh
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah scsuai
dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar,
prosedur, dan  kriteria  yang ditetapkan  oleh
Pemerintah Pusat dilakukan cleh badan usaha milik
negara dan badan usaha rmlik daerah.

i2] Badan wsaha swasta, koperasi, dan swadaya
masvarakat dapat berpartisipasi dalam usaha
penyediaan tenaga listrik.

i3) Untuk peoyediaan tenaga  listrik  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah menyediakan data untul

a. kelompok masyarakat tidak mampu;

b. pembangunan sarana penyvediaan tenaga listrik
4i daerah yang belum berkembang,

c. pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil
dan parbatasan; dan

4. pembangunan listrile perdesaan.

{4) Ketentuan . . -

SK No 050746 A



SK. No 050747 A

14)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 247 -

HKetentuan lebih lanjut mengenal penyediaan dana
sebagaimana dimaksud pada avat (2) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

4. Betentuan Pasal S diubah sehingga berbunyi ssbagai

berikut:

i1

Pasal 3

Kewenangan Pemerintah Fusat di bidang
ketenagalistrilkan meliputi:

A

penetapan kebijakan ketenagalistrikan
nasional;

penetapan peraturan perundang-undangan dj
bidang ketenagalistrikan;

penetapan standar, pedoman, dan kritens di
udang ketanagalistrikan:

penctapan pedoman penetapan  tanil tenaga
listrik untuk konsumen;

penstapan rencatié umum  ketenagalistrikan
nasional;

penetapan wilayah usaha;,

penetapan Penzinan Berusaha terkait jual beli
tenaga listrik lintas negara;

penstapan Perizinan  Berusaha  penyediaan
tenage Listrik;

penetapan taril tenaga listrik untuk konsumen
dari pemegang Perizinan Berusaha penyediaan
tenaga listrilk untuk kepentingan urmum;

penetapan persetiyuan harga jual tenaga hstok
dan sewa jaringan tenaga Listrik dari pemegang
Perizinan Berusaha penycdiaan tenaga liscrik
untuk kepentingan umum;

penstapan persetjuan  penjualan kelebihan
tenaga listrik  dani  pemegang  Perizinan
Berusaha penyediaan tenaga  listrik  yntuk
Kepenbngan sendiri;

l. penstapan . . .
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penetapan Penizinan Berusaha untul Lkagiatam
jasa penunjang tenaga listrik;

penetapan Penizinan Bernsaha terkait asaha
jasa penunjang tenaga listrik vang dilakukan
oleh badan usaha mijik negara ataw penanam
madal asmg/mayoritas sahamnya diraliki oleh
penanam modal asing;

penetapan Perizinan Berusaha terkait
pemanfaatan  janngan tenaga bistrilk untuk
kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan
inicrmatika  pada jaringan milik pemegang
Perzinan Berusahe terkait penyediaan tenaga
listrik atau Perizinan Berusaha terkait operasi
yvang ditetapkan oleh Pemerntah Pusat;

pembinaan dan pengawasan kepada badan
usaha di bidang ketenagalistrikan;
pengangkatan inspektur ketenagahstrilan;
pembinasn jabatan fungsional  inspekiur

kztenagalistikan untok  selurub tingkat
pemerinahan; dan

penctapan sanksi administratil kepada badan
usaha yang Perizinan Berusahanya ditetaplan
oleh Femerintah Pusat,

Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi di bidang
ketenagalistrikan melipuri:

a.

by

penstapan peraturan daerah provins di bidang
ketenagalistrikan;

penetapan  rencana  umum  ketenagalistnkan
daerah provins;

pembinaan dan pengawasan kepada badan
usaha di bidang Letenagalistrikan vang
Perizinan  Berusahanya  ditetapkan  oleh
Femerintah Daerah  provinsi  sésuai dengan
norma, standar, prossdur, dan knteria yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

pengangkatan  inspektur  kerenagalistrikan
untuk provinsi; dan

€. penetapan . . .
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&, pchnctapan sanksy admnistratif kepads badan
usaha yang Perizinan Berusahanya ditetaplan
olebh Pemmernintah Daerah provinsi sesoual detigan
nerma, standar, prosedur, dan kriteria vang
ditetapkat oleh Pemerintah Pusart,

Ketentuan Pasal 7 dinbah sehingga berbunyi sebagai
berikout:

(L]

(2]

(3]

Pasal 7

Rencana wmum ketenagalistrikan nasional disusun
berdasarkan kebyakan  energi | nasional dan
ditetapkan cleh Pemerintah Pusat.

Pencana LN ketenagalistrikan nasichal
sebagaimana dimaiksud pada ayvat (1) disusun dengan
mengikutsertaltan Pemerintah Dagrah.

Ketentuan mengenai pedoman penyusunan rencana
umpam keténagalistnikan  nasional  se#bagaimana
dimmaksud pada ayat [1) distur dalam Peraturan
Pemernintah.

Eetentuan Pasal 10 divbah sehingge berbunyi sebagai
berilout:

(1]

Pasal 10

Usaha penyediaan tenaga listeik untuk kepentingan
umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal @ humf a
meliputl jenis usaha:

a.  pembangkitan tenaga listrik,

b transmizl tenaga listeik;

o distribusi tenaga listrik;, dan/atan
d peryualan tenaga listrik.

(2} Usaha . .
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Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilabukan zecara terintegrasi,

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
umum  secara terintegrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2} dilakukan ol=k 1 {saty) badan usaha
dalam 1 jsaru) Wilayah Usaha.

Dalam hal usaha pembangkitan, transmisi, digtribusi,
dan penjualan dilakukan secara terintegrasi, usaha
pembangkitan dan/atau transmisi dapat dilakukan dj
luar Wilayah Usahanya.

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
umum dengan jenis usaha distribust tenaga listrik
dan/atau penjualan tenaga listrik dilalukan oleh 1
{satu) badan useha dalam 1 |satu) Wilayah Usaha.

Ketentuan lebibh  lanjut mepngenai Wilavah Usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat {3), avat (4), dan
ayat (8) diatur dalam Peraturan Femerintah.

Eetentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikoat:

(i)

(2}

{3)

Pazal 11

Usaha penyediaan tenaga listrik ontok kepentingan
umom sebagaimana dimaksud dalam Pagal 10 ayat
(1} dilaksanakan oleh badan usaha milik TI&gara,
badan usaha millk dacrah, badan usaha swasta,
koperasi, dan swadaya masyaralat vang berusaha di
bidang penyediaan tenaga listrik.

Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} diberl proritas pertama melakukan
usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
Umuum.

Badan usaha milik nepara, badan usaha milik
datrah, badan usahs swasta, koperasi, dan swadava
masyarakat dalam melakukan usaha penyediaan
tenaga listrik  unwk  kepentingann umum  wajib
mengutamaian produk dan potensi dalam negeri,

<) Untuk . .
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Untuk wilaysh yang belum mendapatkan pelayanan
tenaga listrik, Pemerintah Pusat atay Pemerintah
Daerah provinsi sesuai kewenangannya member
kesempatan kepada badan usahe milik daerah, badan
usaha milik  swasta, atau koperasi schagai
penyelenggara  usaha  penyediaan  tenaga  listrik
terintegrasi.

Dalam ha! tidak ada badant usaha milik daerah,
badan usaha swasta, atau koperasi vang dapat
menyediakan tenags  hstnik di  wilavah  tersebut,
Pemerintah Pusat wajib menugesi badan usaha milik
negara untlik menyvediakan tenaga listrik.

Ketentwan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagal
berikus:

{1]

(2)

{2}

Pazal 13

Usaha penyedizan tenaga listrik untuk kepentingan
sendiri  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal 12
dilaksanakan hanya untak pemakaian sendin.

Usaha penvediaan tenaga listrik untuk kepentingan
seniliti dapat dilaksanakan oleh instansi Pemerintah
Pusat, instansi Pemerintah Daerah, badan usahs
milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha
swasta, koperasi, persecotangan. dan lembaga/badan
usaha laknnya,

Instansi Pemerintal  Pusat, instansi Pemesintah
Laerah, badan usaha milik negara, badan wszaha
milik  daerah, badan usaha swasta, koperasi,
persecrangan, dan lembaga/baden usaha lainnya
dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik
untuk  kepentingan  senditi  wajib  mengatamakan
produk dan potensi dalam negeri.

Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi s¢bagal
berikut:

Pasgal 16 . ..
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Pasal 16

Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 huogeal a meliputi:

a. konsultansi dalam bidang instalasi tenapa listok;

.  pembangunan dan pemasanpan instalasi tenaga
listrik:

¢, pemeriksaan dan pengujian  instalasi  enaga
ligtrik;
pengoperasian instalasi tenaga listrik;
pemeliharaan instalasi tenaga listrik;

pendidikan dan pelatihan;

laboratorium penguyjian peralatan dan pemanfaat
tenaga listriks;

d
=
1. penelitdan dan pengembangan;
8
h

i.  sertibkasi peralatan dan  pemanfaat  tenaga
listrik;

j. sertifikasi kompetensi tenaga tekmk
ketenagalistrikan,;

k. sertifikasi badan uzaha jasa penunjang tenaga
listrik; damn

. usaha jasa lain vang secara langsung berkaitan
dengan penyediaan tenaga listrik.

Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana

dimaksud pada ayat {1} dilaksanakan olsh badan

usaha milik negara, badan usaha milik dascah, badan

usaha swasta, hadan layanan wmum, dano koperasi

yang memiliki sertifikasi, kKlasifikasi, dan kualifikasi

Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  sertifikasi,
klasifikagi, dan hkualifikasi usaha jaza penunjang
tenaga listrok diatur dalam Peraogran Pemerintah.

10. Eetentuan Pasgal 12 diubah sehingga berbunvi sebagai

berkut:

Fasal 15 . . .
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Pasal 18

Usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang
tenaga listrik  scbagaimana  dimaksud dalam Pasal &
dilaksanakan serelah mendapatkan Perizinan Berusaha,

Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikout-

Pazal 19

{1} Pernizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 13 diberikan kepada badan usaha wuntuk
kegiatan:

3. usaha petwedizan tenaga  listik untuk
kepentingan umuim,

b, usaha penyediaan tenaga  listrik untuk
kepentingan sendiri: dan

¢ usaha jasa penunjang tenaga listHk.

(2) Perizinan Berusaha wuntuk Kegiatan penyedizan
tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} huruf a termasuk untuk
kegiatan jual beli kenaga listrik lintas negara,

(3] Setiap orang yvang menvelenggarakan kegiatan usaha
penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum,
usaha petiyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
sendifi, dan usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib
memenuhi Perizinan Berusaha  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20 dihapus.

Ketentuan Pasal 21 diubah schingge berbunyi sebagai
berikut:
Paszal 21

(11 Pemerintah Pusat ataw Pemnerintah Daerab sesnzi
dengan kewenangannya menetapkan  Perizinan
E¢rusaha.

{2) Pemerintah . .
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2] Pemerntah Pusat menetapkan pnorma,  standar,
prosedur, dan kriteria berkaitan dengan Perizinan
Berusaha.

Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai
berilnat:

Fasgal 22

Perizinan Berusaha penyediaan tenaga listrik untuk
kepentingan sendim sebagammana dimaksad dalatn Pasal
19 ayat (1) horad b drwajibkan untuk pembanglat tenaga
listnk dengan kapasitas tertentul yang <dlatur  dalam
Peraturan Pemerintah.

Eetentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai
berkut;

Fasal 232

il] Pemegang Penminan Berusaha untuk kegiatan
penvediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri
dapat menjual kelebihan tenaga listtik  untal
dimanfaatkan bagli kepentingan umum setelah
mendapat persetujuan dari Pemenintah Pusat atau
Pemerintah Dasrah sesuai dengah norma, standar,
prosedwr, dan  kriteria yang ditetapkan cleh
Pemerintah Pusat.

{2) PFenjualan kelebiban tenaga listrik untuk kepentingan
umum sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapat
dilabukan dalamn  hal  wilayah  tersebut  belum
terjangkau cleh pemegang Pénzinan Berusaha untuk
kegiatan penyediaan tenaga listrnk.

Ketentuan Pasal 24 divubah sehingga berbunyi sebagai
berikut

Pazal 24 . ..
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Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
untuk kegiatan usaha penyediagatn tenaga listnk untuk
képentingan umum dan useha penyediaan tenaga listrik
untuk kepentingan sendiri diatur dalam Peraturan
Pemeyintah.

Ketentuan Pasal 25 diubah szehingga berbunyi sebagai
beribouat:

Pasal 25

Penetapan Perizinan Berusaha industr perunjang tenaga
hstrik  untuk  industrt  dilaksanakan  sesual  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di  bidang
perindustrian.

Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai
berilout:

Pasal 27

{1} Pemegang FPerizinan Berusaha untuk kegiatan
penyediaan tenaga bstrik untuk kepentingan umum
dalarn melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik
sebhagaimnana dimaksud dalam Pasal 10 avat (L}
beérhak untuk:

a. melintasi sungai atau danau, balk di atas
maupun di bawah permukaan;

b, melintasi laut, baik di atas mauwpun di bawah
permukaan:

. melintasi jalan umum dan jalan kereta api;

d. masuk ke tempat umum atau persecrangan dan
mengpunakannyva uniuk semencara wralibn,

. menggunakan tanah dan melintas di atas ataw di
bawah tanah;

I. melintas di atag atau di bawah bangunan yvang
dibangin di atas atau di bawah tanah; dan

¢. emotong . . .
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g mematong danfatau menebang tanaman yang
menghalanginya.,

Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pemegang Perizinan Berusaha untuk
kegiatan  penyediaan tenaga  hstrik hatus
melaksanakennya berdasarkan kelentuan peraturan
pernurlang-undarngan,

Ketentuan Pazal 253 divubah schingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 25

Pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan
tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib:

a,

b.

menyediakan tenaga listrik vang memenuhi standar
mutn dan keandalan yang berlakuy:

memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada
konsumen dan masyarakat;

memenuhi ketemtuan kestlamatan ketenagalistrikan:
dan

mengutamakan produk dan potensi dalam negerd.

Eetentuat Pasal 2¢ diubah sehingga berbunyi sebagsi
benikur:

(1]

Pasa| 29
Konsumen berhak untuk:
a. mendapat pelayanan yang baik;

k. mendapat tenaga listrik secara terus-menerus
dengan mutu dan keandalan yang baik;

€. memperoleh tenaga listrik vang menjadi haknya
dengan harga vang wajar,

d.  mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila
ada gangguan tenaga listrils; dan

€. méndapat . .,
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£.  mendapal ganti Tagi apabila terjadi pemadaman
vang diakibatkan kesalahan danfatau kelalaian
pengopetasian oleh pemegang  Petizinan
Berusaha untuk penyediaan tenaga listrik unituk
kepentingan umum sesual syarat yang diacar
dalam perjanjian jual beli tenaga hstrik.

Konsumen wajib:

a. melaksanakan pengamansan terhadap bahaya
yang mungkin timbyl alibat pemanfaatan tenaga
liatrik;

b.  menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik
konsumen;

<. memanfaatkan tenaga listrik  sesuai dengan
peruntukannya;

membayar tagihan pemakaian tenaga listrik: dan

¢ menaati persyaratan  teknis di bidang
ketenagalistrikan,

Ronsurmen  bertanggung  jawab  apabila  karena
kelalaianonva  mengakibatkan kerugian pemegang
Perizinan  Beruzaha untuk  kKegiatan penvediaan
tehaga stk

Ketentuan lebibh lamjut mengenai tanggung jawab
kongumen  sebagaimana dimaksud pada avat i3}
diatur dalarm Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pazal 3¢ diubab schingga berbunyi scbagai
berikut:

{1)

Fasal 30

Penggunaan tanah oleh pemegang Perizinan Berusaha
untuk kegizatan penyediaan  tenaga listrik  untuk
melaksanalkan haknya sebapaimana dimaksud dalam
Pagajl 17 Jdilalykan dengan memberkan ganti rugi
hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang
hak atas tanah, bangunan, dan tapaman sesuai
dengan kétentuan peraturan perundang-undangan.

[2) Ganti . . .
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Gzanti Tag hak atas tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} dikeokan wuntwk tanah yang
dipergunakan secara  langsung  cl¢h  pemegang
Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan
tenaga hstnk dan bangunan serta tanaman di atas
tangh.

Kompensasi sebageimana dimaksud pada ayat (1)
dibenkan untuk penggunaan tangh secara tidak
langsung oleh pemegang Perizinan Beruseha untuk
Kegmatan penyediaan tenaga listrik Vang
mengakibatkan berkurangnya nilai eBonomis atas
tanall, bangunan, dan tanaman yang dilintasi
transmisi tenaga listrk.

Ketentuan  Iebih  lanjut  mengenai  perhitungan
kompensasi sebagaimana dimeksud pada avat (3)
diatur dalam Peraturan Pemerintzh.

Dralam hal tanah yang digunakan pelalon usaha untuk
kegiatan penvediaan tenaga listrik terdapat bagian
tanah vang dikuasal oleh pemegang hak atas tanah
atau pemakalr tanah  negara, sebelum  memulai
kegiatan, pemegang  PeriZinan  Berusaha  untuk
kegiatan penyediaan beriaga listrik wajib
menyelesaikan masalah tanah tersebut sssuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pertanahan.

Dalam hal tanah yang digunakan pemesgang Perizinan
Berusaha untul kegiatan penyediaan tenaga listrik
terdapat tanah ulayat, penvelesaiannya ditaloakan
berdazarkan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan i bidang pertanahan dengan
memperhatikat ketentuan hukum adat setempat.

Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikiat:

(L)

Pasal 32

Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi hak
atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 dilakukan sesuail dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

{2} Ganti - . .
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Ganti rugi hak atas tanah atau  kompensasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibebankan
kepada pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan
penyediaan tenaga listrik.

Ketentwan Pasal 33 diubah sehingea berbunyi sebagai

berikout:

(1)

<]

Pasal 33

Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga
listrik ditetapkan berdasarken prinsip usaha yang
sehat,

Femermtah Pusat ataw Pemenntah Daerah sesunai
dengan kewenangannya memberikan persenujuan
atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaritgan
tenaga listnk berdasarkan norma, standat, prosedur,
dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusar,

Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbuny sebagai

berikut:

in

i2)

{3}

Pazal 34

Pemerintah Pusat menetapkan tand tenaga listtik
untulk  Konsumen dengan  persetujuan Dewan
Perwalalan Rakyat Republik Indonesia,

Tarif tenaga listnk wnook konsumen sebagaimana
dimaksud pada avat (1} ditetapkan dengan
memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional,
daerah, lonsumen, dan pemegang Perizinan
Berusaha penyvediaan tenaga listrik.

Taril tenaga bstuik wntuk konsumen sebagaimana
dimaksud pada avat (1} dapat ditetapkan secara
berbeda di setiap daerah dalam suatu wilayah usaha.

25, Ketentuan . . .
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Retentuan Fasal 3% diubah sehingga berbuny sebagaa
berkat:

Fasal 35

Pemepang Penzinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan
tenaga listrik dilarang menerapkan taril tenaga listrik
untuk konzumen yang bidak sesual dengan penctapan
Pemerintah Pusat sebagaimansg dimaksud dalam Pasal 24

. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai

betiliut:

Pasal 27

Jual beli tenapga listnk lintas negara dilakukan oleh
prmegang Perizinan Berusahe untuk kegiatan penvediaan
tenaga listrik untulk kepentingan umum  berdasarkan
Perizinan Berusaha.

Ketertuan Pasal 494 diubah =ehingga berbunyi sebagai
herikut:
Pasal 44

{1} Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib
memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.

2] Ketentuan Leselamatan ketenagalistrikan
sebagaimana dimalksud pada ayat (1) bertujuan
untuk mewujudizan kondisi;

a, andal dan aman bag mmstalasi;

b. aman dan bahaya bagi manusia dan makhluk
hidup lainnya damn bahaya; dan
c. ramah lingkungan.

13} Hetentuan keszelamatan ketenagalistrikan
sebagaimana dimalisud pada ayat {1) melipari:

a. pemenahan  standardisazi | peralatan dan
pemaniaat tenaga listrik,

b pengamanan instalasi tenaga listrik; dan

. pengamanan . . .
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¢ pengamanan pemaniaat tenaga listrik,

Setiap instalasi tenaga listok yang beroperasi wajib
memiliki sertifikat laik operasi.

Setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib
metnenubu ketentuan standar nasional Indonesia,

Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistriken
wajib memiliki sertilkat kompetensi.

Eetentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan,
sertiikat laik operasi, standar nasional Indonesia,
dan  sertifilat kompetensi sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1] sampal dengan ayat &) diatur dalam
Peraturan Pemerincah,

28. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai
benikual:

1)

12)

(:3)

14

Fasal 45

Pemanfaatan  jarngan  tenaga  listrik untuk
kepentingan  telekomunikasi, multimedia, dan
mformatika hanya dapat dilakukan sepanjang tidak
mengganggy kelangsungen pensyediaan tenaga listrilk,

Pemanfaatan jaringan tenaga listrik  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakulkan
dengan parsetwjuan pemilik jaringan.

Pemilik jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat [2)
menyampaikan laporan kepada Permerintah Pyuzat.

Keterituan  iebih  lanjut  mengenai  pemanfaatan
jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada
avat (1}, ayat (2}, dan ayat {2) diatur dalam Psraturan
Pemerintah,

29. Ketentuan Pasal 46 diubah sechingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 46 . _ .
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Fasal 4&

Pemerintah  Pusat  atay  Pemerintah  Daerah
berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria
vang ditetapkan olth Pemerimtah Pusat melakukan
petnbinaan  dan  pengawasan  terhadap usaha
petivediaan tenaga listnk dalarn hal:

a. penyvediaan dan pemanfastan sumber energi
untuk pembangkit tenaga listrik;

b, permanfaatan  Janngan  tenaga  lstrik untuk
kepentingan telekomunikasi, multmedia, dan
informatika;

pemenvhan Kecukupan pasokan tenaga listrik;

£on

pemenubian persyaratan ketcknikan,

& permenuhan  aspek  pelndungan lingkungan
hidup:

.  penguiamaan pemanfaatan barang dan jasa

dalam neger,

penggunaan tenaga Kerja asing;

e

h.  pemenuhan  tingkat mute dan  Eeandalan
penyedizan tenaga kstrik;

1- pemenuhan persyaratan perizinan;

J-  penerapan tani renaga listnk; dan

k. pemenuhan mutu jasa vang diberikan oleh
usaha penunjang tenaga listrik.

Dalam  melakukanh  pengawasan  schagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat atau

Pemerintah Daerah SEL LA kevenangannya

bBerdasarkan norma, standar, prosedur, dan kntena
vang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dapat

a. melakolan inspeksi pengawasan di lapangan;

t. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang
ketenagalistrikan,

c.  melakukan penelitian dan #valuasi atas laporan
pelakzanaan vsaha di bidang ketenagalistrikan;
dan

4. membernkan - ..
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d. memberikan  sanksi  administratif terhadap
pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha.

Dalam  melaksanakan pengawasan  keteknikoan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1], Pemenintah
Pusat dan/fatan Pemerintah Daerah dibantua oleh
inspektur  ketenagalistrikan danfatan Penyadik
Pegawai Negenl Sipil.

Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan
pembinaan dan pengawasan scbagaimana dimaksud
pada avat {1) bepada Pemenntah Dasrah.

Ketentuan lebih lanjut mengenal pembibaan  dan
pengawasan diatur dalam Peraturan Pemcrintah.

Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikat:

i1}

(2]

Pasal 45

SBetiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat {3), Pazal 19 ayat (3},
Pazal 22, Pasal 23 ayat {1), Pasal 27 ayat 2], Pasal 28,
Pasal 30 ayat (1), Pasal 33 ayat 2|, Pasal 35, Pasal 27,
Pasal 42, Faszal 44 ayat (4 atau ayat (5], atau Pasal
45 ayat |3] dikenai sanlesi administratil berupa:

a- teguran termlis;
b,  pembekuan kegiatan sementara;
c. denda; dan/atau
d. pencabutan Perizinan Berusaha.

Setiap  orang yarng mendirikan  bangunan  atau
memblarkan bangunan dan/atau menanam kembali
tanaman yang:

a. telah diberi ganti rugp sebagamana dimaksud
dalam Pasal 30 avat (2) dan/atau kompenzasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat |3,

b. bLerpotensi masuk ke ruang bebas atau jarak
Lebas minimum jaringan tenaga listrik; atau

c. berpotens | - -
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c.  berpotensi membahayakan keseleaumatan

dan/fatau mengganggu Keandalan penyediaan
temiaga listrik,

dikenai sanksi administratif,

E=stentuan lebih lanjut mengenar  kritepia,  jetis,
bezaran denda, dan tata cara pengenasn sanksi
administratil sebagaimana dimaksud pada ayar {2)
diatur dalamm Peraturan Pemerititah.

Ketentuan Pazal 4% diubah sehingga berbunyt sebagai
beriut:

1)

2]

2

Pasal 449

Setiap orang yang melslukan usaha penyediaan
tenaga  listnk untuk  kepentingan umum  tanpa
Perizinan Berusaha sebegaimana dimaksud dalam
Pazal 19 avat (2] yang mengalibatkan timbuloya
korbanfkerusakan kesehatan, keselamatan,
danfatau lingltungan dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (bga) tahun dan denda paling banyak
Rp3.000.0040. 000,00 jiga miliar rapiah).

Setiap orang yang melabumkan wvsaha penyediaan
tenaga listrik untuk kepentingan  sendini tanpa
Perizinan Berusaha sebagsimana dimaksud dalam
Pazal &2 yang mengakibatlian timbulnya
korban/kerusalan Lesehatan, keselamatan,
danfatau hingkungan diptdana dengan pidana denda
paling banyak Bpd 000.000,.000,00 (empat miliar
cupiah}.

Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listmik
untuk dimanfzatkan bagi kepentingan umum tanps
persetujuan dari Permmerintah Pusat atau Pemerintah
Dasrah sebaganmmzna dimaksud dalam Pasal 22 ayat
111 vang mengalibatkan timbulnya korban f keruzsakan
Kesehataty, Keselamatan, danfatan  lingkungan
diptdana dengan pidanz penjara paling lama 2 jdug)
tahun dan denda paling banvak Rp2. 000 000 000, O0
[dua miliar rupiah).

2. Ketentuan . . .
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32. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut;

33,

1

()

I3

(4

FPasal 50

Setiap orang yang tdak memenubi lLeselamatan
Retenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
44 avat (1) vang mengakibatlzan kematian scseorang
karena tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara
paling lama 10 Isepulub) tahun dan denda paling
banyak Epl (00 000 000,03 {(satu miliar rupiah).

Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilalukan oleh pemegeng Penizinan Berusaha
penyedican tenaga listrik, pelaku dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 {gepuluh) tahun dan
detida pahing banyak Rpl.500.000,000,00 [satu miliar
lirna ratus juta mpiah).

Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
pemegang Perizinan Berusaha penyediaan tenaga
listrik wajib memben ganti rugi kepada korban,

Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi
schagaimana duonaksud pada ayat {3) dilaksanalan
scsudl dengan ketentuan peraturan  perundang-
undangan,

D antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 {satu) pasal,
yakni Pazal 51A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pazal S1A

Sehap orang yang mendinikan bangunan atan mernblarkan
bangunan danfatau menanaon kemball tanaman yang
telah-

diberi ganti rugl sebagzimansa dimaksud dalam Pasal
30 ayat |2 danfatan kompensasi sebagaimana
dumnaksiud dalam Pasal 30 ayat (3);

masuk ke rmuang bebas ataun jarak bebas minumum
jaringan tenags listrik, danfatag

c. membahayakan . . .
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membahayakan keselamatan danfatau mengganpeu
keandalan penyediaan te¢naga listrik,

dipidana dengen pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
dan denda paling banyak Rpl.000.000,000,00 (satu miliar
rpiah].

Pazal 52 dihapus.

Hetentuan Pasal 54 diubab sehingga berbunyi sebagai
berikut:

{1)

2l

Paszal 54

Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga
listrik tanpa sertifikat laik operasi sebzgaimana
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) yang
mengakibatkan titnbulnya korban dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 {lima) tahun dan denda
paling banyak Rp300.000.000,00 (ima ratms jutg
rupLah).

Dalarn hzal mstalasi listrik rumah tangga masvarakat
dioperasikan tanpa sendfikac laik operasi, dampal
yang timbul akibat ketiadaan sertifikat laill opéras
menjadi tanggung jawab penyedia wnaga listrik.

Paragrai &
Ketenzganukliran

Pasal 42

Untuk memberikkan kemudahan bagi masyarakat terutama
Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dani
sclitor Ketenaganukliran, beberapa ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1937 tentang Ketenaganukliran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676)

divbah:

1. Diantara . . .



SK No 030767 A

PFRESIDEM
FEPUOLK, IHDONESEA

- 207 -

[n antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 {satu) pasal,
yakni Pasal 24 sehingea berbunyi sebagaj berifut:

Paszal 2A

Pemenntah  Pusat berwenang memberikan  Perizinan
Berusaha terkait ketenaganukliran.

Eetentuan Pasal 4 diubah schingga berbunyi  sebagai
berikut:

Pasal 4

(1} Pemerintah Pusat membentuk Badan Pengawas yang
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Presiden wyang bettugas melaksanakan
pengawasan terhadap segala kegiatan pemanfaatan
tenaga nuaklir.

121 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1j, Badan Pengawas menyvelenggarakan
peraturan, perizanan, dan inspeksi.

Keterituan Pasel 9 diubah sehingga berbunyi sebagai
berthlout:

Pasal ©
{1} Bahan Galian Muklir dikuasai cleh negara.

{2) Pemerintah Pusat menetapkan  wilayah  uszaha
pertambangan Bahan Galian Nuklir sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

(3] HKetentuan lebih lanjut mengenai Bahan Galian Nuklir
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Di antara Pasal @ dan Pasal 10 disisiplan 1 {saty) pasal,
vakni Pasal %A sehingea berbunyi sebagai berikur:

FPazal 94 . ..
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Pazal 9A

Pemenntah Pusat dapat menctapkan badan usshg
yang melalukan kegiatan pertambangan Bahan
Galian Nuklir sehagaimana dimaksod dalam Pazal 9.

Eegiatan pertambatigan sebagaimana dimalizud pada
ayat {1} dapat dilakukan oleh badan wusaha milik
negara yang bekerja sama dengan badan usaha milik
swasla.

Badan usaha stbagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerinizh
Pusat,

Pertambangan Bahan Galian Nuklic sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) termasuk pertambangan yane
menghasilkan mineral ikutan radicalkcif

Badann usaha terkait pertambangan mineral dan
batubara vyang menghasilkan  mineral  ikuatan
radiocaktf sebagaimana dimalisud pada avat (4) wajib
memiliki Perizinan Berusaha dan Pemcerintah Puasat.

Dalam hal grang perseorangen ataupun badan usaha
menemukan mineral ikutan radicalitif, pelaku wayib
mengalinltan kepada Negara atau badan vsaha milik
negara sesual  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Ketentuan  lebith  langut mengenal  pertambangan
Bahan Galian Nuklir dan mineral ikutan radicaktf
diatur dalam Perataran Pemerintah.

Pasal 10 dihapus.

Penjelasan Pazal 14 dinbah scbagaimana tercantum dalam
peryjlasan,

Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikoat:

Pasal 17 . ..
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Pazal 17

Setiap kegiotan pemanfaatan tenaga nuklic wajib
menisnuhi Perizinan Berusaha dari Pemenintah Pusat,
kecuali  dalam  hal tertentu vang  diatur  dalam
Peraturan Pemerintah.

Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklic dan
instalasi nuklir lainnya serta dekomisioning reaktor
muklit wajib memenuhi Perdzinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat.

Ketentuan lebih lanjut mengenaj syaral dan tata cara
Penznan Berusaha scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan avat (2} datur dalam Peraturan Pemerintak.

Pasal 18 dibapus.

Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagad
berikut:

(1)

12]

Pasal 20

Inzpeksi terhadap instalasi nuklir dan instalasi yang
memanfaatkan radiasi pengion dilaksanakan olsh
Pemerintah Pusar,

Ketentuan  lebih lamjut mengenai inspeksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraciran Pemerintah.

hetentuan Pasal 25 diubah sehmgga berbunyi sebagai
berikat:

{1}

{2]

Pasal 25

Pernerintalr Pusac menyediakan tempat penyvimpanan
lestari limbah radicalctif tingkat tinggi.

Penentuan tetpat pettimpanan lestari sebagaimana
dimaksud pada gyat (1) ditetapkan oleh Pemerinwah
Fusat setelah  mendapat  persetujuan Dewan
Perwakilan Fakyat Republik Indonesia,

11, Ketentuan | ..
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Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebaga
tretiliat;

(1

i2]

(3}

Pazal 41

Setiap orang yang membangun, mengoperasikan,
dan/atau melakukan dekomisioning reaktor nuklir
tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimalksuad
dalam Pasal 17 ayat (2] dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 {scpulub) tabhun dan denda
paling banyak Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiahl.

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana
ditnaksud dalam Pzsal 17 ayat {2) yang menimbulkan
kKerugian nukliv dipidana dengan pidana penjara
seumur hidup atau pidana penjara paling lama 15
(lima belas) tahun dan denda paling banyak
Rp20.000.000.000,00 {dua puluh miliar cupiah).

Dalam hal terpidana odak mampu membayar dends
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2],
dipidana dengan kurungan paling lama 1 (saty)
tahun.

Paragraf 7
Peritidustrian

Paszal 44

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama
pelaku usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan
ketudahan persyaratan investasi dari sektor Pernndustrian,
beberapa ketentuan dalam Undanp-Undang 3 Tahun 2014
tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 54%2) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pazal 15 diubab schingga berbunyi sebagai
berikout:

Fassl 15, | .



SK No 030771 A

PRESIDEN
REFPUBLIE INDONESIA

=271 -

Paszal 15

Pembangunan sumber daya Industri meliputi:

RN oo

pembangunan sumber daya manusig;
pemanfaatan sumber daya alam;
pengembangan dan pemanfaatan Teknologi [ndustr,

pengembangan  dan  pemanfaatan  kreatvitas dan
inovas;

penyediaan sumber pembiayasn; dan

penyediaan bohan baku dan/atau bahan penclong
bagi mndustri,

Di antara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 1 {satu) pasal,
yakitl Pasal 48A sehingga berbunyi sebagai bedbov

(1)

{21

{3}

Pasal 484

Untuk menjaga kelangsungan proses  produksi
dan/atau pengembangan industri, Pemerintah Pusat
dan Famerintah Daerah CETREY dengan
kewenangannya memberikan kemudahen  antulk
mendapatkan bahan baku dan/atau bahan penolong
sesual dengan rencana kebutahan industri.

Kemudahan schagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk Kemudahan dalem mengimpor bahan haku
danfatau bahan penclong untuk industd  sesuai
dengan rencang kebutuhan indusen,

Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan unk
mendapatkan bahan baku danfatau bahan penolong
diatur dalam Peraturan Femerintah.

Ketentuan Pasal 50 diubah sthingga berbunyi sebagai
berikut:

Faszal 80 . ..
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Fasal 50

{1} Pemerintah Pusat melakukan PErencanaan,
pembinaan,  pengembangan, dan  pengawasan
Standardisasi Industr.

2] Standardisasi Industri diselenggarakan dalam wuajud
SNI, spesifikasi teknis, danyatau pedoman tata cara.

I3 BNI, spesilikasi teknis, dan/fatau pedoman tata cara
berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
[ndonesis.

4, Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 53
(1)  Setiap Orang dilarang:

a. membubuhkan tanda SNl atau tands kesesuaian
pada barang danfatan Jasa Industri vang tidak
memenuii  ketertuan SN, spesifikasi  teknis,
danfatag pedoman tata cara; atany

b, memproduksi, eTI N o, dan/atau
meéngedarkan barang danfatau Jasa Industd
vang bdak memerahi SHI, spesifikasi teknis,
dan/atau pedoman tata cara vang diberlakukan
secara wajib,

(21 Pemerintah Pusat dapat menetapkan pengecualien
atas SNI, spesifikasi telnis, dan/atau pedoman tata
cara yang diberlakukan secara wajib acbagaimana
dimaksud pada ayat (1) huraf b untuk impor barang
tertentu,

2. Ketentuan Pasal £7 diubab schingga berbunyi scbagad
berikut:

Fagal 57 ., .
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Pasal 57

Pencrapan 3Nl secara  sukarcla sebagaimana
dimaksud dalam Pazal 51 dan pemberlakuan SNI,
spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secars
wajib  sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 52
dilakuizan melalul petiilaian kesesuaian.

Penilaian kesesuaian SN[ yang diterapkan secara
sukarela scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan olsh lembaga penilaian kesésuaian yang
telah terakreditasi.

Penilaian  kesesuaian SN, spesifikasi  teknis,
dan/acay pedoman tata cara vang diberlakukan
secara wanb schagaimanas dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang
telah  terakreditasi dan ditonjuk olth Pemerintah
Pusat,

ketentuan lebih lanjut mengenai permnbinaan dan
pengawazan terhadap lembaga pendlaian kesesyaian
diatur dalam Peraturan Pemenntah,

Ketentuan Pasal 59 diubah sehingea berbunvi scbagab
berikut:

(1)

{2)

Pasal 59

Pernérintah Pusat mengawasi pelaksanaan seluruh
rangkaian penerapan SNl sebagaimana  dimaksud
dalam Paszal 51 ayat {2) dan ayat (3] dan
pemberlaluan  SNI, spesibikasi  teknis, dan/atan
pedoman  tata cara  secara wajib  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52

Dalam melaksanakan kewenangan pengawsasan
sehagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
Puszat dapat menunjuk lembaga teralcreditasi.

ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berburyn sebagai
berkuc:

Pazal 84 . | .
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Fasal 54
Industri Strategis dikuasai oleh negara.

Indusiri Strategis sebagaimana dimaksud pada avat
(1) terdiri atas Indusir yang:

a. memenuhi  kebutuhan yang penting  bagi
kesciahteraan rakyat atau menguasai  hajat
hidup orang banvail;

b. meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah
sumbér daya alam strategis; dan/atan

¢ mempunyai kaian dengan  kepentingan
pertahanan serta keamanan negara,.

Penguasaan  Industri  Strategis  oleh negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dilakukan
melali:

a. pengaturan kepemilikan;

b.  penctapan kebijakan,

c. pengaturan Penzinan Berusaha;

d.  pengaturan produksi, distribusi, dan harga; dan

&, PEngawasan.

Pengaturan kepemilikan [ndustri Strategis
sebagaimana dimaksud pada ayat (3} huruf a
dualvkan mealalw:

a, penyertaan modal seluruhnya oleh Pemenintah
Fusart;

bn  pembentukan usaha patungan antara
Pemerintah Pusat dan swasta; atau

c. pembatasan kepemilikan oleh penanam modal
asing sesyai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Penetapan kebifakan Industri Strategis sebagaimana
dimaksud pada ayat (3} huruwl b paling sedikit
melipati:

A, penstapan jenis Industr Strategis;

b.  pemberian fasilitas, dan

¢ pemberian |
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c. pembenan kompensasi kerugian.

Perizinan Berusaha  terkait  Industri  Strategis
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bhuruf c
diberikan oleh Pamenntah Pusat.

Pengaturan  produksi, distobusi, dan  harga
schagaimana dimaksud pada ayat (3) hural d
dilakukan paling sedikit dengan menstapkan jumlab
produksi, distribusi, dan harga produk.

Pongawasan sebapgaimana dimalsod pada ayat (3
huruf ¢ meliputi penetapan [Industri Strategis scbagai
objek vital nasional dan pengawasan distribusi,

Ketenitvan lebih lanjut mengenai Industti Strategis
sebagaimana dimalksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Kerentuan Pasal 101 diubah sehingea berbunyi scbagm
berilout:

i1

)

(2}

Pasal 131

Setiap kegiatan usaha Industri wajib memenuhi
Perizinan Berusaha dar Pemenintah Pusat.

Hegatan vsaha Industri sebagaimana dimaksud pada
ayat |1] m=hputi:

a. Industr kecil;
b. [ndustri menengah; dan
¢.  Industri besar.

FPerusahaan Industri yvang telah memperoleh Perizinan
Berusaha sebagaimana dimeksad pada ayat (1] wapjb:

a. melaksanakan kegiatan usaha Industri sesuai
dengan Perizinan Berusaha vang dimiliki; dan

b. menjaminn keamanan dan keselamatan alat,
proses, hasil produksi, penyimpanan, seria
pengangkutan.

Pasal 102 dihapus.

10, Ketentuian . . -
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Ketentuan Pasal 104 dinbah sehingga berbunyi sebagai
beriloat:

Pasal 104

Schap Perusahaan [ndustri yang memenuohn Perizinan
Berusaha sebagaimans dimakisud dalam Pasal 101 ayat {3)
dapat melakukan perluasan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Eetentuan Pasal 10% diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 105

(1l Setiap kegiatan wusaha Kawasan Industri wajib
memenubi Perzinan Berasaha dari Pemerincah Pusgat.

(2} Perusshaan Kawasan Industri  wajib  memenuhi
stamdar Kawasan Industri yang ditetapkan oleh
Pernsrintah Pusat.

{3} Betiap Perusahaan Kewasan Industrl vang melakukan
perluasan wajib memiliki Perizinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat,

D antara Pasal 105 dan Pasal 106 disisipkan 1 [satu}
pasal, yakni Pasal 1054 schingga berbunyi sebagad
berikuc:

Fazal 1054

Perizinan Berusaha wuntuk kegiatan usaha Kawasan
Industri vang Merada di kawasan ekonomi klhuasus
dilakukan s¢sua dengan norma, standar, prosedur, dan
kritetia o bidang kawasan ekonomi khusus  yang
ditetapkan cleh Pemerimah Pusar.

Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai
beriliut;

Pasal 106 . _,
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Pasal 106

Pervusahaan Industri vang altan menjalankan [ndustri
waiib berlokasi di Kawasan Industri-

Kewajiban berlokasi i Eawasgan [ndustn
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecuabkan
bagi Perusahaan Industri yvang akan menjalankan
Industri dan berlokasi di daerah kabupaten/kota

Yang:
a. belum memiliki Kawasan Tndustri;

b. telah memliki Kawasan Indusin tetapr seluruh
kaveling Industn dalam Kawasan Industrinya
telah habis; atau

c. terdapat Kawaszan Ekonomi Khusus yang
memiliki zpna industn,

Pengecualian  terhadap kewajiban  berlokasi  di
kawasan Industyi sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} juga berlaky bBagi:

a, Industn kectl dan Industei menengalh yang tidak
berpotensi ménunbulkan pehcemarat
lingkungan hidup yang berdampak Tuas; atau

b, Industri yang menggunakan Bahan Baku khusus
dan/atay proses produlizinya memerlukan lokasi
khusus,

Perusahaan Induestri yang dikecualikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan Perusahaan Industn
menengah sebagaimana dimaksud pada ayat {3
huruf a wajib berlokasi di kawasan perantukan
Industri.

Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Ketentuan Pasal 108 diubah sehingga berbunyl sebagai
berikut

Fasal 108 , _,
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Pa=al 108

Ketentuan lebikh lanjut mengénai Peozinan Berusaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasgal 101, Pasal 104, Pasal
105 dan  kewajiban  berlokasi di Kawasan |ndustr
secbagaimana dimaksud dalam Pasal 106 serta tata cara
pengenaatn  sanksi  administratif dan besaran  denda
adrministratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107
diatur dalam Peraturan Pemerintah,

Eetentuan Pasal 115 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut;
Paszal 115

(1} Masyarakat dapat berperan serta dalam peréncanaan,
pelaksanaan, dan  pengawasan  pembangunan
[Industri.

{2) Peran serta masvarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} diwujudikan dalam bentuk:

a. pemberian saran, pendapat, dan usul; dan/atan
b, penyampalan informasi danfatau laporan.

(3] Keténtuan lebih lanjut mengenal peran serta
magsvarakat dalam pembangunan Industri
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

kKetentuan Pasal 117 diubah =ehingga berbunyl sebagal
benkut:
Pasal 117

(1} Pemerintah Pusat melaksanakan pengawasan dan
pengendalian terhadap kegiatan usaha lndustri dan
kegiatan usaha Kawasan Indusiri.

I2) Pengawasan . . .



SK No D50779 A

(2]

I3

(4}

i3]

PRESIDEN
REPUBLN, INHDOMESIA

-37G -

Pangawasan  dan  pengendsalian sehagaimana
dimaksud pada ayat {1} dilakukan untuk mengstahw
pemenuhan dan kepatuhan terhadap paraturan di
bidang Pepindusttian  vang dilaksanakan «oleh
Perusahaan [odusti dan  Perusahaan  Kawasan
Industn.

Pzmenuhan dan kepatuhan terhadap perataran i
bidang Perindustrian  yang dilaksanakan oleh
Perusahaan  Industri dan  Parusahaan  Kawasan
Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2} paling
sedikit meliputi:

a.  sumber daya manusia [ndusin;
pemaniaatan sumber daya alam;

MArapMmen air;

SNL, spesifikasi teknis, dan/fatau pedoman tata
cara,

Drats Industn dan Data Kawasan Induastri;
standar Industri Hijaw;

standar Kawasen Industn:

Perizinan Berusaha untuk kegatan usaba
[ndusini dan Penzinan Berusaha untuk kegiatan
usaha Kawasan Industri; dan

k
. manajsmen enérTgi;
x|
=]

> rom

- keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil
produksi, penyimpanan, dan pengangkutan.

Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
sehagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
Pusat dapat menunjulk lembaga terakreditasi.

Eetentuan  lebih lanjut  mengenal  tata  cars
pengawasan dan pengendalian usaha Industri dan
usaha Kawasan Industn diatur dalam  Peranaran
Pémerimtah.

Paragraf 8 _ _ .
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Paragrafl &

Perdagangaen, Metrologi Legal, Jaminan Produk Halal, dan Standardizasi dan
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Penilaian Kezesuaian

Pasal 45

Untuk metnbetikan Remudahan bap masyarakat oerutama
Felaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari
sektor perdagangan, metrolog Jegal, jaminan produk halal, dan
standardisasi dan penilaian kesesuaian, Undang-Undang i
mengubah, menghapus, atan menetapkan pengaturan baru
beberapa ketentuan yang diatur dalam:

a. Undang-Undang Nomeor 7 Tahun 2014  tentang
Perdagangan [Lembaran Negara Republik Tndonesia Tahun
2014 MNomor 45, Tambahan Lembaran MNegara Eepuhblik
Indone#sia Nomor 5512§;

b.  Undang-Undang Nomor 2 Tabhun 1931 tentang Metrologm
Legal {Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1921
Momor 11, Tambahan Lembaran Hegara Republik
Indonesia Nemer 3193); dan

¢,  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 teptang Jaminan
Produk Halal [Lembaran Negara Republik Indonss1a Tahun
2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Memeor 5604,

Pasal 46

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Momer 7 Tahun
2014 tentang Perdagangan (Lembaran  Megara  Republik
[ndonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tamhbahan Lembaran Megara
Hepublik Indonesia Nomor 5512) diabah sebaga benkut:

i, Ketsnituan Paszal 6 diwbah sehingga bBarbunyi sebagai
berikut:

Pagal &, ..
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Pas=al 6

Setiap Pelaky Uscha wajib  mengamakan atau
melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang

yvang diperdagangkan di dalam negern.

Setiap Pelaku Usaha yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dikenai sankst
sdmimistratif.

Ketentuan lebih lamut tmengenal penggunaan atau

kelengkapan labs]l berbahasa Indonesia diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

kelentuan Pasal 11 diubah sehinggz berbunyi sebagei
Berikout:

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Distribysi Barang diatar
dalam Peraturan Pemerintab.

Ketentuan Pasal 14 diubah sehinpra berbunyr sebagai
beriliut:

(1]

2]

Pasal 14

Pemenintzh Pusat melakukan pengaturan tentang
pengembangan, penataan, dan  pembinzan  yang
setara dan berkeadilan terhadap Paszar rakyat, pusat
perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk
menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja
sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer
dengan tetap mempetrhatikan keberpibhakan kepada
Lkoperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pengembangan, penataan, dan pembinaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalul pengaturan Perizinan Berusaha, tata riang,
zonasl dengan mémperhatikan jarak dan  lokasi
pendinan, kemitraan, datn Kerja sama usaha,

-3 Ketentuan - . .
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Ketentuan lebih lanjut mengenal Penzinan Berisaba,
tata ruang, dan zonasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2} diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 15 divbah schingga berbunyi sebagai
benkut:

(1)

(2]

(3]

(4}

Pasal 15

Cudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
{1} huraf d merupakan =salah satn  sarana
Ferdagangan untuk mendorong kelancaran Distribusi
Barang yang diperdagangkan di dalam negeri dan ke
laat neger.

Sctiap pemilik gudang wajib memenuhi  Perizinan
Berusaha dan Pemetintah Pusat.

Setiap pemilik gudang yang tidak memiliki Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat {2)
dikenai zanksi administratil,

Ketentuan lebnh lanjut mengenai Pernzinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} diatur dalam
Faraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 17 diubah schingga berbunyi sebagai
berikout:

{1}

12

Pasal 17

Setiap pemilik, pengelala, atau penyewa Gudang yang
melabukan penvimpsnan Barang vang ditajukan
untuk diperdagangkan harus  menyelenggarakan
pencatatan administrasi paling sedikit herupa jumlah
Barang vang dizimpan dan jumlah Barang Yyang
masuk dan yang keluar dan Gudang.

Setiap pemilik, pengelola, atav penyewa Gudang yang
tidak menvelenggarakan pencatatan admonistratil
schagaimana dimmaksud pada ayat (1) dikenal sanks
administratif.

() Ketentuan - . .
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i3] Ketentuwan lebih  lamjut  mengenai pencatatan
adminiztratii Barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai
bkt

Pazal 24

{1} Sebap Pelaku Usaha yvang melakukan kegiatan usaha
Perdagangan wajib memenuhi Ferizinan Berusaha
dari Pemerintah Pusat.

{2} Pemerintal: Pusat dapat memberikan pengecualian
terhadap kewajiban pemenuhan Perizinan Berusaha
sebagaitmana ditnaksud pada ayat (1],

(3} Setiap Pelaku  Usaha yang tidak melakukan
pemenuhan Perizinan Berusaha — sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administracii.

4 Ketentuan lebib laniat mengenal Perizinan Bernasaha
di bhidang Ferdagangan sebagaimana pada ayat (L)
dan ayat (2] diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Heitentuan Pasal 30 diebah sehingga berbunyl schaga
benkunt:

Pasal 30

1) Pemenntah Pusat dapai meminta data dan/atau
informasi Repada Pelalky Usaha mengenai persediaan
Barang kebutuhan polick danfatau Barang penting.

(2] Pelaku Usaha dilarang melakukan mampulas data
dan/atau  mformas mengena  persediaan  Barang
kebutuhan pokek danfataun Barang penting.

Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai
Berilout:

Paz=al 33 ...
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Pazal 33

Produsen atan  Impertic vang tidak memenuhi
ketentuan  pendaltaran Barang  sebagaimana
dimaksud dalamm  Pazal 32 ayat (1)  wajib
menghentikan kegiatan Perdagangan Barang dan
menarik Barang dari:

distributor,

agen,

Rrosir;

penpecet; danfatau
. konsumen.

Perintah  penghentian  kegiatan Perdagangan dan
penarikan dari Dustribusi terhadap  Barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilalkmakan coleh
Pemerintah Pusart.

Frodusen  atad  Importicr yang  tidak  memendbu
ketentutan sebagoomana dimaksud pada ayvat (1)
dikenai =anksi administratil.

#oap wop

Ketentuan Pasal 37 dinbah sehingga berbunyi sebagal
berikut:

{1)

{2}

Pagal 37

Setiap Pelalu Usaha wajib memenuhi  ketentuan
penetapan Barang danfatau Jasa yang ditetapkan
sebagai  Barang danjfatau  Jasa  yang dibatasi
Perdagangannya scbhagaimana dimaksud dalam Pasal
35 ayat (2]

Betiap Pelalu Usaha yang melanggar Retentuan
penctapan Batang dan/fatau  Jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} dikenai sanksi administratf.

Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 38 . ..
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Pasal 38

Pemerintzh Pusat mengatur kegiatan Perdagangan
Luar Megeri rnelalui kebjakan dan pengendalian di
bidang Ekspor dan lmper.

Kebijalan dan pengendalian Perdagangan Luar Megeri
sebagaimana dimaksud pada syvat {l) diarshkan
untuk:

a.

b

peningkatan daya  saing  preduk Ekspor
Indonesia;

peningkatan dan perluasan akses Pasar di luar
NEEer;

peningkatan Remampuan Elsportir dan Importie
sehingga menjadi Pelaku Usaha yang andal; dan
peningkatan dan pengembangan produk invensi
dan imovasi nasional yvang diekspor ke luar
NEger.

Kebijakan Perdagangan Luar Negeri paling sedilit

meliput

a. peningkatan jurmlah dan jends serta nila tambah
produk skspor;

b. pengharmonisasian Standar  dan prossdur
kegiatan Perdagangan dengan negara mitra
dagang;

. penguatan Kelembagasn di seltor Perdagangan
Luar Negeri;

d. pengembangan sarana dan prasarana penunjang
Perdagangan Luar Negeri; dan

e.  pelindungan dan  pengamanan  kepentingan

nasional dari dampak negatid Perdagangan Luar
Hegeri.

Penigendalian Perdagangan Luar Neger meliputi:

a,
b.

c,

Perizinan Berusahafpersetujuan;,
standar; dan
pelarangan dan pembatasan,

11. EKeteptuan . . .
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Ketanituan Pasal 42 diobah sehimgga berbunyi sebagai
benkuk:

(L)

(2)

Pasal 42

EEspor Barang dilatukan oleh Pelaku Usaha vang
telah memenuhi Penzman Berusaha dar Pemenntah
Pusat,

Eetzntuan lebih lanjut mengena Pernzinan Berusaha
stbagaimana dimaksud pada ayat (1} diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Ketentvwan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2]

Paszal 42
Eksportir bertanggung jawab sspenuhnya terhadap
Baranp yvang diekspor.

Eksportic yang tidak bertanggung jawab terhadap
Barang vang dickspor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] dikenal sanksi administratil.

Ketentuan Pasal 45 divbah sehingea berbunyi sebagai
berikut:

i)

(2]

(3]

Paszal 45

Impor Barang hanva dapat dilakukan oleh lmportir
yang memenuhi Perizinan Berusaha dan Pemerintal
Pusat.

Dalam hal Impor tidak dilakukan untuk kegiatan
usaha, importir  tidak  memerlukan  Perizinan
Herusaha,

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksad pada ayat (1) diatar dalam
Peraturan Pemerintah,

Eetentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasgal 46
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Pasal 46

{1} lmporur bertanggung jawab sepenuhnya terhadap
Barang vang dilmpor.

(2) Tmportir yang tidak bertanggung jawab atas Barang
yvang dimmpor sehapamana dimaksud pada ayat {1)
dikenai sanksi admimisteatd,

Katentuan Pasal 47 dmbah sehingga berbunyi sebapai
benkut:

Pasa! 57

11] Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam
keadaan baru.

(2) Dalam hal tertentuy, Pemerintah Puzat  dapat
menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan

tidak baru.

13 EKetentuan lebih lanjut mengenal penetapan Barang
vang dismpor dalam keadaan tidak Bang sebagaimana,
dimaksed pada ayat (2] diatur dalam  Peratucan
Pemetintah.

Fasal 49 dihapus.

Ketentuan Pasal 51 diubah sshingpa berbunyl sebagai
beriloat.

Paszal 51

{1} Eksportir dilarang mengekspor Barang vyang
ditetapkan sebagai Barang vang dilarang untuk
diskspor.

{2) loportir dilareng mengimpor Barang yvang ditetaplkan
zcbagdal Barang vang dilarang vuntuk dumpor.

{2}  Ketentaan lebih lanjut mengenai Kriteria barang yang
dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dan
avat (2] ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah,

13, Ketentuan . . .
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Ketentuan Pasal 52 diubab schingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 52

(1] Eksportir dilarang mengekspor Barang vang tidak
sezual dengan ketentuan pembatazan Barang untuk
diekspor,

(2] Imporar dilarang mengmpor Barang yang tidak
sesual dengan ketentuan pembatasan Barang untuk
dhimpor.

(3] Setiap Eksportir dan/atau lmportic yang melakukan
pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat [2) dikenal sanksi adminstratil.

(4] Eetentuan mengenai kriteria barang vang dibatasi
sebagaimana dimalesud pada avat (1) dan ayat (2)
diatur delam Perabturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunin sebagai
berikut:

Pasal 53

{1} Eksportir vyang dikenai sanksi administratif
sebagaitmana dimalisud dalam Pasal 52 avat {3)
trrhadap Barang ekspornya dikuasal oleh negara
segial  dengan  kKetentuan  peraturan  perundang-
undangan,

(2} Importir  vang dikenal  sanksi  administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pagal 52 ayat {3)
terthadap Barang impernya wajibk dieckspor kembali,
dimusnabhkan oleh Impoctiv, atay ditentukan lain oleh
Pemerititah Pusgat.

Fetentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikuat:

Pazal 57 _ ..
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Pasaf 57

Barang yang diperdagengkan di dalam negeri harus
remenuhi

a. SNl vang t¢lah diberlakuksn secara wajib; atan

b. persyaratan teknis vang telah  diberlakukan
secara wajib,

Pelaku Usaha dilarang memperdegangkan Barang i
dalam negeri yvang tidak memenuhi SNI yang telah
diberlakulan secara wajib atau persyaratan tekiis
vang telah diberlakukan secara wagib,

Permmberlakuan 3N1 atau  persyaratan  teknis
sebagaimana dimakswud pada ayat (1) dicetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

Pemberlakuan  3N1 atam persvaratan  teknis
schagaimana dimaksud pada ayar (3 dilakukan
dengan mempertimbangkan aspek:

2. kKeamanan, keaclamatan, kesebiatan, dan
linghkungzm hidup;

b. daya saing produsen nasional dan persamgan

uszaha yang sehat;

<. kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional;
dan/atan

d. lkesiapan  infrastrukiur  lembaga penilaian
kesesuaian.

Barang yang telah diberlakukan SN] atau persyaratat
tekrniz secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} wajib dibubuki tanda SNl atan tanda kesesuaian
atau dilengkapi sertifikat kesesyaian yvang dialou oleh
Femerintah Pusat,

Barang vang  diperdagangkan dan Belum
diberlakukan SN secara wajib dapat dibubuhi tanda
SNl atau  tanda kesesuyaian sepanjang telah
dibuktikan dengan serifikat produk  penggunaan
tanda SNL atau sertfikat kesezuszian.

(¥) Pelaku . ..
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Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang yang
telaly  diberlakukan SNI atav persyaratan  teknis
secara wajib, tetapli ndak membubuhi tanda SN,
tanda késcsuaian atau tidak melengkapi  sertifikat
kesesualan sebagaimana dimaksad pada avat {5)
dikenai sanksi admirustratif.

Ketentuan Pasal &0 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

[l

{2}

(3]

i4]

Pazal 60

Penvedia Jasa dilarang memperdagangkan -Jasa di
dalam negeri yang tidak meémenuhi SNI, persyaratan
tekniz, atau kvalifikasi vang telah diberlakulban
secara wajib,

Pemberlabuan  SNI,  persyaratan  teknis, atan
kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Femberlakuan  SHI,  persyaratan  teknis, atau
Euaiifikasi secara wajib sebagaimana dimalsud pada
ayat (2] dakukan dengan mempertimbangkan aspel:

a. ktamanan, keselamatan,  kesshatan, dan
lingtoangan hidup,;

b, dava zaing produsen nasionzl dan persaingan
usaha yang sehat;

2. kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional;

d.  kesiapan  infrastruktur  lembaga penilaian
kesesuaian; dan fatayg

. budaya, adat istiadat, atau tradisi berdasarkan
kearifan lolal.

Jasa yang telah diberlakukan SNI, persyaratan tekmis,
atau kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] wajib dilangkapi dengan sertifikat
kesesuatan yang diakui oleh Pemerintah Pusat.

{5) Jasga . . .
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Jasa yang diperdagangkan dan memenuhi SN,
persyaratan  tekoas, atau kuoalifikasi vang belom
diberlakukan =ecara wajib dapat menggunakan
sertiikat késesualan  sesusl  dengan  Letenbian
peraturan perundang-undangan.

Penyedia Jasa vang memperdagangkan Jasa yang
telah diberlakulkan SNI, persyaratan tekniz, atau
kualifikasi secara wajib, tetapi tidak dilenghkapi
sertifikat kKesesuaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (4] dikenal sanks adminustratil.

Eetentuan Pasal &1 dinbah sehingga berbunyl sebagan
berikuae:

(1)

(2}

(3)

Pasal &1

Tanda SHI, tanda kesesuaian, atau  sertifikat
kesezuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80
avat {4} diterbitkan oleh lembaga penuaian
kesesualan yang  terakreditasi  sesuai dengan
ketéerituan paraturan perandang-undangan.

Dalam  hal lembaga  penilaian  kesesusian
sebagaimana dimalsud pada ayat (1) belum ada yang
terakreditasi, Pemerintah Pusat dapat meounjuk
letnbaga penilaian kesésualan dengan persyaratan
dan dalam jangka wzalktu tertent.

L=mbaga penilaian keseguaian sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} dan ayat (2) harus terdaltar di
lembaga yang ditetapkan oleh Pemenintah Pusart,

Ketentuan Pasal &3 diubah sehingga berbunvi sebagai
Eemikout:

Pasal 63 . ..
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Pasal 63

Penyedia Jasa yvang memperdagangkan Jasa vang tidak
dilengkapi dengan sertifikat Lesesuaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60 avat (4) dikenai sanksi
adrmnistratif.

kKetentuan Pazal €% diubah sehingga berbunyi sebagai
beriknat:

(L)

{2)

(3)

i4)

Pazal 65

Setiap Pelaku Uzaha yang memperdagangkan Barang
dan/atay Jasa dengan  menggunakan  sistem
slektronik  wajib  menyediakan data danjatan
infortnasi secara lengkap dan benar.

Setiep Pelalktu Usaha dilarang memperdagangkan
Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem
elektromik yang tidak sesuai dengan data dan/atau
miormasi s¢bagammana dimaksud pada ayat [1).

Penggunasn sistem slektronik sebagaimana dimaksad
pada ayat (1} wajib memenuhi Ketentan vate diatur
dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elaktromlk.

Data dan/fatau informasi sebagaimana dimaksud
pada avat [1) paling sedikat memuat:

&, 1dentitas dan legalitas Pelaku Usaha =ebagai
produsen atan Pelaln |lzaha Distribusi;

b. persyaratan teknis Barang vang ditawarkan,

c. persyaratan telnis atan kualifikasi Jasa vang
ditawarkan;

4. harga dan cara pembavaran Barang dan/ata
Jaza; dan

. cara penyerahan Barang

(3 Dalam .. .
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Dalam hal eyadi senpkata terkait dengan transaksi
dagang melalul siztem elekironik, orang atan badan
uzaha vang scdang bersengketa dapat menyelesaikan
gengketa tersebur melalal pengadilan atan melai
mekanisme penvelesaian sengleta lainnya.

Setiap Pelaku !saha yang memperdagangkan Barang
danfatan .Jasa dengan menggunakan  sistem
elektronilt yang tidak menyediakan data dan/atau
informasi secara lengkap dan benar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Eetentuan Pasal 74 dmbah schingga berbunyl sebagal
berikut:

{1

12}

13

[

[5)

Pagal 74

Pemerintah Puzat melakuken pembimaan terhadap
Pelaku Usaha dalam rangka pengembangan Ekspor
untuk perhuasan akses Pasar bag Barang dan Jasa
produksi dalam neger.

FPembinaan se¢bagaimana dimaksued pada ayat (1)
dapal berupa pembenan insentif, fasilitas, informasi
peluang Pasar, buobingan teknis, serta bantuan
promosi dan pemasaran  untuk  pengembangan
Ekspor.

Pemerintah  Pusat  dapet mengusuiken insendf
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) berupa inzentif
fizkal danfatau nonfiskal dalarm upaya meningkatkan
dava saing Ekspor Barang danfatau Jasa produksi
dalam negeri.

Pernenintah  Pusat dalam  melalogkan  pembinaan
gebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja
sama dengan pihak lain,

Eetentuan  lekih  lanjut  meéngena  pelaksanaan
pembinaan sebageimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan Pemenntah,

260. Ketantizn ., .
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26. Ketentwan Pasal 77 dlubah sehingga berbunyt sebagai
berikut:

a7,

(1]

(2

(N

(4

Pazal 77

Zetiap Pelaku Usaha vang menyelenggarakan
pameran dagang dan peserta pameran degang wajib
memenuhi Perizinan Berisaha dari Permetintah Pusat,

Setiap  Pelaku  Usaha yang menyvelenggarakan
pameran dagang dengan mengikutsertakan peserta
dan fatau produk yang dipromosikan berasal dari luar
negern wajlk memperoleh persetujuan dari Pemerintah
Pusat.

Setiap  Pelaln  Usaha vang menyelenggaralian
pameran dagang dan peserta pameran dagang vang
tidak memenuhi Perizinan Benisaha sebagaimana
dimalzsnd pada avat {1) dikenai sanks administratil

Eetentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) diatur dalam
Peratutran Femerintah.

Di antara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 1 {satu) pasal,
yakni Pasal 77A sehingga berbunii sebagai beriloat:

(L)

Pasal 77A

Pengenaan  Sanks admimstratil  sebagaimana
dimnaksud dalam Pazsal 6 ayat {2}, Pasal 15 avat [2),
Faszal 17 ayat (2], Pasal 24 ayat (2), Pasal 33 ayat (3},
Pazal 37 ayat (2], Pasal 43 ayvat (2), Pasal 40 zyat [2),
Pas=al 52 ayat |3], Pasal &7 ayat {7}, Paszal 60 ayat (5},
Pasal 63, Pasal 65 ayat (8], atau Pasal 77 ayat {3)
dapat berupa:

a.  teguran tertulis;

b penarikan Barang dan distnibusi;

¢ penghentian s¢mentara kegiatan usaha;
d. pénatupan Gudang;

= denda; dan/atan

[. pencabutan |
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. pencabutan Penzinan Berusgha.

{2) Eetentuan lebih lanjut mengenai  Kriteria, jenis,
besaran denda, dan tata carg pengenaan sanksi
administratd szebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Perabiran Pemerintah.

Ketentuan Pasal 81 diubah schingea berbunyi sebegai
berikut:

Fasal 81

Ketentuan lebikh lanjuc tnergenai tata cara
penyelenggaraan, kemdahan dan Keikutsertaan dalaom
Promosi Deagang dalam rangks kegiatan  pencitraan
Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah

Ketentian Pasal 98 diubah schingga berbunyi sebagai
berikut;

Pasal 98

(1) Pemerintah FLisat dan Femerintah Daerah
mempunyai wewenang  melakukan pengawasan
terhadap kegiatan Perdagangan.

{2} Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesusi dengan norma, standar, prosedur,
dan ktltena yang diatur dalam Peraturan Pemerintah,

Hetentuan Pasal 99 dnibah sehingga berbunyl sebagai
berikut:

Fazal 30

Femerintah Pusat dan Pemenntah Daerah sesuai dengan
kewenangannya dalam melakukan pengawasarn
sebagaimana dimalksud dalam Pasal 93 ayat {1} mempunyai
wawerang melakulkan:

a pelarangan . ..
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pelarangan mengedarkan untuk  sementara  weaktu
dan/atau  perintah  untuk menarik Barang dan
Distribusi atau menghentikan kegiatan Jasa vang
diperdagangkan yang tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bdang
Perdapgangan, dan/fatau

pencabutan Perizinan Berusaha.,

31. Eetentuan Pasal 100 dinbah schingga berbunyi sebagai
berkut:

(1}

{2)

i3

Fasal 100

Dalam melaksanakan pengawasan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 98 ayat {1). Pemnerintah Pusat
menunjuk petugas pengawas di bidang Perdagangan.

Petugas petigawas di bidang Petdagangan dalam
melakzanakan pengawasan hatus membawa surat
tugas vang sah dan resmi.

Petugaz Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dalam melaksanakan kewenangannva paling
sedikit melakukan pengawasan terhadap:

a. Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan;

b.  Perdagangan Barang vang diawasi, dilarang,
dan fatau diaoar:

¢.  Dustribuszi Barang danfatau Jasa;

pendaftaran Barang Produk Dalam MNegeri dan
azal Ilmpor vang terkait dengan keamanan,
keselamnatan, kesehatan, dan lingkungan hidup:

e, pemberlakuan SNI, persvaratan teknis, atau
kualifikasi secara wajib;

L Perizingn Berusaha terkait gudang; dan

g2 penyvimpanan  Barang  kebutuhan  pokok
dan/atau Barang penting.

(4) Petugas . . .
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(4) Petugas Pengawas scbagaimana dimaksud pada ayat
i1l dalem hal meoesmukan dogaan pelanggaran
kegiatan di bidang Perdagangan dapat:

- merchomendasikan penankan  Barang dari
Dnztribusi danfatau pemusnahan Barang,

b. merekomendasikan penghentian kegiatan usaha
Perdagangan,; atan

. merskomendasikan pencabutan Perizinan
Berussha di bidang Perdagangan.

{2} Dalam hal melaksanakan pengawaszan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3} ditemukan bukti awal dugaan
terjadi tindak pidana di bidang Perdagangan, petugas
pAngawas melaporkannya kepada penjidik untuk
ditindaklanjuti.

{&] Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada syat
(1} dalam melaksanakan kewenangannya dapat
berkrordinasi dengan instansi terkadt.

Ketentuan Fasal 102 diubsh selingga berbunyi sebagad
berikut:

Fazal 102
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan
kegiatan Perdagangan dap pengawagan terhadap Batang
vang Jditetapkan sebagail Barang dalam pengawasan Jdiztur
datam Peraturan Pemerintah.

Hetentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 104

(1) Satiap Pelaku Usaha yang tddak mengganalan atml
tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada
Barang yang diperdagangkan di dalam  negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
dipidana deéngan pidana penjara paling lama S (lima)
tahun atauw  pudana denda paling  banyak
Rp10.000.000,000,00 (sepuluh miliar mapiahj.

{21 Ketentuan . . .
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hetetitilan  sebagaimana  ditnaksud pada ayat (1)
dikecualikan dari  pengenaan  sanksi  pidana
setbagsmimana dimaksud pada avat (1) terhadap
pelang